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Untuk pangeran kecil, 
Muhammad A. Gautama 


Deradikalisasi 

Melalui 

Penguatan Pancasila 
Muhammad AS Hikam 


yakni saudara Syaiful Arif untuk mengembangkan wacana 

keislaman dan kebangsaan yang ditempatkan dalam konteks 
deradikalisasi agama. Tawaran penulis sangat strategis: menjadikan 
Pancasila sebagai basis konseptual bagi proses deradikalisasi Islam. 


BR uku yang ada di tangan pembaca ini merupakan upaya penulis, 


Proses deradikalisasi ini memang menuntut peran negara yang 
lebih besar melalui penguatan Pancasila (pada tataran pemahaman 
dan pelaksanaannya), terutama untuk kalangan umat beragama, 
agar umat tidak terjebak di dalam paham keagamaan radikal. Hal 
ini didasari oleh tesis penulis bahwa Pancasila, yang diawali oleh sila 
Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar negara serta ideologi 
politik religius. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kelompok 
agama untuk membenturkan dasar negara nasional dengan 
keimanan yang diyakini. 

Yang dimaksud penulis sebagai deradikalisasi di sini searah 
dengan proses counter-radicalism. Deradikalisasi merujuk pada 
upaya memoderatkan orang dan kelompok yang telah radikal. 
Sedangkan counter-radicalism mengacu pada upaya mencegah yang 
belum radikal agar tidak menjadi radikal. Penguatan Pancasila bagi 
kelompok beragama bisa menyasar dua upaya tersebut sekaligus. 
Sebab, ia bisa menjadi proses penyadaran bagi kalangan radikal 
untuk memahami kembali hubungan Islam dan negara melalui 
sudut pandang Pancasila. Menurut penulis, jika kaum Muslim 


memahami hubungan Islam dan Pancasila, radikalisme semestinya 
tidak akan terjadi di dalam pemahaman dan praktik beragama 
mereka. Mengapa? Karena Pancasila mengajarkan pandangan 
hidup moderat yang juga selaras dengan nilai-nilai agama. Pada saat 
bersamaan, hal ini juga akan mencegah umat yang belum radikal, 
agar tidak menjadi radikal. 


Penguatan Pancasila terutama berbasis nilai-nilai agama 
memang sangat dibutuhkan, mengingat hal ini yang masih belum 
dimaksimalkan oleh pemerintah. Dahulu, kita memiliki program 
nasional Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila) yang juga diarahkan untuk umat Islam. Proses ini awalnya 
tidak mulus karena mendapatkan penentangan dari kelompok Islam. 
Alasannya, mereka khawatir Pancasila akan diagamakan. Setelah 
yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka perlahan umat Islam 
menerima program tersebut. 


Memang terdapat kelemahan fundamental dalam proses pengu- 
atan Pancasila untuk umat Islam ini. Yakni konsepsi yang masih rapuh 
mengenai hubungan agama dan negara, serta hubungan Islam dan 
Pancasila. Kerapuhan tersebut, menurut penulis, disebabkan oleh 
adanya dua alasan: 


Pertama, Pancasila hanya disosialisasikan sebagai dasar negara, 
bukan pandangan hidup yang bersifat religius, bahkan Islami. Proses 
religiusasi ini sangat fundamental sebab dengan ditempatkannya 
sila ketuhanan sebagai sila pertama, Pancasila menganut tauhid, 
sedangkan keempat sila di bawahnya mencerminkan nilai-nilai 
keislaman dalam rangka magashid al-syar'i (tujuan utama syariat). 
Inilah mengapa pada Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada 1983, 
para kiai menerima asas tunggal Pancasila, karena dasar negara ini 
merupakan dasar bagi pengamalan atas tauhid dan syariah. Berbagai 
upaya para ulama dalam membasiskan legitimasi NKRI berdasarkan 
fikih juga menunjukkan bahwa umat Islam telah menjadi bagian 
integral dari sistem politik bangsa. 


Kedua, rumusan konseptual Pancasila sendiri yang belum 
dituntaskan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah 


yang belum dimaksimalkan oleh berbagai rezim di negeri ini. Di masa 
Orde Lama, rumusan itu berhenti pada bangunan ideologi-ideologi 
besar, seperti sosialisme, nasionalisme dan Islamisme namun tidak 
dibumikan ke dalam rancangan saintifik yang bermanfaat, misalnya 
dalam rangka perumusan paradigma keilmuan Pancasila. Penguatan 
untuk umat Islam juga dilakukan melalui akomodasi politik, seperti 
penyatuan ideologi Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Jika 
dilihat di masa sekarang, Nasakom tentu tak diterima oleh kalangan 
radikal, karena penyatuan agama dengan komunisme. 


Sementara itu di masa Orde Baru, Pancasila dirumuskan sebagai 
pandangan hidup yang disederhanakan menjadi kode etik individu 
dalam rangka perilaku yang bermoral. Pancasila diturunkan 
dari diskursus ideologis, menjadi “butir-butir pengamalan” yang 
memandu moralitas warga negara. Tentu yang dimaksud sebagai 
moralitas di sini ialah moralisme pasif, di mana warga negara diminta 
mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan nasional. 
Implikasi dari upaya seperti ini adalah bahwa penguatan Pancasila 
kepada umat Islam bersifat politis, melalui represi kebijakan baik 
dalam rangka fusi partai, asas tunggal Pancasila hingga program 
Penataran P-4. Tidak ada proses pemahaman substansial antara 
Islam dan Pancasila, yang membuat umat mencintai dasar negara 
sebagaimana mereka mencintai agama. 


Buku yang ditulis saudara Arif ini mencoba mengisi kekosongan 
itu dengan menawarkan hubungan substantif antara Islam dan 
Pancasila. Hubungan ini diharapkan menjadi basis konseptual bagi 
upaya deradikalisasi Islam. Hubungan substantif yang dimaksud ialah 
pembuktian penulis bahwa Pancasila mencerminkan nilai-nilai politik 
Islam. Tentu nilai-nilai substantif yang melampaui formalisasi ajaran 
hukumnya. Pelampauan atas formalisasi Islam baik dalam bentuk cita 
pendirian Negara Islam maupun penerapan syariah dalam bentuk 
konstitusi dan UU ini bukan merupakan kekalahan atau akomodasi, 
tetapimenjadibagian dari prinsip kebijaksanaan didalamlslamsendiri. 

Arif menunjukkan hal ini misalnya dalam kaidah fikih 
yang menyatakan, dar'ul mafasid mugaddam 'ala jalbil mashalih: 


menghindari kerusakan lebih utama daripada mengejar kebaikan. 
Mendirikan Negara Islam memang baik, namun jika hal itu 
menimbulkan kerusakan sosiologis, dalam bentuk disintegrasi 
bangsa, maka tidak mendirikan Negara Islam lebih diutamakan oleh 
syariah. Kebijaksanaan ini yang telah dipraktikkan oleh para ulama 
Muslim moderat, yang menjadi mainstream di republik. Satu hal yang 
kini dipertanyakan kembali oleh kelompok radikal yang berjumlah 
minoritas. 


Saya sangat menyambut baik penerbitan buku ini sebagai 
bagian penting dari pengembangan dan pengayaan khasanah 
pemikiran Islam dan kebangsaan. Semoga bisa menginspirasi proses 
deradikalisasi dan moderasi pemahaman keagamaan di negeri ini. 


Jakarta, 1 Maret 2018 

Muhammad AS Hikam (Universitas Presiden) adalah penulis 

buku Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung 
Radikalisme (Penerbit Buku Kompas, 2016) 


Pengantar 


Yayasan Komunitas Indonesia 
Sejati (YAKINS) 


Julian Foe 


ebagai lembaga yang konsen dengan penguatan etos 

berbangsa, Yayasan Komunitas Indonesia Sejati (YAKINS) 

ikut bertanggungjawab dalam mengembangkan pemikiran 
kebangsaan dari generasi muda kita. Untuk itulah sejak awal kami 
berkepentingan mendampingi proses penelitian dan penulisan 
buku karya Saudara Syaiful Arif yang merupakan salah satu dewan 
pakar di lembaga kami. 


Kepedulian terhadap Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan perlu 
terus kembangkan karena hal ini penting bagi keberlangsungan 
kehidupan berbangsa. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila 
merupakan dasar negara yang juga menjadi pandangan hidup 
masyarakat. Pandangan hidup ini menjunjung tinggi persatuan di 
tengah keragaman dan memuara pada terwujudnya keadilan sosial. 
Semboyan persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan 
yang tepat di tengah bangsa majemuk yang terus diuji. 


Sebagaimana kepedulian dari penulis buku ini, dalam menguatkan 
nilai-nilai bangsa itu, diperlukan penggalian nilai-nilai budaya, juga 
agama, yang secara substansial searah dengan Pancasila. Ketuhanan 
merupakan nilai fundamental yang ada di semua agama, dan 
juga menjadi sila pertama Pancasila. Kemanusiaan, kebangsaan, 
demokrasi dan keadilan sosial juga dimuliakan oleh agama dan juga 
Pancasila. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara agama 
dan Pancasila. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari penulis buku 
ini untuk meyakinkan kita bahwa dengan berpancasila, kita telah 
mengamalkan nilai-nilai agama. 


Berkembangnya pemahaman keagamaan yang cenderung 
radikal membutuhkan pendidikan kebangsaan, agar masyarakat 
memahami nilai-nilai fundamental kehidupan bersama. Buku ini 
menjadi salah satu upaya pendidikan tersebut, agar umat beragama 
paham, bahwa nilai-nilai Pancasila juga menjadi bagian dari nilai-nilai 
agama. Dengan cara ini, buku ini ingin menghapus kesalahpahaman 
di sebagian kelompok, agar tidak ada lagi pembenturan antara 
agama dan nilai-nilai kebangsaan. 


Oleh karena itu, kami menyambut baik penerbitan buku ini 
sebagai upaya mencerahkan pemahaman masyarakat. Semoga 
bermanfaat untuk pembaca. 


Jakarta, 18 April 2018 


Julian Foe 


Dewan Pembina YAKINS 


Pengantar Penulis 


uku ini merupakan hasil riset dan refleksi penulis atas hubungan 

Pancasila, Islam dan radikalisme yang sejak Reformasi 1998 

mewabah di Indonesia. Proses riset ini difasilitasi oleh Yayasan 
Komunitas Indonesia Sejati (Yakins) di mana penulis menjadi salah 
satu anggota Dewan Pakar di dalamnya. 


Kepenulisan tentang Pancasila telah mendaging di dalam diri 
penulis, baik dalam bentuk buku maupun esai di media massa. Semua 
itu berkah dari para pejuang pemikir yang terus mengarusutamakan 
Pancasila di ruang publik kita. Untuk itu dalam pengantar ini, penulis 
haturkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah mendorong 
dan mendampingi perjalanan penulis sebagai seorang penulis. 


Pertama tentu kepada para Guru yang telah memberikan inspirasi 
hidup. Yudi Latif, PhD yang telah memberikan “visi kehidupan” 
bagi penulis, karena melalui beliau, penulis memiliki tugas hidup 
menguatkan Pancasila di republik ini. Kepada KH As'ad Said Ali, 
orang tua asuh penulis yang selalu mendampingi baik secara 
material maupun moral. Kepada Dr. Muhammad AS Hikam yang 
telah berkenan menulis pengantar buku ini. Kepada Dr. J. Kristiadi, 
pengamat politik berdedikasi yang berkenan menjadi “kakak” bagi 


kepenulisan penulis. 


Kedua, untuk para sahabat di Yakins dan Forum Nasional 
Bhinneka Tunggal Ika. Kepada Bapak Julian Foe yang tanpa pikir 
panjang menfasilitasi proses riset dan penulisan buku ini. Mas 
Triadi San, Sekretaris Yakins yang melampangkan proses riset. Plus 
para pengurus Fornas Bhinneka, Bro Taufan Hunneman, Bro Syaiful 
Rohman, Mas Oscar Gomulia, dkk. Juga kepada teman-teman setugas 
di Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang 
kemudian berganti menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP). Kepada para Deputi, Dr. Anas Saidi, Prof. Hariyono, Dr. Sonny 
Soeharso, “Bang Togi”. Para sejawat Tenaga Ahli, Kanda Damhuri 


Muhammad, Dr. Martin L. Sinaga, Kanda Peter Kasenda, Airlangga 
Pribadi, PhD, Dr. Bob Randilawe, Dr. Asep Salahudin, Bro Wawan 
Fakhrudin, Bro Diasma Swandaru, dan semua teman TA yang telah 
menjadi keluarga besar dalam rutinitas kerja penguatan Pancasila. 


Tak lupa dan terpenting, isteri tercinta penulis, Ria Rohmah yang 
telah berhasil membuat suaminya "matang" lahir batin. Juga buah 
hati tercinta, Najmu Verena Oalby yang lucu dan menceriakan hari- 
hari. Plus pangeran kecil, Muhammad A. Gautama. Kepada mereka 
bertiga, kesuksesan penulis hadiahkan. Tentu semua doa dan 
kesungguhan terhaturkan kepada para orang tua, Ibu Hj. Sri Mulyati, 
H. Karmono, Bapak Zainudin dan Ibu Sumiati. 


Dan kepada semua pembaca buku ini, semoga bisa mendapat 
manfaat dari telurusan literasi yang mengenyangkan budi! 


Bekasi, 1 Maret 2018 


BAB 1 


Pendahuluan 


uku yang ada di tangan pembaca ini merupakan karya kedua 

penulis tentang Pancasila. Sebelumnya, penulis menulis 

Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kotradiksi Sosialnya 
(2016)'. 

Sebagai seorang Muslim, penulis tentu terlibat di dalam diskursus 
keislaman dan kebangsaan, di mana studi tentang Pancasila menjadi 
salah satu angle untuk melihatnya. Betul, Pancasila begitu menarik 
bagi penulis karena beberapa hal. 


Pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup yang God 
centered. Menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Posisi 
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama menjadikan 
pandangan hidup bangsa ini meninggikan Tuhan sebagai pusat 
dari kehidupan. Dengan demikian, segala praktik kemanusiaan, 
kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial ialah cara beribadah, 
mempersembahkan hidup kepada Tuhan. 


Kedua, Pancasila memuat lima ide besar yang sangat mewakili 
concern penulis. Lima ide itu ialah ide tentang hubungan agama dan 
negara, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial. 
Dengan mendalami Pancasila, kita bisa mendalami lima ide sekaligus 
beserta kompleksitas teori, diskursus dan problem keilmuan di 
dalamnya. 


Ketiga, Pancasila mewakili ideologi penulis, yakni sosialisme. 
Namun sosialisme Pancasila bukanlah sosialisme ala Marxisme murni, 
apalagi komunisme. Sosialisme Pancasila merupakan keinginan 
untuk menegakkan keadilan sosial sebagai perintah Tuhan demi 


1 Lihat Syaiful Arif, Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi 
Sosialnya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016. 


2 Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


pemuliaan martabat manusia di dalam sistem politik demokratis yang 
bernegara-bangsa. Maka dengan mendalami dan memperjuangkan 
Pancasila, penulis berharap bisa ikut memperjuangkan keadilan 
sosial, meskipun hanya lewat tulisan. 


Ketertarikan penulis terhadap Pancasila diinspirasi oleh karya 
Yudi Latif, Negara Pariprna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas 
Pancasila (2011). Buku ini mampu menumbuhkan ketertarikan 
terhadap Pancasila, karena menghadirkan kelima silanya secara 
kritis-teoretis. Dengan cara ini, Latif mampu menjadikan Pancasila 
sebagai perspektif kritis yang diperhadapkan dengan kekuasaan. 
Konsen penulis sendiri terletak pada Pancasila sebagai pemikiran. 
Letak ini terdapat pada muatan teoretik dari setiap silanya yang 
teramu dalam Pancasila yang telah menjadi pandangan hidup bulat. 


Sebagai khasanah intelektual, pemikiran Pancasila sendiri 
telah berkembang dalam beberapa fase. Pertama, era original. Ini 
merupakan era tumbuhnya ide-ide dasar Pancasila, yang pada 1 
Juni 1945 diangkat oleh Soekarno sebagai dasar negara. Pemikirnya 
tentu Soekarno sendiri yang menggelisahkan hubungan antara 
Islam, nasionalisme dan sosialisme. 


Kegelisahan ini pada awalnya bersifat praksis, lalu terefleksi 
menjadi persoalan teoretis. Bersifat praksis karena ia ingin meng- 
galang kekuatan anti-kolonial dengan menjadikan naionalisme 
sebagai “payung bersama" (historical bloc) yang menyatukan gerakan 
Islam, nasionalis dan sosialis. Caranya, menempatkan kolonialisme 
sebagai musuh bersama, karena penjajahan yang merupakan 
kepanjangan dari kapitalisme itu tidak hanya dikutuk oleh sosialisme, 
tetapi juga Islam. 


Penyatuan berbagai golongan demi perjuangan kemerdekaan itu 
lalu dilanjutkan Soekarno ketika menggagas Pancasila. Maka prinsip 
kebangsaan dijadikan sila pertama. Mengapa? Karena perseteruan 
ideologis antara ketiga ideologi di atas meruncing kembali dalam 
perumusan dasar negara. 
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Bersifat teoretis karena Soekarno tidak hanya menyatukan 
berbagai ideologi dalam kompromi eksternal, tetapi juga sintesa 
internal. Sintesa ini ia kembangkan melalui pendekatan transformatif 
dalam melihat agama, nasionalisme dan demokrasi. Artinya, ketiga 
hal tersebut diwujudkan demi tergeraknya transformasi sosial. Maka 
ketika memeras Pancasila menjadi Trisila, ia mengajukan tiga nilai: 
ketuhanan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Imbuhan kata 
“sosio"” dimaksudkan sebagai sifat socius (welas asih) yang menyifati 
Trisila tersebut. “Baik ketuhanan, nasionalisme maupun demokrasi 
harus ditegakkan demi terwujudnya keadilan sosial” Demikian kira- 
kira tesis utama Soekarno?. 


Kedua, era klasik yang mengembangkan filsafat Pancasila. Hasrat 
para pemikirnya satu: menggali hakikat Pancasila yang merupakan 
pantulan “jiwa” Indonesia. Nicolaus Driyarkara dan Notonagoro 
menjadi pioneer era ini. Melalui pendekatan filsafat manusia, 
Driyarkara menetapkan sila kedua sebagai esensi Pancasila. Ia 
mengembangkan ide Sosialitas sebagai Eksistensial (1962) untuk 
menggambarkan pandangan hidup manusia Pancasila. Dalam 
pandangan ini, manusia adalah makhluk sosial bagi sesamanya 
(homo homini sociusP. Dengan cara ini, Driyarkara memberikan 
pendasaran filosofis bagi “perspektif sosial” Soekarno di atas. 


Demikian pula Notonagoro (1957) yang menindaklanjuti 
peran Pancasila sebagai filsafat dasar negara melalui filsafat 
hukum. Maka menurutnya, Pancasila yang teksnya berada di 
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah kaidah fundamental negara 
(Staatfundamentalnorms). Ia menjadi basis normatif bagi konstitusi 
dan produk hukum kita. Notonagoro juga merumuskan sifat manusia 
Pancasila yang bersifat mono-pluralis. Artinya, setiap manusia 


2 Peter Kasenda, Sukarno Muda, Biografi Pemikiran 1926-1933, Depok: 
Komunitas Bambu, 2014, h., 27 

3  Nicolaus Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara, Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2006, h., 599 
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Indonesia selalu “ada-bersama” dengan kemajemukan yang menjadi 
realitas eksistensialnya.” 


Ketiga, era modern yang mengkaji Pancasila melalui ilmu-ilmu 
sosial modern. Berbeda dengan generasi klasik yang berhasrat 
pada esensi, generasi ini membaca Pancasila secara lebih berjarak. 
Karena konteks inetelektualnya di masa Orde Baru, maka hubungan 
Pancasila dan kekuasaan menjadi salah satu lokus kajiannya. 


Di era ini terdapat studi Eka Darmaputera, Pancasila, Identitas 
dan Modernitas (1997) yang mengkaji Pancasila melalui perspektif 
budaya Jawa. Menurutnya, Pancasila mencerminkan paradigma 
orang Jawa yang melihat kenyataan sebagai totalitas, yang dibentuk 
melalui proses sintesis dan konsesi sebagai pancaran kebijaksanaan 
hidup. Maka dalam membaca Pancasila, kita perlu menempatkannya 
sebagai realitas totalis, di mana setiap silanya saling mengandaikan 
dan mengunci. Misalnya, ketuhanan harus diamalkan melalui 
kemanusiaan, kemanusiaan harus diperjuangkan atas perintah 
Tuhan. Secara metodologis, Pancasila juga merupakan hasil dari 
sintesa berbagai ideologi yang menyatu berkat kemauan para 
pengusungnya melakukan pengorbanan diri (konsesi). Sikap dan 
cara pandang seperti ini merupakan kebijaksanaan hidup, bukan 
kompromi politik. Studi Eka juga menjelaskan bagaimana rezim 
politik menafsiri Pancasila dengan cara Jawa, demi kelestarian 
kekuasaan. 


Di era ini terdapat pula studi Benjamin F. Intan (2004) yang 
menempatkan Pancasila sebagai agama publik (public religion). 
Berdasarkan studi ini, maka Pancasila menawarkan relasi agama dan 
negara yang melampaui sekularisasi dan islamisasi. la mempraktikkan 
pola diferensiasi, di mana agama dan negara terpilah di ranah yang 
berbeda namun tetap terhubung dalam sistem sosial modern. Maka 
agama berada di wilayah publik, merawat moralitas yang menjadi 


4 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Yogyakarta: Pantjuran Tudjuh, 
1957, h., 27 

5 Eka Darmeputera, Pancasila, Identitas dan Modernitas, Jakarta: BPK, 1997, 
h., 139 
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basis bagi masyarakat dan negara. Sedangkan negara berada di 
ranah politik, menyalurkan penataan masyarakat, salah satunya 
fasilitasi kehidupan beragama. 


Keempat, era kontemporer yang menggembangkan pemikiran 
Pancasila sebagai wacana kritis. Pengusungnya ialah Yudi Latif 
melalui dua karyanya, yakni Negara Paripurna (2011) dan Revolusi 
Pancasila, Kembali Ke Rel Perjuangan Bangsa (2015). 


Dibanding era sebelumnya, prestasi Latif terletak pada 
penggunaan ilmu-ilmu sosial kritis dalam mengkaji Pancasila. 
Misalnya, ia menempatkan sila keempat sebagai basis teoretik 
bagi demokrasi deliberatif (deliberative democracy). Melalui 
pemikiran Joshua Cohen, Jurgen Habermas, dan Arend Lijphart, 
Latif merumuskan demokrasi permusyawaratan (istilahnya untuk 
nama demokrasi Pancasila) sebagai model demokrasi yang tak 
terhenti pada perumusan kebijakan di parlemen, tetapi deliberasi 
antara masyarakat sipil di ruang publik dengan negara di ranah 
sistem politik. Dengan cara ini, demokrasi tak berhenti dalam 
perwakilanisme, melainkan musyawarah terus-menerus antara 
masyarakat dan negara. 


Demikian pula melalui Revolusi Pancasila, Latif merumuskan 
skema revolusi Pancasila yang meliputi: (1) sila pertama, kedua dan 
ketiga sebagai panduan pembentuk super-struktur mental-kultural 
yang berketuhanan, humanistik dan berkebangsaan, (2) sila kelima 
memandu pembentukan basis-material berkeadilan, dan (3) sila 
keempat membentuk konsentrasi kekuatan politik nasional yang 
berperan sebagai “agen politikal” pewujud cita-cita Pancasila.” 


Tentu masih banyak nama yang belum disebut dalam rentetan 
periodisasi di atas, karena memang nama-namayang telah disebutlah 
yang menempatkan Pancasila sebagai pemikiran. Berbagai studi 


6 Benyamin F. Intan, Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia, 
USA: Boston College, 2004, h., 68 

7 Yudi Latif, Revolusi Pancasila, Kembali Ke Rel Perjuangan Bangsa, Bandung: 
Mizan, 2015, h., 98 
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lainnya tetap memberi kontribusi berharga, baik dalam ranah 
akademik maupun praktis. 


Dalam kerangka ini, terdapat pula khasanah pemikiran yang telah 
mengkaji hubungan antara Islam dan Pancasila. Satu tema yang 
juga diangkat oleh buku ini. Beberapa kajian itu misalnya, Islam dan 
Pancasila sebagai Dasar Negara karya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Di dalam 
studinya itu, Ma'arif menengok kembali perdebatan antara tokoh- 
tokoh Islam dengan kaum nasionalis dalam memperdebatkan dasar 
negara. Sebagaimana akhirnya diketahui, Pancasila dengan imbuhan 
tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya" tidak dihidupkan lagi setelah Dekrit Presiden 
1959. Apalagi ketika Soekarno menyatakan bahwa Piagam Jakarta 
menjiwai konstitusi dan UUD 1945, di mana jaminan pelaksanaan 
syariat Islam bagi umat Muslim dijamin oleh Undang-Undang. Ma'arif 
kemudian memberikan rekomendasi intelektual bagi kaum Muslim 
untuk menghidupkan kembali ijtihad dalam rangka perumusan 
syariat Islam yang sesuai dengan kondisi keindonesiaan modern. 
Bukan memaksakan formulasi syariat Abad Pertengahan Islam di 
dalam kondisi bangsa yang majemuk. 


Kajian selanjutnya dari Faisal Ismail tentang respos umat Islam 
terhadap Pancasila, baik dalam perumusan Pancasila di Sidang 
BPUPK (Pancasila sebagai dasar negara), Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4), maupun Pancasila sebagai asas tunggal 
organisasi politik dan kemasyarakatan. Terhadap tiga momen 
kepancasilaan ini, umat Islam pada awalnya melakukan penolakan 
demi idealitas Negara Islam. Namun perlahan, dengan kesadaran 
sendiri, menerima Pancasila. Terhadap Pancasila sebagai dasar 
negara, tokoh-tokoh nasionalis Islam menghadapinya berdasarkan 
Islam sebagai ideologi politik. Jadi responsnya bersifat ideologis. 
Sementara itu atas P4, respons umat Islam berdimensi teologis 
mengingat kekhawatiran terhadap upaya mengamakan Pancasila 
melalui P4 oleh pemerintah Orde Baru. Namun kekhawatiran ini 


8 Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi 
tentang Perdebatan dalam Konstituante, Bandung: Mizan, 2017, h., 278 
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ditepis oleh kalangan Muslim moderat seperti NU yang memahami 
Pancasila sebagai pengamalan dari tauhid dan magashid al-syari'ah. 
Penerimaan umat Islam terhadap asas tunggal Pancasila oleh Orde 
Baru lebih mulus, yang membuat kecurigaan negara terhadap umat 
Islam luntur. Dari sinilah Orde Baru kemudian mengembangkan 
kebijakan yang lebih pro-umat Islam, sehingga pemerintahpun 
semakin mendapat dukungan dari umat.” 


Tentang Buku Ini 


Buku ini merupakan salah satu dari khasanah pemikiran yang penulis 
kembangkan berdasarkan muatan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang diletakkan dalam konteks radikalisme agama. Jadi pertanyaan 
yang dijawab oleh buku ini ialah: bagaimana Pancasila memandang 
radikalisme agama, terutama yang dikembangkan oleh kelompok 
Islam? Apa tawaran Pancasila dalam upaya deradikalisasi agama? 
Bagaimana konsep hubungan agama dan negara menurut Pancasila? 
Bagaimana hubungan antara Islam dan Pancasila? 


Di dalam bab II, penulis mengelaborasi hubungan antara 
Pancasila, Agama dan Ideologi Nasional. Di dalamnya penulis 
menjelaskan konsep Pancasila sebagai ideologi nasional, serta 
hubungannya dengan agama. Konseptualisasi Pancasila sebagai 
ideologi nasional sangat penting, karena pada saat ini, pemerintahan 
Presiden Joko Widodo telah menguatkan kembali ideologi Pancasila 
melalui pendirian Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, 
terhitung sejak Juni 2017. Unit kerja ini lalu berganti menjadi Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).'? Kebetulan penulis terlibat di 
dalamnya sebagai Tenaga Ahli dalam Deputi Pengkajian dan Materi, 
sehingga terlibat pula dalam perumusan Garis-garis Besar Haluan 


9 Faisal Ismail, Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process 
of Muslim Acceptance of the Pancasila, Canada: McGill University, 1995, 
h., 299 

10 Perubahan UKP-PIP menjadi BPIP melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Diundangkan 
dalam LN No. 17 Tanggal 28 Februari 2018. 
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Pembinaan Ideologi Pancasila (GBHPIP). Konseptualisasi ideologi 
Pancasila juga penting karena gerakan keagamaan yang menantang 
Pancasila ialah gerakan keagamaan ideologis. 


Dalam bab III, penulis mengelaborasi hubungan Islam, Pancasila 
dan Keindonesiaan. Dalam kaitan ini, penulis menghadirkan perspektif 
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai peramu hubungan Islam, 
Pancasila dan kebangsaan, yang strategis bagi penguatan Pancasila 
dan model Islam keindonesiaan. Mengapa? Karena selain Gus Dur 
merupakan salah satu manggala Penataran Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (P4) di masa Orde Baru, ia juga pemikir 
dan aktivis Islam yang telah paripurna dalam merumuskan ide Islam 
keindonesiaan dalam kerangka Pancasila. 


Perspektif Gus Dur tentang tema tersebut merujuk pada 
hubungan antara Islam kebudayaan dan Islam kebangsaan. Islam 
kebudayaan merujuk pada corak kultural Islam Nusantara, yang 
menjadi trade mark bagi keislaman Nahddlatul Ulama (NU). Dalam 
kondisi ini, Islam Nusantara menjadi conditio sine gua none bagi 
terbentuknya Islam Indonesia. Keislaman keindonesiaan inilah yang 
menjadi bantalan keagamaan bagi hubungan harmonis antara 
Islam, Pancasila dan juga demokrasi. Memahami konsep keislaman 
Pancasilais ala Gus Dur menjadi penting di tengah gerakan Islam 
yang kini menolak Pancasila. 


Bab IV penulis menghadirkan deskripsi dan Analisa terhadap 
gerakan Islam radikal yang selama ini menolak Pancasila, yakni 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun secara organisatoris, ia telah 
dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 
No. 2/2017, namun gerakan kultural dan ideologinya tentu masih 
hidup di kalangan pengikutnya. Memahami organisasi, pemikiran 
dan gerakannya menjadi penting, terutama pemikiran mereka yang 
membenturkan Islam dengan Pancasila. 


Bab V menghadirkan tawaran penulis, Islam, Pancasila dan 
Deradikalisasi. Ini merupakan elaborasi penulis terhadap corak 
radikalisme di dunia Islam, serta tawaran Pancasila sebagai basis 
strategis bagi proses deradikalisasi. Intinya menegakkan kembali 
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pola hubungan antara agama dan Pancasila yang secara substantif 
sebenarnya telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penolakan hal 
ini atas nama Islam menunjukkan bahwa para penolak itu tak 
memahami Pancasila dan juga nilai-nilai substantif politik Islam. 


Di bab VI penulis mengelaborasi konsep Islam keindonesiaan, 
sebagai tawaran solutif bagi radikalisme Islam yang telah menolak 
Pancasila. Penulis mengakarkan corak Islam keindonesiaan itu pada 
tradisi politik Islam di masa Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan 
moralitas sebagai basis legal bagi masyarakat Islam. Dengan cara 
ini, ketika Islam di Indonnesia juga melakukan hal serupa, yakni 
menjadikan moralitas Islam, dan bukan doktrin legal Islam, sebagai 
dasar bagi penguatan nilai-nilai Pancasila dan negara bangsa: makai 
a telah sesuai dengan tradisi kenabian. 


Pada bab VII (penutup), penulis menawarkan pentingnya 
mengembangkan Pancasila sebagai agama publik (public religion) 
sebagai salah satu model keagamaan yang ramah kebangsaan. 
Mengapa? Karena keagamaan radikal yang mengancam sendi 
kehidupan berbangsa itu tidak mengenal kepublikan sebagai 
nilai-nilai sosial yang menjadi karakter keadaban modern, yang 
sesuai dengan nilai-nilai agama. Berbasis sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa, maka Pancasila menyiratkan nilai-nilai agama publik, di 
mana segenap umat beragama perlu membataskan pengamalan 
ibadahnya kepada nilai-nilai kepublikan Pancasila. 


Semoga, buku ilmiah popular ini bisa memberikan inspirasi 
kepada sidang pembaca. Selamat menikmati! 


BAB 2 


Pancasila, Agama 
dan Ideologi Nasional 


ebagai dasar negara, Pancasila memiliki posisi penting dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab negara, yang 
merupakan institusi utama pengaturan masyarakat, tidak hanya 
mengatur aspek material tetapi juga mental. Dengan mendasari 
negara sebagai nilai-nilai normatif, Pancasila juga semestinya 
menjadi pola dasar dari cara berpikir dan bertindak dari masyarakat. 


Persoalan ini memang telah menjadi klasik yang melahirkan 
problem hubungan antara agama dan Pancasila yang kadang naik ke 
permukaan, menjadi letupan ideologi yang tak pernah padam. Sebab 
meskipun Pancasila telah final sebagai dasar negara, akan tetap ada 
kelompok masyarakat yang menginginkan agama menjadi dasar 
negara. Hal ini bisa dipahami mengingat agama merupakan nilai 
yang paling fundamental bagi setiap manusia, sedangkan Pancasila, 
secara praktis hanya merupakan nilai kenegaraan yang lahir sebagai 
buah dari kesepakatan para pendiri bangsa. 


Letupan pandangan dan gerakan keagamaan ini sering 
mengambil bentuk yang ekstrim yang disebabkan oleh radikalisme 
agama. Sejatinya, kalangan ini tidak mampu melihat bahwa sebagai 
filsafat, Pancasila juga merupakan pandangan yang radikal. Namun 
radikalisme agama memang bersifat tertutup sehingga tidak bisa 
melihat kebenaran lain. 


Problem hubungan agama dan Pancasila sering menyasar pada 
posisi Pancasila sebagai dasar negara nasional, bukan dasar negara 
agama. Padahal sejak awal, pendiri bangsa seperti Mr. Soepomo 
menegaskan, Negara nasional bukanlah negara a-religus, melainkan 
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negara yang didasarkan pada nilai-nilai agama” Dalam kaitan ini 
perlu dipahami perbedaan antara agama sebagai dasar negara, 
dengan negara berdasarkan nilai-nilai agama. 


Yang pertama merujuk pada penempatan doktrin formal agama 
sebagai dasar negara, sedangkan yang kedua menempatkan 
nilai-nilai substantif sebagai dasar normatif yang mendasari dasar 
negara nasional, di mana bentuk negaranya bukan negara agama. 
Doktrin merupakan bangunan ajaran formal agama yang terkait 
dengan teologi dan hukum. Jika di dalam Islam, tauhid dan syariah. 
Bangunan ini menjadi panduan utama umat dalam beragama yang 
memiliki dimensi reward and punishment. Sedangkan nilai-nilai 
agama merujuk pada nilai-nilai yang terkandung di dalam doktrin, 
yang bisa diamalkan, tidak selalu melalui doktrin. Nilai-nilai ini 
bersifat substantif universal yang ada di setiap agama. Misalnya, 
Syariah adalah doktrin. Tetapi magashid al-syari'ah (tujuan utama 
syariah) yang meliputi hak hidup (hifdz al-nafs), hak beragama (hifdz 
al-din), hak berpikir (hifdz al-agl) dll ialah nilai-nilai agama yang 
terdapat pula di dalam agama lain. Melegalkan doktrin melalui 
negara akan membentuk negara agama. Sedangkan menegakkan 
nilai-nilai agama melalui negara, tak memerlukan bentuk negara 
agama. Selama negara tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal 
agama, negara itu selaras dengan nilai-nilai agama. 


Dalam kaitan ini, Pancasila sebenarnya mengandung nilai yang 
sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki kaitan dengan 
doktrin agama. Mengapa? Karena ia ingin menaungi dan melindungi 
semua agama dalam rangka persatuan berbangsa. Pada titik ini, 
hubungan agama dan Pancasila terdapat dalam ranah Pancasila 
sebagai ideologi nasional. Hal ini terjadi karena diskursus keagamaan 
yang berdialektika dengan Pancasila, juga merupakan ideologi 
politik keagamaan. Untuk itu diperlukan pemahaman terlebih 
dahulu tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. 
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Ideologi Pancasila 


Ideologi, dalam hal ini, ideologi nasional, merupakan posisi terakhir 
dan terpuncak dari posisi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Sebelum ideologi, Pancasila memiliki posisi sebagai 
pandangan hidup (worldview) bangsa dan dasar negara. 


Ketiga posisi ini membentuk kesatuan bangunan Pancasila yang 
mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Meminjam struktur 
masyarakat antropolog Marvin Harris (1987), setiap masyarakat 
dibangun berdasarkan lapis basis-struktur, struktur dan supra- 
struktur. Basis-struktur merupakan dasar kultural bagi sebuah 
masyarakat. Struktur merupakan bangunan struktural kehidupan 
sosial, meliputi tata kelembagaan sosial-politik, dan supra-struktur 
merujuk pada “langit-langit” ideologi, berupa nilai-nilai normatif 
yang menaungi kehidupan budaya dan politik tersebut. 

Sebagai awal, Pancasila merupakan basis-struktur bangsa 
Indonesia, karena ia menjadi pandangan hidup kultural dari 
masyarakat. Pandangan hidup ini menurut Soekarno merupakan 
hogere optrekking (pengangkatan lebih tinggi) dari filsafat 
Nusantara. Artinya, sebelum Pancasila dan Indonesia lahir, nilai- 
nilai Pancasila telah hidup dan mengendap di dalam khasanah 
kebudayaan Nusantara. Penggaliannya dalam bentuk Pancasila, 
merupakan pengangkatan lebih tinggi agar selaras dengan visi 
kehidupan bangsa modern yang berakar kuat dari tradisi bangsa itu 
sendiri. Nilai-nilai kultural ini yang kemudian dilembagakan dalam 
struktur sosial-politik bangsa, yakni negara, melalui penempatannya 
menjadi dasar negara. Pendasarann Pancasila pada ranah kultur dan 
struktur inilah yang membuatnya menjadi “langit-langit” ideologi 
bangsa, sehingga segenap pemikiran dan praktik kebangsaan harus 
berwawasan Pancasila.'' 


Sebagai pandangan hidup atau pandangan dunia (Weltans- 
chauung), nilai-nilai Pancasila merupakan cara bangsa Indonesia 
dalam memandang dan memaknai dunia serta kehidupan. Ia berada 


11 Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 
2016, h., 131 
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di dunia kehidupan (Lebenswelt), yakni dunia sehari-hari yang dihuni 
oleh masyarakat, yang dibentuk oleh sistem kultural yang telah 
menyejarah. Maka tak berlebihan jika Soekarno menyebut nilai-nilai 
Pancasila telah terpendam lama di bumi Nusantara, dan ia pada 
1 Juni 1945, di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPK) mendeklarasikannya sebagai dasar negara. 


Atas nilai-nilai ini, Soekarno sendiri telah melakukan penggalian 
jauh sebelum Sidang BPUPK. Penggalian ini berakar pada upaya 
mencari titik temu di antara tiga ide (ideologi) besar di Indonesia, 
yang menjadi sumbu pemikiran bagi pergerakan menentang 
kolonialisme. Hal ini tercermin di dalam tulisannya, Nasionalisme, 
Islamisme dan Marxisme yang ia tulis pada 1926 di Indonesia Moeda. 
Di dalam tulisan itu, ia mempertemukan titik persamaan perjuangan 
di antara ketiga ideologi dan pergerakan tersebut yang merujuk 
pada kolonialisme dan kapitalisme. Karena penjajahan merupakan 
ekspansi dari kapitalisme, maka baik nasionalis, Islamis maupun 
Marxis pasti menolaknya. Islam menentang kapitalisme karena 
bagian dari riba. Apalagi Marxisme. Oleh karenanya, tidak ada alasan 
ketiga ideologi ini bertengkar di masa ketika negeri tengah berada di 
bawah penjajahan.'? 


Pada titik ini, Soekarno menempatkan nasionalisme sebagai 
“payung bersama" penyatuan Islam dan Marxisme, dan meletakkan 
Pancasila sebagai ideologi yang melampaui berbagai isme tersebut. 
Ini berarti, meskipun Soekarno terinspirasi oleh visi keadilan sosial 
dari sosialisme, namun ia bukanlah kaum komunis, karena Pancasila 
telah mensintesakan berbagai ideologi tersebut dalam rumusan 
baru ideologi Pancasila. 


Dalam perkembangannya, Soekarno tidak hanya mencari 
titik persatuan dengan menghadirkan musuh bersama. Ia juga 
menawarkan persamaan konseptual di antara ketiga ide tersebut. 
Ini dilakukannya dengan mengembangkan proses "menerima dan 
memberi" di antara ketiga ide tersebut, di mana Islam menerima visi 


12 Kasenda, Sukarno Muda, h., 28. Lihat juga Soekarno, Filsafat Pancasila 
Menurut Bung Karno, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017, h., 92 
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kebangsaan dan keadilan sosial dari nasionalisme dan Marxisme, 
sekaligus memberikan visi ketuhanan terhadap kedua ide tersebut. 
Demikian pula nasionalisme memberikan visi kebangsaan nasional 
terhadap cakupan gerakan Islam dan Marxis yang pada awalnya 
bersifat global. Lalu Marxisme memberikan visi transformasi 
sosial sehingga Islam tidak hanya menjadi agama yang mengatur 
hubungan vertikal dengan Tuhan, namun menjadi spirit bagi 
perubahan bangsa. 


Titik pertemuan ide ini ia rumuskan dalam perasan tiga sila (Trisila) 
dari Pancasila, yang meliputi: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi 
dan ketuhanan. Pengimbuhan kata sosio ini menggambarkan 
visi sosialistik atas nasionalisme dan demokrasi, yang merupakan 
titik pijak dari ideologi Soekarno. Hanya saja sosialisme Soekarno 
sudah dibumikan ke dalam konsep nasionalisme dan demokrasi. 
Maka menurutnya, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme 
Chauvinistik, melainkan nasionalisme yang memperjuangkan 
kesejahteraan sosial. Demikian pula demokrasi, yang tidak hanya 
diarahkan demi terpenuhinya hak-hak politik (demokrasi politik), 
tetapi juga hak-hak ekonomi (demokrasi ekonomi). Maka konsep 
demokrasi Soekarno yang diterapkan di dalam Pancasila selaras 
dengan konsep sosial-demokrasi dengan penguatan dimensi 
kebangsaan dan ketuhanan. 


Sementara itu, ketuhanan merupakan kesadaran Soekarno atas 
kultur mainstream bangsa Indonesia yang religius. Hanya saja konsep 
ketuhanan Soekarno melampaui doktrin ketuhanan sebagaimana 
dipahami oleh umat beragama. Konsep tersebut merujuk pada 
“ketuhanan yang berkebudayaan, yang berbudi pekerti luhur dan 
saling hormat menghormati” Artinya, pemahaman ketuhanan yang 
tidak mengembangkan egoisme kelompok, tetapi menghargai 
realitas kemajemukan bangsa yang menjadi cultural core masyarakat 
kita. Dalam kaitan ini, pada rumusan Pancasila 1 Juni, Soekarno 
menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima, berbeda dengan 
rumusan Pancasila Piagam Jakarta dan 18 Agustus (Pancasila 
resmi) yang menjadikan ketuhanan sebagai sila pertama. Hanya 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan! 15 


saja, alih-alih menempatkan ketuhanan "di pantat”, Soekarno justru 
meletakkannya sebagai akar atau dasar dari keempat sila di atasnya, 
yakni kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi dan kesejahteraan 
sosial. 


Posisi kedua dari Pancasila ialah sebagai dasar negara. Dalam 
kaitan ini, yang dimaksud sebagai dasar negara ialah filsafat dasar 
negara atau yang oleh Soekarno disebut Philosophisce Gronslag. 
Filsafat dasar negara ini bagi Soekarno merupakan dimensi politik 
dari Pancasila yang olehnya berpijak pada prinsip kebangsaan, 
kemanusiaan (internasionalisme), mufakat (demokrasi) dan kesejah- 
teraan sosial. Keempat sila yang menempati urutan teratas Pancasila 
1 Juni 1945 ini, memang dimaksudkan Soekarno sebagai prinsip- 
prinsip kenegaraan Republik Indonesia, atau hal-hal yang harus 
diatur oleh negara. Sedangkan nilai ketuhanan, yang pada 1 Juni 
ia tempatkan sebagai sila kelima, merupakan dimensi moral yang 
melandasi dimensi politik di atasnya. Dimensi filsafat kenegaraan 
Pancasila ini belum dielaborasi secara maksimal oleh para pengkaji 
Pancasila, karena diskursus yang berkembang di dalam tema 
Pancasila sebagai dasar negara lebih berkembang sebagai diskursus 
yuridis-konstitusional. 


Dalam kerangka inilah pemikiran Notonagoro menjadi penting, 
karena ia merumuskan landasan filsafat hukum bagi posisi Pancasila 
sebagai dasar negara. Menurutnya, Pancasila yang teksnya berada 
dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan Kaidah Fundamental 
Negara (Staatfundamentalnorms) yang mempunyai kekuatan 
sebagai grundnorm. Pancasila adalah cita-cita hukum (rechtsidee) 
yang menjadi pemandu seluruh pembuatan hukum. Dalam kaitan 
ini, seluruh produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang 
dikandung oleh Pancasila, sehingga Pancasila bisa menjadi yardstick, 
tolok ukur normatif, yang menilai kesesuaian atau pelencengan 
produk hukum dengan nilai-nilai Pancasila." 


13 Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, h., 28. Lihat juga As'ad Said Ali, 
Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakarta: LP3ES, 2009, h., 63 
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Sebagai dasar negara, Pancasila telah final. Maka berbagai usaha 
untuk menggantinya secara otomatis bersifat inkonstitusional dan 
oleh karenanya akan terkena sanksi hukum. 


Posisi ketiga Pancasila dalam kehidupan berbangsa ialah 
sebagai ideologi nasional. Posisi ini yang akan diperkuat melalui 
pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) oleh Presiden 
Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018. 
Pembinaan Pancasila sebagai ideologi nasional didasari oleh raibnya 
pembinaan Pancasila sejak Orde Baru berakhir. Di masa Orde 
Baru sendiri, upaya ini pernah dikembangkan melalui Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Demikian di masa 
Orde Lama, penguatan ideologi Pancasila dilakukan berdasarkan 
berdasarkan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi yang diakselerasikan 
oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi. Persoalannya, apakah yang 
dimaksud sebagai ideologi Pancasila yang oleh tiap rezim ingin 
dikuatkan tentu dengan beragam konsep dan penafsirannya? 
Lalu bagaimana semestinya konsep ideologi Pancasila itu harus 
dirumuskan ulang berdasarkan perspektif yang valid dan kontekstual 
dengan kebutuhan bangsa kekinian? 


Dalam kaitan ini, perlu dicatat bahwa ketiga posisi Pancasila 
di atas mewakili tiga wawasan implementatif Pancasila yang 
secara garis besar akan dielaborasi di bab tersendiri. Tiga wawasan 
tersebut meliputi wawasan keyakinan (pandangan hidup), wawasan 
pengetahuan (filsafat) dan tindakan (ideologi). Oleh karenanya, 
penguatan salah satu posisi Pancasila tersebut mewakili penguatan 
salah satu di antara tiga wawasan Pancasila.'” 


14 Lihat Syaiful Arif, Tantangan Ideologi Pancasila, Suara Pembaruan, 16 
September 2017. Lihat juga Syaiful Arif, Memaknai Pembinaan Pancasila, 
Media Indonesia, 25 Agustus 2017 
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Filsafat Pancasila 


Pendasaran filosofis atas ideologi Pancasila perlu berangkat dari 
filsafat Pancasila. Mengapa? Karena pendasaran tersebut mengambil 
prinsip-prinsip dasar dari filsafat Pancasila. Pertanyaannya, apakah 
filsafat Pancasila tersebut? 


Sebagai bidang studi, filsafat Pancasila ialah kajian terhadap 
Pancasila perspektif filsafat. Secara umum, ia ingin menggali hakikat 
Pancasila dalam beberapa hal. Pertama, ontologi Pancasila. Kajian ini 
ingin menggali hakikat nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. 
Biasanya, para pengkaji merumuskannya melalui perumusan nilai- 
nilai yang bulat berdasarkan pengargumentasian setiap sila menjadi 
satu argument nilai dan konsepsional yang utuh. Kedua, epistemologi 
Pancasila, baik dalam bentuk perumusan cara membaca Pancasila, 
maupun cara mengetahui yang khas Pancasila. Epistemologi ini yang 
akan menjadi dasar bagi paradigma Pancasila atau pandangan hidup 
Pancasila. Ketiga, aksiologi Pancasila yang merupakan wilayah etika 
dan estetika. Etika Pancasila telah banyak dirumuskan, sedangkan 
estetika belum banyak dikembangkan. Dalam kaitan ini, ideologi 
merupakan salah satu wilayah aksiologis dari filsafat Pancasila karena 
ja merupakan penerapan dari hakikat dan cara berpikir Pancasilais. 


Studi tentang filsafat Pancasila dilakukan misalnya oleh Nicolaus 
Driyarkara. Melalui pendekatan antropologi filosofis (filsafat 
manusia), Driyarkara merumuskan ontology Pancasila berbasis sila 
Kemanuiaan yang Adil dan Beradab. Dengan bertolak dari filsafat 
eksistensialisme, Driyarkara menegaskan bahwa manusia ialah suatu 
bentuk "ada di dunia”. Kita tak mungkin membayangkan adanya 
manusia tanpa membayangkan suatu dunia tempat dia mengada. 
Ada di dunia adalah suatu pengertian yang dirumuskan oleh filosof 
Jerman Martin Heidegger sebagai in-der Welt Sein. Hubungan 
manusia dengan dunianya bukan saja merupakan suatu hubungan 
tempat tetapi hubungan dalam struktur dirinya. Kalau seseorang 
meninggalkan dunia ini pada waktu mati, maka dia berhenti sebagai 
manusia dan menjadi roh tetapi bukan lagi manusia. Manusia adalah 
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Roh di dunia, atau dalam istilah Heidegger dia adalah Geist in der Welt. 
Ini berarti, ada hubungan yang sangat erat antara manusia Indonesia 
dengan tanah airnya. 


Selanjutnya ada di dunia ini merupakan ada bersama dan 
bukannya ada sendirian. Ada bersama ini tidak mungkin bertahan 
apabila ada bersama itu dihayati dalam pola homo homini lupus yaitu 
manusia menjadi serigala bagi manusia lain, tetapi ada bersama akan 
mengembangkan tiap orang kalau orang hidup dalam pola homo 
homini socius yaitu manusia sebagai makhluk sosial (menjadi sahabat 
atau sekutu) bagi manusia lain. Sebagai serigala manusia saling 
menghancurkan, tetapi sebagai sahabat atau sekutu manusia saling 
membangun dan mengembangkan satu sama lain. Ada bersama 
ini memungkinkan setiap manusia dapat berkembang menjadi 
dirinya sebagaimana adanya melalui dan karena bersama orang lain. 
Itu berarti, setiap dan semua manusia harus saling menghormati 
satu sama lain dan saling memungkinkan untuk masing-masing 
berkembang menjadi dan mewujudkan dirinya sendiri dalam ada 
bersama. Masing-masing orang dan bersama-sama sebagai manusia 
harus hidup secara beradab, secara berperikemanusiaan, saling 
menghormati sebagai manusia sama seperti dirinya sendiri.” 


Studi lain terkait dengan dimensi epistemologis juga dilakukan 
oleh Eka Darmaputera. Menurut Eka, epistemologi Pancasila bisa 
kita pahami melalui epistemologi di dalam kebudayaan Indonesia 
yang menganut beberapa prinsip: (1) menempatkan realitas sebagai 
totalitas, dimana semua unsur di dalamnya saling terkait membentuk 
satu kesatuan, (2) keterkaitan unsur-unsur tadi terjadi melalui 
sintesa dan konsensi. Sintesa artinya perpaduan “saling menerima 
dan memberi” antar-unsur. Sedangkan konsesi merupakan sikap 
mengorbankan diri demi terbentuknya konsensus sintetis tersebut. 
(3) Pola sintesis-konsensual ini bukan merupakan kompromi praktis, 
melainkan praktik kebijaksanaan." 

15 Driyarkara, Karya Lengkap Driyarkara, h., 598. Lihat juga Sunoto, Mengenal 

Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Etika Pancasila, Yogyakarta: Penerbitan 


Fakultas Ekonomi UII, 1983, h., 8-9 
16 Darmeputera, Pancasila, Identitas dan Modernitas, h., 139 
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Dengan cara ini, kita bisa membaca Pancasila melalui cara baca 
berikut. Pertama, Pancasila ialah kesatuan nilai yang bulat, yang 
dibentuk oleh keterkaitan silanya. Maka, lima sila Pancasila bukan 
hanya lima kalimat bercerai-derai, tetapi lima ide yang saling terkait. 
Meminjam bahasa Yudi Latif, “saling mengandaikan dan mengunci" 
Atau menurut Penjelasan UUD 1945, saling terkait dan memberikan 
kualifikasi.'8 Maka sila pertama mengandaikan (memuat) sila kedua 
dan dikunci oleh sila kedua. Sila kedua mengandaikan sila pertama 
dan dikunci sila pertama. Sila kelima mengandaikan keempat sila di 
atasnya dan dikunci oleh keempat sila tersebut, demikian sebaliknya 
dan seterusnya. 


Kedua, Pancasila merupakan sintesis dari berbagai ide dan 
ideologi yang termuat di dalam lima sila. Ideologi tersebut meliputi 
ideologi keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan 
sosialisme. Sintesis ini telah dirumuskan Soekarno dalam Trisila 
Pancasila sebagaimana tertulis di atas. Dalam kaitan ini, sila kelima, 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi prinsip dasar 
yang menyifati keempat sila lainnya. 


Dalam bahasa sederhana, pandangan hidup Pancasila itu 
ialah apa yang oleh Soekarno disebut sebagai ketuhanan yang 
berkebudayaan'?, atau yang Yudi Latif sebut, ketuhanan yang welas 
asih dan lapang dada.? Kedua pandangan hidup itu merujuk pada 
nilai-nilai ketuhanan (keagamaan) yang diamalkan demi pembudian 
(pemeradaban) hidup, dengan sikap welas asih dan lapang dada 
sebagai metode keberagamaannya. Ketuhanan yang welas asih dan 
lapang dada misalnya, merupakan praktik ketuhanan yang mengasihi 


17 Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, h., 36 

18 Bahan Penataran BP-7, Jakarta: BP-7,1992, h., 35 

19 Ketuhanan yang berkebudayaan ini mencerminkan prinsip filosofis dari 
kebudayaan Pancasila, yang merujuk pada proses humanisasi kehidupan 
berbasis nilai-nilai ketuhanan. Lihat Syaiful Arif, Falsafah Kebudayaan 
Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2016 

20 Yudi Latif, Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan, Bandung: Mizan, 
2016, h., 34 
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sesama manusia (sila kedua, sila kelima) melalui cara bertuhan 
yang lapang dada (sila ketiga, sila keempat). Menjaga persatuan 
bangsa dengan keberagamaan yang egaliter demokratis menjadi 
prasyarat bagi keberagamaan yang welas asih dan berorientasi pada 
kemaslahatan (keadilan sosial). 


Konsepsi Positif Ideologi 


Sebelum membahas apa itu ideologi Pancasila, perlu kiranya 
menjernihkan definisi ideologi menurut teori-teori ideologi. Dalam 
kaitan ini, penekun ideologi politik, Andrew Heywood menyatakan 
bahwa ideologi pada awalnya merupakan ilmu tentang ide-ide. 
Inilah definisi awal dari kata ideologie yang dimunculkan pertama 
kali di media publik oleh Antoine Destutt de Tracy, ilmuwan Prancis 
pada 1796. Ideologi yang secara harfiah merupakan idea-logy, 
diarahkan sebagai ilmu baru yang dapat menyingkap asal-usul ide- 
ide secara objektif, berdasarkan semangat rasionalisme Pencerahan. 
Sebagai ilmu objektif, ideologi diharapkan bisa sejajar dengan ilmu- 
ilmu lain yang telah mapan seperti biologi dan zoologi. Dalam kaitan 
ini, de Tracy mengklaim karena semua bentuk penyelidikan rasio 
didasarkan pada ide-ide, maka ideologi pada satu saat akan menjadi 
ratunya ilmu pengetahuan. 


Dalam perkembangannya, ideologi tidak hanya dimaknai 
sebagai ilmu tentang ide, melainkan praktik dari ide. Artinya di dalam 
ideologi, terdapat dimensi praksis yang mewujudkan ide baik di 
dalam perilaku manusia maupun dalam sistem sosial di masyarakat. 
Maka berkaitan dengan pandangan hidup dan filsafat misalnya, 
ideologi memiliki dimensi normatif yang ada di dalam pandangan 
hidup, serta dimensi rasional yang dimiliki filsafat. Untuk memahami 
hal ini, diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang pandangan 
hidup dan filsafat agar bisa mengetahui posisi ideologi. 
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Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (philosophy) dan 
Weltanschauung (pandangan hidup/pandangan dunia) tidak 
selalu sebangun. Filsafat berkonotasi sebagai pemikiran saintifik 
dan rasional dengan klaim validitas universalnya. Adapun 
Weltanschauung berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih 
personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan 
pengetahuan, sedangkan Weltanschauung ada dalam lingkungan 
hidup. 

Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi Weltanschauung. 
Dengan berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas 
sedalam-dalamnya. Untuk menjadi Weltanschauung, pemikiran 
filsafat itu harus dijadikan sikap dan pendirian orang/sekelompok 
orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang abstrak beralih 
menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan 
dijalankan. 


Sebaliknya, Weltanschauung tidak selalu didahului dan melahir- 
kan filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai 
suku di Indonesia, terkandung adanya Weltanschauung, tetapi 
pada umumnya tanpa rumusan filsafat. Selain itu, ada pula 
Weltanschauung yang melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat 
berbuah Weltanschauung. 


Dasar berfikir Bung Karno ketika merumuskan Pancasila, kira-kira 
dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai pandangan/pendirian 
hidupyang digali dari berbagai kearifan suku bangsa, keagamaan, dan 
nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan Wel/tanschauung 
bagi negara Indonesia merdeka. Agar Weltanschauung berbagai suku 
bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi 
mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan 
haluan bersama, maka Weltanschauung tersebut perlu dirumuskan 
secara sistematik dan rasional: menjadi Weltanschauung ilmiah 
(scientific worldview), yang sebangun dengan filsafat (Philosophische 
Grondslag). Selanjutanya, Pancasila sebagai scientific worldview itu 
menjadi ideologi negara. 
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Sebagaimana disebut di atas, istilah ideologi berasal dari kata'idea' 
yang berarti 'gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu. 
Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan 
tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. 
Secara umum, ideologi dapat didefinisikan sebagai seperangkat 
keyakinan dan paradigma pengetahuan yang menyeluruh dan 
sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak. 


Menurut Yudi Latif, setiap ideologi idealnya harus mampu 
memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, 
ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan- 
tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. Kedua, 
ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi 
seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka 
interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung 
dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan 
dan pengetahuan itu dalam realitas konkrit.? 


Dalam kaitan ini, ideologi memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan, 
yaitu: 

e Menstrukturkan pemahaman atau pemikiran sehingga dapat 
menetapkan tujuan dan menginspirasi tindakan, 


» Membentuk hakikat sistem sosial-politik: dan 


e# Berperan sebagai perekat sosial. 


Pada poin pertama, ideologi menyediakan sebuah perspektif atau 
“kacamata” dengan melalui persepektif itulah dunia dapat dimengerti 
dan dijelaskan. Manusia tidak pernah melihat dunia apa adanya, 
namun mereka berharap dunia seperti apa yang mereka inginkan. 
Dengan demikian, ide dan ideologi itulah yang menetapkan tujuan- 
tujuan yang mengispirasi tindakan. 

Di poin kedua, ideologi membantu membentuk hakikat sistem 
social-politik. Sistem pemerintah yang bermacam-macam di seluruh 
dunia selalu berkaitan dengan nilai atau prinsip tertentu. Monarki 


21 Latif, Revolusi Pancasila, h., 34-38 
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absolut didasarkan pada ide-ide keagamaan yang mapan, khususnya 
hak Ilahiah para raja untuk memrintah. Sistem-sistem politik 
kebanyakan negara Barat kontemporer didasarkan ke seperangkat 
prinsip demokrasi liberal. Negara-negara ini biasanya menghormati 
ide-ide tentang bentuk pemerintah yang terbatas dan konstitusional, 
yakni pemerintah mestinya hanya berisi para perwakilan yang dipilih 
secara berkala dalam pemilu yang kompentitiif. Dengan cara yang 
sama, sistem politik komunis tradisional mendukung prinsip-prinsip 
Marxisme-Leninisme. Bahkan, fakta bahwa dunia dibagi menjadi 
sekumpulan negara-bangsa dan bahwa kekuasaan pemerintah 
biasanya diletakkan di tingkat nasional mencerminkan dampak 
dari ide-ide politik tertentu, dalam kasus ini nasionalisme, lebih 
spesifiknya, prinsip penentu diri sendiri sebuah bangsa. 


Akhirnya, pada poin ketiga, ideologi dapat bertindak sebagai 
sebentuk perekat sosial, menyediakan bagi kelompok-kelompok 
sosial dan seluruh masyarakat seperangkat keyakinan dan nilai 
pemersatu. Ideologi-ideologi politik umumnya disosialisaskan 
dengan kelas sosial tertentu contohnya, liberalisme dengan kelas 
menengahnya, konservatisme dengan aristokrasi tuan tanahnya, 
sosialisme dengan kelas pekerja, dan seterusnya. Ide-ide ini 
mencerminkan pengalaman hidup, kepentingan dan aspirasi kelas 
sosial dan karenanya membantu mengembangkan sebuah rasa 
kepemilikan dan solidaritas. Namun demikian, ideologi dapat juga 
berhasil menyatukan kelompok dan kelas di masyarakat. Contohnya, 
nilai-nilai liberal dan demokratis menjadi penyatu di kebanyakan 
negara Barat, sedangkan di negara-negara Muslim, agama Islam 
biasanya membentuk perangkat umum prinsip dan kenyakinan 
moral mereka. Saat menyediakan bagi masyarakat sebuah budaya 
politik pemersatu, ideologi dapat berkembang secara alamiah di 
sebuah masyarakat, tetapi juga dapat dipaksakan dari atas dalam 
upaya menciptakan kepatuhan dan mengefektifkan kontrol. Contoh 
paling jelas tentang ideologi-ideologi "resmi" dapat ditemukan di 
rezim-rezim fasis komunis dan fundamentalis agama.? 


22 Andrew Heywood, Political Ideologies, An Introduction, Palgrave Macmillan, 
2012, p-p., 4 
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Perspektif ideologi sebagai nilai-nilai politis yang dipaksakan 
oleh kekuasaan inilah yang sayangnya menjadi definisi mainstream 
dari ideologi. Definisi ini dikembangkan oleh Karl Marx. Menurutnya, 
ide-ide dari kelas berkuasa di setiap zaman telah menjadi ide yang 
berkuasa, yaitu kelas yang mengatur daya material masyarakat, 
pada saat yang sama juga mengatur daya intelektual. Kelas yang 
memegang cara-cara produksi material di hilirnya, pada saat yang 
sama memegang kontrol terhadap cara-cara produksi mental di 
hulunya, sehingga dari sini ide-ide dari kelas yang tidak punya 
kekuasaan atas produksi mental harus tunduk padanya. 


Dalam kaitan ini, perspektif Marxian atas ideologi memiliki 
beberapa ciri. Pertama, ideologi adalah tentang delusi dan mistifikasi: 
ideologi merembesi pandangan yang salah atau palsu tentang 
dunia, yang oleh Friedrich Engels disebut sebagai kesadaran palsu 
(false consciousness). Dengan cara ini Marx menggunakan ideologi 
sebagai konsep kritis yang membongkar kedok dari mistifikasi 
yang sistematis. Ide-ide Marx sendiri ia sebut sebagai ilmiah yang 
dikontraskan dengan ideologi. Kedua, ideologi dikaitkan dengan 
sistem kelas. Karena berfungsi menjaga kepentingan kelas, ideologi 
mengaburkan kebenaran. Ketiga, ideologi adalah manifestasi 
kekuasaan. Untuk menyembunyikan kontradiksi dalam sebuah 
sistem politik tertentu, ideologi menyembunyikan fakta dasar 
eksploitasi yang bertujuan melanggengkan ketidaksetaraan dalam 
masyarakat.2 


Berdasarkan konsepsi ideologi di atas, maka ideologi Pancasila 
dimaknai secara positif dalam artian praksis dari ide sebagai upaya 
operasionalisasi nilai di dalam kehidupan sosial-politik. Dalam 
kaitan ini, yang disebut ideologi Pancasila ialah praksis tindakan 
dari dimensi keyakinan dan pengetahuan Pancasila. Dimensi 
keyakinan merujuk pada posisi Pancasila sebagai pandangan hidup 
yang memuat nilai-nilai normatif yang mengarahkan cara pandang 
dan cara pemaknaan terhadap kehidupan. Sedangkan dimensi 
pengetahuan merujuk pada filsafat Pancasila, baik normatif maupun 


23 John Levi Martin, What is Ideology? Sociologia, Problemas E Praticas, n.77, 
2015, p-p, 17 
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(filsafat) praktis, misalnya filsafat pendidikan Pancasila, filsafat 
ekonomi Pancasila, filsafat politik Pancasila, dll. Ideologi mengambil 
dimensi normatif dari pandangan hidup, dan sistem rasionalitas 
dari pengetahuan atau filsafat Pancasila. Oleh karena itu, ideologi 
Pancasila akhirnya bersifat normatif di satu sisi, dan rasional pada 
saat bersamaan. Dimensi normatif inilah yang membuat Pancasila 
menjadi panduan perilaku, sedangkan dimensi rasionalnya menjadi 
sistem pengetahuan dari normativitas tersebut. 


Dalam praktiknya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila 
belum didukung oleh dimensi pengetahuan Pancasila. Berbeda 
dengan anggapan umum yang memandang Pancasila sekadar teori, 
pada kenyataannya Pancasila justru belum dikembangkan ke dalam 
seperangkat teori elaboratif dan komprehensif, yang dapat mewarnai 
konsepsi pengetahuan. Padahal proses objektivikasi dari Pancasila 
sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai ilmu sangat penting, 
karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis dan 
realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu 
didahului oleh naskah akademik. Jika pasokan teoretis atas naskah 
tersebut diambil dari teori-teori pengetahuan yang bersumber dari 
paradigm ideologis non-Pancasila, maka lahirlah kebijakan yang tak 
sejalan dengan imperatif moral Pancasila.” 


Sebagai ideologi nasional, Pancasila bisa dilihat dari perspektif 
kekuasaan di atas, karena praktik beberapa rezim politik di Indonesia 
yang menggunakan Pancasila sebagai mekanisme ideologis bagi 
pemeliharaan kekuasaan. Akan tetapi upaya pembinaan ideologi 
Pancasila ke depan tidak diarahkan untuk menempatkan Pancasila 
dalam perspektif tersebut. Setiap upaya pembinaan Pancasila oleh 
rezim manapun memang memiliki kelemahan, namun juga sisi baik 
yang bisa dipelajari untuk perbaikan mendatang. Oleh karenanya, 
alih-alih meletakkan ideologi Pancasila dalam perspektif negatif 
seperti pendekatan Marxisme, pembinaan Pancasila ke depan akan 
lebih menekankan makna ideologi secara positif, sebagaimana 
definisi ideologi sebagai praksis dari pandangan hidup dan filsafat. 


24 Latif, Revolusi Pancasila, h., 50-51 
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Rumusan ideologi Pancasila dalam artian positif tersebut berpijak 
pada konsepsi Pancasila ala Soekarno, sang penggali Pancasila. 
Konsepsi ini merujuk pada perasan Soekarno atas Pancasila, dari 
lima sila, menjadi Trisila (tiga sila), yakni sosio-nasionalisme, sosio- 
demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan.? Memang ketika 
mencetuskan Trisila, Soekarno tidak memaksudkannya sebagai 
rumusan ideologis. Yudi Latif yang kemudian merumuskannya 
sebagai pilar-pilar ideologi Pancasila, yang merujuk pada tiga nilai: 
sosio-religius, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. 


Dalam konteks ini, imbuhan kata”“sosio” menjadi kata kunci dalam 
memahami rumusan ideologi Pancasila. Imbuhan ini menunjukkan 
sifat socius (welas asih) yang mensifati agama, kebangsaan dan 
demokrasi. Dengan demikian jika merujuk Soekarno, agama, 
kebangsaan dan demokrasi merupakan tiga pilarutama dari Pancasila, 
yang disifati dengan sifat socius. Kalau dirumuskan berdasarkan 
sila-sila, maka sosio-nasionalisme ialah nasionalisme (sila ketiga) 
berkemanusiaan (sila kedua), sosio-demokrasi merupakan demokrasi 
(sila keempat) berkeadilan sosial (sila kelima), dan ketuhanan yang 
berkebudayaan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang diamalkan 
melalui dua macam nasionalisme dan demokrasi tersebut.? 


Pandangan Nicolaus Driyarkara bisa membantu memahami 
rumusan ini dengan lebih baik. Melalui tilikan filsafat manusia, 
Driyarkara merumuskan hakikat Pancasila berdasarkan filsafat 
manusia yang menempatkan manusia di dalam cara mengada (mode 
of being) di dunia dalam kerangka sosialitas sebagai eksistensial. 
Artinya, keberadaan manusia di dunia berpola sosial, dan sosialitas 
ini menjadi pola eksistensial manusia yang membedakannya dengan 
spesies lain. Dari sini Driyarkara kemudian menyebut sifat manusia 
dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai homo homini socius 
(manusia adalah makhluk sosial bagi sesamanya). Manusia adalah 
makhluk yang welas asih pada sesamanya. Definisi ini tentu berbeda 
25 Untuk memahami gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, lihat 

Soekarno, Pokok-pokok Ajaran Marhenisme Menurut Bung Karno, Jakarta: PT 


Buku Seru, 2017 
26 Latif, Revolusi Pancasila, h., 40 
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dengan gagasan Thomas Hobbes yang menyebut manusia sebagai 
serigala bagi sesama (homo homini lupus). Dalam kerangka Driyarkara, 
negara kemudian berperan sebagai alat pensejahteraan kehidupan 
manusia yang secara eksistensial saling welas asih. Sedangkan dalam 
kerangka Hobbes, negara menjadi Leviathan, Kadal Raksasa yang 
menjadi wasit bagi pertikaian manusia yang merupakan serigala 
bagi sesamanya.” 


Dengan demikian, dasar filosofis ideologi Pancasila merujuk pada 
peran manusia sebagai makhluk sosial yang berusaha mewujudkan 
keadilan sosial sebagai substansi dari praktik kebangsaan, kenegaraan 
dan keagamaan. Hal ini sekaligus mengarahkan kita pada substansi 
Pancasila itu sendiri yang merujuk pada ide kepublikan. Hal ini bisa 
terpahami karena sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonsesia merupakan ujung dari sila-sila Pancasila, yang juga 
mencerminkan tujuan dari Pancasila itu sendiri. Oleh karenanya, 
praktik beragama, berkebangsaan dan berdemokrasi harus 
diarahkan demi terwujudnya kebaikan public (res publica) dalam 
bentuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 


Dalam kerangka ini, Pancasila akhirnya tidak menjadi ideologi 
negara yang power-centered, melainkan ideologi sosial yang 
melandasi proses transformasi sosial demokratis dan berkeadilan 
sosial. Hal ini bisa kita pahami dalam konteks peran setiap sila dalam 
mendasari prinsip-prinsip transformasi sosial, sebagai berikut: 


Pertama, sila ketuhanan, kemanusiaan dan kebangsaan menjadi 
dasar bagi pembentukan super-struktur mental-kultural berprinsip: 
masyarakat religius berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah, 
tak memuja materialisme-hedonisme serta menjalin persatuan 
dengan semangat pelayanan. Super-struktur kultural ini menjadi 
medan bagi relasi ideologi, terutama dalam konteks ideologi 
keagamaan dan kebangsaan. Prinsip ini merujuk pada pilar ketuhanan 
dan sosio-nasionalisme, di mana nilai-nilai ketuhanan diamalkan 


27 Nicolaus Driyarkara, Sosialitas sebagai Eksistensial, dalam Karya Lengkap 
Driyarkara, h., 651 
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melalui praktik kebangsaan yang berpijak pada penghormatan atas 
Hak-hak Asasi Manusia (HAM). 


Kedua, sila kelima menjadi dasar bagi basis material masyarakat 
yang berprinsip: perekonomian merdeka yang berkeadilan 
dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong, 
menekankan penguasaan negara (atas sektor strategis) seraya 
memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. Prinsip 
ini sosio-demokrasi dalam konteks demokratisasi ekonomi. Artinya, 
sistem dan praktik ekonomi berbasis pada nilai-nilai demokratis yang 
menjunjung tinggi prinsip persamaan dan keadilan. 


Ketiga, sila keempat menjadi dasar bagi pembentukan konsentrasi 
kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang 
berorientasi persatuan (Negara Kekeluargaan) dan keadilan (Negara 
Kesejahteraan). Sila keempat ini berpilar sosio-demokrasi dalam 
konteks sosial-demokrasi, di mana praktik demokrasi diarahkan 
demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan persatuan bangsa. 
Secara praksis, sila keempat ini berfungsi sebagai “agen politikal” 
yang mentransformasikan relasi ideologi dan relasi produksi seperti 
disebut demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara, yakni 
perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 


Rumusan ideologi Pancasila berbasis Trisila ini menjadi 
asumsi dasar, perspektif dan paradigma dari ideologi Pancasila. Ia 
membentuk struktur pengetahuan yang meletakkan nilai, makna 
dan cara memandang dunia, serta menetapkan tujuan bagi praktik 
kebangsaan dan kenegaraan. Rumusan ini juga menjadi basis 
teoretik bagi pembentukan sistem sosial-politik Pancasila, di mana 
nilai-nilainya dioperasionalkan menjadi tata lembaga di semua 
sektor kehidupan bernegara. 


28 Latif, Revolusi Pancasila, h., 98 
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Dalam kaitan ini, pilar-pilar ideologi Pancasila tersebut perlu 


dikembangkan berdasarkan rasionalitas dari tiap sila Pancasila. 
Rasionalitas ini berangkat dari berbagai konsepsi pengetahuan yang 
terkandung dalam lima sila, sebagai berikut: 


Sila pertama mengandung konsepsi ketuhanan dalam rangka 
hubungan agama dan negara berpola toleransi kembar (twin 
toleration). Pola ini melampaui separasi (pemisahan agama 
dan negara) atau sekularisasi, maupun integrase (penyatuan 
agama dan negara) atau islamisasi. Berdasarkan pola toleransi 
kembar ini maka agama menjaga jarak dari negara (dengan 
tidak mengamakan negara) namun tetap menopangnya melalui 
moralitas keagamaan. Demikian sebaliknya, negara menjaga 
jarak dari agama namun tetap melindungi dan menfasilitasi 
kehidupan beragama. Sifat nilai ketuhanan Pancasila sendiri, 
yang humanistis, nasionalis, demokratis dan berkeadilan sosial, 
menunjukkan sifat non-teokratis dari dasar negara Pancasila di 
satu sisi, serta inspirasi nilai-nilai kepublikan dari agama. Dengan 
demikian prinsip filosofis dari ideologi keagamaan Pancasila ialah 
prinsip-prinsip agama publik (public religion), di mana nilai-nilai 
keagamaan memberi sumbangan bagi penguatan keadaban 
publik. 


Sila kedua mengandung konsepsi penghormatan, perlindungan 
dan pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kaitan ini 
terdapat tiga generasi HAM yang wajib dilindungi dan dipenuhi, 
yakni hak-hak sipil dan politik (sipol), hak-hak sosial-ekonomi, 
dan hak-hak budaya. Prinsip filosofis ideologi Pancasila diarahkan 
demi tegaknya HAM dalam tiga bentuk tersebut, dalam rangka 
penguatan nilai-nilai agama, kebangsaan, demokrasi dan 
keadilan sosial. 


Sila ketiga mengandung konsepsi kebangsaan berdasarkan 
tradisi nasionalisme kewargaan (civic nationalism). Mengapa 
nasionalisme kewargaan? Karena sila ketiga ditopang oleh sila 
kerakyatan dan keadilan sosial. Artinya, nasionalisme Indonesia 
berbasis pada partisipasi warga alam proses demokratisasi 
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demi tegaknya keadilan sosial bagi warga itu sendiri. Prinsip 
filosofis ideologi Pancasila menjadi dasar bagi penguatan 
kewarganegaraan aktif (active citizenship) yang tidak hanya 
menempatkan warga negara sebagai objek hokum pasif, 
melainkan subjek demokrasi yang aktif demi pengadaban 
kehidupan kebangsaan yang makin berkeadilan. 


e# Sila keempatmengandungkonsepsi demokrasi permusyawaratan 
(deliberative democracy) yang melampaui demokrasi procedural 
berbasis liberalisme politik. Dalam kerangka demokrasi per- 
musyawaratan, hakikat demokrasi tidak hanya di dalam proses 
pemilu maupun perumusan kebijakan di dalam parlemen, 
melainkan komunikasi timbal balik ( musyawarah) antara negara 
dan masyarakat di dalam ruang publik, demi tegaknya rasionalitas 
publik berkeadilan sosial. Prinsip filosofis ideologi Pancasila 
oleh karenanya menjadi dasar bagi penguatan demokrasi 
permusyawaratan yang akan berdampak pada perbaikan sistem 
politik Indonesia berbasis model demokrasi yang baru. 


e# Sila kelima mengandung konsepsi tentang ideal Indonesia 
sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Ideal kenegaraan ini 
menjadi praksis kelembagaan politik dari praktik keadilan sosial 
dalam kehidupan ekonomi. Oleh karenanya, prinsip filosofis 
ideologi Pancasila dikembangkan dalam rangka penguatan 
konsepsi dan sistem negara kesejahteraan tersebut.” 


29 Rasionalitas ideologi Pancasila ini didasarkan pada rasionalitas setiap sila 
Pancasila di dalam Yudi Latif, Negara Paripurna, h., 95-562 
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Teologi Pancasila 


Rumusan Pancasila sebagai ideologi tersebut menjadi dasar bagi 
posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang dimaksud ideologi 
nasional di sini ialah ideologi yang mendasari hidup kebangsaan 
kita, di mana praktik kehidupan berbangsa didasarkan pada nilai- 
nilai ideologis Pancasila. Karena ruang lingkup kebangsaan bersifat 
menyeluruh, menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat sejak 
politik, sosial, ekonomi, hukum, Pendidikan, budaya, hingga agama, 
maka ideologi Pancasilapun juga mendasari kehidupan beragama. 
Pada titik inilah Pancasila tidak hanya menjadi panduan bagi praktik 
keagamaan di ranah kebangsaan, tetapi juga membatasi praktik 
tersebut yang kontra-prooduktif dengan kehidupan berbangsa. Pada 
posisi inilah Pancasila bisa menjadi basis bagi strategi deradikalisasi 
agama. 


Sejak menguatnya penolakan terhadap nilai-nilai kebangsaan 
atas dasar paham keagamaan, bangsa ini membutuhkan kesatuan 
pandangan antara agama dan negara. Ini berarti, segenap upaya 
penguatan wawasan kebangsaan tidak bisa lepas dari dalil agama. 
Menjelaskan Pancasilapun, harus melalui bahasa agama. 


Ada dua alasan mendasar untuk hal ini. Pertama, tumbuhnya 
“dendam ideologis” akibat dilarangnya organisasi pengusung 
khilafah, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini telah 
dibubarkan melalui UU Ormas No. 2/2017“, Tetapi ideologinya tak 
bisa padam, karena telah menyebar kuat di akar rumput terpelajar, 
terutama mahasiswa sejak dekade 1980. Hasil survey Saiful Mujani 
Research and Consulting (SMRC) pada 2017 menunjukkan bahwa 996 
rakyat kita menginginkan khilafah. 990 memang sedikit, tetapi berisi 
15 juta jiwa. 


30 Cabut SK Badan Hukum, Pemerintah Resmi Bubarkan HTI, http://www.bbc. 
com/indonesia/indonesia-40651986 

31 Survei SMRC: Hanya 9,2 persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah, 
http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/18440061/survei.smrc. 
hanya.9.2.persen.wni.setuju.indonesia.jadi.negara.khilafah 
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Ketertarikan mereka terhadap khilafah dan syariah disebabkan 
oleh satu hal: iman. Khilafah dipahami sebagai pengamalan iman 
pada level kenegaraan. Sehingga memperjuangkan khilafah, 
sama dengan melaksanakan perintah Tuhan. Pemahaman seperti 
ini didapatkan dari provokasi pendiri Hizbut Tahrir, Tagiyudin al- 
Nabhani, dalam Al-Shakhsiyyah al-Islamiyyah (1953) yang menyebut 
Muslim anti-khilafah sebagai Muslim yang mengalami “kepribadian 
terbelah” Mengapa? Karena sebagai orang berakidah Islam, ia tidak 
bersistem politik Islam. Orang seperti ini dianggap murtad: keluar 
dari Islam. 


Oleh karenanya, khilafah telah masuk ke dalam “pori-pori” 
keyakinan penganutnya sebagai ideologi politik berbasis iman. Tidak 
ada yang lebih kuat dari ini, yang menunjukkan kegagalan ideologi 
lain, termasuk Pancasila. 


Kedua, sejak maraknya penggunaan sentimen agama dalam 
praktik elektoral, ke depan agama akan selalu dijadikan modal 
politik. Dengan demikian, Pancasila kita kini tengah ditantang dari 
dua sisi. Sisi pertama terarah pada sila pertama, dengan menguatnya 
ide Negara Islam atau khilafah, bertentangan dengan negara 
nasional. Sisi kedua tertuju pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, di 
mana sebagian kelompok merobek kemajemukan bangsa, dengan 
memaksakan paham monolitik. Tantangan atas sila ketiga ini terjadi 
hingga level politik praktis, sehingga calon pemimpin tak seagama, 
akan ditolak atas nama agama. 


Problem seperti di atas tidak akan terjadi jika sejak awal, 
Pancasila dikenalkan sebagai pancaran nilai-nilai agama. Memang 
secara formal, Pancasila bukan agama. la adalah pandangan hidup, 
dasar negara dan ideologi nasional bangsa. Namun justru sebagai 
pandangan hidup inilah, Pancasila sebenarnya mewakili nilai-nilai 
substansial agama. 


Sayangnya masyarakat dan aparat negara belum memahami hal 
ini. Penerimaan Nahdlatul Ulama (NU) atas Pancasila misalnya, masih 
memisahkan keduanya secara dikotomik. “Pancasila bukan agama 
dan tidak akan mengganti agama”. Demikian bunyi kalimat pembuka 
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piagam penerimaan NU terhadap Pancasila, pada Munas Alim Ulama 
1983. Kalimat ini tentu ingin menunjukkan bahwa Pancasila bukan 
agama sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Hal ini sengaja 
ditekankan, karena umat Islam dan agama lain, khawatir jika melalui 
kebijakan Asas Tunggal Orde Baru, Pancasila hendak diagamakan. 


Pemilahan ini sudah tepat di dalam kondisi ketika umat beragama 
hendak diarahkan untuk mendukung negara. Namun tidak tepat lagi, 
ketika agama dijadikan argumen perlawanan terhadap negara. Perlu 
ada pemahaman baru terhadap hubungan agama dan Pancasila, 
sehingga umat beragama tidak lagi menolak Pancasila atas nama 
agama. 


Benyamin F. Intan dalam Public Religion and the Pancasila Based- 
State of Indonesia (2004) menyatakan, bahwa Pancasila merupakan 
"agama publik” di Indonesia. Di sebut “agama publik” karena ia 
mewakili nilai-nilai kepublikan (kebaikan publik) dari agama. Sejak 
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan 
merupakan perintah agama. Persoalannya terletak di dalam definisi 
agama di dalam “agama publik" tersebut.” 


Dalam kaitan ini perlu dipahami dua macam definisi agama. 
Pertama, definisi eksistensial. Kedua, definisi fungsional. Dalam 
definisi pertama, agama merupakan nilai yang memiliki prasyarat 
eksistensialnya sendiri. Prasyarat ini berisi teologi, kitab suci, rasul, 
ritus dan umat. Sedangkan dalam definisi kedua, agama dilihat dari 
sisi kemanfaatannya, baik personal maupun sosial. Setiap agama 
memiliki eksistensi dan fungsi. Dan istilah “agama publik” merujuk 
pada fungsi sosial (publik) dari agama. Artinya, setiap agama 
memiliki nilai-nilai tentang kehidupan masyarakat yang baik, yang 
berguna untuk membuat masyarakat menjadi baik. Dalam konteks 
ini, Pancasila memang bukan agama dalam arti agama personal, 
namun ia merupakan "agama publik” karena mewakili nilai-nilai 
sosial agama-agama. 


32 Benyamin F. Intan, Public Religion, h., 68 
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Dalam kerangka inilah, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan 
landasan teologis bagi "agama publik" Pancasila, karena ia mewakili 
nilai-nilai teologis. Menariknya, dalam bahasa Yudi Latif (2014), 
ketuhanan dalam Pancasila merupakan “ketuhanan yang welas 
asih dan lapang dada” Ini merupakan pengamalan nilai-nilai 
ketuhanan melalui sifat welas asih (kemanusiaan) dan lapang dada 
(toleransi persatuan bangsa). Mengembangkan sifat welas asih ini, 
ketuhanan Pancasila diamalkan melalui keterlibatan umat beragama 
dalam proses demokratisasi demi tercipatnya keadilan sosial bagi 
kehidupan bersama.? 


Dengan demikian, Pancasila tidak hanya mengajarkan teologi 
inklusif, tetapi praksis dan transformatif. Inklusif karena ia hadir 
dengan penghormatan kepada ragam konsep teologi antar-agama. 
Praksis karena mengandaikan umat, tidak hanya sibuk dalam 
seremoni ibadah individual, melainkan terlibat dalam praksis politik 
demi terwujudnya masyarakat demokratis. Dengan demikian, teologi 
Pancasila ialah teologi politik, yang menggeser identitas individu 
dari sebatas umat beragama yang saling berbeda, menjadi rakyat 
yang bersatu demi terwujudnya cita-cita kerakyatan. Inilah yang 
dimaksud Koentowijoyo sebagai teo-demokrasi. Kita mempraktikkan 
demokrasi karena perintah Tuhan. 


Oleh karena itu, alih-alih bertentangan dengan agama, Pancasila 
justru merupakan rumusan teologis yang menjadi pancaran nilai- 
nilai agama. la menggambarkan rumusan teologi yang memadukan 
transendentalisme dan antropomorfisme. Di dalamnya terdapat 
“rukun iman” yang menandaskan iman kepada Tuhan. Sekaligus 
“rukun Islam" yang berisi amal ibadah kemanusiaan sebagaimana 
diperintahkan oleh ibadah semisal zakat, puasa dan haji. Pancasila 
secara teologis mengamini perintah Allah dalam al-Bagarah:177, di 
mana keimanan kepada Allah harus diamalkan melalui sifat welas 
asih kepada sesama dan fakir miskin. Ia juga selaras misalnya dengan 


33 Lihat Syaiful Arif, Pancasila, Esa dan Ketuhanan Kita, Kompas, 21 Oktober 
2017 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan | 35 


“teologi salib" yang mengamalkan kasih kepada Tuhan, melalui kasih 
kepada manusia. 


Oleh karena itu, berbagai kesangsian terhadapnya atas nama 
Tuhan, merupakan tanda bagi "rabun ruhani” karena Pancasila 
merupakan nilai-nilai ketuhanan. Kesangsian terhadapnya atas nama 
syariah Islam juga mencerminkan “defisit pengetahuan” karena 
ia mencerminkan nilai-nilai magashid al-syar'i. Inilah mengapa 
Indonesia disebut bukan negara agama namun juga bukan negara 
sekular. 


Sosialisasi Pancasila berdasarkan teologi Pancasila inilah yang 
ke depan perlu dikembangkan. Pemerintah Orde Baru pernah 
melakukan ini melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila) berbasis nilai-nilai Islam. Namun karena 
sifat keislamannya sebatas legitimasi ayat suci tanpa pemahaman 
Pancasila yang holistik: Islam hanya dijadikan legitimasi.” Ke depan 
sosialisasi ini perlu dihidupkan dengan pemahaman baru, yakni 
Pancasila sebagai nilai-nilai teologis, sehingga tidak ada lagi alasan 
penolakan terhadapnya berdasarkan akidah dan syariah Islam. 


34 Lihat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Ajaran Islam, 
Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 1978 
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Islam, Pancasila 
dan Keindonesiaan: 
Perspektif KH Abdurrahman Wahid 


antara Islam dan nilai-nilai keindonesiaan. Hubungan ini 

bersifat dialektis baik dalam artian pembenturan, maupun 
penselarasan. Pola pembenturan terjadi justru di masa-masa awal 
perumusan Pancasila dan sistem kenegaraan, sedangkan pola 
penselarasan terjadi kemudian, bersamaan dengan munculnya 
para cendekiawan Muslim. KH Abdurrahman Wahid (1940-2009) 
merupakan salah satu intelektual yang mengembangkan pola 
penselarasan. 


| | ubungan antara Islam dan Pancasila mencerminkan hubungan 


Hubungan awal Islam dan Pancasila terjadi di masa-masa 
perumusan dasar negara ini. Sebagai bagian dari pola berpikir, para 
aktivis Islam pada saat itu telah mengembangkan corak pemikiran 
politik Islam yang telah berkembang di dunia Islam, jauh sebelum 
perdebatan agama dan negara terjadi di negeri ini. 


Untuk menyajikan secara lebih jelas gagasan-gagasan politik 
umat Islam dan keterkaitan mereka dengan pembentukan negara 
Islam di dalam negara Indonesia merdeka, perlu dibahas secara 
singkat tentang teori-teori yang diajukan oleh para intelektual 
Muslim. Secara umum, pemikiran politik Muslim modern mengenai 
hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 
tiga teori utama. 


Pemikiran pertama berpendapat bahwa negara dan agama 
tidak harus dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral 
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dan komprehensif mengatur, baik kehidupan duniawi maupun 
kehidupan ukhrawi. Menurut pandangan ini, tidak ada aspek dari 
aktivitas keseharian umat Islam, termasuk dalam pengelolaan 
negara, dapat dipisahkan dari agama. Oleh karena itu, konstitusi 
negara secara resmi harus didasarkan pada Islam. Teori ini didukung 
oleh, antara lain, Abui A'la Maududi (1903-1979) dari Pakistan yang 
memimpin Jamaat-i Islami, Hasan al-Banna (1906-1949), serta Sayyid 
Outb (1906-1966) dan para ideolog lain Ikhwan al-Muslimin dari Mesir. 
Baik Jamaat-i Islami maupun Ikhwan al-Muslimin dikenal sebagai 
gerakan fundamentalis. Saudi Arabia, Iran dan Pakistan dapat dilihat 
sebagai contoh dari Negara Islam dalam tipe ini. Pembelaan mereka 
tentang kesatuan negara dan agama dimanifestasikan dalam jargon 
politik bahwa Islam adalah al-din wa al-daulah (agama dan negara). 


Menurut teori yang kedua, negara dan agama harus dipisahkan, 
dan agama terbatas pada urusan-urusan pribadi. Tidak boleh ada 
campur tangan agama dalam persoalan politik. Konstitusi negara 
tidak harus didasarkan pada Islam, namun pada nilai-nilai sekuler. 
Contoh dari kasus ini adalah negara Turki Modern. Teori ketiga 
mengusulkan pemisahan resmi antara agama dan negara di mana 
konstitusi negara secara resmi tidak didasarkan pada Islam, namun 
negara tetap memberikan perhatian atau mengurusi persoalan- 
persoalan agama. Dengan kata lain, negara terlibat dalam masalah- 
masalah agama yang ada di dalam wilayahnya. Ketiga kemungkinan 
hubungan antara agama dan negara ini, mewakili pilihan- pilihan 
yang dapat menentukan semua karakteristik struktur sosial dan 
politik dari negara Muslim dan bagaimana negara harus dijalankan 
dalam menghadapi tuntutan dan tantangan modernitas. 


Khususnya teori pertama yang disebutkan di atas, sangat kuat 
mewarnai pemikiran politik para pemimpin umat Islam Indonesia 
tahun 1940-an dan 1950-an. Jadi, baik dalam sidang-sidang 
BPUPK tahun 1945 maupun Majelis Konstituante (1956-1959), faksi 
Nasionalis-Islam memperjuangkan agar Islam digunakan sebagai 
dasar negara. Dalam hubungan ini, harus dicatat bahwa tidak ada 
indikasi bahwa pemikiran politik Nasionalis-Islam Indonesia tahun 
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1940-an dan 1950-an dipengaruhi oleh gagasan-gagasan sekularis 
Kemal Attaturk. Juga tidak ada indikasi bahwa pemimpin politik 
kelompok Nasionalis-Islam Indonesia ketika itu dipengaruhi oleh 
kecenderungan sekuler dari Ali Abd al-Razig (1888-1966) yang 
menetapkan bahwa khalifah, termasuk Khulafa al- Rasyidin, bukan 
rezim agama namun rezim keduniaan tanpa landasan agama. Abd 
al-Razig berpendapat bahwa meskipun mempunyai klaim terhadap 
kekuasaan, para khalifah tidak mungkin menggantikan Nabi, 
karena menurutnya, Nabi tidak pernah menjadi seorang raja, dan 
tidak pernah berupaya membangun pemerintahan atau negara: 
Dia semata-mata seorang utusan yang dikirim oleh Tuhan, dan tak 
pernah menjadi pemimpin politik. 

Menurut Abd al-Razig, kekhalifahan tidak mempunyai landasan 
baik dalam Al-Our'an maupun Sunnah, karena tidak ada dalil khusus 
mengenai persoalan ini dalam sumber-sumber tersebut. Lebih dari 
itu, menurutnya, secara jelas tidak ada rujukan baik dalam Al-Our'an 
maupun Sunnah bagi umat Islam untuk membangun sebuah sistem 
politik, karena sistem semacam itu merupakan sebuah persoalan 
temporal dan bukan bersifat keagamaan. Dengan argumen ini, 
pada dasarnya Abd al-Razg ingin menegaskan bahwa Islam tidak 
menentukan rezim tertentu, dan tidak memaksa umat Muslim 
untuk megikuti sistem tertentu: tetapi Islam memberi kebebasan 
penuh untuk mengatur negara sesuai dengan kondisi politik, sosial 
dan ekonomi di mana kita berada dengan mempertimbangkan 
kebutuhan zaman. 


Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas, konflik ideologi 
antara kaum sekular dan Nasionalis Islam dalam sidang-sidang 
BPUPK dapat diperkirakan sejak awal. Pada tanggal 31 Mei 1945 
Soepomo mengatakan bahwa tujuan umat Islam adalah mendirikan 
negara berdasarkan Islam, sementara kaum Nasionalis-sekular yang 
didukung oleh Mohammad Hatta mengusulkan bentuk Indonesia 
sebagai negara kesatuan nasional yang akan memisahkan negara 
dari persoalan-persoalan agama. Soepomo mendukung gagasan 
Hatta untuk mendirikan negara kesatuan nasional di Indonesia, 
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dengan alasan bahwa, menciptakan Negara Islam di Indonesia dapat 
berarti kita tidak menciptakan negara kesatuan. Menciptakan Negara 
Islam di Indonesia dapat berarti membangun negara yang hanya 
terkait dengan kelompok terbesar, kelompok Islam. Jika Negara 
Islam diciptakan di Indonesia, maka sudah pasti persoalan minoritas 
akan muncul, persoalan tentang kelompok-kelomppok kecil agama, 
kelompok Kristen dan yang lainnya. Meskipun Negara Islam akan 
menjamin kepentingan kelompok-kelompok lain sebaik mungkin, 
kelompok-kelompok kecil ini sudah tentu tidak dapat merasakan 
keterlibatannya dalam negara. Karena itu, cita-cita Negara Islam tidak 
sesuai dengan cita-cita negara kesatuan yang didambakan bersama. 


Meskipun demikian, dia kemudian menegaskan bahwa "negara 
kesatuan nasional tidak berarti sebuah negara dengan karakter 
non-agama. Tidak. Negara kesatuan nasional ini akan berlandaskan 
moral yang agung seperti yang juga didukung oleh Islam. Kaum 
Nasionalis-Islam menolak dengan tegas gagasan Nasionalis-sekular 
untuk membangun negara Indonesia merdeka di mana agama dan 
negara dipisahkan. 


Sebuah pertanyaan kemudian muncul: Mengapa kelompok Islam 
sedemikian kuat berhasrat untuk mendirikan negara berdasarkan 
Islam dalamnegaraIndonesiamerdeka? Satujawabanataspertanyaan 
ini adalah karena adanya tujuan mereka untuk menerapkan syariat 
secara efektif di segenap penjuru wilayah negara. Mohammad Natsir, 
pemikir Islam dan kemudian menjadi pemimpin Partai Masyumi, 
mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu 
cita-cita perjuangan Islam. 


Klaim ini mengarah pada argumen selanjutnya bahwa 
pencapaian kemerdekaan Indonesia merupakan bagian integral dari 
perjuangan Islam untuk menerapkan ajaran Islam. Klaim ini agaknya 
diilhami oleh kenyataan bahwa umat Islam Indonesia sebagai 
kelompok mayoritas berperan besar, jika tidak yang terbesar, dalam 
perjuangan kemerdekaan di mana, “nama-nama mereka, jihad dan 
perjuangannya menjadi benang merah dalam sulaman tarikh tanah 


" 


alr. 
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Untuk mendukung argumen ini, umat Islam Indonesia seringkali 
menyebut nama-nama pejuang Muslim yang berjuang untuk 
kemerdekaan Indonesia, seperti Sultan Babullah dari Temate, Sultan 
Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro (pemimpin 
Perang Diponegoro 1825-1830), Imam Bonjol (pemimpin Perang 
Padri, 1921-1937), dan Teuku Umar, Tjut Nya' Dhien serta Tengku 
Tjhik di Tiro (pemimpin-pemimpin dalam Perang Aceh, 1872-1912), 
yang menggalang kekuatan dan perang jihad melawan Belanda 
dalam perjuangan mereka untuk mengusir penjajah dari kepulauan 
Indonesia. Perlawanan umat Islam ini dianggap oleh Natsir sebagai 
perjuangan yang tidak hanya untuk kemerdekaan Indonesia namun 
juga bagi komunitas Muslim Indonesia, dan untuk kebebasan agama 
Islam itu sendiri agar hukum dan peraturan-peraturan Islam dapat 
diwujudkan dalam negara Indonesia merdeka. 


Ki Bagus Hadikusumo adalah salah seorang wakil kelompok 
Nasionalis-Islam yang paling vokal dalam BPUPKI yang memper- 
juangkan Islam sebagai dasar negara. Dalam menolak gagasan 
kelompok Nasionalis-sekular untuk memisahkan negara dari agama, 
dan sebaliknya mengajukan Islam sebagai dasarnya, Hadikusumo 
mengargumentasinya dengan mengatakan: 


“Tuan-tuan yang terhormat! Jika anda ingin menciptakan 
keadilan, dan pemerintahan negara kita berdasarkan perilaku moral 
yang luhur dan demokrasi permusyawaratan serta toleransi tanpa 
pemaksaan agama, maka bangunlah pemerintahan berdasarkan 
Islam, karena Islam menyediakan semua itu". 


Menurut Hadikusumo, berdirinya negara yang berdasarkan Islam 
di Indonesia memungkinkan komunitas Muslim untuk menerapkan 
syariat secara penuh dan bebas karena kemerdekaan Indonesia 
juga berarti kebebasan untuk merealisasikan syariat, sesuatu yang 
tidak mungkin dilakukan oleh umat Islam di bawah kekuasaan 
kolonialisme. 

Hadikusumo kemudian menguatkan argumentasi ini dengan 
menunjukkan kebijakan Belanda yang perlahan-lahan berusaha 
menghilangkan hukum waris menurut Islam pada tahun 1922. 
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Kebijakan yang menjadi lebih mencolok pada tahun 1934 dengan 
upayanya menganti hukum waris Islam dengan hukum waris adat, 
sebuah kebijakan yang telah ditentang oleh umat Islam. Oposisi 
Muslim terhadap hukum adat didasarkan pada kenyataan, bahwa 
hukum adat bertentangan dengan doktrin Islam. Penguasa kolonial 
Belanda juga memberlakukan kebijakan yang sama terhadap hukum 
perkawinan Islam yang telah dijalankan selama berabad-abad oleh 
umat Islam Indonesia, dengan mencoba menggantinya dengan 
hukum perkawinan sipil yang bertentangan dengan doktrin Islam. 
Akibat reaksi yang keras dari umat Islam, pemerintah kolonial 
Belanda tidak jadi menerapkan kedua kebijakan tersebut. 


Dengan berakhirnya kolonialisme Belanda, Hadikusumo melihat 
tidak ada hambatan lagi untuk mewujudkan syariat dalam negara 
Indonesia merdeka. Dia mendukung alasan K. H. Ahmad Sanusi 
yang mengatakan bahwa Al-Our'an tidak hanya mengatur urusan 
dunia namun juga urusan akhirat, ketetapan yang harus digunakan 
untuk mengatur negara dan agama. Dia menunjukkan bahwa hanya 
600 dari 6000 ayat Al-Our'an yang berkaitan dengan kewajiban- 
kewajiban akhirat, sementara kebanyakan ayat Al-Our'an berkaitan 
dengan politik dan persoalan-persoalan dunia. 


Pada sisi yang lain, kelompok Nasionalis-sekular menolak seruan 
kelompok Nasionalis-Muslim untuk mendirikan negara berdasarkan 
Islam di Indonesia. Soepomo, sebagaimana disebutkan di atas, secara 
tegas menolak gagasan pendirian Negara Islam dalam Indonesia 
merdeka, sekalipun dia mengakui kesempurnaan ajaran Islam. Dia 
menjelaskan bahwa Indonesia tidak sama dengan negara-negara 
yang berdasarkan Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, atau Iran karena 
Indonesia mempunyai karakter khusus dari segi penduduk, budaya, 
tradisi, pengalaman sejarah dan kondisi geografis. Bahkan wakil 
ternama dari kelompok Nasionalis-sekular yang ahli dalam bidang 
hukum meragukan apakah syariat dapat memenuhi tuntutan dan 
tantangan suatu bangsa modern.” 


35 Ismail, Islam, Politics and Ideology in Indonesia, h., 40-48. 
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Islam Kebudayaan 


Dalam perkembangan selanjutnya, keselarasan Islam dan Pancasila 
terjadi di dalam pemikiran keislaman yang belakangan hari telah 
mencetuskan istilah “Islam Indonesia”, Gagasan “Islam Indonesia” 
sendiri dilontarkan salah satunya? oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus 
Dur) sejak tahun 1987. Gagasan ini ia lontarkan untuk mengimbangi 
kecenderungan Arabisasi di sebagian gerakan Islam. Istilah “Islam 
Indonesia” ia pilih berkaitan dengan gagasan pribumisasi Islam 
yang merupakan realitas historis “Islam Nusantara”. Oleh karena 
itu, apa yang kemudian disebut “Islam Indonesia” adalah bentuk 
kultural Islam di Indonesia, sebagai hasil dari proses kesejarahan 
pembentukan kultur Islam di Nusantara.” 


Selanjutnya, Gus Dur lebih sering menggunakan kalimat Islam 
di Indonesia untuk menggambarkan persoalan kontemporer Islam 
di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam makalah, Islam in 
Indonesia: Challenges and Future Prospects. Dalam makalah ini, Gus 
Dur mengelaborasi tantangan dan masa depan Islam di Indonesia 
di tahun 1985. Tantangan yang dimaksud adalah hubungan Islam 
dan Pancasila, serta prospek ke depan Islam dalam menggerakkan 
demokratisasi. 


Oleh karena konteks lontaran “Islam Indonesia” di tahun 1987 itu 
dalam kerangka pribumisasi Islam, maka dibutuhkan perumusan 
“Islam Indonesia” dalam konteks keindonesiaan. Hal ini terkait 
dengan gagasan “Islam Indonesia" itu sendiri yang tidak hanya 
berbicara tentang masa lalu (“Islam Nusantara”) melainkan pula 
konteks keindonesiaan di era Gus Dur muda, tepatnya di dekade 


36 Selain Gus Dur, Nurcholish Madjid (Cak Nur) juga merupakan pioneer 
gagasan Islam Indonesia. Gagasan Cak Nur berporos pada keselarasan antara 
Islam, rasionalisme, modernisasi dan sekularisasi. Oleh karenanya, Indonesia 
yang dipahami Cak Nur adalah nilai-nilai modern yang memusat di dalam 
rasionalitas ilmu pengetahuan dan sekularisasi politik. Maka jika Islam 
mampu mengembangkan dua hal tersebut, secara substantif ia telah terlibat 
di dalam pembangunan Indonesia modern. Lihat Nurcholish Madjid, Islam, 
Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 2014 

37 Assalamu'alaikum-Monitor, Editor No. 15/Thn. IV/22 Desember 1990 
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1980-an. Karena Gus Dur tidak merumuskan definisi, struktur nilai 
dan kerangka pemikiran dari “Islam Indonesia” dalam konteks 
keindonesiaan, maka buku ini akan menuntaskan rumusan tersebut. 


Hanya saja untuk mengetahui basis kultural dari “Islam Indonesia”, 
perlu pula dipahami konstruksi “Islam Nusantara” yang menjadi 
bantalan budaya dari corak Islam kebudayaan. Hal ini amat penting 
sebab"Islam Indonesia" tidak akan terbentuk tanpa pribumisasi Islam 
ke dalam bumi Nusantara. 


Bangunan Islam kebangsaan kita memang berpijak pada kultur 
Islam yang bersifat kultural yang disebut sebagai Islam Nusantara. 
Islam Nusantara, yakni keberislaman yang berada dalam konteks 
(budaya) Nusantara, merupakan salah satu khasanah khas Islam 
di Indonesia. Istilah ini merujuk pada karakter kultural dari pola 
keislaman muslim Nusantara, hasil akulturasi antara Islam dan 
budaya lokal. Salah satu pemikir yang dengan bernas mengabarkan 
hal ini tentulah Gus Dur dengan ide utamanya: pribumisasi Islam. 


Sub-bab ini akan menggambarkan warisan pemikiran Gus Dur 
ini, yang di satu sisi mungkin telah dikenal banyak orang, namun 
pada saat bersamaan, belum banyak diketahui signifikansinya. 
Banyak dikenal orang, karena pribumisasi Islam memang menjadi 
trade mark dari Gus Dur. Namun bagaimana gagasan ini menjelaskan 
sejarah, mekanisme dan karakter Islam Nusantara: hal ini belum 
banyak dipahami. 


Untuk itu, kita perlu memahami terlebih dahulu gagasan 
pribumisasi Islam. Pada titik ini perlu dicatat bahwa Gus Dur, 
dalam konteks Islam Nusantara, memang hanya berbicara tentang 
pribumisasi Islam yang merupakan proses dan mekanisme bagi 
terbentuknya kultur Islam Nusantara. Dengan demikian, dalam 
diskursus Islam Nusantara, Gus Dur hanya mewariskan metodologi 
bagi Islam Nusantara, dan tidak tentang Islam Nusantara itu 
sendiri. Namun demikian, pandangan tentang Islam Nusantara bisa 
didapatkan pada pandangan Gus Dur tentang sejarah kedatangan 
Islam di Nusantara, proses akulturasi antara Islam dan budaya 
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Nusantara, hingga corak kultural dari keislaman pesantren, yang 
menurutnya menjadi produk akumulatif dari islamisasi di Nusantara. 


Dalam kaitan ini, karena wilayah Islam Nusantara berada pada 
wilayah Islam dan budaya Nusantara, maka pribumisasi Islam 
menjadi metodologi bagi pembumian Islam ke dalam budaya 
tersebut. Hal ini terjadi karena pribumisasi Islam merupakan proses 
peleraian ketegangan antara Islam dan budaya. Islam merupakan 
agama hukum yang memuat "jaringan aturan”, sedangkan budaya 
merupakan kreasi manusia yang memuat "proses perubahan" Antara 
aturan yang menuntut ketetapan, dengan kreasi yang meniscayakan 
perubahan: sering melahirkan kontradiksi dan akhirnya ketegangan 
antara agama dan kebudayaan. 


Hanya saja Gus Dur mengajak kita untuk tidak khawatir 
dengan ketegangan ini, sebab hubungan agama dan budaya 
berada dalam hubungan otonom namun saling membutuhkan. 
Ini seperti hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sains). 
Filsafat bukan ilmu pengetahuan, namun filsafat membutuhkan 
ilmu sebagai media korektif untuk menvalidasi idealitas normatif 
kepada realitas empirik. Capaian ideal yang hendak diraih filsafat 
harus dikontekskan pada realitas empirik yang telah dirumuskan 
oleh sains. Demikian sebaliknya. Sains sebagai disiplin keilmuan 
pasti, membutuhkan filsafat untuk merefleksikan dasar bangunan 
ontologis, epistemologis dan etis, agar sains tidak membatu dalam 
kekerasan epistemik yang tanpa kritik. 


Hubungan ini terjadi pula pada agama dan budaya. Sebagai nilai 
ketuhanan, agama tentu bukan kreasi manusia. Oleh karenanya, 
ia transenden dari budaya. Namun meskipun melampaui budaya: 
agama membutuhkan budaya sebagai media sosialisasi nilai. 
Sehingga bagi Gus Dur, meskipun agama bukan budaya, namun 
tidak menutup kemungkinan terjadinya manifestasi kehidupan 
agama dalam bentuk budaya. Artinya, yang menjadi budaya adalah 
perwujudan kehidupan beragama. Bukan prinsip-prinsip utama 
agama yang berubah menjadi budaya. Dari sini terlihat bahwa prinsip 
utama Islam tetap dijaga di dalam perubahan bentuk kehidupan 
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di masyarakat, dari bentuk budaya Arab menjadi bentuk budaya 
Nusantara. 


Oleh karena itu, pribumisasi Islam memuat beberapa pema- 
haman. Pertama, pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, 
baik di negeri Arab maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. 
Kedua sejarah itu membentuk sungai besar yang terus mengalir 
dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cadangan sehingga sungai 
itu semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya 
air baru yang mengubah warna air yang telah ada. Bahkan pada 
tahap berikutnya, aliran sungai ini terkena limbah industri' yang 
sangat kotor. Maksud dari perumpamaan itu adalah bahwa proses 
pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah mengubah Islam, 
melainkan hanya mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. 


Kedua, pribumisasi Islam bukanlah Jawanisasi' atau sinkretisme, 
sebab ia hanya proses mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam 
merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu 
sendiri. Ketiga, pribumisasi Islam bukan upaya meninggalkan norma 
demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan- 
kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang 
yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap 
memberikan peranan kepada ushul figh dan gaidah figh. Keempat, 
pribumisasi Islam merupakan pengembangan pemahaman nash 
agar berjalan lebih sistematik dengan cakupan yang lebih luas dan 
argumentasi yang lebih matang. Jika hal ini terjadi, maka Islam 
telah dipribumisasikan, yakni pemahaman terhadap nash dikaitkan 
dengan masalah-masalah di negeri kita. 


Di samping pemahaman yang bersifat positif yang menguraikan 
“apa itu” pribumisasi Islam, Gus Dur juga menyediakan “batasan 
negatif” tentang "apa yang tidak boleh terjadi” dalam pribumisasi 
Islam. Meliputi, pertama, tidak boleh terjadi pembauran Islam 
dengan budaya, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam 
harus tetap pada sifat Islamnya. Al-Our'an harus tetap dalam bahasa 


38 Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, dalam Pergulatan Negara, Agama 
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Arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini telah menjadi norma. 
Kedua, penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya 
diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali 
nikah misalnya, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak 
angkatnya. Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. 


Ketiga, karena adanya prinsip-prinsip yang keras dalam hukum 
Islam, maka adat tidak bisa mengubah nash melainkan hanya 
mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja dan memang 
aplikasi tersebut akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi 
tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan 
gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai gutul 
balad, makanan pokok. Dan karena definisi itulah, gandum berubah 
menjadi beras untuk Indonesia.” 


Dari sini kita bisa memahami bahwa pribumisasi Islam digerakkan 
Gus Dur dalam dua maksud. Pertama, kontekstualisasi Islam. Di dalam 
maksud ini, terdapat dua pemahaman, yakni: a). Akomodasi adat 
oleh figh (al-“adah muhakkamah). Contoh: akomodasi hukum waris 
Islam atas adat waris lokal seperti adat perpantangan (Banjarmasin) 
dan gono-gini (Yogyakarta-Solo). Akomodasi ini dilakukan melalui 
pemilahan harta warisan menjadi dua bagian. Bagian pertama dibagi 
menurut tradisi gono-gini, bagian separuhnya dibagi melalui waris 
Islam. b). Pengembangan aplikasi nash. Contoh: Setelah lahir wacana 
emansipasi wanita (modern), dibutuhkan perubahan cara-pandang 
keadilan dari keadilan menurut suami, menjadi keadilan menurut 
istri dalam kasus poligami. Kasus ini merujuk pada O.S. 4:3. Dengan 
adanya perubahan cara pandang atas keadilan, maka istri mendapat 
keadilan dengan cara tidak dipoligami, tanpa harus mengganti nash 
al-Our'an itu sendiri. 


Kedua, kulturalisasi Islam. Poin inilah yang melahirkan manifestasi 
(bentuk) Islam dalam kultur lokal. Contoh, atap Masjid Demak yang 
menggunakan arsitektur rumah ibadah Kapitayan, yakni atap “Meru". 
Dalam kerangka ini, dilakukanlah “islamisasi substansi” dengan tetap 
menjaga bentuk budaya lokal. Mengapa? Karena atap "Meru" yang 
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dijadikan atap masjid, telah diislamkan melalui pemaknaan tiga sap 
dalam atap “Meru”: atap paling bawah menggambarkan tahapan 
iman, kemudian Islam dan akhirnya iman. Orang baru berada di 
tahapanpaling bawah ketika ia hanya mengikrarkan iman secara lisan. 
Setelah melaksanakan syariah, baru ia menapaki tahap selanjutnya: 
Islam. Namun tahapan Islam-syariah ini bukan tahap tertinggi, sebab 
ia merupakan tahap-antara menuju ihsan: penyerahan diri secara 
total kepada Allah dengan pengamalan agama yang merujuk pada 
penyebaran rahmat bagi seluruh alam.” 


Proses pribumisasi Islam dalam kerangka manifestasi Islam dalam 
bentuk budaya lokal ini telah menjadi mekanisme kultural bagi 
terbentuknya Islam Nusantara. Dalam perkembangannya, Gus Dur 
memiliki dua macam pemikiran tentang Islam Nusantara. Pertama, 
deskriptif. Model pemikiran ini bersifat menggambarkan fakta Islam 
di Nusantara beserta keragaman karakter kulturalnya. Dalam model 
ini Gus Dur bersifat bebas-nilai dan hanya ingin mendeskripsikan 
kemajemukan Islam di Nusantara. Kedua, preskriptif. Dalam model 
pemikiran ini, Gus Dur sudah memiliki preskripsi tertentu dalam 
melihat “apa yang terbaik" dari Islam Nusantara. Preskripsi ini lahir 
dari pribumisasi Islam sebagai paradigma keislamannya. Oleh karena 
itu, Gus Dur telah menempatkan pribumisasi Islam yang merupakan 
mekanisme akulturasi Islam dan budaya Nusantara, sebagai 
paradigma keislaman yang menentukan idealitas keislaman di 
Nusantara dan di Indonesia. Oleh karenanya, paradigma pribumisasi 
Islam kemudian melahirkan corak ideal Islam Nusantara yang unik, 
karena memiliki sistem nilai dan pola budaya sendiri. Pada titik ini 
Gus Dur sudah tidak bebas-nilai lagi karena ia membasiskan diri pada 
paradigma “Islam pribumi". 


Model preskripsi ini diawali dengan penjajagan Gus Dur atas 
kesejarahan Islam di Nusantara yang telah menentukan corak 
keislaman Nusantara. Artinya, jenis Islam dan sumber Islam yang 
hadir dimasa awal islamisasi menentukan corak khas Islam Nusantara. 
Menurut Gus Dur: 
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“Hingga saat ini, dunia pengetahuan di negeri ini masih menerima 
pendapat bahwa Islam dibawa kemari oleh para pedagang Arab. 
Akan tetapi, S.O. Fatimi dalam karyanya yang bertitel, Islam Comes to 
Malaysia (Singapura, 1963), secara halus menolak anggapan itu, dan 
membuktikan masuknya Islam ke kawasan ini adalah karena usaha 
para da'i (misionaris) mistik Islam dari wilayah Bengal. Pendapat 
Fatimi ini lebih mendekati hakikat penyebaran Islam setelah masuk 
ke kawasan ini, yaitu dengan berkembangnya watak mistik yang 
sesuai (indigenous) dengan sikap di kawasan ini semenjak zaman 
pra-Hindu. 


Di pihak lain, teori masuknya Islam kemari melalui pedagang Arab 
juga terpukul oleh hasil penelitian O. B. Wolters, umpamanya dalam 
Early Indonesian Commerce (London, 1966). Wolters membuktikan 
bahwa kelas pedagang yang menguasai teritorial niaga laut antara 
Sailan dan Tiongkok sejak abad ke-16 Masehi justru adalah saudagar- 
saudagar Melayu sendiri yang berpuncak pada kerajaan Sriwijaya 
dua abad kemudian. Dengan demikian, patahlah anggapan bahwa 
saudagar Arab datang kemari dan menyebarkan agama dengan cara 
perkawinan, sedangkan mereka ini juga baru pada abad ke-10 M. 


Rekonstruksi kesejarahan yang dibuat van Leur, di mana dinasti 
pribumimendatangkan para ahli agama dari India untuk memperkuat 
legitimasi klaim mereka atas takhta kerajaan di masa Hindu juga 
sesuai dengan kemungkinan para da'i mistik yang diundang kemari 
untuk memperkuat klaim dinasti pribumi yang sedang memberontak 
atau mengalami pemberontakan setelah mengendurnya kekuasaan 
Majapahit. Adapun keterangan as-Sairafi tentang adanya masyarakat 
Islam di kawasan ini pada abad ke-13 H, sama sekali bukanlah 
argumentasi untuk memperkuat klaim pedagang Arab sebagai 
pembawa Islam, bahkan mungkin sebaliknya, mereka datang setelah 
Islam tersebar di Kepulauan Nusantara:”' 


Dalam teks di atas terlihat Gus Dur melakukan kritik atas 
pendekatan sejarah yang menempatkan pedagang Arab sebagai 


41 Abdurrahman Wahid, Pesantren sebagai Subkultur, dalam Menggerakkan 
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pembawa Islam ke Nusantara. Kritik ini dilakukan mengingat corak 
keislaman Nusantara yang bersifat sufistik, yang menandakan 
peran para misionaris mistik, daripada sebatas kaum pedagang. 
Watak sufistik ini yang menjadi corak utama dari Islam pertama di 
Nusantara, yang akan mempengaruhi corak kultural dari “Islam 
pribumi" tersebut. 


Dalam teks lain, Gus Dur memaparkan: 


“Islam came to Indonesia in a peaceful manner, through trade 
and mystical movements. Although it came very early from the 
Arabian peninsula, some say during the first century of Islam or 
the middle of the eight century A.D., Islam did not really make its 
presence felt in this region until the 13" century A.D., when the 
first Islamic communities were established in the northern tip of 
Sumatera. Subseguently it spread to the west coast of Malacca, 
eastern coast of Kalimantan, southern of Sulawesi, the northern 
island of the Moluccas, and the northern coast of Java. But not 
until the ffteen century A.D. that strong Islamic kingdoms began 
to appear on the scenes. When the first European “explorers” 
reached the region, and then followed directly by merchant 
ships, they had to deal with indigenous Muslim rulers. This they 
did effectively, as witnessed by history.”? 


(Islam datang ke Indonesia dengan cara damai, melalui 
gerakan perdagangan dan mistik. Meskipun ia datang sangat 
awal dari jazirah Arab, beberapa mengatakan selama abad 
pertama Islam atau pertengahan abad ke-8 M, Islam tidak 
benar-benar menampakkan dirinya di wilayah ini hingga abad 
ke-13 M, ketika komunitas Islam pertama berdiri di ujung 
utara Sumatera. Selanjutnya ia menyebar ke pantai barat 
Malaka, pantai timur Kalimantan, Sulawesi Tenggara, pulau 
utara Melayu, dan pantai utara Jawa. Tetapi tidak sampai 
abad ke-15 M, sebuah kerajaan Islam besar mulai Nampak 
di wilayah tersebut. Ketika para “penjelajah” Eropa awal 


42 Abdurrahman Wahid, Islam in Indonesia: Challenge and Future Prospects, 
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mencapai wilayah itu, dan diikuti secara langsung oleh kapal 
perdagangan, mereka telah bertemu dengan pemerintahan 
muslim pribumi. Hal ini terjadi secara efektif, sebagaimana 
disaksikan oleh sejarah). 


Teks di atas juga menggambarkan paparan Gus Dur atas 
historisitas Islam di Nusantara. Hanya saja dalam teks ini, Gus Dur 
menambahkan peran para pedagang sebagai penyebar Islam, 
selain para mistikus. Dengan demikian, meskipun Gus Dur mengritik 
“pendekatan pedagang” atas kehadiran Islam, namun ia tidak 
menghapus peran pedagang dalam islamisasi Nusantara. Yang 
dilakukan Gus Dur mungkin lebih kepada penyeimbangan antara 
peran pedagang dan mistikus Islam secara berkesinambungan, 
dengan titik tekan kepada peran utama kaum mistikus. 


Di dalam teks ini, Gus Dur juga memaparkan tahun datangnya 
Islam. la bahkan mengutip pendapat yang menyatakan kehadiran 
Islam di Nusantara sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-8 
Masehi. Meskipun perkiraan kehadiran Islam di awal abad tersebut, 
namun gelombang islamisasi baru benar-benar terjadi pada abad 
ke-13 M dengan ditandai oleh terbentuknya komunitas Islam di 
ujung utara Sumatera. Secara berturut-turut, Islam telah menyebar di 
pantai barat Malaka, pantai timur Kalimantan, bagian utara Sulawesi, 
pulau utara Maluku, dan pantai utara Jawa. Segenap gelombang 
islamisasi ini terjadi dan memuncak pada pembentukan kerajaan- 
kerajaan Islam, sejak di Pasai, Perlak, Goa, Kerajaan Aceh, Demak dan 
Mataram.? Keragaman wilayah yang diislamkan telah melahirkan 
keragaman corak keislaman yang membekaskan corak budaya Islam, 
hingga saat ini. 


Dengan demikian beberapa kesimpulan kita dapatkan. Pertama, 
Gus Dur melihat peran utama da'i mistik (sufi) dalam islamisasi di 
Nusantara, meskipun ia tidak mengesampingkan peran pedagang. 
Keutamaan peran para sufi ini yang akan membentuk corak dasar 
43 Abdurrahman Wahid, The Dynamic of Islamic Movements in Southeast Asia 
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Islam di Nusantara yang bersifat sufistik. Kedua, Gus Dur mengafirmasi 
keragaman bentuk keislaman yang dilahirkan oleh keragaman 
wilayah dan model konversi Islam di ragam wilayah tersebut. Pada 
titik selanjutnya, keragaman ini yang akan menghadirkan keragaman 
politik Islam yang lahir dari keragaman geo-kultural keislaman. 
Ketiga, Gus Dur menempatkan abad ke-13 sebagai poros gelombang 
islamisasi Nusantara dan memuncak pada pendirian berbagai 
kerajaan Islam pada abad ke-15 M. 


Dari paparan historis ini, kita sampai pada konstruksi Gus Dur atas 
corak keislaman di Nusantara yang dibentuk oleh proses kesejarahan 
di atas. Papar beliau: 


“Masa abad ke-13, Islam datang di Indonesia sudah dalam bentuk 
yang dikembangkan di Persia dan kemudian di anak Benua India, 
yang berorientasi sangat kuat pada tasawuf. Oleh karena itulah kita 
dapati bahwa tasawuf adalah orientasi yang menentukan corak 
keilmuan dan tradisi keilmuan.. pada saat itu. Buku-buku tasawuf 
yang menggabungkan figh dengan amal-amal akhlak merupakan 
bahan pelajaran utama. Di antaranya adalah Bidayatul Hidayah dari 
Imam al-Ghazali yang merupakan karya figh sufistik paling menonjol 
selama berabad-abad, bahkan sampai abad ini di pesantren- 
pesantren. 


Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak abad ke-13, 
yaitu selama 7 abad ia berkembang..., manifestasi keilmuan yang 
seperti ini bertumpang tindih dengan pandangan-pandangan dan 
perilaku mistik orang Jawa atau penduduk setempat. Demikian 
juga ia bertumpang tindih dengan perkembangan beberapa 
aliran tasawuf yang menyimpang dari ortodoksi, seperti faham 
wahdaniyah atau wahdat al-wujud. Hal ini dapat kita jumpai pada 
Abdurrauf Singkel dan beberapa tokoh lain di masa itu. Perdebatan 
antara ar-Raniry dengan gurunya yang menghasilkan “pemurnian” 
ajaran tasawuf di Aceh pada abad ke-16, menunjukkan dengan 
jelas bahwa manisfestasi figh sufistik telah merasuki keseluruhan 
kehidupan ilmiah orang Islam. Waktu itu yang dipentingkan adalah 
pendalaman akhlak dalam bentuk pengamalannya secara tuntas 
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dan pendalaman pemahaman sufistik pada kehidupan. Buku utama 
yang dipakai tentunya Syarh Hikam karya Ibn Atha'illah Asakandary, 
salah seorang penulis sufi paling terkenal.“ 


Paparan di atas masih menunjukkan analisa historis Gus Dur 
atas kehadiran Islam di Nusantara. Hanya saja secara eksplisit, ia 
menunjuk Persia dan anak benua India, sebagai dua wilayah yang 
menjadi “saringan kultural” dari Islam yang hadir di Nusantara. 
Akibat saringan ini, maka Islam yang hadir merujuk pada Islam 
sufistik. Meskipun corak sufisme awal cenderung tumpang tindih 
dengan mistik lokal dan aliran tasawuf heterodoks seperti wahdat 
al-wujud, namun akhirnya ia tersempurnakan menjadi apa yang 
Gus Dur sebut sebagai figh-sufistik. Yakni penyatuan antara syariat 
dan tasawuf dalam manifestasinya yang bersifat akhlagi. Artinya, 
fgh-sufistik adalah tasawuf akhlagi yang membungkus pemahaman 
sufistik dengan ketaatan fighiyyah-syariyyah dalam kerangka 
penyempurnaan akhlag. Berbeda dengan corak tasawuf falsafi yang 
berhasrat pada penemuan kesatuan filosofis-mistik antara hamba 
dengan Tuhan. Tasawuf akhlagi lebih tertarik dengan pensucian hati 
dan perbaikan perilaku yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. 


Sebagai corak paripurna dari keislaman Nusantara, figh sufistik 
memang merupakan penyampurnaan dari gelombang awal Islam 
yang merujuk pada gelombang sufisme dan syariah. Yang tersebut 
terakhir ini merupakan gelombang “pendisiplinan syariah" atas 
tasawuf yang telah mengalami pertemuan dengan tradisi mistik lokal. 
Karena dianggap menyimpang, maka kalangan syariat berupaya 
mengerem heterodoksi tasawuf ini, baik melalui pelarangan ajaran 
hingga hukuman atas para penyebar mistik tersebut, seperti 
pembakaran kitab-kitab wujudiyyah dari Hamzah Fansuri oleh 
Nuruddin al-Raniri atau penghakiman Walisongo atas Siti Jenar. Di 
titik ini, tasawuf masih dibenturkan dengan syariat. 
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Gelombang inilah yang disempurnakan oleh gelombang kedua 
islamisasi Nusantara yang dilakukan oleh para ulama lulusan Mekkah, 
dengan pesantren sebagai pusat islamisasi. Gus Dur menyatakan: 


“Dengan demikian, terjadilah pengiriman anak-anak muda 
dari kawasan Nusantara untuk belajar di Timur-Tengah dan 
akhirnya mereka menghasilkan korps ulama yang tangguh 
yang mendalami ilmu-ilmu agama di Semenanjung Arabia, 
terutama di Makkah. Lahirlah ulama-ulama besar seperti 
Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Tremas, Kiai Abdul Ghani 
Bima, Kiai Arsyad Banjar, Kiai Abdus Shomad Palembang, Kiai 
Hasyim As'ari, Kiai Khalil Bangkalan... 


Mereka ini membawakan orientasi baru pada manifestasi 
keilmuan di lingkungan pesantren, yaitu orientasi pendalaman 
ilmu figh secara tuntas. Perdebatan mengenai hokum agama 
dilakukan dengan serius, tidak hanya melakukan kajian 
terhadap kitab figh yang besar-besar, melainkan juga dengan 
mengembangkan alat bantunya, seperti ilmu-ilmu bahasa 
Arab yang tuntas, ilmu tafsir, ilmu hadist dan tidak lupa juga 
ilmu akhlak. 


...Namun berbeda dengan ulama-ulama di daerah lain, 
terutama di Timur-Tengah, para ulama yang menamakan diri 
sebagai ulama syari'at itu, tetap saja berpegang pada akhlak 
sufistik yang telah berkembang selama berabad-abad di 
Indonesia.” 


Dari rangkaian teks ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 
Gus Dur menempatkan pesantren dan model keislaman di dalamnya 
sebagai wujud paripurna dari Islam di Nusantara. Hal ini terjadi, karena 
corak Islam figh-sufistik dengan kompleksitas pendalaman keilmuan 
Islam di dalamnya, merupakan gelombang penutup sekaligus 
penyempurna atas gelombang Islam sebelumnya. Dikatakan 
penyempurna, karena ia tidak membuang gelombang awal Islam, 
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melainkan mempertemukannya dalam kesatuan paripurna. Hal 
ini terlihat pada rekonsiliasi antara tasawuf dan syariah di dalam 
keislaman model figh-sufistik. Di sisi lain, pesantren sebagai sub- 
kultur, memang merupakan produk dari pribumisasi Islam melalui 
apa yang Gus Dur sebut sebagai perwujudan kultural Islam. Dalam 
hal ini Gus Dur menyatakan: 


“Karena hakikat pesantren sebagai titik mula proses 
transformasi, dengan sendirinya pesantren dipaksa oleh 
keadaan menjadi alternatif terhadap pola kehidupan yang 
ada. Peranan sebagai pilihan ideal ini sangat sesuai dengan 
perwujudan kultural agama Islam yang sampai ke Kepulauan 
Nusantara. 


Sebagaimana dapat disimpulkan dari sejarah penyebaran 
Islam di kawasan ini, perwujudan cultural Islam adalah 
perpaduan antara doktrin-doktrin formal Islam dan kultus 
para wali (yang berpuncak pada kultus wali songo), sebagai 
sisa pengaruh pemujaan orang-orang suci (hermits) dalam 
agama Hindu. Perwujudan kultural ini tampak nyata dalam 
asketisme (az-zuhud) yang mewarnai kehidupan agama Islam 
di Kepulauan Nusantara, tidak sebagaimana di negeri-negeri 
Arab sendiri sepanjang sejarahnya" 


Dalam teks di atas, Gus Dur menyebutkan adanya suatu 
perwujudan kultural Islam. Yakni perwujudan Islam yang bersifat 
kultural. Secara definitif, perwujudan kultural ini dimaknai Gus Dur 
sebagai perwujudan budaya Islam, hasil pertemuan antara doktrin 
formal Islam dengan pengaruh pemujaan orang-orang suci dari 
agama Hindu. Pemujaan terhadap orang-orang suci ini mungkin 
merujuk pada tradisi kewalian, yang akhirnya melahirkan konsep 
dan praksis zuhud (asketisme). Pada titik ini menarik karena Gus Dur 
menempatkan zuhud sebagai bagian utama dari perwujudan kultural 
Islam ini. Hal ini menarik karena zuhud merupakan konsep tasawuf, 
yang jika dianggap mengalami pertemuan dengan tradisi Hindu: ia 
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bisa saja tidak murni tasawuf. Hanya saja, sinyal yang diberikan Gus 
Dur ini menjadi penting, untuk menetapkan “garis pembeda" antara 
Islam Nusantara dengan Islam di Timur-Tengah, karena Gus Dur 
memang membedakan keduanya. 


Dari terma perwujudan kultural Islam inilah, pesantren lahir 
sebagai bagian dari pelembagaan pada ranah pendidikan. Pada 
titik ini, pesantren akhirnya bukan semata lembaga pendidikan. Ia 
terlebih merupakan pelembagaan dari perwujudan kultural Islam. Di 
dalam pesantren, terdapat dua karakter utama dari Islam Nusantara. 
Pertama, praktik zuhud yang merupakan nilai utama dari perwujudan 
kultural Islam. Kedua, pembelajaran khasanah keilmuan Islam yang 
sangat kaya, yang mencerminkan corak keislaman paripurna yang 
dibawa oleh para “ulama Jawi" dari Mekkah. Kedua ciri unik inilah 
yang membuahkan watak sub-kultur dari pesantren. Yakni sub dari 
kultur mainstream yang berbeda, unik, independen, tetapi sekaligus 
mampu mempengaruhi kultur mainstream tersebut. Dengan 
demikian, bisa disimpulkan bahwa pesantren merupakan salah 
satu dari sistem sosial-budaya Islam, sebagai "produk paripurna” 
pribumisasi Islam. 


Selain merumuskan pola historis dan corak kultural dari Islam 
Nusantara, Gus Dur juga melakukan deskripsi atas pola penyebaran 
Islam di Nusantara. Pola penyebaran ini mengaliri corak geo-kultural 
yang beragam sehingga melahirkan bentuk-bentuk keislaman yang 
beragam. Keragaman ini akhirnya membentuk keragaman politik 
Islam di wilayah-wilayah tersebut. Deskripsi Gus Dur: 


“Islam came to the Indonesian archipelago in different ways 
and times. Itreached first the northwestern most tip of the region, 
the shores of Acheh, in the thirteenth century A.D. The small 
Muslim trading orfishing communities in thearea then developed 
within a century into the kingdoms of Pasai, Perlak and Samudra, 
which were eventually developed into single strong kingdom 
of Acheh two centuries later. It is not a surprise that such an 
'“orderly” pattern of development from small communities into 
a single kingdom brought with it also the Islamic nature of the 
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kingdom itself, with religious laws of Islam formed the content of 
its legal system. 


The situation was entirely different in the west coast of 
Sumatera, the same island where Acheh lies. The Minangkabau 
matriarchate society of the area had developed its own 
indigenous customary law, called adat Minang, before Islam 
reached itfrom Acheh in the sixteenth century A.D. However, that 
very society never developed a strong kingdom, so no credible 
authority could impose a lasting solution in the contention 
between Islam's religious laws and the existing customary 
law. The dispute developed into the full scale sixteen-year-long 
Padri War between two communities led respectively by Muslim 
scholars (ulamas) and local “indigenous" dignitaries, from 1822 
to 1838. Only when the colonial army arrived the war ended, with 
the Dutch administration imposing a compromise in the form of 
an adagium: adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah 
(the customary laws should be based on religious ones, and the 
religious laws should be based on the Holy Our'an). In fact, certain 
elements of the customary law are accepted by the religious up 
to the present, especially in decisions related to inheritance and 
marriage. 


The third type of relationship between Islam and the system 
of power already existed before that religion reached the 
archipelago developed into kingdom of Malaka in the Malay 
peninsula in the fifteenth century A.D. and the kingdom of Goa 
in the sixteenth century A.D. In those kingdoms, muslim foreign 
merchants and traders Islamized the community through 
marriage with local women, and eventually gained entry into 
palace hierarchy. Islamic teachings gradually developed into 
legitimacy-giving legal instruments side by side with old pre- 
Islamic traditions. The palace courts developed into Islamic 
system of governance with local colors. Sufism was the main 
integrative elements for both types of tradition. 
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In the most important area, the most populous island of Java, 
Islam came into long and sometimes physical conflicts with the 
pre-Islamic Hindu-Buddhistic tradition of the Javanese kingdoms. 
With conguer of the great kingdom of Majapahit at the hands of 
several muslim princedom in the north-coastal areas of Central 
Java early in the sisxteenht century A.D., a political compromise 
was achieved after about ninety years of military conflicts. Anew 
kingdom, Mataram, was established, acknowledging Islam as 
the religion of the state with the rulers using religious titles such 
as Executioner of Religious Teachings and God's Caliph in the 
Land of Java (Kalipatollah Ing Tanah Jawi). But, in fact the palace 
courts were not obliged to observe Islamic teachings except for 
a few formalities. The palace courts were still allowed their pre- 
Islamic traditions beliefs disguised under the so-called Javanese 
culture or kejawen.” 


(Islam datang ke kepulauan Indonesia di dalam cara 
dan waktu yang berbeda. la pertama kali mencapai barat 
laut wilayah paling ujung, pantai Aceh, pada abad ke-13 M. 
Komunitas-komunitas perdagangan dan nelayan kecil di area 
ini kemudian terbentuk di abad itu ke dalam Kerajaan Pasai, 
Perlak dan Samudra, yang pada akhirnya terbentuk ke dalam 
kerajaan tunggal yang kuat, Aceh, dua abad kemudian. Tidak 
mengherankan bahwa suatu pola pembangunan “teratur” 
dari komunitas kecil kepada kerajaan tunggal membawa pula 
sifat dasar Islam dari kerajaan itu sendiri, dengan hukum Islam 
membentuk isi dari sistem legalnya. 


Situasi ini sama sekali berbeda di pantai barat Sumatera, 
pulau yang sama di mana Aceh terletak. Masyarakat 
matriarkhat Minangkabau di wilayah ini telah membangun 
hukum adat pribuminya sendiri, disebut adat Minang, 
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sebelum Islam mencapai wilayah itu dari Aceh di abad ke-16 
M. Namun, masyarakat tersebut tidak pernah membangun 
kerajaan kuat, maka tidak ada otoritas kredibel bisa memaksa 
solusi abadi di dalam kontestasi antara hukum Islam dan 
hukum adat yang berlaku. Perselisihan terbentuk ke dalam 
skala besar selama-enam belas-tahun Perang Padri antara 
dua komunitas yang dipimpin masing-masing oleh sarjana 
muslim (ulama) dan pejabat "pribumi" lokal, dari 1822 hingga 
1838. Hanya ketika tentara kolonial hadir, perang berhenti, 
dengan pemerintahan Belanda yang memaksakan kompromi 
di dalam bentuk adagium: adat bersendi syara' dan syara' 
bersendi kitabullah (hokum adat harus didasarkan pada hukum 
agama, dan hukum agama harus didasarkan pada al-Our'an 
yang suci). Faktanya, elemen-elemen tertentu dari hukum 
adat diterima oleh hukum agama hingga saat ini, khususnya 
di dalam keputusan terkait dengan warisan dan pernikahan. 


Tipe ketiga hubungan antara Islam dan sistem kekuasaan 
telah ada sebelum agama tersebut mencapai kepulauan yang 
terbangun ke dalam kerajaan Malaka di kepulauan Melayu 
pada abad ke-15 M dan kerajaan Goa pada abad ke-16 M. 
Di kerajaan-kerajaan tersebut, pedagang muslim asing telah 
mengislamkan komunitas melalui pernikahan dengan wanita 
lokal, dan akhirnya bisa masuk ke dalam hirarki istana. Ajaran- 
ajaran Islam secara perlahan terbangun ke dalam legitimasi- 
pemberi instrumen legal berdampingan dengan tradisi lama 
pra-Islam. Pengadilan istana terbangun ke dalam sistem 
pemerintahan Islam dengan warna lokal. Sufisme merupakan 
elemen integratif utama bagi dua tipe tradisi tersebut. 

Di wilayah yang paling penting, pulau yang paling padat, 
Jawa, Islam telah datang lama dan terkadang mengalami 
konflik fisik dengan tradisi Hindu-Budha pra-lslam dari 
kerajaan Jawa. Bersama penaklukan kerajaan besar Majapahit 
di tangan beberapa pangeran muslim di wilayah pantai-utara 
Jawa Tengah awal abad ke-16 M, sebuah kompromi politik 
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telah dicapai setelah sekitar sembilan puluh tahun konflik 
militer. Sebuah kerajaan baru, Mataram, telah terbangun, 
mengakui Islam sebagai agama negara dengan penguasa 
menggunakan gelar keagamaan seperti Penerap Ajaran- 
ajaran Agama dan Khalifah Tuhan di Tanah Jawa (Kalipatollah 
Ing Tanah Jawi). Tetapi faktanya, pengadilan istana tidak 
mewajibkan untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam kecuali 
beberapa formalitas. Pengadilan istana masih membolehkan 
kepercayaan tradisional pra-lslam yang samar-samar di bawah 
sebutan budaya Jawa atau kejawen). 


Dari gelaran teks panjang di atas terlihat empat pola islamisasi 
di Nusantara yang menghadirkan hubungan Islam dan kekuasaan 
yang beragam. Pertama, pola Aceh yang menghadirkan Islam secara 
kultural dan dengan kultur Islam yang kuat, didirikanlah kerajaan 
berbasis syariat. Puncak dari kerajaan yang secara total menerapkan 
syariat ini terjadi pada Kesultanan Iskandar Muda dan Iskandar Tsani. 
Di dalam kerajaan Aceh tidak ada konstitusi lain selain Islam. Kedua, 
pola Minangkabau. Karena sebelum kedatangan Islam telah ada 
hukum adat dan kelompok adat, maka Islam mendapat tantangan. 
Hal ini yang melahirkan Perang Padri, antara penyebar Islam yang 
puritan (anti-adat lokal) dan kaum adat. Peperangan ini baru berakhir 
oleh intervensi Belanda, dan akhirnya melahirkan kesepakatan adat 
besandi syara! syara' besandi kitabullah. 


Ketiga, pola Goa. Meskipun sebelum Islam telah ada hukum adat, 
namun Islam bisa berjalan seiring dengan adat. Keseiringan Islam 
dan adat ini berlanjut pada ranah konstitusi, yang membuat kerajaan 
Goa memiliki dua macam konstitusi: Islam dan adat. Keempat, 
pola Jawa. Di masyarakat Jawa telah ada aliran Kejawen sebelum 
kehadiran Islam. Maka kerajaan Mataram Islampun mengakomodir 
Kejawen dengan memberinya ruang bebas secara kultural. Di sisi lain, 
pola legitimasi raja Islam-Jawapun tetap menggunakan legitimasi 
Kejawen sebagai basis kekuasaan, di samping legitimasi keislaman. 
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Hal ini terlihat di dalam gelar raja Mataram sebagai Senapati ing 
Ngalaga Sayyidin Panatagama Khalipatullah ing Tanah Jawi. 


Keempat pola islamisasi ini memberikan dampak serius, yang 
menunjukkan keragaman corak keislaman di masing wilayah. Di 
Aceh, karena memiliki sejarah kekuasaan Islam yang kuat, telah 
membangkitkan”aspirasi syariah” yang kuat. Maka penegakan syariat 
Islam melalui Peraturan Daerah dan pembentukan suatu Mahkamah 
Syariat, dipahami sebagai penjagaan identitas kultural Aceh yang 
telah terjaga oleh kesejarahan Islam di Aceh. Hal ini berbeda dengan 
Minangkabau yang tetap menyisakan puritanisme Islam, sehingga 
Islam hingga kini tidak diformalkan pada ranah pemerintahan 
daerah. Ketiadakan formalisasi Islam ini kemudian ditutupi oleh 
hubungan Islam dan adat secara kultural melalui prinsip adat bersendi 
syara: syara' bersendi kitabullah. Hal berbeda dengan Goa dan Jawa 
(pedalaman). Karena mistik lokal telah menjadi bagian dari tradisi 
lokal, maka kedua wilayah ini mampu menyandingkan Islam dengan 
mistik lokal di dalam ranah kenegaraan. Tentu menurut perspektif 
Aceh dan Minangkabau, penyatuan antara Islam dan mistik lokal 
pastilah dihukumi sebagai sinkretisme, dan bertentangan dengan 
otentisitas Islam. Dengan demikian, keragaman dari pola keislaman 
di empat daerah ini akhirnya merepresentasikan keragaman 
pandangan keislaman di antara umat Islam dan gerakan-gerakan 
Islam yang saling berbenturan. 


Dari segenap uraian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan 
bahwa Gus Dur memiliki dua pendekatan di dalam melihat Islam 
di Nusantara, sebagaimana termaktub di atas. Pendekatan pertama 
bersifat preskriptif, dengan menggunakan perspeksi tertentu 
di dalam melihat Islam di Nusantara. Artinya, Gus Dur tidak lagi 
deskriptif (hanya menggambarkan realitas), karena ia telah memiliki 
asumsi dasar yang ideal tentang Islam di Nusantara. Dari pendekatan 
presrikptif ini lahirlah terma Islam Nusantara, yang perlu dibedakan 
dengan Islam di Nusantara. 


Islam Nusantara adalah corak keislaman yang khas Nusantara. 
Corak ini terbentuk oleh mekanisme islamisasi yang merujuk pada 
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pribumisasi Islam. Kekhasan dalam corak Islam Nusantara ini tentulah 
corak budaya Nusantara itu sendiri, yang bersifat eklektik, menyerap 
dan asimilatif. Dengan demikian, Islam Nusantara menurut Gus 
Dur adalah corak keislaman yang terbentuk oleh pribumisasi Islam, 
sementara pribumisasi Islam merupakan mekanisme islamisasi 
yang khas di Nusantara. Dengan pendekatan preskriptif ini, Islam 
Nusantara akhirnya perlu dibedakan dengan “Islam Arab" yang 
merupakan corak khas Islam di Arab. 


Dalam pendekatan preskriptif ini, Gus Dur kemudian menggagas 
adanya perwujudan kultural Islam yang di dalamnya memuat corak 
keislaman figh-sufistik. Yakni sebuah corak keislaman, hasil dari 
pertemuan antara gelombang tasawuf dan syariah yang hadir di 
Nusantara, kisaran abad ke-13 hingga 16 M. Pada titik inipun, Gus Dur 
sudah bersikap memilih, sebagai bagian dari pendekatan preskriptif. 
Sikap memilih ini terlihat dari pilihannya atas peran tasawuf di 
dalam proses pribumisasi Islam, dengan menganulir pandangan 
sejarah yang melihat para pedagang Arab sebagai pembawa 
Islam. Pilihan atas tasawuf sebagai corak keislaman yang hadir di 
Nusantara ini akhirnya membentuk bentuk keislaman tertentu yang 
ia sebut sebagai figh-sufistik. Tentu figh-sufistik ini tidak terdapat di 
daerah yang nuansa syariahnya terlalu dominatif, dan juga tidak 
terjadi di daerah yang mistik Islam-Jawanya terlalu hegemonik. 
Oleh karenanya, ketika Gus Dur menahbiskan figh-sufistik sebagai 
corak ideal Islam Nusantara, yang ia rujuk tentulah corak keislaman 
pesantren yang menurutnya merupakan “produk paripurna” Islam 
Nusantara. Proses preskriptif dalam menentukan "jenis kelamin” 
Islam Nusantara bisa terbaca dalam bagan berikut: 


62 I|Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


Pribumi Islam 
Perwujudan Kultural islam 


Pesantren: 
Figh-Sufistik 


Bagan 1: Preskripsi Islam Nusantara 


Bagan di atas menggambarkan ideal corak Islam Nusantara menurut 
Gus Dur. Pada titik ini, Gus Dur tidak murni deskriptif, melainkan 
preskriptif: penggambaran yang dibentuk oleh pra-asumsi 
yang melekat dalam suatu cara berpikir. Pra-asumsi itu adalah 
kesesuaian antara tradisi Islam dengan tradisi lokal. Kesesuaian 
inilah yang akhirnya melahirkan pendekatan pribumisasi Islam, yang 
membentuk suatu perwujudan kultural Islam. Disebut kultural, karena 
perwujudan Islam ini tidak bersifat politis dan tidak membutuhkan 
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struktur kekuasaan untuk menubuhkan aturan Islam. Ia hanya butuh 
kultur, di mana nilai-nilai Islam bisa tersemai melalui adat dan tradisi 
masyarakat. Salah satu struktur budaya yang mewakili perwujudan 
kultural Islam itu adalah pesantren yang memuat corak keislaman 
ngh-sufistik. Sebuah corak Islam, yang merupakan “produk kimiawi” 
antara tasawuf dan syariah yang terjadi selama gelombang islamisasi 
Nusantara sejak abad ke-13 M. 


Pendekatan kedua, deskriptif. Dalam pendekatan ini, Gus 
Dur tidak hendak mengemukakan suatu corak Islam Nusantara, 
melainkan sebatas menggambarkan Islam di Nusantara. Dalam 
deskripsinya, Islam di Nusantara tersebar di berbagai wilayah geo- 
kultural yang beragam dan akhirnya membentuk pola islamisasi dan 
corak keislaman yang beragam. Islam di Aceh bisa menjadi konstitusi 
negara karena sejak awal Islam berkembang dari komunitas 
kultural hingga menjadi institusi kekuasaan. Hal ini yang berbeda 
dengan Minangkabau yang tidak memungkinkan hegemoni Islam 
sebab sejak awal terdapat hukum adat Minang yang mengakar di 
masyarakat. Di wilayah Goa dan Jawa situasinya hampir serupa, di 
mana tradisi mistik bertemu dengan tasawuf, sehingga Islam dan 
mistik lokal bisa berdampingan di dalam struktur kekuasaan. Tentu 
Jawa yang dimaksud Gus Dur adalah Jawa pedalaman, bukan Jawa 
pesisir. Sebab Jawa pesirir telah melahirkan corak keislaman sufistik 
yang memusat tidak di dalam kerajaan, melainkan pesantren. Melalui 
pendekatan deskriptif ini, Gus Dur ingin menandaskan keragaman 
Islam, sehingga upaya menciptakan homogenisasi kultur Islam yang 
dilakukan oleh kaum fundamentalis, tentu bertentangan dengan 
realitas keislaman itu sendiri. 


Dari uraian di atas terlihat bahwa Gus Dur telah melakukan 
“pengerucutan" di satu sisi dan “perluasan” di sisi lain. Pengerucutan 
yang penulis maksud adalah penempatan keparipurnaan Islam 
Nusantara dalam keislaman pesantren. Keislaman ini merujuk pada 
penyempurnaan corak Islam figh-sufistik bentukan pribumisasi Islam 
kisaran abad ke-15 M, menjadi keislaman yang bersifat “syariah- 
ilmiah". Dalam corak ini, keberislaman dipahami sebagai penguasaan 
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ilmu-ilmu syariat seperti figh, kalam, dan juga tasawuf yang 
ditopang oleh penguasaan metodologi (ilmu alat) seperti bahasa 
(nahwu, sharaf, balaghah), ushul figh, tafsir, mantig, dsb sehingga 
membentuk tradisi ilmiah. Dengan demikian, “keislaman popular" 
yang dianut masyarakat awam dengan penekanan pada amaliah 
sufistik, ditransformasi menjadi “keislaman sarjana” yang melahirkan 
para santri dan ulama. Para santri dan ulama ini tidak hanya menjadi 
penguasa ilmu-ilmu syariat tetapi juga pelaku dan penyebar Islam. 
Dalam kaitan ini, etos yang dimiliki warga pesantren adalah etos 
“ilmiah-syariah"” tersebut yang dibaluri oleh kedalaman tasawuf 
pada level praktis-spiritual. Dalam kerangka inilah para guru besar 
pesantren awal seperti Kiai Hasyim Asy'ari atau Kiai Bisri Samsuri 
lebih dikenal sebagai ulama syariat daripada guru tasawuf. 


Namun pada saat bersamaan, Gus Dur juga melakukan perluasan 
corak Islam Nusantara menjadi apa yang ia sebut sebagai perwujudan 
kultural Islam. Dalam kaitan ini, Gus Dur telah menetapkan dua 
hal sebagai pola mainstream Islam Nusantara yang lingkupnya 
melampaui pesantren, meskipun produk utamanya memang 
lembaga pendidikan tersebut. Pertama, pribumisasi Islam sebagai 
strategi islamisasi mainstream di Nusantara. Strategi ini ia dasarkan 
pada praktik dakwah Walisongo di Jawa yang menggunakan 
pendekatan budaya. Pendekatan budaya yang dimaksud merujuk 
pada apresiasi dan peminjaman atas budaya lokal Nusantara pra- 
Islam yang digunakan sebagai medan sosialisasi nilai-nilai Islam. 
Dalam pendekatan ini, figh murni tidak bisa menjadi media akulturasi 
sebab perspektif hukumnya yang ketat. Maka bersamaan dengan 
kehadiran tasawuf sebagai komponen Islam yang hadir di Nusantara, 
substansi ajaran Islam bisa dibumikan ke dalam budaya di Nusantara. 
Berdasarkan fakta ini Gus Dur kemudian mengamini tasawuf sebagai 
ajaran Islam yang dominatif digunakan para Wali dalam rangka 
pribumisasi Islam. 


Kedua, perwujudan kultural Islam sebagai produk dari pribumisasi 


Islam. Perwujudan ini disebut kultural sebab ia berbentuk budaya 
hasil akulturasi antara Islam dan budaya Nusantara. Tentu yang 
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dimaksud budaya Nusantara di sini adalah budaya agama-agama pra- 
Islam di Nusantara. Budaya ini merujuk pada budaya agama Hindu- 
Budha dan Kapitayan, yang membuahkan arsitektur masjid beratap 
Meru (Hindu-Kapitayan), Wayang Purwa dengan epos Mahabarata 
dan Ramayana (Hindu), tembang sebagai transformasi sastra Jawa ke 
sastra Islam-Jawa, hingga pesantren yang merupakan transformasi 
dukuh Hindu ke lembaga pendidikan Islam. Perwujudan ini bersifat 
kultural meskipun ia eksis di bawah naungan kerajaan-kerajaan Islam. 


Memang dalam kaitan ini Gus Dur kurang mengeksplorasi 
pola-pola politik Islam di dalam kerajaan Islam tersebut. Ia hanya 
menggambarkan secara singkat empat pola politik Islam di Kerajaan 
Aceh, Minangkabau, Goa, dan Mataram. Sayangnya Gus Dur tidak 
mengeksplorasi pola politik Islam di Kerajaan Demak misalnya, yang 
merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Dengan demikian, Gus 
Dur kurang mengapresiasi “perwujudan politik Islam” hasil dari 
“strategi struktural” Walisongo karena Dewan Wali ini merupakan 
para founding fathers kerajan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, 
Kesultanan Cirebon dan Mataram Islam. Kurangnya apresiasi ini bisa 
dipahami dalam konteks pribumisasi Islam itu sendiri yang menjadi 
strategi mainstream para Wali. 


Artinya, meskipun Walisongo juga menggunakan strategi politik 
dengan membidani kerajaan-kerajaan Islam. Namun pendekatan 
utama dalam dakwah merujuk pada pribumisasi Islam pada ranah 
budaya. Mengapa? Karena melalui budaya, Islam bisa didakwahkan 
secara damai melalui pembentukan konstinuitas budaya sehingga 
meskipun terjadi pergantian agama dari Hindu-Budha ke Islam: 
budaya Nusantara itu sendiri tetap terjaga. Artinya, transformasi 
kebudayaan yang digerakkan oleh Islam hanya mengubah 
esensi normatif tidak tidak menghilangkan bentuk asalinya. Oleh 
karenanya, transformasi budaya Islam di Nusantara telah menjaga 
kesinambungan budaya Nusantara itu sendiri. Hal ini terlihat 
pada kesinambungan antara budaya Kapitayan kepada Hindu- 
Budha kepada Islam. Akhirnya budaya Islam Nusantara merupakan 
akulturasi dengan budaya-budaya agama tersebut. 
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Pribumisasi Islam Nusantara 


Sebagaimana dijelaskan di atas, Gus Dur mengamini dua tesis 
tentang kedatangan Islam di Nusantara. Pertama, soal pembawa 
Islam yang menurutnya merujuk pada para dai sufi, dan bukan 
pedagang Arab. Kedua, Islam hadir ke Nusantara setelah mengalami 
“saringan budaya" dari Persia dan India. 


Dengan demikian untuk persoalan kedatangan Islam, Gus Dur 
merujuk pada India dan Persia sebagai sumber Islam Nusantara 
yang dibawa oleh para pengembara sufi.8 Pandangan ini memang 
merupakan salah satu teori mainstream kedatangan Islam selain teori 
pedagang Arab.” Pijnappel dan G.W.J. Drewes misalnya menyatakan 
bahwa muasal Islam di Nusantara adalah anak benua India dengan 
wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut mereka, orang-orang Arab 
bermazhab Syafii telah berimigrasi ke India dan membawa Islam ke 
Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje 
yang berpendapat, ketika Islam telah berpijak kokoh di beberapa kota 
pelabuhan Benua India, muslim Deccan datang ke Melayu Indonesia 
sebagai penyebar Islam pertama. Baru kemudian disusul oleh 
orang-orang Arab bergelar Sayyid dan Syarif yang menyelesaikan 
penyebaran Islam di Nusantara dengan menjadi “pendeta” (priest) 
maupun "pendeta-penguasa" (priest-princes) atau sultan. Proses ini 
terjadi pada abad ke-12 M sebagai periode penyebaran Islam yang 
sebenarnya.” 


Teori India ini juga dikukuhkanoleh Mark Woodward dengan 
sumber Islam dari Kerala (India Selatan) pantai Malabar dan India Utara 
(Deccan). Setidaknya, teks Melayu Hikayat Raja-raja Pasai dan Sejarah 


48 Martin van Bruinessen, The Origin and Development of Sufi Order (Tarekat) in 
Southeast Asia, dalam Studia Islamika, edisi April-Juni 1994, h., 23 

49 Teori ini berbasis pada pandangan atas kunjungan para saudagar Arab 
di Indonesia pada awal abad VIII sebagaimana disaksikan oleh al-Masudi, 
ilmuwan Baghdad, wafat abad XI M, dan diperkuat oleh kesimpulan seminar 
Sejarawan Indonesia pada awal tahun 1960-an. Lihat Saifuddin Zuhri, Sejarah 
Kebangkitan Islam, Perkembangannya di Indonesia, Bandung: Al-Maarif 
Bandung, 1979, h., 175-176 

50 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur-Tengah dan Kepulauan Nusantara 
Abad XVII-XVIII, Bandung: Mizan, 1995, h., 24-36 
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Melayu mengamini hal ini. Struktur keislaman model ini ditemukan 
Woodward pada kesamaan karakteristik antara kebudayaan muslim 
Kerala dengan muslim Nusantara, khususnya daerah pantai. Hal 
tersebut misalnya dapat dilihat dari kesamaan bentuk masjid yang 
terbuat bukan dari batu atau bata merah, melainkan dari kayu 
dengan tiga susun atap Meru, seperti terdapat di Masjid Demak, 
masjid keraton Kota Gede, serta Imogiri Yogyakarta. Model masjid ini 
menjadi mainstream khususnya di Jawa, yang membuktikan sebuah 
proses "Hinduisasi” di mana pembentukan masjid telah berangkat 
dari tradisi arsitektural kuil Hindu. 


Demikian juga, terdapat organisasi sosial dan keagamaan yang 
berorientasi ulama (ulama-centric), seperti pesantren di Indonesia dan 
madrasah di Kerala yang diarahkan pada hafalan dan pengulangan 
teks-teks klasik Arab serta penghormatan para wali, yang kebanyakan 
merupakan tokoh asli lokal. Kepemimpinan kiai juga terdapat di 
Kerala (disebut thangal), di mana kuasa kharisma digerakkan untuk 
melaksanakan berbagai ritual kerakyatan semisal ziarah ke makam 
keramat, hidangan yang diberikan saat pelaksanaan ritual (di Jawa, 
selametan dan di Kerala, nercha) dengan bentuk makanan dari 
tepung beras (appem, appam). Sementara itu, asal Islam dari Deccan 
(India Utara) yang dipengaruhi oleh mistisisme Indo-Persia telah 
memberikan dasar legitimasi religius bagi terbentuknya kepercayaan 
keraton (royal cult) yang dimanfaatkan para raja Melayu untuk 
menggantikan teokrasi Hindu dengan konsep Raja-Sufi alalslam.' 


Berkaitan dengan sumber Persia, S.O. Fatimi telah mencatat 
proses imigrasi keluarga-keluarga Persia ke Nusantara pada abad ke- 
10 M. Untuk sumber India, Fatimi menyatakan bahwa Islam datang 
dari Benggali (Bangladesh) karena kebanyakan orang terkemuka di 
Pasai adalah orang-orang Benggali atau keturunan mereka. Tidak 
jelas apakah orang-orang Benggali ini merupakan orang Persia, 
tetapi Fatimi telah mencatat imigrasi keluarga-keluarga Persia ini di 
dalam beberapa keluarga besar. 


51 Mark Woodward, Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan, 
Yogyakarta: LKIS, 1996, h., 86 
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Pertama, Keluarga Lor, yang datang pada zaman Raja Nasiruddin 
bin Badr memerintah wilayah Lor di Persia tahun 912 M. Keluarga 
Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama 
Loran atau Leran, yang bermakna kediaman orang Lor. Di daerah ini, 
dimakamkan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 M. 
Makam Islam tertua di Jawa ini nisannya bertuliskan petikan surat 
al-Rahman ayat 55 dengan kufi yang merupakan seni kaligrafi Persia. 


Kedua, Keluarga Jawani yang datang pada zaman Jawani al- 
Kurdi memerintah Iran sekitar 913 M. Keluarga ini tinggal di Pasai, 
Sumatra Utara dan telah menyusun “Khat Jawi”, artinya tulisan Jawi 
yang dinisbatkan kepada Jawani. Ketiga, Keluarga Syiah yang datang 
pada masa pemerintahan Ruknuddaulah bin Hasan bin Buwaih al- 
Dailami sekitar 969 M. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatra 
Timur dan mendirikan kampung dengan nama”Siak” yang kemudian 
menjadi "Negeri Siak”. Keempat, Keluarga Rumai dari puak Sabankarah 
yang tinggal di utara dan timur Sumatra. Penulis-penulis Arab pada 
abad ke-9 dan 10 M, menyebut pulau Sumatra dengan nama Rumi, 
al-Rumi, Lambri dan Lamuri. Hanya saja kehadiran orang-orang 
Persia tersebut tidak mengandaikan islamisasi besar-besaran, karena 
mereka mendapat resistensi dari penduduk lokal. 


Secara kultural, teori Persia ini mendasarkan pada kesamaan 
sejumlah tradisi keagamaan antara Persia dengan Indonesia semisal 
peringatan Asyura atau 10 Muharram, sistem mengeja huruf Arab 
dalam pengajaran al-Ouran khas Persia untuk menyebut tanda bunyi 
harakat seperti jabar (vokal "a” atau fathah), jeratau zher (vokal “i” 
atau kasrah), pes atau fyes (vokal “u" atau diammah), huruf Sin tanpa 
gigi, pemuliaan ahlul baitdari keluarga Ali bin Abi Thalib, dsb. Teori 
ini didukung oleh PA. Hoesein Djajadiningrat, Robert N. Bellah, A. 
Hasjimi, Aboe Bakar Atjeh, dan Van Ronkel. 


Pada ranah politik, pengaruh Persia tampak dalam perkembangan 
lembaga khalifah yang sebenarnya bermula sebagai lembaga biasa 
(bukan lembaga raja), namun akhirnya mengambil karakteristik 
monarki Persia, khususnya masa rezim Abbasiyah yang berbasis 
di Baghdad, tak jauh dari jantung Kerajaan Persia lama. Paham- 
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paham Persia mengenai “penguasa kosmis” yang kehadirannya 
menciptakan suasana damai, mendorong timbulnya sejenis khalifah 
Islam yang baru. Julukan dari Babylonia lama, “Bayangan Tuhan di 
bumi", ditujukan kepadanya, dan “cahaya kenabian” konon bersinar 
di sekeliling dahi khalifah itu. Kemudian, pada periode Abbasiyah, 
di dunia Islam berkembang suatu Khalifah Kerajaan yang langsung 
menggantikan martabat rajalran pra-lslam. Namun pada saat Islam 
diadopsi di wilayah Melayu, kepemimpinan spiritual dan politik di 
dunia Muslim telah berhenti menjadi monopoli satu khalifah. Khalifah 
Baghdad hanya salah satu monarki dalam Islam yang dipengaruhi 
Persia. Pada abad ke-11, orang-orang Saljug menggunakan sebuah 
gelar yang baru dan kuat, yakni Sultan yang juga mendapatkan gelar 
dzillullah fil ardl. 


Belakangan pada abad tersebut, di India, Sultan-sultan Delhi 
memperkenalkan kewajiban sujud di depan raja. Tak lama kemudian, 
para penguasa Benggala mengikuti cara orang-orang Saljug dengan 
menggunakan gelar Persia yang lama, yakni Shah, dan menamakan 
diri mereka khalifah. Jadi, pada masa menjelang islamisasi di 
Nusantara terdapat perluasan galaksi sultan-sultan Muslim yang 
mengalami Persianisasi, serta menjalankan peran yang tidak jauh 
berbeda dengan Raja Melayu pra-lslam. Para mullah yang menyertai 
saudagar muslim ke Pasai atau Malaka, tentunya telah membawa 
berita mengenai perkembangan itu, dan dalam dunia yang semakin 
didominasi oleh Islam, maka adalah menggoda dan tidak merugi jika 
raja-raja Melayu kemudian melihat dirinya sebagai anggota galaksi 
muslim tersebut. 


Ciri Islam lainnya yang menarik hati para raja Nusantara adalah 
sufisme atau mistisisme, yang pada tataran politik telah memberikan 
legitimasi besar bagi terbentuknya kekuasaan. Pada titik inilah kritik 
A.H.Johns menemuruang, yakni pada pernyataan yang menunjukkan 
bahayanya menafsirkan islamisasi hanya dalam pengertian politik 
atau perdagangan, karena dokumen-dokumen Melayu maupun 
Eropa menunjukkan bahwa masalah-masalah spiritual merupakan 
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urusan kenegaraan yang penting bagi raja di wilayah Nusantara.? 
Kewajiban raja adalah memperoleh pengetahuan mengenai 
doktrin-doktrin atau teknik spiritual terbaru dan menggunakannya 
demi manfaat rakyat. Sama seperti raja pra-lslam yang digambarkan 
sebagai Bodhisatwa, yang memperhatikan kesejahteraan spiritual 
rakyatnya, raja-raja Nusantara di kemudian hari bahkan memanggil 
para misionaris Kristen untuk membahas dunia mendatang bersama 
mereka. 


Doktrin mistik khusus yang tampak telah menawan perhatian 
Raja-raja Nusantara selama masa awal islamisasi adalah doktrin 
“Manusia Sempurna" (Insan Kamil). Satu fakta yang memperlihatkan 
bahwa pada saat itu, masyarakat Nusantara sudah mengenal karya 
ahli mistik abad ke-15, Abd al-Karim al-Jili ( meninggal 1417), serta 
pendahulunya pada abad ke-13, Ibn Arabi (1165-1240). Halini bisa 
kita lihat pada dinamikapemikiran tasawuf di Nusantara abad ke- 
16, khususnya di wilayah Sumatera, yang secara spesifik terlibat 
dalam perdebatan mengenai doktrin Insan Kamil tersebut. Dalam 
hal ini, minat para raja Nusantara pada Manusia Sempurna, makhluk 
suci yang telah sepenuhnya mencapai kesatuannya yang pokok 
dengan Tuhan, dan yangbagaikan bodhisatwa, membimbing 
para muridnya untuk mengikuti jalan yang ditempuhnya, secara 
bertahap muncul dalam catatan-catatan mengenai dunia Melayu 
bada ke-15 dan 16. Kronik Pasai, Hikayat Raja-raja Pasai, secara tidak 
langsung mengemukakan bahwa seorang raja Pasai abad ke-14, 
memperoleh kekuatan magis karena menjadi muslim. Indikasi lebih 
lanjut mengenai minat Raja Melayu pada Manusia Sempurna dapat 
ditemukan dalam Malay Annals, di mana Sultan Mansur (1456-1477) 
sangat terkesan oleh Maulana Abu Bakar, seorang murid Maulana 
Abu Ishak, yang menurut naskah itu, sangat mahir dalam mistisisme 
atau tasawuf, seperti yang termaktub dalam bukunya, Durr Manzhum 


52 A.H. Johns, Sufism as a Category in Indonesian Literature and History, JSEAH, 
2, 1961, h., 10-23 
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yang selalu bisa memberikan jawaban-jawaban esoteris atas 
berbagai pertanyaan ortodoks sang raja.” 


Secara umum, teori Persia-India ini merupakan sanggahan atas 
teori Arab yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada 
abad | H/7 M langsung dari Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh. Teori 
ini dikukuhkan oleh seminar masuknya Islam ke Indonesia pada 
1962 di Medan. Pembela teori ini adalah Naguib al-Attas, HAMKA, 
A. Hasjimi dan M. Yunus Jamil. Teori Arab ini juga diamini oleh para 
penulis asing seperti Crawfurd serta Keijzer yang beranggapan 
Islam datang dari Mesir karena adanya kesamaan mazhab Syafii. 
Teori ini juga diikuti oleh Niemann dan De Holander dengan revisi 
bahwa Islam datang bukan dari Mesir tetapi Hadramaut. Teori Arab 
ini kemudian menyatu dengan “teori pedagang", sebab Islam datang 
dari Arab pada abad ke-7 M ditandai dengan adanya saudagar Arab 
di pelabuhan Nusantara. Abdul Rahman Haji Abdullah misalnya 
mengatakan bahwa pada abad ke-7 M, telah terjadi kontak bisnis 
kapur barus antara penduduk Nusantara dengan saudagar Arab. 


Kelemahan teori Arab ini terletak pada belum terjadinya 
gelombang islamisasi di Nusantara meskipun para saudagar Arab 
telah hadir di wilayah ini. Hal ini masuk akal karena tujuan dari para 
pedagang itu adalah perdagangan, bukan murni penyebaran agama. 
Fakta terkait dengan belum dianutnya Islam oleh pribumi Nusantara 
terlihat pada akhir abad ke-13, sewaktu Marcopolo kembali ke Italia 
lewat laut dan sempat singgah di Perlak. Saat itu, Marcopolo mencatat 
bahwa penduduk Perlak terbagi atas tiga golongan: muslim Cina, 
muslim Persia-Arab dan penduduk pribumi yang masih memuja 
roh. Bahkan dua pelabuhan dagang di dekat Perlak, yaitu Basma dan 
Samara bukanlah kota Islam. Dengan demikian, kritik teori Persia- 
India merupakan klarifikasi atas teori Arab yang menempatkan 
pedagang sebagai penyebar Islam. Pandangan bahwa penyebar 
Islam di Nusantara adalah para sufi pengembara, yang berkat 
otoritas kharismatik dan kekuatan magisnya mampu membumikan 


53 A.C. Milner, Islam dan Martabat Raja Melayu, dalam Ahmad Ibrahim, Sharon 
Siddigue (ed.), Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah, Jakarta: LP3ES, 
1989, h., 45-48 


72 “Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


Islam ke dalam kultur Hindu-Budha ini diamini oleh banyak sarjana 
seperti A. H. Johns, Harry J. Benda, Clifford Geertz, Wertheim, Robert 
Jay, Howard M. Fiderspiel, dll. Poros dari islamisasi oleh para sufi ini 
memusat pada abad ke-13 M dan memuncak pada abad ke-16 M. 


Dalam praktiknya, yang disebut para pengembara sufi itu adalah 
sebuah dewan dakwah yang disebut Walisongo. Yakni sebuah 
majelis dakwah yang berisi Sembilan orang suci meliputi Sunan 
Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Drajat, 
Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan 
Gunungjati dan Syekh Siti Jenar. Tentu sebagian Wali ini tidak hidup 
semasa, sehingga sebutan “sembilan” merujuk pada jumlah dewan 
yang secara stabil dijaga dalam jumlah sembilan setiap periode. 
Keberhasilan para Wali dalam menyebarkan Islam disebabkan 
oleh pendekatannya yang kultural dengan menawarkan substansi 
ajaran Islam melalui tasawuf. Oleh karena itu, apa yang Gus Dur 
sebut pribumisasi Islam sejatinya merupakan hasil pembacaan 
sejarah atas strategi dakwah Walisongo ini. Artinya, Gus Dur telah 
mengabstraksikan strategi dakwah Walisongo yang membumi dan 
menteorikannya menjadi gagasan pribumisasi Islam. 


Proses pribumisasi Islam yang dilakukan para Wali ini meliputi 
dua strategi. Pertama, penyampaian tasawuf melalui kesenian lokal, 
terutama wayang. Seperti diketahui, Walisongo, khususnya Sunan 
Kalijaga adalah penggubah" Wayang Beber” menjadi” Wayang Purwa". 
Wayang Beber merupakan warisan dari “Wayang Wwang" agama 
Kapitayan yang digunakan sebagai ritual ruwatan. Oleh para Wali, 
Wayang Beber ini digubah menjadi Wayang Purwa melalui prinsip- 
prinsip Islam. Karena pada era Hindu-Budha, wayang menjadi media 
dakwah mistik melalui epos Ramayana dan Mahabharata, maka 
Walisongo mendakwahkan tasawuf melalui karya seni adi luhung 
ini. Sunan Kalijaga misalnya, menggubah epos Nawa Rucidalam 
Mahabharata Hindu, menjadi Dewa Ruci, di mana Bima Sakti 
bertransformasi menjadi Bima Suci melalui proses martabat tujuh 
(maratib al-sabah) modelal-Burhanpuri. Prinsip sufistik ini merujuk 
pada peniadaan keakuan agar bisa menemukan kebenaran Ilahiah. 
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Dalam Suluk Wujil, Sunan Bonang-pun menekankan pentingnya 
laku sufistik ini. Paparnya, “Dipun weruh ing urip sejati/lir kurungan 
raraga sadaya/becik den wruhi manuke/rusak yen sira tak wruh/hira 
Wujil salakuneki/iku mangsa dadia/yen sira yun wruh/becikana kang 
sarirafawismaa ing enggon punang asepi/sampun kacakrabawa”. 
Artinya, “Hendaknya tahu hidup sejati/ibarat sangkar badan 
semua/baik mengetahui//rusak jika tidak tahu/hai segala lakumu/ 
itu mustahil jadi/jika kamu hendak tahu/perbaikilah badanmu/ 
tunggulah di tempat sepi/jangan sampai ketahuan”. Ajaran seperti 
ini mengingatkan kita pada hikmah al-Hikam karya Ibn Athaillah: 
Idin wujudaka fi ardl al-khumuli (Pendamlah dirimu dalam bumi 
kekosongan). 


Dalam proses ini, Walisongo telah melakukan islamisasi wayang. 
Hal ini dilakukan melalui: (1) Penambahan tokoh Hyang Tunggal 
yang abstrak tak berwujud sebagai Tuhan monoteistik yang 
menciptakan dewa Hyang Manikmaya (Batara Guru) dan Hyang 
Ismaya (Semar), (2) Penempatan silsilah dewa dalam galur keturunan 
para nabi misalnya Hyang Rasa, Hyang Weang, Batara Sambu serta 
Manikmaya yang merupakan keturunan dari Nabi Adam dan Nabi 
Syis, (3) Pengubahan praktik poliandri Dewi Drupadi yang bersuami 
lima Pandawa, menjadi monogami di mana Drupadi hanya bersuami 
Yudistira, (4) Keberadaan Jimat Kalimosodolkalimat syahadat) yang 
mampu mengalahkan kekuatan dewa-dewa Hindu. 


Kedua, pengalihan lembaga pendidikan Hindu, yakni dukuh 
menjadi pesantren. Dukuh adalah lembaga pendidikan bagi calon 
pendeta (wiku) dengan seorang guru rohani (guru pangajyan) yang 
disebut susuhunan. Dari sinilah para Wali disebut sebagai Sunan. 
Proses transformasi dari dukuhmenjadi pesantren ini ditandai dengan 
kesamaan tradisi meskipun dengan prinsip ajaran berbeda. Misalnya, 
tradisi gurubhaktiyang sama dengan penghormatan terhadap 
guru dalam kitab Talim al-Mutaallim karya Syeikh al-Zarnuji. Atau 
tradisi yamabrata (pengendalian diri) meliputi penjauhan diri atas 
krodha (marah), moha (gelap pikiran), raga(nafsu), matasaryafiri), 
mada(somobong) dan ahimsa (tidak menyakiti). Segenap sifat ini 
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selaras dengan pembersihan hati (tazkiyah al-nafs) dalam asketisisme 
sufistik (zuhud) di kalangan pesantren.” 


Dengan demikian, Islam Nusantara yang dimaksud di sini ialah 
corak kultural keislaman yang secara unik, dihasilkan oleh proses 
islamisasi Nusantara pada abad ke-13 M. Corak ini merujuk pada sifat 
kehidupan keagamaannya yang kultural, karena sejak awal telah 
membumikan nilai-nilai universalnya ke dalam kultur Nusantara. 
Validitas teori India-Persia, dengan penekanan pada tasawuf serta 
penyebar sufi, dibandingkan dengan teori Arab yang menempatkan 
pedagang Arab sebagai penyebar Islam: membuat Islam Nusantara 
bercorak sufistik di dalam pandangan-dunianya, dan kultural di 
dalam corak sosialnya. Akan tetapi sufisme Nusantara ini tidak 
bersifat filosofis dalam kerangka tasawuf falsafi. Dalam tradisi yang 
dikembangkan oleh Hamzah Fansuri (Wujudiyah) dan Syeikh Siti 
Jenar (Wahdatul Wujud) ini, tasawuf berkelindan dengan ontologi 
sehingga menghasilkan kesatuan wujud antara Tuhan dan manusia, 
baik sebagai kategori filosofis maupun spiritual. Tradisi tasawuf ini 
dikritisi oleh pendekatan syariat yang dibawa oleh Dewan Walisongo 
dan Nurudin al-Raniri yang mengarah pada pendekatan moderat 
dalam tasawuf dalam kerangka tasawuf Sunni atau akhlagi.“'Ini 
yang menentukan corak Islam Nusantara yang bersifat fikih-sufistik, 
daripada mistik-filosofis. 


Dari paparan historis mengenai sumber kedatangan Islam dan 
subjek pembawanya -yang oleh penulis disebut sebagai pendekatan 
deskriptif Gus Dur atas Islam di Nusantara- kita kemudian menemukan 
pendekatan preskriptif Gus Dur atas corak kultural Islam Nusantara 
yang terbentuk melalui proses pribumisasi Islam. Disebut preskriptif, 
karena Gus Dur tidak hanya mendeskripsikan realitas historis Islam di 
Nusantara, melainkan dengan preskripsi tentang pribumisasi Islam, 
ia merumuskan corak kultural Islam Nusantara. 


54 Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, Buku Pertama yang Mengungkap Wali 
Songo sebagai Fakta Sejarah, Depok: Pustaka IIMaN, 2012, h., 46 dan 337 

55 S.M.N. al-Attas, The Myscistism of Hamzah Fansuri, Kuala Lumpur: University 
of Malaya, 1970, h., 489 
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Iniyang melahirkan apayang ia sebut sebagai perwujudan kultural 
Islam, yang merupakan produk budaya Islam hasil pribumisasi Islam. 
Perwujudan kultural ini memusat salah satunya di pesantren, yang ia 
sebut sebagai subkultur. Yang dimaksud perwujudan kultural Islam 
ialah perwujudan antropologis Islam di Nusantara, di mana nilai-nilai 
Islam dirayakan oleh umat melalui ritus budaya Nusantara. Dari sini 
telah terjadi dua lapis akulturasi. Pertama, akulturasi agama-agama 
pra-Islam dengan budaya lokal. Kedua, akulturasi Islam dengan 
produk budaya hasil akulturasi pertama. Gus Dur menyebut budaya 
ziarah di makam Wali, sebagai salah satu misal wujud kultural ini yang 
merupakan kesinambungan dari tradisi pemuliaan orang-orang suci 
dalam agama Hindu. 


Nilai Keindonesiaan 


Demikianlah. Konsepsi “Islam Indonesia” yang mendasari hubungan 
harmonis antara Islam dan Pancasila, secara historis dan kultural 
ditopang oleh kultur “Islam Nusantara” yang bercorak kebudayaan. 
Dengan demikian menurut pembacaan Gus Dur, Islam kebangsaan 
di negeri ini terbangun berdasarkan basis kultural Islam yang bersifat 
kebudayaan. 


Perlu dipahami bahwa “Islam Indonesia" merupakan aplikasi Gus 
Dur atas pribumisasi Islam dalam kerangka kontekstualisasi Islam. 
Jadi, ketika Gus Dur bicara tentang “Islam Indonesia” dalam konteks 
pribumisasi budaya Islam: Gus Dur bicara tentang pribumisasi Islam 
dalam kerangka manifestasi Islam dalam bentuk budaya lokal. 
Pribumisasi Islam dalam konteks ini berada pada ranah budaya 
yang terbentuk di zaman kenusantaraan. Oleh karenanya, “Islam 
Indonesia” yang digagas pada tahun 1987 itu merujuk pada corak 
kultural Islam di Indonesia yang berbeda dengan Islam di Arab. 
Sementara itu, konteks keindonesiaan dari”Islam Indonesia” merujuk 
pada mekanisme pribumisasi Islam sebagai kontekstualisasi Islam 
dalam kehidupan modern. Dalam konteks ini, berbagai doktrin 
Islam dikontekstualisasikan agar bisa berdialog dengan realitas 
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modern. Realitas modern yang dimaksud adalah realitas politik 
keindonesiaan yang di dalam pemikiran Gus Dur merujuk pada 
persoalan modernisasi, kebangsaan, Pancasila dan demokratisasi. 


Dengan demikian, tulisan ini akan merumuskan model 
kontekstualisasi Islam ke dalam persoalan keindonesiaan modern 
di era 1980-an. Hal ini terjadi karena meskipun Gus Dur tidak 
merumuskan secara definitif, “Islam Indonesia” dalam konteks 
kebangsaan dan demokrasi, namun prinsip-prinsip pemikirannya 
telah membentuk pola keindonesiaan dalam pemikiran Islamnya. 
Prinsip-prinsip pemikiran inilah yang telah membentuk “Islam 
Indonesia” dalam konteks kebangsaan modern. 


Perumusan “Islam Indonesia" dalam konteks keindonesiaan perlu 
dimulai dari definisi Gus Dur tentang keindonesiaan. Dari definisi ini 
bisa diketahui makna Indonesia di dalam “Islam Indonesia" tersebut. 
Definisi “Indonesia” ini bisa kita lihat di dalam perumusan Gus Dur 
tentang hakikat nilai-nilai Indonesia. Menurutnya: 

“Sejauh dilihat dan dipahami penulis, yang 'paling 
Indonesia' di antara semua nilai yang diikuti oleh warga 
bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah 
perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan 
dengan masa lampau. 


Nilai-nilai lain yang bersumber pada pencarian ini, atau 
yang dikembangkan untuk menunjangnya, dengan demikian 
merupakan gugusan terbesar nilai-nilai Indonesia dewasa 
ini, berupa solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa 
kebangsaan tanpa mengucilkan getaran rasa impulsif untuk 
mengutamakan kelompok-kelompok yang lebih sempit 
(kesetiaan suku dan seterusnya): nilai-nilai yang menampilkan 
watak kosmopolitan, yang masih diimbangi oleh rasa 
keagamaan yang kuat: kesediaan untuk mencoba gagasan- 
gagasan pengaturan kembali masyarakat (social engineering) 
berlingkup luas, tetapi dengan kendala sikap rendah hati 
yang timbul dari kesadaran akan kekuatan dasar masyarakat 
tradisional untuk mempertahankan keutuhan diri di masa 
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perubahan yang berlangsung secara cepat dan di hadapan 
tantangan dramatis terhadap keberadaan mereka sendiri: ad 
infnitum"?? 


Dari paparan di atas terbaca bahwa apa yang disebut nilai 
Indonesia adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan 
sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau. 
Dari sini terbaca bahwa Gus Dur mendefinisikan nilai Indonesia 
dalam kerangka pemikiran kebudayaannya. Pemikiran budaya 
ini merujuk pada dua pemahaman kebudayaan: budaya sebagai 
kehidupan sosial manusiawi (human social life) dan budaya sebagai 
identitas kultural. Kalimat pencarian tak berkesudahan akan sebuah 
perubahan sosial mewakili paham kebudayaan human social life 
karena ia merujuk pada proses perubahan sosial dalam kerangka 
humanisasi kehidupan. 


Dengan demikian, Gus Dur tidak memahami keindonesiaan 
secara esensialis, di mana budaya Indonesia dipahami sebagai 
nilai-nilai yang telah jadi dan melekat tak bisa diubah. Pemahaman 
esensialis ini misalnya terdapat pada pemikiran Muchtar Lubis yang 
memahami"manusia Indonesia” sebagaimanusia Timuryang hipokrit, 
atau kalangan yang memuja keluhuran nilai-nilai Indonesia sebagai 
nilai yang adiluhur berbasis tradisi ketimuran. Mengritik pendekatan 
ini, Gus Dur memahami keindonesiaan pertama kali sebagai proses 
perubahan sosial terus-menerus. Dalam hal ini ia diterangi oleh 
pemikiran kebudayaan sebagai human social life. Namun Gus Durjuga 
tidak terjebak dalam pemahaman anti-esensialis atas kebudayaan, 
yang meniadakan ciri khas dari kultur keindonesiaan. Sebab 
berbarengan dengan pencarian terus-menerus akan perubahan 
sosial, proses pencarian tersebut tidak boleh memutuskan manusia 
Indonesia dengan ikatan masa lalu. Pemahaman keindonesiaan 
sebagai ikatan masa lalu ini yang mewakili pemikiran kebudayaan 
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kedua Gus Dur, yakni budaya sebagai identitas kultural. Maka, di 
dalam definisi keindonesiaan sebagai pencarian terus-menerus 
akan perubahan sosial tanpa melepaskan diri dari ikatan masa lalu, 
mewakili pertemuan antara kebudayaan sebagai human social life 
dengan kebudayaan sebagai identitas kultural. Pertemuan dua 
pemahaman kebudayaan ini menunjukkan kesempurnaan nilai 
keindonesiaan Gus Dur, yang di satu sisi tetap menjaga ciri khas 
kultur bangsa, sembari mengupayakan kesejahteraan warga negara 
di dalamnya.” 


Dalam kaitan ini, Gus Dur kemudian memberikan contoh-contoh 
nilai yang lahir dan mendukung nilai keindonesiaan di atas. Yakni: 
(1) solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa 
mengucilkan getaran rasa impulsif untuk mengutamakan kelompok- 
kelompok yang lebih sempit (kesetiaan suku dan seterusnya): (2) 
nilai-nilai yang menampilkan watak kosmopolitan, yang masih 
diimbangi oleh rasa keagamaan yang kuat: dan (3) kesediaan untuk 
mencoba gagasan-gagasan pengaturan kembali masyarakat (social 
engineering) berlingkup luas, tetapi dengan sikap rendah hati yang 
timbul dari kesadaran akan kekuatan dasar masyarakat tradisional 
untuk mempertahankan keutuhan diri di masa perubahan yang 
berlangsung secara cepat. Beberapa contoh ini menggambarkan 
kesinambungan antara upaya pengambilan sikap modern, dengan 
tetap menjaga akar tradisi, baik tradisi kelompok, keagamaan 
dan kemasyarakatan itu sendiri. Pada titik ini, kesinambungan 
antara sikap cosmopolitan yang berpijak pada "rasa keagamaan” 
menunjukkan prinsip dasar dari keindonesiaan Gus Dur, di mana Gus 
Dur merumuskan solusi bagi persoalan bangsa, berangkat dari nilai- 
nilai Islam. 


Dengan definisi keindonesiaan sebagai pencarian tak berke- 
sudahan akan sebuah perubahan sosial, kita akan dibawa Gus Dur 
untuk mentransformasikan Indonesia melalui demokratisasi. Maka, 
praksis dari pencarian akan perubahan sosial tersebut Gus Dur 
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perjuangkan melalui demokratisasi. Untuk keperluan ini, Gus Dur 
meleraikan hubungan Islam dan negara dalam kerangka hubungan 
Islam dan Pancasila. Dengan demikian, definisi keindonesiaan Gus 
Dur akan diwujudkan melalui pendasaran keindonesiaan dari nilai- 
nilai Islam. Dalam kerangka ini, nilai-nilai Islam sebagai ikatan masa 
lalu Gus Dur dijadikan sumber inspiratif bagi transformasi Indonesia 
demi perubahan sosial terus-menerus. 


Berangkat dari nilaiIndonesia di atas, kita sampai pada perumusan 
Gus Dur atas hubungan Islam dan keindonesiaan. Hubungan 
ini terdapat pada problem yang dihadapi Islam dalam konteks 
keindonesiaan di era 1980-an. Secara khusus, Gus Dur kemudian 
menjadikan hubungan Islam dan Pancasila sebagai problem utama 
yang mewakili hubungan mendasar Islam dan keindonesiaan. 
Dalam Islam in Indonesia: Challenges and Future Prospects, Gus Dur 
menyatakan: 


“Ihe 'purification campaign' resulted in the call for 
formalizing Pancasila as the “sole base' for all political parties and 
mass movements, proposed by no less than President Soeharto 
himself in a formal state-function speech. Ensuing dialogue 
between the government and different organizations resulted 
in a 'middle point' formula of acknowledging Pancasila as the 
organizational base' and their respective faiths as the 'religious 
base' for those organizations. In a way, this flexibility of the state 
to allow different bases for religious organizations means a 
process of 'nationalization of religion' in Indonesia. In effect, it is 
no other buta consolidation of Pancasila as a 'national ideology, 
by limiting the existing religions' universality to non-ideological 
spheres only. 

The rejection of any concession to Pancasila as the state's 
national ideology: in the face of an urgent need to apply Islam 
concretely in real life in a legal-formalistic approach, constitute 
the challenges faced by Islam in Indonesia now. Whether Islam 
acts as an alternative to the existing political system or as an 
integrative element, together with others, is the most important 
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guestion facing Islam. Which side is to be followed by the masses, 
those big organizations with their accommodative approach to 
ideology, or those active very young students in mosgues' life in 
main urban areas? 


To find aproper projection of the future is difficult in this case. 
Thesituation is complex, including theimportantguestionofwhat 
tradition to be followed by Indonesian muslims in formulating 
their religious consciousness. Should a literal, scripturalistic 
approach to life, using Our'anic verses and Prophetic traditions in 
ashallow manner beallowed to continuewithoutanyencounter? 
IFnot, what lines of thinking could be utilized to counter it? What 
is the guarantee that the traditionalism of the adherents of the 
four schools of Islamic law is not counter-productive? Is there any 
chance that the recent call by a leading muslim intellectual for a 
kind of Islamic neo-modernismj in which muslim formulate their 
modern response to the challenges of the time by preserving their 
cultural ties with the traditions of 'historical Islam, may succeed 
to reconcile Islam to the 'national ideology' in a definite way? 


As seen from that description of the present situation, the 
prospect of Islam in the future of Indonesia lies with the ability 
to formulate a satisfactory answer to the old problem: the 
relationship between Islam and state according to Islamic 
perspectives. The current developments in Islamic education, 
non-political social life and Islam's increasing influence in the 
cultural life of the nation would accelerate in the future, if the 
integrative approach is taken by the majority of Islamic groups. 
In reverse, a merely legal-formalistic approach to life, presenting 
Islam as an alternative to the whole social system in existence 
at present, would certainly endanger the prospects of Islam in 
Indonesia”? 


(Kampanye purifikasi' yang menghasilkan seruan 
formalisasi Pancasila sebagai 'asas dasar' bagi semua partai 
politik dan gerakan massa, diajukan oleh tidak kurang Presiden 
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Soeharto sendiri di pidato kenegaraan. Dialog susulan antara 
pemerintah dan beragam organisasi menghasilkan sebuah 
'poin tengah' bentuk pengakuan Pancasila sebagai 'asas 
organisasi dan keyakinan mereka masing-masing sebagai 
'asas keagamaan' bagi organisasi-organisasi tersebut. Di satu 
sisi, fleksibilitas dari negara untuk mengizinkan asas yang 
berbeda bagi organisasi keagamaan menunjukkan proses 
'nasionalisasi agama' di Indonesia. Dampaknya, tiada yang 
lain kecuali konsolidasi Pancasila sebagai 'ideologi nasional" 
dengan membatasi keberadaan universalitas agama hanya ke 
dalam wilayah non-ideologis. 


Penolakan atas berbagai pengakuan Pancasila sebagai 
ideologi nasional di hadapan kebutuhan penting untuk 
menerapkan Islam secara konkret di kehidupan nyata melalui 
pendekatan legal-formalistik, telah membentuk tantangan 
yang dihadapi oleh Islam di Indonesia sekarang. Apakah 
tindakan Islam sebagai alternatif dari sistem politik yang ada 
atau sebagai elemen integratif, bersama dengan yang lain, 
adalah pertanyaan yang paling penting dihadapi oleh Islam. 
Sisi mana yang akan diikuti oleh massa, organisasi-organisasi 
besar dengan pendekatan akomodatif atas ideologi, atau para 
pelajar muda yang aktif di kehidupan masjid di area utama 
urban? 


Untuk menemukan proyeksi yang tepat bagi masa depan 
merupakan kesulitan bagi hal ini. Situasi kompleks, termasuk 
pertanyaan penting tentang tradisi apa yang harus diikuti oleh 
muslim Indonesia dalam membangun kesadaran agamanya. 
Haruskah literal, pendekatan skripturalistik atas kehidupan, 
menggunakan ayat al-Our'an dan sunnah Nabi dalam makna 
yang dangkal akan diizinkan untuk dilanjutkan tanpa berbagai 
pertemuan? Jika tidak, apa garis pemikiran yang harus dipakai 
untuk melawannya? Apa jaminannya bahwa tradisionalisme 
dari para pengikut empat mazhab hukum Islam tidak bersifat 
kontra-produktif? Apakah ada kesempatan bagi yang 
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sekarang disebut oleh intelektual muslim terkemuka sebagai 
sebuah 'neo-modernisme Islam', di mana muslim membentuk 
respon modern mereka atas tantangan zaman dengan 
merawat ikatan kultural mereka dengan tradisi 'sejarah Islam, 
bisa sukses untuk menghubungkan Islam dengan 'ideologi 
nasional' dalam cara yang pasti? 


Sebagaimanaterlihat dari gambaran tentang situasi terkini, 
prospek Islam dalam Indonesia masa depan tergantung 
dengan kemampuan untuk menformulasikan jawaban yang 
memuaskan bagi pertanyaan lama: hubungan antara Islam 
dan negara menurut pandangan Islam. Perkembangan 
terkini di dalam pendidikan Islam, kehidupan sosial non- 
politik dan bertambahnya pengaruh Islam dalam kehidupan 
kultural dari bangsa akan mengalami percepatan di masa 
depan, jika pendekatan integratif diambil oleh mayoritas 
kelompok-kelompok Islam. Sebaliknya, pendekatan yang 
murni legal-formalistik bagi kehidupan, yang menghadirkan 
Islam sebagai alternatif bagi keseluruhan sistem sosial dalam 
kekinian yang ada, tentunya akan membahayakan prospek 
Islam di Indonesia). 


Dalam kutipan panjang di atas, Gus Dur meletakkan masa depan 
Islam di Indonesia di dalam jawaban yang tepat atas pertanyaan 
lama: hubungan Islam dan negara. Apakah pendekatan legal- 
formalistik yang diambil, yang menempatkan Islam sebagai alternatif 
bagi sistem sosial-politik yang ada? Ataukah pendekatan integratif, 
di mana Islam mengintegrasikan dirinya ke dalam ideologi nasional 
dan sistem kenegaraan Indonesia? Dari sini bisa dipahami kenapa 
hubungan Islam dan Pancasila menjadi penting? Sebab hubungan 
ini menggambarkan inti pergulatan antara agama dan negara, 
karena pergulatan Islam atasnya merujuk pada pergulatan ideologi. 
Penerimaan Islam atas Pancasila menggambarkan penerimaan 
agama ini atas bentuk negara-bangsa RI. Sebaliknya, penolakan Islam 
atas Pancasila menandakan penolakan Islam atas negara modern. 
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Dengan demikian kita bisa memahami bahwa Gus Dur 
menetapkan problem Islam di Indonesia di dalam dekade 1980- 
an ke dalam pergulatan agama dan negara, dengan hubungan 
Islam dan Pancasila sebagai penanda utama. Oleh karena itu, 
keindonesiaan yang dihadapi Gus Dur adalah politik kenegaraan, 
di mana Gus Dur perlu merumuskan hubungan tepat antara Islam 
dan Pancasila. Hal ini terjadi sebab sebelum Islam memerankan diri 
sebagai kekuatan pencari perubahan sosial terus-menerus seperti 
termaktub dalam definisi nilai Indonesia di atas, Islam harus melerai 
terlebih dahulu, ketegangan antara dirinya dengan Pancasila. Dalam 
hal ini kasusnya sama dengan ranah keislaman Gus Dur itu sendiri, 
yang harus dipribumisasikan ke wilayah budaya, agar agama ini 
bisa memerankan fungsi etika-sosial demi masyarakat berkeadilan. 
Pribumisasi Islam menjadi conditio sine gua non bagi etika sosial 
Islam. Demikian pula dengan kasus “Islam Indonesia”. Peleraian 
ketegangan antara Islam dan Pancasila, menjadi pra-syarat normatif 
bagi peran Islam dalam demokratisasi di Indonesia. 


Pada titik ini kita menemukan kecenderungan Gus Dur untuk 
melerai ketegangan Islam dan Pancasila. Artinya, Gus Dur memilih 
pendekatan integratif daripada legal-formalistik. Dalam kerangka 
ini, Gus Dur kemudian membenamkan Islam ke dalam kebangsaan. 
Pembenaman ini menjadi bagian utama dari proses integrasi Islam 
ke dalam keindonesiaan. Tutur beliau: 


“Salah satu cara untuk meneropong kaitan antara 
wawasan Islam yang universal dan supranasional dan 
wawasan kebangsaan dari sebuah masyarakat bangsa adalah 
dengan mengambil sudut pandangan fungsional antara 
keduanya. Menurut jalan pikiran ini, Islam haruslah ditilik dari 
fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan 
kesejahteraan warga masyarakat, apapun bentuk masyarakat 
yang digunakan. 

Al-Our'an dengan indahnya merumuskan fungsi tersebut 


dengan dua buah ayat. Pertama, firman Allah, “Telah ada bagi 
kalian keteladanan sempurna dalam diri Rasulullah, bagi 
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(mereka) yang mengharapkan ridha Allah di Hari Akhir nanti, 
serta yang senantiasa sadarakan (keagungan) Allah". Dalam hal 
apakah Rasulullah menjadi keteladanan sempurna (uswatun 
hasanah)? Dalam fungsi beliau yang disebutkan dalam 
firman Allah, "Tiadalah Ku-utus engkau (wahai Muhammad) 
melainkan sebagai pembawa kesejahteraan bagi seluruh 
umat manusia dan jagat raya seisinya”. Untuk keperluan tugas 
penyejahteraan kehidupan ini, manusia diciptakan dengan 
kelengkapan sempurna (ahsan tagwim) sebagai makhluk. 


Dengan kata lain, wujud Islam sebagai pandangan hidup 
memerlukan pengejawantahan dalam bentuk masyarakat 
yang berstruktur, karena pada hakikatnya bentuk itulah yang 
merupakan konkretisasi pergaulan masyarakat. Kalau benar 
tesis bahwa wawasan Islam harus menemukan bentuknya 
dalam masyarakat berstruktur, maka sebenarnya menjadi 
tidak penting untuk mempersoalkan bentuk operasional 
masyarakat itu sendiri, selama tujuan mengupayakan 
kesejahteraan hidup masih dipegang sebagai patokan 
bersama. Dengan ungkapan lain, bentuk yang paling mungkin 
dicapai adalah yang paling tepat digunakan, bukannya 
bentuk-bentuk utopis yang ditawarkan melalui idealisasi 
sebuah 'konstruksi Islami. Hukum agama merumuskan hal itu 
dengan jitu dalam konsep kegiatan sosial yang senatiasa harus 
bersanar pada prinsip 'tujuan dan cara penyampaiannya (al- 
ghayah wal wasail). Selama tujuan (termasuk sasaran) masih 
tetap, cara penyampaian menjadi masalah sekunder. 


Jelaslah dengan demikian bahwa Islam berfungsi penuh 
dalam kehidupan masyarakat bangsa melalui pengembangan 
nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang 
bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat 
bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, tetapi 
sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan 
benegara dan bermasyarakatitu sesuai dengan martabat luhur 
dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisis terakhir 
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manusialah yang menjadi obyek upaya pensejahteraan hidup 
itu. Bahwa bentuk negara bangsa yang dipakai, dan bukan 
bentuk kemasyarakatan yang lain, semata-mata karena ia 
lebih efektif untuk pencapaian tujuan tersebut”? 


Dari paparan di atas terbaca bahwa Gus Dur menempatkan Islam 
dalam hubungan dengan kebangsaan modern secara fungsional. 
Makna fungsional di sini bisa memiliki dua arti. Pertama, fungsi Islam 
sebagai agama yang hendak mewujudkan kesejahteraan bagi umat 
manusia dan semesta (rahmatan lil “alamin). Kedua, fungsi negara- 
bangsa sebagai cara untuk mencapai fungsi Islam di atas. 


Pendekatan fungsional ini sebagai counter atas pendekatan 
ideologis yang menempatkan Islam sebagai ideologi supra-nasional 
melampaui bangsa. Juga atas pendekatan utopis yang mengidealkan 
pendirian negara Islam sebagai alternatif bagi negara modern. Pada 
titik ini, fungsi Islam sebagai rahmatan lil "alamin menempatkan posisi 
Islam di dalam kehidupan bangsa secara etis, bukan legal-formalistik. 
Hal ini menjadi konsekuensi dari penerimaan Islam atas “struktur 
masyarakat" yang menjadi medan bagi penyemaian nilai-nilai Islam. 
Artinya, ketika hakikat Islam pada ranah kemasyarakatan terletak 
dalam nilai-nilai etika (sosial) yang merujuk pada upaya perwujudan 
kesejahteraan manusia: maka perwujudan tersebut bisa dilakukan 
melalui bentuk negara modern yang memang bukan bentuk Islami. 

Hal ini yang menjadi poin penting dalam pemikiran kebangsaan 
Gus Dur. Yakni penempatan kebangsaan yang merupakan medan 
geo-kultural dari negara-bangsa (nation state) sebagai ranah yang 
mampu mewujudkan kesejahteraan manusia. Hal ini yang selaras 
dengan fungsi Islam sebagai rahmatan lil “alamin yang terpraksis 
di dalam peran etika sosial Islam. Pertanyaannya, kenapa Gus Dur 
memahami kebangsaan modern sebagai medan kesejahteraan 
manusia? Hal ini berkaitan dengan struktur politik di dalam 
kebangsaan dan negara modern tersebut yang memuat demokrasi. 


59 Abdurrahman Wahid, Islam dan Masyarakat Bangsa, Jurnal Pesantren, No. 3/ 
Volume VI/1989, h., 4-5 


86 l|Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


Jadi penolakan Gus Dur atas negara Islam, dilatari oleh pemihakan 
Gus Dur terhadap demokrasi. Pemihakan ini didasari oleh kebutuhan 
untuk mewujudkan kesejahteraan manusia yang merupakan 
nilai utama dari Islam. Kebangsaan menjadi pilihan terbaik 
daripada keumatan Islam yang supra-nasional, sebab melaluinya, 
kepentingan bersama warga negara lintas agama bisa dirawat dan 
diperjuangkan. Hal ini terkait dengan landasan humanistik Gus Dur 
yang memperjuangkan manusia secara umum, bukan umat sebuah 
agama tertentu. Hubungan erat antara kebangsaan dan demokrasi 
yang menjadi ranah praksis dari (politik) Islam bisa terbaca dalam 
tulisan Gus Dur: 


“Dimulai dengan penerimaan 'pihak Islam' atas ideologi 
negara secara tuntas... dilanjutkan dengan pengintegrasian 
'perjuangan Islam' ke dalam 'perjuangan nasional, dengan 
meletakkan 'perjuangan Islam' itu sendiri pada konteks 
demokratisasi dalam jangka panjang.” 


Konteks kutipan di atas adalah peran politik NU. Jadi 
menurut Gus Dur, NU harus mampu mengintegrasikan 
dirinya ke dalam perjuangan nasional. Karena ia merupakan 
gerakan Islam, maka secara otomatis menciptakan integrasi 
“perjuangan Islam" ke dalam “perjuangan nasional”. Hal ini 
dilakukan melalui penerimaan Islam atas ideologi negara 
(Pancasila) secara tuntas. Setelah itu, bentuk “perjuangan 
nasional” yang telah terintegrasi dengan “perjuangan 
Islam” terpraksis dalam demokratisasi jangka panjang. Dari 
sini terlihat bahwa nasionalisme Gus Dur merujuk pada 
nasionalisme demokratik, di mana nasionalisme diwujudkan 
melalui perjuangan demokratisasi dalam artian substantif. 
Sebab yang dimaksud Gus Dur dengan demokratisasi 
dalam jangka panjang tentu bukan demokratisasi jangka 
pendek yang terbatas pada pemilu, suksesi kekuasaan dan 
penguasaan negara. Melainkan demokratisasi kehidupan 
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politik secara luas, terkait dengan pemenuhan hak-hak politik 
dan sosial-ekonomi. 


Dari sini, bentuk kebangsaan Islam Gus Dur yang merupakan 
praksis dari “Islam Indonesia” bisa dipahami dalam bagan berikut: 


Nilai Indonesia: 
Pencarian tak berkesudahan akan 
perubahan sosial, 
tanpa melepaskan ikatan dengan masa 
lampau 


Islam kebangsaan 


Islam sebagai etika sosial 


Negara-bangsa 


Demokratisasi 
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Bagan 2. Islam kebangsaan 


Bagan di atas menggambarkan praktik dari “Islam Indonesia”. Praksis 
ini berangkat dari nilai Indonesia yang dirumuskan Gus Dur sebagai 
pencarian tak berkesudahan akan perubahan sosial tanpa melepaskan 
sama sekali ikatan dengan masa lampau. Salah satu bentuk dari 
nilai Indonesia ini adalah gagasan Islam kebangsaan, sebab Islam 
adalah bagian dari tradisi (masa lampau), baik Gus Dur sendiri 
maupun Indonesia secara umum. Peran Islam dalam kebangsaan 
menunjukkan keterikatan dengan masa lampau sehingga 
kebangsaan Indonesia tidak tercerabut dari akar tradisionalnya. 
Dalam ideal Islam kebangsaan ini, Islam berhubungan dengan 
negara-bangsa secara fungsional. Dalam arti, fungsi Islam sebagai 
agama dan pandangan hidup yang mengutamakan kesejahteraan 
manusia, yang secara fungsional bisa diwujudkan melalui negara 
modern. Karena fungsionalisasi negara modern oleh peran Islam 
yang bersifat etis-sosial, maka praksis dari negara modern tersebut 
dilakukan melalui demokratisasi jangka panjang. Sebab hanya 
melalui demokratisasi, kesejahteraan manusia yang menjadi ideal 
etika sosial Islam bisa terwujud. 


Dari sini bisa terpahami bahwa ranah diskursif dan praksis dari 
“Islam Indonesia" dalam perspektif Gus Dur terletak dalam hubungan 
Islam, kebangsaan, Pancasila dan demokrasi. Oleh karena itu penulis 
akan mengelaborasi pemikiran Gus Dur tentang hubungan Islam 
dan Pancasila, serta Islam dan demokrasi dalam kerangka “Islam 
Indonesia" 
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Islam dan Pancasila 


Dari paparan Islam kebangsaan tersebut, “Islam Indonesia” Gus Dur 
menemukan ranah strategisnya di dalam dua hal: Pancasila dan 
demokrasi. Atas Pancasila, visi humanistik dari keislaman menemukan 
padanan normatifnya sebab dasar negara ini menetapkan dasar- 
dasar kemanusiaan di dalam kehidupan berbangsa. Sementara 
atas demokrasi, humanisme Islam Gus Dur menemukan tata politik 
yang memungkinkan kemanusiaan dijaga secara normatif dan 
diwujudkan secara praksis. 


Dalam hubungan antara Islam dan Pancasila, Gus Dur awalnya 
bersifat taktis dengan menempatkan keduanya di ranah masing- 
masing secara proporsional. Langkah taktis ini berbarengan dengan 
kewajiban asas tunggal Pancasila yang dicanangkan pemerintah 
Orde Baru melalui UU No. 8/1985. Hanya saja langkah taktis tersebut 
kemudian bermakna strategis karena Gus Dur dan NU mampu 
menempatkan keduanya secara setara tanpa kecenderungan 
saling mediakan di antara kedua pihak. Dalam langkah ini Gus Dur 
menyatakan: 


“Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan 
konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
sedangkan Islam menjadi agidah dalam kehidupan kaum 
muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan 
dengan agama, tidak menjadi penggantinya dan tidak 
diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan 
diberlakukan UU maupun peraturan yang bertentangan 
dengan ajaran agama”.”' 


Dari sini terlihat bahwa Islam dan Pancasila memiliki tempatnya 
sendiri-sendiri. Islam merupakan akidah umat, sementara 
Pancasila merupakan landasan konstitusional bernegara. Landasan 
konstitusional ini tidak dipertentangkan dengan agama, tidak 
berkehendak mengganti agama dan tidak diperlakukan sebagai 
61 Wahid, Islam, Ideologi dan Etos Nasional, h., 19 
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agama. Resiko dari dari penempatan landasan konstitusional yang 
menghormati agama ini adalah komitmen tidak diberlakukan 
peraturan negara yang bertentangan dengan ajaran agama. 


Dengan demikian tempat masing-masing menjadi jelas. Agama 
berada pada ranah kultural keagamaan, menjadi urusan privat 
kelompok agama. Ia terkait dengan landasan keimanan seseorang 
yang independen dari negara. Dengan menempatkan agama sebagai 
akidah umat yang independen di satu sisi dan tidak melakukan 
intervensi kepada negara: maka negarapun bebas dari agenda 
agamanisasi negara. Seperti diketahui sebelumnya, peran akidah 
ini tidak hanya menempatkan agama sebagai urusan privat individu 
orang beragama, melainkan menjadi etika sosial yang menerangi 
kehidupan keagamaan, masyarakat dan juga bangsa. 


Dari sini hubungan keduanya menjadi jelas: Islam dan Pancasila 
saling menghormati dalam kerangka menjaga masing independensi 
tetapi juga saling menopang mendukung demi kehidupan 
berbangsa yang lebih baik. Prinsip ini yang disebut sebagai toleransi 
kembar (twin toleration). Sebuah prinsip toleransi yang merujuk pada 
saling penghormatan antara agama dan Pancasila dalam bentuk 
saling menjaga otonomi tetapi sekaligus mendukung satu sama 
lain? Dalam hubungan ini, Islam menjaga independensi Pancasila 
sebagai dasar konstitusional bernegara dengan tidak mengarahkan 
agama sebagai dasar negara. Demikian sebaliknya. Sebagai dasar 
negara, Pancasila tidak mengarahkan diri sebagai akidah umat 
sehingga pada tataran kultur, setiap warga negara tetap memiliki 
akidah agama masing-masing. Hal ini melahirkan dua dampak positif 
sekaligus. Di satu sisi tidak terjadi islamisasi negara. Di sisi lain tidak 
terjadi politisasi agama demi kepentingan negara. Negara berdiri di 
dalam dirinya sendiri secara otonom dengan sistem ketatanegaraan 
modern. Agama tetap menghunjam di dalam sanubari masyarakat 
dan menerangi kehidupan kultur di keseharian warga negara. 
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Namun selain hubungan toleransi dalam rangka menjaga 
independensi masing-masing, Islam dan Pancasila juga saling 
mendukung. Papar Gus Dur: 


“Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, dalam 
hal ini Pancasila, bersumber pada sejumlah nilai luhur yang 
ada dalam agama. Namun, pada saat yang sama ideologi 
menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan 
ajaran agamanya. Dengan demikian, hubungannya dapat 
digambarkan sebagai berikut: agama berperan memotivasi 
kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap oleh 
Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup 
bangsa"? 


Paparan di atas menggambarkan hubungan Islam dan Pancasila 
yang saling mendukung. Agama mendukung Pancasila karena 
nilai-nilai di dalam dasar negara ini memang berangkat salah 
satunya dari Islam. Misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang 
merupakan prinsip tauhid. Meskipun sila ketuhanan Pancasila tidak 
an sich milik Islam apalagi dengan dicoretnya tujuh kata “dengan 
menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” Namun esensi 
dari sila ketuhanan tersebut adalah Tauhid yang merupakan nilai 
tertinggi dalam Islam. Demikian juga sila kemanusiaan, persatuan, 
musyawarah dan keadilan sosial. Semua sila ini terdapat di dalam 
ajaran Islam, sehingga Pancasila memang terinspirasi dari agama ini 
selain inspirasi dari paham pemikiran modern seperti nasionalisme, 
humanisme, demokrasi dan sosialisme. 


Dengan posisi Islam sebagai salah satu sumber inspirasi dari 
Pancasila, maka agama ini bisa menerangi kehidupan umat muslim 
melalui Pancasila. Dari sini kemudian terjadi transformasi dari ajaran 
Islam sebagai agama, kepada ajaran Islam sebagai pandangan hidup 
berbangsa. Misalnya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran agama. 
Tetapi setelah menjadi sila Pancasila, ia bertranformasi menjadi 
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nilai kebangsaan dalam kerangka pandangan hidup masyarakat 
berbangsa. Resikonya, sila ketuhanan ini mesti menghormati 
perbedaan agama di dalam kehidupan berbangsa sebab ia tidak lagi 
an sich sebagai keyakinan agama tetapi sebagai dasar bernegara. 
Dengan dasar ketuhanan ini, maka segenap perilaku umat beragama 
harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang terkait dengan 
sila Pancasila lainnya. 


Dengan demikian menjadi jelas. Transformasi ajaran Islam 
dari ajaran agama kepada pandangan hidup berbangsa memiliki 
hukumnya sendiri. Yakni ketaatan masing sila Pancasila kepada 
kesatuan nilai di dalam Pancasila itu sendiri. Kesatuan nilai ini 
merujuk pada apa yang Soekarno sebut sebagai ketuhanan yang 
berkebudayaan. Sebuah nilai ketuhanan yang ditopang dan 
diwujudkan melalui nilai-nilai kebudayaan. Karena sila Pancasila 
berpijak pada nilai kemanusiaan (sila kedua), maka kebudayaan 
di dalam Pancasila merujuk pada kebudayaan secara filosofis: 
humanisasi manusia melalui humanisasi kehidupan. Oleh karena 
itu, ketuhanan yang berkebudayaan mempraksis di dalam nilai 
ketuhanan yang diwujudkan melalui kerja Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab dalam bentuk Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia. Kerja kemanusiaan ini ditata melalui demokrasi 
permusyawaratan dan digerakkan dalam rangka penghormatan atas 
kemajemukan agama, budaya, suku dan tata kehidupan masyarakat. 


Dalam kerangka ini, Islam menerangi Pancasila melalui prinsip 
ketuhanan yang menjadi landasan bagi semua sila di bawah sila 
ketuhanan. Sebab di dalam Islam sendiri, iman kepada Allah harus 
diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Inilah yang direkomendasikan 
etika sosial Islam. Oleh karenanya, antara ketuhanan yang 
berkebudayaan Soekarno dengan etika sosial Islam Gus Dur memiliki 
kesepadanan. Semua merujuk pada pengamalan iman kepada Tuhan 
melalui kerja-kerja kemanusiaan. 


Proses transformasi Islam dari ajaran agama menjadi nilai 


kebangsaan ini juga meniscayakan transformasi setiap orang, 
dari pemeluk sebuah agama kepada warga negara. Artinya, pada 
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awalnya seorang muslim mengimani tauhid dalam kerangka 
statusnya sebagai umat Islam. Namun pada saat bersamaan, ia juga 
harus meyakini sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai warga negara. 
Akhirnya proses transformasi ini melahirkan pendewasaan setiap 
umat beragama dalam kerangka kewarganegaraan modern. Hal ini 
terjadi karena di dalam setiap individu terdapat dua identitas secara 
bersamaan: sebagai umat salah satu agama dan warga negara. Hal 
ini memiliki konsekuensi mendasar. Sebab sebagai umat beragama, 
ia bisa berbeda dengan umat beragama lain. Perbedaan ini sering 
menimbulkan konflik. Namun karena pada saat bersamaan ia 
juga menjadi warga negara, maka keyakinan agamanya tidak bisa 
berbenturan dengan agama lain, sebab terdapat prinsip Bhinneka 
Tunggal Ika yang menghargai kemajemukan agama. 


Dukungan Islam yang menjadi sumber inspirasi bagi Pancasila 
ini dibalas dengan baik oleh Pancasila yang menjamin kebebasan 
beragama. Dengan demikian terjadi toleransi kembar dalam bentuk 
saling mendukung, setelah pada saat bersamaan, terjadi toleransi 
kembar dalam bentuk saling menjaga independensi. Pada titik ini, 
peran Islam sebagai sumber inspirasi telah menempatkan Pancasila 
tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai pandangan 
hidup masyarakat bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki 
peran baik sebagai konsensus politik maupun dasar normatif 
bagi semua produk hukum. Sebagai konsensus politik, Pancasila 
merupakan kompromi dari berbagai ideologi para founding fathers. 
Bahkan bisa dikatakan dasar negara ini merupakan titik temu dari 
ideologi-ideologi dunia, sejak Marxisme, nasionalisme, Islam dan 
demokrasi. Papar Gus Dur: 


“Ideologi yang khusus diciptakan untuk bangsa Indonesia 
oleh bangsa Indonesia sendiri, guna mempertautkan unsur- 
unsur ideologi yang beroperasi di Indonesia. Dengan kata 
lain, Pancasila adalah ideologi nasional yang dimaksudkan 
untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam 
pelaksanaannya di Indonesia. 
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Kalau kita sudah mengerti ini, sebenarnya sudah tidak 
ada masalah antara Islam dan Pancasila, karena Pancasila 
juga bersumber Islam, nasionalisme, komunisme. Memang 
PKl-nya dilarang, paham Marxisme dilarang, tetapi semangat 
egalitarian (persamaan)-nya ada dalam Pancasila. semangat 
keadilan sosial itu miliknya komunis (Marxisme). Sebab tidak 
ada istilah keadilan sosial sebelum lahirnya paham komunis. 
Istilah social justice itu tidak sebelum itu. Jadi Pancasila 
merupakan hasil rangkuman dari macam-macam ideologi 
dunia”.' 


Dengan demikian, Gus Dur tidak hanya memahami Pancasila 
sebagai kompromi politik yang mengandaikan masih tersisanya 
pertentangan ideologi di dalamnya. Sebaliknya, Gus Dur memahami 
dasar negara ini sebagai perasan dari ideologi-ideologi dunia. 
Misalnya, sila ketuhanan berasal dari Islamisme, sila kemanusiaan 
berasal dari nasionalisme, sila kerakyatan berasal dari demokrasi 
dan sila keadilan sosial dari komunisme. Hanya sila persatuan 
yang mungkin ia pahami tidak dari ideologi dunia, melainkan lahir 
dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun dalam 
kerangka ini, status kompromi politik dari Pancasila kemudian 
bergeser menjadi konsensus dasar. Sebagai kompromi politik, 
Pancasila bisa bersifat sementara sehingga bangunan nilai dan 
silanya bisa diotak-atik, sebagaimana upaya kaum Islamis untuk 
menyusupkan lagi “tujuh kata” Piagam Jakarta dalam Sidang 
Konstituante 1952. Sementara sebagai konsensus dasar, status 
Pancasila sudah final, baik dalam rincian silanya maupun perannya 
sebagai dasar negara. Sedangkan sebagai dasar hukum, Pancasila 
adalah norma kenegaraan fundamental (Staatfundamentalnorm) 
yang menjadi dasar dari semua produk hukum di Indonesia. Dengan 
dua peran inilah Pancasila kokoh sebagai dasar negara.” 
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Hanya saja Gus Dur kemudian melangkah maju dengan 
menempatkan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, 
melainkan pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup ini yang 
oleh Soekarno sebut sebagai pandangan-dunia (Weltanschauung) 
bangsa yang merupakan jiwa bagi rakyat Indonesia. Dalam peran 
sebagai pandangan hidup ini, Islam bisa memberikan dasar dengan 
menetapkan arah kemasyarakatan yang secara konstitusional diatur 
oleh Pancasila. Tutur beliau: 


“Dalam acuan paling dasar, Pancasila berfungsi 
mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut 
bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas 
tersebut tujuan kemasyarakatan (social purpose). Tanpa 
tujuan kemasyarakatan yang jelas, hidup bangsa kita hanya 
akan berputar-putar pada siklus pertentangan antara cita 
pemikiran dan kecenderungan alamiah belaka. 


Agama justru menyatukan kedua unsur mutlak kehidupan 
itu dalam sebuah kerangka etis yang paripurna. Kerangka 
etis itulah yang harusnya melandasi moral Pancasila sebagai 
aturan permainan paling dasar bagi bangsa dan negara. 
Jelaslah dengan demikian, antara agama dan Pancasila 
terdapat hubungan simbiotik, yang satu tak dapat hidup di 
Indonesia tanpa yang lain. Hubungan simbiotik itulah yang 
memunculkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 
bukannya sekadar ideologi negara belaka" 


Dalam paparan ini terlihat sesuatu yang menarik. Di satu sisi, Gus 
Dur menempatkan Pancasila hanya sebagai pengatur kolektivitas 
dan menempatkan Islam sebagai penetap tujuan kemasyarakatan 
dari kolektivitas tersebut. Meminjam istilah popular beliau, Pancasila 
adalah “bangunan rumah" sementara Islam adalah “aturan rumah 
tangga”. Resikonya, Pancasila hanya berfungsi sebagai aturan main 
kehidupan masyarakat, sedangkan tujuan kemasyarakatan itu sendiri 
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ditetapkan oleh Islam. Tanpa penetapan tujuan kemasyarakatan ini, 
bangsa yang dijaga oleh Pancasila hanya akan terjebak dalam siklus 
pertentangan antara cita pemikiran dan kecenderungan alamiah. 
Islam mampu menyatukan kedua hal tersebut dalam kerangka 
etis yang paripurna. Kerangka etis inilah yang seharusnya menjadi 
landasan moral bagi Pancasila, sehingga “lima sila” ini tidak berhenti 
menjadi dasar negara melainkan pandangan hidup bangsa. 


Dari sini sesuatu yang menarik bisa terbaca. Pertama, Gus Dur 
ternyata menempatkan moralitas (kerangka etis) Islam di depan 
Pancasila, sehingga moralitas ini menjadi dasar bagi moralitas 
Pancasila. Kedua, kerangka etis Islam ini ia jadikan sebagai tujuan 
kemasyarakatan dari bangsa Indonesia ketika Pancasila hanya 
menjadi aturan main kehidupan berbangsa. Ketiga, kerangka etis 
Islam yang menjadi tujuan kemasyarakatan bangsa ini yang mampu 
menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari sini 
terbaca bahwa Gus Dur mengunggulkan Islam di atas Pancasila, 
ketika agama ini menerima dasar negara tersebut. Hal ini bisa 
dipahami karena bangunan Islam memang lebih besar dari Pancasila 
yang sekadar urutan lima prinsip etis kebangsaan modern. Hal ini 
yang menarik sebab penempatan Islam sebagai landasan moral 
Pancasila secara otomatis berdampak pada penempatan moralitas 
Islam sebagai landasan etis kenegaraan RI. Menariknya, Gus Dur 
mengunggulkan moralitas Islam ini di atas Pancasila, dan tentunya di 
atas negara-bangsa sehingga agama ini melandasi tetapi sekaligus 
melampaui kenegaraan RI. Karena Islam lebih besar dari Pancasila 
dan negara, maka ia bisa menjadi landasan moral bagi keduanya, 
tetapi Islam lebih besar dari entitas politik modern tersebut. 


Pertanyaannya, bagaimana cara Islam menempatkan kerangka 
etisnya sebagai landasan moral bagi Pancasila. Untuk hal ini, Gus Dur 
memberikan tips sederhana: 


“Pancasila masih harus diuji, apakah mampu atau tidak 
mewujudkan prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan 
yang dituntut Islam. Itulah kunci yang dapat disumbangkan 
Islam kepada ideologi kita, Pancasila. Kunci itu diperoleh dari 
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lima buah jaminan dasar yang diberikan oleh Islam kepada 
warga: jaminan dasar atas keselamatan fisik, keyakinan agama, 
kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan 
profesi" 


Dari paparan di atas bisa dipahami bahwa pengujian Islam atas 
Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam menjadi 
mekanisme penempatan kerangka etis Islam sebagai landasan moral 
Pancasila. Prinsip-prinsip Islam tersebut memusat di dalam jaminan 
atas lima hak dasar manusia yang menjadi tujuan utama syariat 
(magashid al-syariah). Kemampuan Pancasila dalam menjamin 
lima hak dasar ini merupakan keberhasilan dasar negara ini dalam 
menjalankan amanat Islam. Dengan cara ini Pancasila tidak hanya 
berperan sebagai dasar negara melainkan pandangan hidup bangsa. 


Dari sini terlihat jelas bahwa Gus Dur menerapkan pemikiran 
“negara kesejahteraan" berbasis Islam ke dalam konteks Pancasila. 
Artinya, ketika Islam telah menetapkan dasar-dasar negara 
kesejahteraan bagi Indonesia, maka dasar-dasar inipun harus 
menjadi dasar bagi dasar negara Indonesia. Dengan demikian, 
Gus Dur menempatkan kerangka etika kenegaraan Islam sebagai 
dasar yang mendasari dasar negara kita, yakni Pancasila. Kerangka 
pemikiran ini bisa terbaca dalaam bagan berikut: 
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Moralitas Pancasila 


Landasan moral 


Jaminan hak dasar manusia 


Negara Kesejahteraan Berbasis Islam 


Kerangka etis Islam 


Bagan 3. Islam landasan Pancasila 


Dari bagan di atas terlihat bahwa kerangka etis Islam yang dalam 
bahasa lain, Islam sebagai etika sosial, merupakan kerangka 
konseptual bagi prinsip “negara kesejahteraan" Islam.88 Prinsip ini 
memusat di dalam jaminan atas hak dasar manusia yang oleh tradisi 
figh dirumuskan dalam lima hak dasar (kulliyat al-khamsah) yang 
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menjadi tujuan utama dari perumusan syariat Islam. Jaminan hak 
dasar manusia inilah yang menjadi landasan moral bagi moralitas 
Pancasila. Dengan demikian, ideal etika sosial Islam yang menjadi 
peran politik Islam menemukan praksis-normatifnya di dalam 
Pancasila. Hal ini menggambarkan prinsip berharga: ketika Islam 
tidak menjadi negara, ia bisa menjadi dasar bagi dasar negara. 
Artinya, Islam dalam kerangka etisnya bisa menjadi landasan moral 
bagi Pancasila. 


Islam dan Demokrasi 


Pertemuan normatif antara Islam dan Pancasila di atas kemudian 
dipraksiskan Gus Dur melalui pertemuan Islam dengan demokrasi. 
Artinya, jika persoalan penting dari Islam di Indonesia adalah 
formulasi hubungan Islam dan Pancasila, maka kerangka operasional 
bagi formulasi tersebut adalah demokrasi. Inilah yang dimaksud 
Gus Dur sebagai integrasi perjuangan Islam ke dalam perjuangan 
nasional melalui demokratisasi dalam jangka panjang. 


Menarik kiranya ketika Gus Dur menentukan definisi demokrasinya 
sebagai demokratisasi politik yang berintikan perjuangan membangun 
struktur masyarakat yang lebih adil. Penulis kira ini adalah definisi 
yang valid bagi apa yang disebutnya sebagai demokrasi sebagai 
proses seperti yang termaktub di bab sebelumnya. Artinya, ketika 
Gus Dur menolak pemahaman institusional atas demokrasi di mana 
demokrasi hanya dipahami dalam kerangka kelembagaan formal- 
negara. Maka yang dipilih oleh Gus Dur adalah proses demokrasi 
yang merujuk pada demokratisasi politik demi terbentuknya struktur 
masyarakat yang lebih adil. Pemilihan istilah struktur masyarakat 
yang adil juga menggambarkan kesinambungan dengan pemikiran 
keislamannya, yakni etika sosial Islam di mana struktur masyarakat 
berkeadilan merupakan tujuan dari masyarakat etis yang digadang- 
gadang oleh surat al-Bagarah: 177. Dengan demikian, demokrasi 
69 Abdurrahman Wahid, Islam, Otoriterisme dan Demokratisasi, dalam Mengurai 
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merupakan mekanisme politik bagi pewujud ideal etika sosial Islam. 
Dari sini bisa kita pahami kenapa Ketua Pokja Forum Demokrasi 
(Fordem) ini menahbiskan demokrasi (syura) sebagai salah satu nilai 
yang membentuk Weltanschauung Islam, bersandingkan dengan 
keadilan (“adalah) dan persamaan (musawah). 


Hanya saja untuk mencapai ke sana, Gus Dur juga realistik 
dengan menyadari kontradiksi laten antara Islam dan demokrasi. 
Tentu meskipun secara laten memiliki kontradiksi, ia tetap 
memperjuangkan keselarasan antara keduanya. Kontradiksi antara 
agama (Islam) dan demokrasi tersebut Gus Dur paparkan sebagai 
berikut: 


“Salah satu sebab yang menghambat kiprah demokratisasi 
di kalangan lembaga dan kelompok keagamaan adalah 
perbedaan hakikat nilai-nilai dasar yang dianut keduanya. 
Sebuah agama senantiasa bertitik tolak dari pandangan 
normatif yang diajarkan oleh Kitab Suci-nya. Ini berarti 
hanya ada satu jenis kebenaran yang dapat diterima sebuah 
agama yaitu kebenaran ajarannya sendiri. Apalagi kalau hal- 
hal normatif itu dituangkan dalam bentuk hukum agama 
(syariah) dalam Islam dan hukum kanon di kalangan Katolik. 
Hukum agama itu bersifat abadi, karena ia berlandaskan Kitab 
Suci yang abadi pula. Menggubah hukum agama berarti pula 
membatasi keabadian Kitab Suci, dan dengan sendirinya 
mengusik mutlaknya kebenaran yang dibawakan agama 
yang bersangkutan. Bahwa kaum muslimin telah berhasil 
mengembangkan teori hukum agama (ushul figh) dan kaidah 
hukum agama (gawa'idul figh), tidak menutup kenyataan 
bahwa antara syariah dan demokrasi memang terdapat 
perbedaan yang esensial”. 
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Di tulisan lain Gus Dur menyatakan: 


“Tekanan pada sikap legal-formalistis dan relativisme-kultural, 
dalam arti sikap lebih mementingkan nilai-nilai Islami atas nilai- 
nilai universal dari pandangan kemanusiaan, sudah jelas tidak 
menciptakan situasi kondusif dalam hubungan antara demokrasi 
dan agama:”' 


Dari kedua tulisan di atas terlihat bahwa hambatan Islam atas 
demokrasi terdapat di dalam dua hal. Pertama, absolutisme ajaran 
agama yang bersumber kitab suci yang kemudian terbakukan di 
dalam syariah. Absolutisme ini kemudian mengandaikan hanya ada 
satu kebenaran, yakni kebenaran Islam bukan hanya sebagai agama 
tetapi juga sistem kehidupan. Maka ketika sistem kehidupan Islami 
ini hendak diganti oleh sistem politik modern, yakni demokrasi, 
sebagian umat Islam kemudian menolak demokrasi. Pembenturan 
yang popular diketahui adalah kedaulatan Tuhan yang ada di dalam 
konstitusi syariah vis a vis kedaulatan rakyat. Bagi kalangan kontra- 
demokrasi ini, demokrasi bertentangan dengan sistem politik Islam 
karena mengganti kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat. Di 
tangan demokrasi, kekuasaan berada di genggaman rakyat. Hal ini 
yang bertentangan dengan Islam karena kekuasaan tertinggi tentu 
berada di”tangan" Tuhan. 


Kedua, sikap relativisme kultural yang meniadakan nilai- 
nilai kemanusiaan universal. Yang dimaksud sebagai relativisme 
kultural adalah kebenaran Islam yang sebenarnya relatif dalam 
artian sosiologis. Artinya, ia hanya benar bagi umat Islam dan tidak 
berlaku bagi umat agama lain. Misalnya, kedaulatan politik ada di 
dalam syariah berlaku benar bagi umat Islam tetapi tidak berlaku 
bagi umat lain. Oleh karenanya, kebenaran Islam harus diangkat 
hingga ke titik universal sehingga bertemu dengan kebenaran 
umat agama lain. Titik universal yang menjadi titik semua umat 
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beragama adalah kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika umat Islam 
masih mengedepankan relativisme kultural dari kebenaran Islam, 
maka kebenaran Islam itu akan menghambat demokrasi sebab ia 
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. 


Setelah mengurai faktor laten di dalam Islam yang menghambat 
demokrasi, Gus Dur kemudian memaparkan faktor laten dari 
demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Menurutnya: 


“Demokrasi, sebaliknya dari ajaran agama, justru membuka 
peluang seluas-luasnya bagi perubahan nilai oleh masyarakat, 
dan dengan demikian justru dapat mengancam nilai-nilai 
abadi yang terkandung dalam agama. Masalah perceraian 
bagi Gereja Katolik Roma dan masalah perpindahan ke agama 
lain dalam Islam adalah sesuatu yang tidak pernah dapat 
dipecahkan tanpa mengancam sifat abadi dari kebenaran 
yang dibawakan masing agama itu. Sedangkan demokrasi 
justru berpendapat sebaliknya. Keyakinan akan kebenaran 
merupakan hak individual warga masyarakat, dan dengan 
demikian justru harus ditegakkan, dengan konsekuensi adanya 
hak bagi warga negara untuk berpindah agama. Demokrasi 
menyamakan derajat dan kedudukan semua warga negara 
di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal- 
usul etnis, agama, jenis kelamin dan bahasa ibu. Sedangkan 
tiap agama tentu lebih dahulu cenderung untuk mencari 
perbedaan agama dan keyakinan. Karenanya sejak lahirnya 
setiap agama memiliki kekhususan (unikum)-nya sendiri, yang 
secara mendasar harus ditundukkan kepada kepentingan 
bersama seluruh bangsa, apalagi diinginkan agama tersebut 
dapat menjunjung demokrasi. Jelaslah dengan demikian, 
bahwa fungsi transformatif yang dibawakan oleh agama bagi 
demokratisasi masyarakat, harus bermula dari transformasi 
interen masing-masing agama"? 
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Dari paparan di atas terlihat bahwa Gus Dur menemukan 
faktor laten dalam demokrasi yang bertentangan dengan Islam di 
dalam tiga hal. Pertama, peluang perubahan nilai oleh masyarakat. 
Kedua, pemuliaan hak-hak individu termasuk dalam berkeyakinan 
sehingga membuka kemungkinan bagi individu untuk meniadakan 
kebenaran agama salah satunya melalui perpindahan agama. 
Ketiga, penempatan individu secara setara tanpa melihat asal etnis, 
bangsa dan agama. Individu yang dimuliakan oleh demokrasi adalah 
manusia universal yang telah dilucuti atribut kulturalnya (agama) 
sehingga tidak mengistimewakan umat agama tertantu. 


Bagi faktor pertama, peluang perubahan nilai oleh masyarakat 
menjadi konsekuensi dari kekuasaan yang ada di tangan rakyat. 
Kekuasaan ini mengandalkan rasionalitas yang merujuk pada 
rasionalitas publik. Artinya, semua kebenaran harus berhadapan 
dengan rasionalitas publik. Yakni rasionalitas yang memuliakan 
kepentingan bersama (commod good). Jika sebuah nilai kebenaran 
termasuk kebenaran agama bertentangan dengan rasionalitas 
publik, maka kebenaran tersebut bisa dianulir. Di sini kemudian 
terjadi pertentangan antara kebenaran agama yang absolut dengan 
rasionalitas publik yang kritis dan bisa mervisi kebenaran tersebut 
jika bertentangan dengan kepentingan publik. Kedaulatan politik 
berbasis syariah misalnya, akan berbenturan dengan rasionalitas 
publik karena implementasi dari kedaulatan tersebut adalah sistem 
politik teokratis. Sebab meskipun kedaulatan di tangan syariah, 
tetapi eksekutornya tetap seorang sultan atau khalifah di dalam 
sistem politik yang otokratik. Implementasi yang teokratik ini yang 
bertentangan dengan demokrasi karena ia tidak menempatkan 
rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan kedaulatan rakyat 
merupakan pra-syarat bagi terwujudnya kebaikan publik. 


Bagi faktor kedua, demokrasi telah menempatkan absolutisme 
agama ke dalam kebebasan individu. Hal ini terjadi hingga titik 
ekstrim, yakni kebebasan berpindah agama. Padahal di dalam Islam, 
perpindahan agama memiliki status murtad dan kemurtadan haram 
hukumnya. Dengan demikian terjadi benturan antara agama yang 
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memiliki otoritas absolut dengan kebebasan individu yang bisa 
membongkar otoritas tersebut. Aturan bertemu dengan kebebasan. 
Sesuatu yang kontradiktif, sebab aturan membutuhkan ketundukan 
sementara kebebasan memberikan peluang bagi kemangkiran. 
Kebebasan yang dikembalikan pada kedaulatan individu inilah yang 
mengancam agama sebagai otoritas kehidupan yang harus ditaati 
oleh setiap orang beriman. Dengan sendirinya, demokrasi telah 
menjamin kebebasan individu yang mengancam kelestarian aturan 
Islam. 


Sementara itu bagi faktor ketiga, demokrasi mengancam Islam 
karena menempatkan individu tidak sebagai sebagai umat beragama 
tetapi manusia universal. Artinya, individu di dalam demokrasi adalah 
individu dalam kerangka manusia universal. Manusia universal yang 
abstrak ini di satu sisi dipraksiskan dalam terma rakyat, yakni warga 
negara yang menjadi objek bagi kesejahteraan kehidupan. Di sisi 
lain, individu di dalam demokrasi adalah prinsip individualisme yakni 
status manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak kodrati yang 
lintas suku, agama dan bahkan bangsa. Oleh karenanya, pemuliaan 
individu di dalam demokrasi merujuk pada pemuliaan kemanusiaan 
universal yang memiliki hak-hak asasi yang universal. Status universal 
ini yang melampaui agama, sehingga ia mencerabut keistimewaan 
umat agama tertentu. 


Oleh karena itu, agama-agama termasuk Islam harus 
menundukkan kebenaran relatif-kulturalnya kepada kebenaran 
dalam rangka kemanusiaan universal, agar ia bisa memberikan 
kontribusi positif bagi proses demokratisasi. Hal ini tidak berarti 
meniadakan kebenaran agama demi kebenaran demokrasi, 
melainkan menghadirkan substansi kebenaran agama yang telah 
sesuai dengan kebenaran kemanusiaan. Dengan demikian, dua 
faktor Islam yang menghambat demokrasi yakni abolutisme agama 
dan relativisme kultural sebenarnya merupakan kesalahpahaman 
umat Islam di dalam memahami agama ini. Hal ini nampak jelas 
ketika Gus Dur memaknai Islam secara humanistik, sehingga 
secara esensial, Islam memiliki potensi besar bagi pengembangan 
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demokratisasi. Oleh karenanya, demi peran demokratis dari agama, 
maka agama-agama harus melakukan transformasi internal agar bisa 
menggerakkan transformasi eksternal dalam kerangka demokrasi. 
Tutur Gus Dur: 


“Untuk melakukan transformasi interen itu, agama harus 
merumuskan kembali pandangan-pandangannya mengenai 
martabat manusia, kesejajaran kedudukan manusia di muka 
UU dan solidaritas hakiki antara semua umat manusia. Melalui 
upaya ini, tiap agama... akan mendudukkan hubungan 
antaragama pada sebuah tataran baru. Tataran baru itu adalah 
tahap pelayanan agama kepada warga masyarakat tanpa 
pandang bulu dalam bentuknya yang paling konkret seperti 
penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum 
dan kebebasan menyatakan pendapat. Apabila sebuah 
agama telah memasuki tataran baru ini, barulah ia berfungsi 
melakukan pembebasan (tahrir, liberation). Jelaslah... 
bahwa agama dapat memberikan sumbangan bagi proses 
demokratisasi, manakala ia sendiri berwatak membebaskan. 
Fungsi pembebasan agama atas kehidupan masyarakat 
itu tidak dapat dilakukan setengah-setengah, karena pada 
hakikatnya, transformasi kehidupan haruslah bersifat tuntas.” 


Paparan di atas memperlihatkan bahwa agama harus 
mentransformasikan dirinya menuju pandangan yang memuara 
pada dua hal. Pertama, kemanusiaan. Kedua, kewarganegaraan. 
Dalam pandangan kemanusiaan, agama harus merumuskan posisi 
manusia menurut ajarannya. Posisi ini menyangkut kemuliaan 
manusia di hadapan Tuhan, serta status manusia di dalam kerangka 
aturan keagamaan. Bagi Gus Dur, posisi manusia ini sangat mulia, 
yakni wakil Tuhan di muka bumi untuk mewujudkan kesejahteraan 
bagi sesame manusia. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara 
agama dan manusia, bahkan sebaliknya: Islam sangat manusiawi. 
Pemuliaan manusia di hadapan agama ini dibarengi dengan 
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kesadaran solidaritas kemanusiaan yang bersifat universal. Artinya, 
jika setiap manusia mulia di hadapan agama, maka kepedulian 
kepada sesame manusia harus melampaui sekat-sekat agama 
menuju pada solidaritas global. Dengan demikian, perlindungan 
agama tidak hanya terbatas pada umat internalnya melainkan pula 
kepada umat lain agama. 


Kedua, pengembangan kewarganegaraan dengan menempatkan 
semua orang setara di hadapan hukum. Pengembangan 
kewarganegaraan ini meniscayakan transformasi psikologis 
dari manusia sebagai umat beragama kepada manusia sebagai 
warga negara. Di dalam keumatan, seseorang adalah bagian dari 
kelompok agama tertentu dan selalu memenangkan pandangan 
serta kelompok agama tersebut. Di dalam kewargaan, seseorang 
tidak bisa memaksakan pandangan dan kepentingan kelompok 
agamanya, sebab ia terbatasi oleh aturan kenegaraan yang ditata 
oleh Undang-Undang. Misalnya, aturan kenegaraan tentang hak 
setiap warga negara untuk hidup dalam keyakinan keagamaan. 
Hal ini meniscayakan toleransi antar-umat beragama dan antar- 
umat seagama, meskipun secara teologis, sebuah kelompok agama 
tidak sepakat dengan kelompok agama tertentu. Hal ini didasarkan 
pada kesetaraan semua orang di hadapan hukum dalam kerangka 
kehidupan kenegaraan modern. 


Keberhasilan agama di dalam menempatkan manusia di derajat 
kemuliaan dan mengembangkannya dalam kewarganegaraan 
modern inilah yang Gus Dur maksud sebagai transformasi internal 
agama demi fungsi pembebasan dari agama. Sebab hanya ketika 
agama mampu membebaskan, ia baru mampu menggerakkan 
demokrtaisasi. Hal ini dilakukan melalui “kenaikan satu tingkat” 
wilayah agama, dari relativisme kultural kepada kemanusiaan 
universal. Di tingkat kemanusiaan inilah, agama-agama yang berbeda 
pada level kultur, bisa duduk “satu meja” dalam kerangka pelayanan 
baru. Pelayanan baru yang dimaksud tentulah pelayanan demokratis 
dalam rangka solidaritas manusia universal dan kesetaraan setiap 
orang di hadapan hukum. 
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Alhasil, apa yang dimaksud Gus Dur dengan kemampuan agama- 
agama duduk "satu meja" demi pelayanan demokratis, merupakan 
suatu peran publik agama dalam kerangka "agama publik” (public 
religion). Yakni sebuah peran positif agama di ruang publik, ketika 
ia telah mampu mengedepankan nilai-nilai etisnya sehingga 
bisa bertemu dengan nilai-nilai etis agama lain demi perjuangan 
kemanusiaan yang universal. Secara teoritis, "agama publik” 
ini merupakan revisi atas sekularisasi, baik sekularisasi sebagai 
kegagalan agama (secularization as religious decline) di hadapan 
modernisasi, maupun sekularisasi sebagai privatisasi (secularization 
as privatization) agama. 


Yang pertama merujuk pada sekularisasi sebagai warta 
kegagalan agama di hadapan derap modernisasi. Kegagalan yang 
dimaksud ialah runtuhnya logika agama yang didasarkan pada 
Kitab Suci dengan penguasa kosmos Tuhan dalam memecahkan 
persoalan manusia dan mengembangkan kehidupan dunia yang 
lebih maju. Hal ini disebabkan oleh nalar tekstual keagamaan 
yang non-rasional dan ketundukan manusia kepada Tuhan yang 
membuatnya tidak bebas dalam menggali potensi diri. Keruntuhan 
agama ini yang digantikan dengan kedigdayaan modernitas dengan 
aparat rasionalitas ilmu pengetahuan berbasis kemanusiaan. Dalam 
kedigdayaan ini, modernitas telah mengganti Tuhan dengan 
manusia, sehingga manusia menjelma penguasa bagi dirinya sendiri 
dan alam kehidupan. Pengantian supremasi Tuhan ini dibarengi 
dengan penggantian supremasi Kitab Suci dengan akal pikiran, 
sehingga agama diganti oleh ilmu pengetahuan. Dari sini agama 
dianggap gagal, sejak dalam rasionalitas hingga sistem sosial-politik. 
Demokrasi kemudian mengganti sistem politik berbasis agama yang 
otoriter dan non-demokratik. Agama akhirnya absen baik dalam diri 
manusia, apalagi di dalam kehidupan sosial yang telah terbangun 
berdasarkan sistem sosial-politik modern. 


Sementara itu sekularisasi sebagai privatisasi merujuk pada 


peminggiran agama dari ruang publik ke dalam ruang privat. 
Dalam peminggiran ini, agama tidak memiliki peran publik karena 
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ia merupakan ruang ibadah privat antara individu dengan Tuhan. 
Privatisasi ini memang didorong oleh phobia modernitas atas peran 
negatif agama di ruang publik. Agama yang absolut dan membentuk 
sentimen kelompok tersebut tentu bertentangan dengan rasionalitas 
publik dan kebaikan bersama dalam kerangka kewarganegaraan 
modern. Maraknya fundamentalisme agama yang menebarkan 
intoleransi tentu merusak tatanan publik rasional berbasis sistem 
demokratis yang manusiawi. Berdasarkan peran negatif agama ini, 
maka agama diharamkan masuk ke ruang publik dan dikandangkan 
ke dalam ruang privat individu bersama ruang rumah tangga. 


Pengembangan nilai-nilai etis agama yang selaras dengan 
kemanusiaan telah mengangkat lagi agama untuk masuk ke ruang 
publik secara demokratis. Hal ini menggambarkan kegagalan dua 
tesis sekularisasi di atas sebab “wajah marah” dari agama yang 
menggelapi ruang publik bukanlah substansi dari agama itu sendiri. 
Di balik itu, terdapat "wajah ramah" agama yang amat bermanfaat 
bagi kehidupan publik. Oleh karenanya agama tidak runtuh di 
hadapan modernitas sebab modernitas yang telah meminggirkan 
Tuhan akhirnya terjebak dalam kehidupan materialis yang kering 
makna akibat raibnya spiritualitas di dalam kehidupan sosial. Agama 
juga tidak bisa diprivatisasi sebab ia memiliki aturan kemasyarakatan 
yang bersifat etis, bukan ideologis. Aturan etis keagamaan ini yang 
di dalam Islam terumuskan dalam etika sosial Islam. Aturan etis 
inipun ada di setiap agama, sehingga ketika agama-agama tersebut 
mengedepankan etika sosialnya: mereka bisa duduk “satu meja” 
untuk memperjuangkan kehidupan publik yang lebih manusiawi 
justru dari perspektif agama. 


Menariknya, Pancasila merupakan satu praksis dari agama 
publik tersebut. Hal ini terjadi karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa 
merupakan nilai etis yang berasal dari agama tetapi tidak dalam 
kerangka ekslusivisme agama. Sebab prinsip Ketuhanan Yang Maha 
Esa telah ditransformasikan dari ranah teologis kepada etis. Hal ini 
membuahkan dua sisi baik sekaligus. Di satu sisi, ia tetap berpijak 
pada kebajikan teologis agama, sehingga agama tetap berperan 
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dalam ranah kenegaraan. Dan di saat bersamaan, kebajikan agama 
itu telah tertransformasi menjadi etika ketuhanan. Oleh karenanya, 
yang hadir di dalam kehidupan berbangsa bukan lagi produk teologis 
agama yang tentunya menimbulkan perbedaan antar-agama. 
Melainkan bentuk etis yang ada di setiap agama, tidak bersifat formal 
dan menekankan nilai-nilai substantifnya. 


Keharusan transformasi internal agama demi fungsi demokratis 
dari Islam ini memang tergantung pada pola gerakan dari gerakan 
Islam itu sendiri. Artinya, jika pola gerakan Islamnya sudah bersifat 
ideologis, maka transformasi internal tersebut akan sulit dilakukan. 
Demikian sebaliknya. Transformasi internal agama yang diharapkan 
Gus Dur, akan bisa dilakukan oleh pola gerakan Islam transformatif 
yang tidak menekankan bentuk formal politik Islam. Berikut ini 
adalah pemetaan Gus Dur terhadap tipe-tipe gerakan Islam, baik 
yang kontra-demokrasi maupun pro-demokrasi. Tipe gerakan Islam 
tersebut terbagi menjadi: 


“Pertama, mereka yang berpendapat bahwa Islam 
seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk eklusif. 
Dalam hal ini, Islam tidak menampilkan warna keislamannya, 
tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa 
secara keseluruhan. Paradigma yang digunakan adalah 
'berangkat dari agama untuk memecahkan masalah-masalah 
bangsa. Kedua, adalah pandangan yang menginginkan 
diwujudkannya ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara melalui pranata negara (state). Mereka ini ingin agar 
agama menjadi pemecah masalah bangsa. Paradigmanya, 
'berangkat dengan agama untuk memecahkan masalah 
bangsa” 


Pemetaan di atas menarik karena Gus Dur menghadirkan dua 
presmis kunci yang sederhana. Premis tersebut berangkat dari 
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dua paradigm yang berbeda. Yang pertama, berangkat dari agama 
untuk memecahkan masalah bangsa. Yang kedua, berangkat 
dengan agama untuk memecahkan masalah bangsa. Perbedaan 
kata dari dan dengan ini menjadi kunci bagi perbedaan ideologis 
antara dua tipe gerakan Islam tersebut. Bagi yang berangkat dari 
agama: ia telah melakukan “pelepasan formalistik” atas agama, 
sehingga tidak menghadirkan “wajah agama” secara formal, dan 
tidak memaksakan agenda Islam untuk bangsa. Paradigm berangkat 
dari agama inilah yang bisa melakukan transformasi internal agama, 
sebab Islam dihadirkan dalam bentuk etis sehingga bisa melebur ke 
dalam persoalan bangsa di luar keislaman. Hal ini berbeda dengan 
paradigma berangkat dengan agama, yang membawa (formalisme) 
agama ke ruang publik, dan memaksakan agenda agama demi 
penyelamatan bangsa. Islam akhirnya ditempatkan sebagai alternatif 
bagi sistem politik modern demi menyelamatkan bangsa dari situasi 
jahiliyyah modern yang dibawa oleh demokrasi. 


Berpijak dari dua paradigm di atas, Gus Dur kemudian memetakan 
tiga pendekatan dari gerakan Islam. Tiga tipe ini merupakan 
pemetaannya atas gerakan Islam kontemporer yang ia baca sejak era 
Orde Baru. Pendekatan tersebut meliputi: 


Pertama, pendekatan sosio-politis, yang menekankan 
perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang ada. 
Pendekatan ini tentunya lebih menampilkan warna ideologis 
Islam bahkan watak eklusivistik dari Islam terhadap agama, 
ideologi dan paham-paham lain. “Kepentingan Islam" adalah 
kredonya dan solidaritas Islam adalah tali pengikatnya. Sikap 
sektarian sangat mudah berkembang dalam pendekatan 
seperti ini, seperti terbukti dalam semangat anti-Kristen atau 
anti-China. Kemutlakan tuntutan mereka akan keharusan 
menyukseskan “proyek Islamisasi” memperlihatkan wajah 
seolah-olah kepentingan bangsa secara keseluruhan menjadi 
terancam walaupun dalam kenyataan tidaklah demikian. 


Kedua, pendekatan kultural (semata budaya), yang berupa 
kecenderungan menampilkan sosok Islam dalam kesadaran 
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hidup sehar-hari, tanpa terlalu dikaitkan dengan kelembagaan 
apapun. Kalaupun toh harus dilembagakan, hal itu hanyalah 
dalam konteks mendukung proses penyebaran Islam secara 
budaya itu sendiri, seperti terlihat dalam kasus berdirinya 
Yayasan Wakaf Paramadina, tumbuhnya kelompok-kelompok 
“pengajian gedongan”, dsb. Pendekatan ini sebenarnya 
lebih mengutamakan wawasan universal dari Islam sebagai 
perwujudan sebuah peradaban dunia, bukannya dalam sosok 
sistem kekuasaan apapun. Namun dalam kenyataannya dapat 
saja terjadi mutasi watak pendekatan ini kepada kehidupan. 
Sejumlah proponen pendekatan ini secara serta merta 
berubah menjadi penuduh pihak lain yang mengganggu 
suatu sistem kekuasaan manakala mereka mengambil sikap 
ingin memasukinya. Pendekatan kultural demikian inklusif, 
langsung menjadi pandangan historis yang menuding 
kelompok-kelompok etnis dan agama lain sebagai penyebab 
ketertinggalan kaum muslimin. Sikap yang sesungguhnya 
hampir sama dengan sikap yang ditunjukkan pendekatan 
sosio-politis di atas. Dengan sendirinya, lalu berubahlah 
orientasi mementingkan “agenda Islam" atas kerugian“agenda 
nasional”. 


Ketiga, pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini 
mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan 
perangkat kultural, yang dilengkapi oleh upaya membangun 
sistem kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan wawasan 
budaya yang ingin dicapai. Pendekatan ini mementingkan 
kiprah budaya dalam konteks pengembangan lembaga- 
lembaga yang dapat mengubah struktur masyarakat dalam 
jangka panjang. Karena itu, ia tidak mementingkan sikap 
masuk atau tidaknya dalam kekuasaan. Pendekatan inilah 
yang digunakan kalangan aktivis LSM muslim dalam semua 
jenis LSM, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang 
besar seperti NU, Muhammadiyah, kalangan pesantren, dsb. 
Dengan demikian, mudah bagi mereka untuk memasukkan 
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“agenda Islam" ke dalam “agenda nasional" bangsa ini, karena 
keterkaitan mereka pada sistem kekuasaan yang ada.” 


Dari ketiga pendekatan tersebut terlihat bahwa Gus Dur 
menempati pendekatan ketiga, yakni sosio-kultural. Sebab watak 
dan gerakan keislamannya bersifat sosio-kultural. Yakni gerakan 
Islam yang menekankan kiprah budaya demi pembangunan sistem 
kelembagaan masyarakat yang berfungsi bagi perubahan struktur 
masyarakat dalam jangka panjang. Pendekatan ini menggunakan 
pandangan kultural Islam demi pembentukan perangkat 
kultural masyarakat yang dibutuhkan demi pembangunan 
sistem kelembagaan masyarakat itu sendiri vis a vis kekuasaan 
negara. Dengan demikian yang dilakukan oleh gerakan ini adalah 
transformasi sosial melalui transformasi kultural. 


Artinya, capaian yang ingin dicapai adalah transformasi sosial 
demi pembentukan struktur masyarakat yang lebih adil, melalui 
transformasi nilai-nilai berbasis budaya Islam. Transformasi budaya 
Islam ini sudah terdapat di dalam transformasi “Islam Nusantara” 
menjadi “Islam Indonesia”. Mengapa? Karena di dalamnya, Gus Dur 
telah mentransformasikan nilai-nilai doktrinal Islam, menjadi nilai- 
nilai Islam kenusantaraan yang menjadi basis bagi transformasi 
sosial-politik di dalam diskursus Islam dan keindonesiaan. Dengan 
demikian, hal ini berbeda dengan pendekatan sosio-politis dari 
gerakan Islam formalis. Serta dengan pendekatan kultural yang 
menempatkan Islam hanya sebagai budaya-pemikiran yang tidak 
terkait dengan upaya transformasi struktural dalam kehidupan 
berbangsa. 


Dari pembacaan atas agama dan demokrasi, Gus Dur kemudian 
menetapkan pentingnya demokrasi baik untuk gerakan Islam itu 
sendiri, baik bagi kehidupan berbangsa secara umum. Dalam hal ini 
menarik ketika ia menempatkan demokrasi sebagai solusi terbaik 
yang memenangkan semua pihak, khususnya kaum sekularis 
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yang anti-Islamisme maupun kaum Islamis sendiri yang ingin 
memantapkan kiprah Islam dalam politik nasional. Untuk solusi ini 
Gus Dur menyatakan: 


“Dengan demikian, proses demokratisasi itu dapat menjadi 
tumpuan harapan dari mereka yang menolak pengagamaan 
negara, sekaligus juga memberikan tempat untuk agama: 
bahwa kalau suatu masyarakat demokratis, Islam akan 
terjamin. Ini merupakan appeal atau imbauan kepada orang- 
orang yang fanatik yang sedang mencari identifikasi Islam. 
Sementara bagi orang yang tahu Islam dari yang seram-seram 
saja, demokratisasi akan menjadi jaminan perlindungan dari 
Islam" 


Dari paparan di atas terlihat bahwa menurut Gus Dur, 
demokratisasi merupakan titik tengah yang “memenangkan” 
semua pihak. Mengapa? Karena melalui demokratisasi, kaum 
nasionalis yang khawatir dengan Islamisme bisa terlindungi sebab 
demokrasi akan menyeleksi semua kekuatan politik, baik melalui 
pemilu maupun melalui kedaulatan rakyat secara umum. Sebuah 
kekuatan politik Islam akan diuji basis dukungannya melalui pemilu, 
sedangkan kehendak rakyat di sebuah bangsa nasionalis seperti 
Indonesia tentu tidak menginginkan politik Islam yang sectarian. 
Akhirnya, politik Islam yang ideologis dan intoleran secara alamiah 
akan terpinggirkan oleh proses demokratisasi. Demikian sebaliknya. 
Melalui demokrasi, hak politik Islam tetap terjamin dalam pemilu dan 
kebebasan berserikat serta menyampaikan pendapat. Atas nama 
demokrasi, sebuah rezim kekuasaan tidak bisa melarang aktivisme 
politik Islam selama aktivisme ini tidak melanggar UU. Dengan 
demikian, di dalam demokrasi, Islamisme tetap bisa bergerak meski 
akan diseleksi oleh proses demokratisasi itu sendiri. 


Oleh karena itu, penerimaan Islam atas demokrasi tidak bisa 
ditawar lagi. Hal ini demi kebaikan masyarakat bangsa secara umum, 
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dan keberlangsungan hak-hak demokratis dari politik Islam itu 
sendiri. Ketetapan pentingnya demokrasi terbaca dalam paparan 
Gus Dur: 


“Thus, this author is of the opinion that an Islamic paradigm 
does not necessitate an Islamic system. This is important to 
remember, because until this day, there are those who continue to 
strive to include the Jakarta Charter in the nation's Constitution. 
Since the Indonesian democracy was founded by rule of law 
and eguality before the law, then those who push to establish 
Indonesia as an Islamic state are clearly against the country's 
democratic ideals”” 


(Maka, penulis memiliki pandangan bahwa paradigma 
Islam tidak membutuhkan sistem Islam. Hal ini penting untuk 
diingat, sebab hingga hari ini, terdapat orang-orang yang 
masih berjuang untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam 
konstitusi bangsa. Sejak demokrasi Indonesia telah dibangun 
berdasarkan aturan hukum dan kesetaraan di hadapan 
hukum, maka pihak yang memaksakan pendirian Indonesia 
sebagai negara Islam secara jelas melawan ideal demokratik 
negeri ini). 


Paparan ini menegaskan bahwa suatu paradigma Islam tidak 
membutuhkan negara Islam. Hal ini terjadi karena pemerintahan 
demokratis yang dibentuk oleh supremasi hukum dan kesetaraan 
di muka hukum merupakan nilai-nilai substantif yang lahir dari 
paradigma Islam. Dengan demikian, upayaa pendirian negara Islam 
di Indonesia secara otomatis bertentangan dengan paradigm Islam 
yang selaras dengan ideal negara demokratis. Paparan ini tentu 
sudah bisa kita pahami, sebab sejak awal Gus Dur telah merumuskan 
paradigma Islam yang demokratis. Dengan demikian, demokrasi ala 
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Gus Dur bukan demokrasi yang bertentangan dengan Islam, tetapi 
sebaliknya, lahir dari paradigma Islam itu sendiri. 

Dengan menselaraskan nilai-nilai Islam, Pancasila dan demokrasi 
ini, kita bisa membangun corak keislaman Indonesia yang berbineka 
dengan lebih dinamis dan kontekstual dengan kebutuhan zaman. 


BAB 4 


Islamisme dan 
Kontra-Pancasila: 
Studi Kasus HTI 


ncaman terhadap bangunan kenegaraan Pancasila lahir dari 

pandangan politik yang monolitik, yang ingin membangun 

masyarakat non-majemuk. Pandangan ini bisa lahir dari 
paham politik atau keagamaan yang bersifat ideologis. Salah satu 
pandangan politik keagamaan ideologis itu adalah pandangan 
yang dikembangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi 
kemasyarakatan Islam yang memperjuangkan khilafah Islamiyyah. 


HTI sendiri memang telah dilarang di Indonesia, berdasarkan UU 
No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). HTI 
dinyatakan sebagai Ormas terlarang Karena ideologi politiknya yang 
bertentangan dengan Pancasila. Meskipun telah terlarang, namun 
gerakannya tak akan berhenti melalui pola-pola gerakan yang lain. 
Untuk memahami pola pemikiran dan gerakan mereka, perlu kiranya 
mengupas organisasi ini yang secara kultural tetap menjadi ancaman 
laten bagi keindonesiaan kita.” 


HTI merupakan organisasi cabang di Indonesia, dari gerakan 
Hizbut Tahrir (HT) internesional. HT adalah organisasi Islam yang 
didirikan oleh Tagiyudin al-Nabhani. Organisasi ini mendeklarasikan 
diri sebagai partai politik meskipun menolak terlibat dalam sistem 
demokrasi (pemilu). Sebagai partai yang menolak demokrasi, HT 
ingin menawarkan konsep politik yang sama sekali berbeda dengan 


78 Sebagian besar tulisan dalam bab ini adalah hasil penelitian penulis tentang 
Pandangan HTI terhadap Pancasila yang difasilitasi oleh Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama RI pada 2012. Untuk keperluan buku ini, hasil riset 
tersebut dielaborasi lebih lanjut. 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan | 117 


demokrasi, yakni khilafah Islamiyyah. Sebuah sistem politik yang 
mereka klaim, otentik Islam dan bersumber langsung pada praktik 
kenegaraan Nabi Muhammad SAW. 


Dengan demikian ada dua ciri mendasar di dalam HT. Pertama, 
ia membawa otentisitas Islam. Kedua, ia menawarkan Islam sebagai 
alternatif bagi modernitas. Klaim "yang otentik” di dalam Islam itu 
sendiri sebenarnya merupakan upaya pemurnian Islam dari “yang 
lain” terutama oleh modernitas. Ada banyak kelainan budaya atau 
sistem masyarakat yang non-Islami yang ditolak oleh HT dan gerakan 
Islam sejenisnya. 


Penolakan atas "yang lain” ini yang menjadi ciri khas gerakan 
pemurnian di dalam Islam. Gerakan ini mengacu pada kehendak 
untuk memurnikan ajaran Islam dari “noda-noda” ajaran atau sistem 
kemasyarakatan lain. Di dalam pemurnian inipun terdapat gerakan 
yang beragam. Bagi Wahabisme, yakni gerakan Islam yang bersumber 
pada Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabiah, "yang lain” 
adalah kultur pra-Islam di dunia non-Arab yang telah bertemu 
dengan kultur Islam. Dalam kaitan ini kultur pra-Islam itu meliputi 
kultur agama-agama pra-lIslam, seperti agama Hindu-Buddha dan 
kepercayaan lokal. Pertemuan antara hal-hal ini disebutnya sebagai 
sinkretisme Islam, yakni pencampuradukan ajaran-ajaran agama, 
yang mereka sesatkan karena bagian dari bid'ah dlalalah (bid'ah 
sesat). Kaum Wahabi dan pemurnian di Indonesia memiliki istilah 
popular untuk hal ini, yakni takhayul, bid'ah dan khurafat. Dalam 
kaitan dengan kultur pra-lokal ini, kaum Wahabi juga menolak 
tasawuf, karena ia dilihat sebagai ajaran Islam yang “dinodai" oleh 
tradisi Hindu-Budha. 


Di saat bersamaan, kaum pemurnian juga menolak kultur non- 
Islam yang merujuk pada kultur Barat. Kultur Barat yang ditolak 
ini adalah rasionalitas Barat yang ada dalam filsafat serta doktrin 
rasionalisme: pengunggulan akal sebagai sumber utama pemikiran. 
Serta segenap sistem sosiol-budaya dan politik dari modernitas. 
Sistem sosial-budaya yang ditolak adalah sistem kemasyarakatan 
sekular yang lahir dari sekularisasi: pemisahan agama dari ruang 
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publik. Sedangkan sistem politik yang ditolak tentulah demokrasi. 
Demokrasi ditolak karena sistem ini dianggap meniadakan 
kedaulatan Tuhan, di bawah kedaulatan rakyat. Karena gerakan Islam 
menjadikan syariat Islam sebagai kedaulatan tertinggi, maka prinsip 
kedaulatan rakyat dianggap bertentangan dengan kedaulatan 
syariat.” 


HT masuk dalam kategori ini, khususnya penolakan terhadap 
sistem Barat. Tentu ia juga menolak kultur pra-Islam seperti Wahabi, 
meskipun tidak secara eksplisit. Artinya, penolakan terhadap kultur 
pra-Islam sudah implisit di dalam sifat gerakannya yang trans- 
lokal. Sifat trans-lokal ini menggambarkan eksistensi HT yang tidak 
berada pada lokalitas tertentu, karena ia hendak mewujudkan 
kembali kejayaan Islam yang bersifat global. Penolakan atas lokalitas 
ini merupakan konsekuensi logis dari penolakannya atas bangsa 
(nation). Karena menurut HT, Islam hanya mengenal konsep umat 
yang bersifat global yang hanya ditandai oleh pola keanggotaan 
yang tunggal, yakni agama. Oleh karena itu, umat Islam adalah 
umat Islam yang satu. Bukan umat Islam Indonesia, umat Islam Jawa, 
umat Islam India. Di dalam nasionalisasi atau lokalisasi Islam inilah, 
pertemuan Islam dengan kultur lokal terjadi, yang tentunya ditolak 
oleh HT. 


Setelah menolak kultur pra-iIslam dalam kerangka delokalisasi 
Islam, HT secara garang menolak segenap sistem Barat yang merujuk 
pada sistem kehidupan modern. Hal ini terjadi karena modernitas 
telah melenyapkan agama dari ruang publik. Pelenyapan ini 
mencapai puncak dalam pelenyapan agama di dalam struktur 
kenegaraan. Oleh karenanya, cita-cita HT untuk mendirikan khilafah 
Islamiyyah merupakan upaya untuk mengembalikan Islam ke dalam 
ruang publik. Hal ini dilakukan karena bagi HT, Islam tidak hanya 
agama ritual. Melainkan agama-ideologi. Dalam terminologi ini, Islam 
bukan hanya agama spiritual yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhan dalam kerangka kerohanian. Melainkan agama yang 
mengatur hubungan manusia dan manusia agar tunduk kepada 
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perintah Tuhan. Pengaturan hubungan manusia dan manusia dalam 
kerangka ketuhanan inilah yang membuahkan syariat Islam yang 
bersifat publik. Artinya, syariat bukan hanya aturan amal ritual, 
melainkan aturan kehidupan, sejak sistem sosial, sistem budaya dan 
terlebih sistem politik. 


Dengan cara ini, HT kemudian menempatkan Islam sebagai agama 
yang melingkupi semua penataan kehidupan, selayak modernisme 
mendasari segenap sistem kehidupan modern. Modernisme yang 
berangkat dari rasionalisme dan humanisme ditolak oleh HT, karena 
ia bersifat rasionalis dan antroposentris. Sifat rasionalis artinya 
menjadikan akal sebagai sumber utama pemikiran dan kebenaran, 
sehingga segenap sumber pengetahuan termasuk dari agama, harus 
tunduk di bawah “pengadilan akal”. Sementara itu, antroposentrisme 
adalah prinsip pengunggulan martabat manusia di atas segala hal, 
termasuk kekuasaan Tuhan. Karena dalam humanisme modern, 
Tuhan dianggap “pembuat jam tangan” yang menganggur setelah 
jam tangan bisa bekerja sendiri dengan mesinnya, maka HT dan 
segenap geerakan Islam puritan menolak prinsip ini. Prinsip yang 
bersifat deistik ini dianggap melenyapkan kuasa Tuhan dalam 
pengaturan dunia, dan menempatkan manusia sebagai pangganti 
Tuhan yang digdaya dalam mengolah alam. Maka modernitas 
kemudian dikaitkan dengan sekularisme, dan sekularisme dikaitkan 
dengan ateisme. 


Dari sini HT kemudian sampai pada kesimpulan bahwa segenap 
sistem kehidupan modern adalah ateis, karena ia lahir dari 
sekularisasi, rasionalisasi dan humanisasi. Meskipun HT mengklaim 
bahwa keberislamannya bersifat rasional, dengan menjadikan 
pemikiran sebagai poros pergerakan Islam. Namun rasionalitas HT 
tetap ditundukkan di bawah otoritas al-Our'an dan hadist. Dengan 
rasionalitas seperti ini, maka HT kemudian mengolah sumberdaya 
pengetahuan Islam menjadi seperangkat konsep sosial-politik 
tandingan bagi modernitas. Hal ini merupakan reaksi atas gempuran 
modernitas yang dianggap mengancam Islam, dan menenggelamkan 
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kejayaan Islam yang pernah berkibar di era kehilafahan, sejak Khulafa 
al-Rasyidin hingga Khilafah Ottoman Turki (1924). 


Pengolahan atas sumberdaya pengetahuan Islam inilah yang 
mengantarkan HT kepada klaim otentisitas Islam. Yakni klaim akan 
keaslian ajaran dan kebenaran Islam, yang tidak dicampuri oleh 
pola kebenaran modern yang ateistik tersebut. Pada level politik, 
otentisitas Islam ini terdapat pada sistem khilafah yang merupakan 
sistem politik berbasis kepemimpinan tunggal seorang khalifah. 
Dalam kaitan ini HT berupaya membedakan khilafah dengan monarki 
dan demokrasi. Khilafah bukanlah monarki karena kepemimpinan 
khalifah tidak bersifat heridetis (keturunan) melainkan melalui 
pemilihan umum. Khilafah juga bukan demokrasi karena kedaulatan 
tidak berada di tangan rakyat, melainkan di “tangan Tuhan" yang 
terepresentasi di dalam hukum Islam. Dalam kedaulatan Tuhan 
ini, seorang khalifah harus tunduk kepada aturan syariat, sehingga 
otoritas tidak berada di pundak khalifah, namun tetap di “tangan 
Tuhan" 


Dengan menjadikan pendirian khilafah sebagai puncak 
perjuangan reislamisasi masyarakat, maka HT menetapkan diri 
sebagai gerakan politik. Pemosisian diri pada ranah politik ini 
dibarengi dengan kritik atas gerakan-gerakan Islam yang hanya 
terhenti pada gerakan sosial. Dalam gerakan sosial ini, gerakan Islam 
akhirnya hanya mengurusi persoalan-persoalan karikatif yang tidak 
bersentuhan dengan perubahan sistem. Akhirnya gerakan sosial 
ini masuk dalam hegemoni sistem dan menjadi bagian dari sistem 
modern secara keseluruhan. 


Kritik seperti ini yang dilontarkan Tagiyudin kepada Ikhwanul 
Muslimin (IM). Sebuah gerakan Islam kawakan yang dilahirkan oleh 
Hassan al-Banna di Mesir. Kritik Tagiyudin kepada IM terletak pada 
akomodasi IM terhadap sistem demokrasi, sehingga IM hendak 
menerapkan syariat melalui mekanisme demokratis (pemilu). Sikap 
seperti ini menurut Tagiyudin terlalu moderat dan tidak merasuk ke 
dalam jantung persoalan umat Islam, yakni hegemoni demokrasi 
atas sistem politik Islam. Perseteruan antara HT dan IM ini berlanjut 
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hingga pada perebutan massa, karena meskipun keduanya masuk 
dalam kategori gerakan Islam radikal, namun masing-masing 
memiliki kiblat pemikiran yang berbeda. 


Sayangnya garis politik HT yang radikal ini kemudian berbenturan 
dengan realitas politik umat Islam itu sendiri. Mengapa? Karena 
sebagian besar negara Timur-Tengah telah lama mengadopsi sistem 
negara-bangsa, sehingga di negara-negara Timur-Tengah yang nota 
bene Dunia Islam, HT sering berbenturan dengan pemerintah negeri 
setempat. Sejak dideklarasikan pada tahun 1953 di Al-Ouds (saat itu 
di bawah yurisdiksi Yordania yang dikuasai Inggris), HT senantiasa 
berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa dan juga dengan 
para aktivis nasionalisme Arab. 


Pemerintah Yordania segera melarang HT dan melakukan 
penangkapan terhadap sejumlah pengurus teras, tidak lama setelah 
partai ini dideklarasikan. Tagiyudin bersama Dawud Hamdan 
ditangkap di Al-Ouds, sementara Munir Syagir dan Ghanim Abduh 
ditangkap di Amman. Lalu beberapa hari berikutnya, Dr. Abd al- 
Azizi al-Khiyath juga ditangkap, semuanya dijebloskan dalam 
penjara. Berkat petisi sekelompok wakil rakyat, Tagiyudin kemudian 
dibebaskan. 


Sejak saat itu HT harus bergerak secara underground, menjadi 
gerakan clandestine di Yordania dan Syiria. Pada November 1953, 
Tagiyudin berpindah ke Damaskus. Saat itu intelijen Syiria membawa 
Tagiyudin keperbatasan Syiria-Lebanon. Atas bantuan Mufti Lebanon, 
Syekh Hasan al-Alaya, akhirnya ia diizinkan masuk ke Lebanon 
yang sebelumnya melarangnya. Tagiyudin lalu menyebarkan 
pemikirannya di Lebanon dengan leluasa sampai tahun 1958, yaitu 
ketika pemerintah Lebanon mulai mempersempit kehidupannya 
karena merasakan bahaya dari pemikirannya. Akhirnya, Tagiyudin 
berpindah dari Beirut ke Tharablus dan terpaksa mengubah 
penampilannya agar leluasa menjalankan kepemimpinan HT. Sejak 
saat itulah gagasan dan gerakan HT harus disebarkan secara diam- 
diam, sehingga mulai menyebar terutama di Yordania, Syiria dan 
Lebanon. 
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Meskipun demikian, Yordania dan Palestina adalah tempat 
utama kaderisasi dan pengembangan HT. Pergolakan Palestina 
yang tidak ada habisnya menjadi lading subur persemaian gerakan 
HT. Hal ini dikarenakan, pertama, Tagiyudin sebagai penggagas 
dan pemimpin pertama HT lebih banyak bergerak di kawasan ini, 
sehingga memungkinkan untuk selalu melakukan kaderisasi. Kedua, 
Palestina membutuhkan kerangka ideologi yang lebih kuat guna 
memperjuangkan pembebasan tanah airnya dari Yahudi. Dalam 
hal inilah HT kemudian menawarkan kerangka alternatif yakni 
membangun daulah Islamiyyah berdasarkan prinsip kekhalifahan. 
HT juga menolak segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk 
nation-state yang saat itu mulai diterapkan di sejumlah negara Timur- 
Tengah. Penolakan ini tampaknya bertemu dengan realitas politik 
saat itu, di mana sejumlah negara Timur-Tengah justru kurang all out 
dalam membantu perjuangan Palestina. 


Pengaruh HT ini sudah tampak dalam organisasi PLO. Khaled 
Hasan adalah salah satu pendiri PLO yang juga pendiri HT. begitu 
juga Syekh Assad Tamimi, ulama yang sangat dipandang di Palestina. 
Mereka adalah kader-kader HT yang cukup disegani. Kader utama 
HT lainnya adalah Syekh Abdul Oodim Zallum. Ulama yang juga 
berasal dari Palestina ini nantinya mewarisi kepemimpinan HT pasca 
meninggalnya Tagiyudin pada tahun 1977. 


Tokoh penting lainnya adalah Syekh Ahmad Tamimi, tokoh 
spiritual Palestina. Mereka semua mengenal terlebih dahulu gagasan- 
gagasan IM. Namun selanjutnya lebih memilih mengembangkan 
gagasan kehilafahan. Pengaruh HT cukup terasa dalam tubuh 
Palestinian Islamic Jihad. Kelompok jihad ini berbasis di Syiria yang 
didirikan oleh Syekh Abdullah Ramadan Shallah dan Fathi Shagagi. 
Para aktivis HT umumnya mem-back-up kelompok ini. 


Disamping menginfiltrasi PLO dan gerakan lainnya, seperti 
Hammas dan Hisbullah, aktivis HT juga berusaha mempengaruhi 
sejumlah proses politik di Yordania. HT melakukan penyusupan ke 
tubuh Angkatan Bersenjata Yordania pada tahun 1969 dalam upaya 
menggulingkan kekuasaan (kudeta). Namun upaya ini mengalami 
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kegagalan. Hal sama dilakukan pada tahun 1971. Penyusupan ke 
tubuh militer juga dilakukan di Selatan Irak pada tahun 1972. Lagi- 
lagi, usaha ini mengalami kegagalan. 


Sejumlah kudeta dan pembunuhan politik di Mesir, Yordania, 
Tunisia dan beberapa negara Timur-Tengah pada dekade 1970 
ditengarai melibatkan aktivis HT. Kudeta di Mesir tahun 1974 yang 
melibatkan Salih Sirriyah dan pembunuhan Anwar Saddat pada 
1984, diduga melibatkan aktivis HT. begitu juga usaha pembunuhan 
Raja Husen, Yordania. 


Meskipun gerakan HT terkonsentrasi di Yordania, Palestina dan 
Syiria, melalui kader-kadernya, gagasan kehilafahan ternyata mulai 
mendapat tempat di sejumlah negara. Pola persebarannya terutama 
melalui kampus-kampus. Pada April 1967, HT telah beroperasi di 
Turki melalui sejumlah mahasiswa Yordania yang kuliah di Universitas 
Ankara. Gerakan ini mampu menarik minat mahasiswa dan akademisi 
Turki, termasuk Ali Nihat Eskioge, seorang astronom. Tokoh penting 
lainnya adalah Annan Mohammad Ali dan Emir Ercumend. Mereka 
secara terbuka berani menyebarkan pamphlet yang berisi seruan 
menghidupkan kembali khilafah. 


Akan tetapi dengan segera gerakan ini ditekan oleh militer, dan 
para pemimpinnya di tahan pada tahun 1967. Sejak saat itu, HT 
Turki kembali memasuki kehidupan clandestine. Kemunculannya 
kembali baru terjadi pada tahun 1985 dan 1986 melalui pengedaran 
“Konstitusi HT” Namun sekali lagi aksi ini harus menhadapi tekanan 
dan sekitar 42 orang anggota HT harus ditahan, termasuk Ahmad 
Kilikaya, salah seorang tokoh penting HT Turki. Pemerintah Turki 
tampaknya terus memburu para pemimpin HT. pada tahun 2001, 
Remzi Ozer, pemimpin HT dipenjarakan. Selanjutnya pada mei 2003, 
Emir Yilmaz Celik dan 93 pengikutnya dipenjarakan. 


Selain menyebar di Timur-Tengah, HT juga telah menyebar 
di Asia Tengah dan Eropa. Sekarang ini, HT mengklaim telah 
tumbuh di sekitar 40 negara. Setelah Tagiyudin meninggal pada 
tahun 1977, HT dipimpin oleh Abdul Oodim Zallum, tokoh HT asal 
Palestina. Kepemimpinanya berlangsung hingga 2003. Setelah 
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Zallum meninggal pada 2003, komando HT dipegang oleh Ata 
Ibnu Khalil Abu Rastha alias Abu Yasin. Dia adalah orang Palestina 
yang sebelumnya menjadi juru bicara HT Yordania. Diyakini Abu 
Rashta sekarang mengendalikan HT dari The West Bank. Abu Rastha 
didampingi oleh Khaled Hassan, pendiri organisasi Fatah, salah satu 
faksi yang tergabung dalam Palestine Liberation Organization dan 
tokoh spiritual HT yaitu Syeikh Assad Tamimi.3 


Hizbut Tahrir Indonesia 


Kehadiran Hizbut Tahrir (HT) di Indonesia bisa dibilang secara tak 
sengaja. Adalah Kiai Abdullah bin Nuh, pemilik Pesantren Al-Ghazali, 
Bogor yang mengajak Abdurrahman al-baghdadi, seorang aktivis HT 
yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor pada kisaran 1982- 
1983. 


Pada saat mengajar di pesantren tersebut, Abdurrahman mulai 
berinteraksi dengan para aktivis masjid kampus di Masjid Al-Ghifari, 
IPB Bogor. Dari sini pemikiran Tagiyudin al-Nabhani, pendiri HT mulai 
didiskusikan. Dibentuklah kemudian halagah-halagah (pengajian- 
pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Para 
aktivis inilah yang kemudian menyebarkan gagasan HT, termasuk 
putra Abdullah bin Nuh, Muhammad Mustofa yang telah menjadi 
aktivis di HT sejak kuliah di Yordania. Melalui jaringan Lembaga 
Dakwah Kampus (LDK), ajaran HT menyebar ke kampus-kampus di 
luar Bogor, seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR bahkan hingga keluar 
Jawa, seperti UNHAS. 


Merasa mendapat sambutan antusias, sebuah konferensi 
internasional bertajug Khilafah Islamiyyah digelar di Istora Senayan 
pada 2002. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam 
dan luar negeri sebagai pembicara. Konferensi ini juga menandai 
lahirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini langsung 
memproklamirkan diri sebagai partai politik berideologi Islam. 


80 As'ad Said Ali, Gerakan-gerakan Sosial-Politik dalam Tinjuan Ideologis, 
Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi, Jakarta: LP3ES, 2012, h., 85-90 
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Namun berbeda dengan partai Islam lainnya, HTI menolak untuk 
masuk dalam sistem politik di Indonesia sehingga ia tidak mengikuti 
pemilihan umum (pemilu). Penolakan ini merupakan bentuk baku 
dari HT Internasional. 


Kepemimpinan HTI mulanya dipegang oleh Muhammad al- 
Khattat, kemudian digantikan oleh Hafidz Abdurrahman. Sedangkan 
juru bicara tetap dijabat oleh Ismail Yusanto. HTI sudah memiliki 
kepengurusan di berbagai daerah, namun pola pergerakannya tetap 
tertutup. Kecuali Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di berbagai daerah 
tidak terdapat papan nama HTI. Para kader mengembangkan pola 
komunikasi rahasia dengan memaksimalkan teknologi berupa hand 
phone dan email. 


Dalam pergerakan HTI, Indonesia termasuk wilayah yang cepat 
berkembang. Secara singkat, Indonesia telah memasuki perjuangan 
marhalah kedua, yakni tafa'ul bil 'aam (berinteraksi dengan publik). 
Dalam fase ini, sasaran utama pengembangan adalah pertama, 
kalangan umum perkotaan. Sasarannya adalah masjid-masjid jami' 
(utama) atau masjid besar lainnya di beberapa ibukota kabupaten/ 
kota. Melalui pengajian terbuka, gagasan kekhalifahan terus 
dikumandangkan. Disamping itu untuk menarik secara politik, aksi- 
aksi demonstrasi secara terbuka digelar sebagai show of force. 


Jalur kedua yang intensif digarap adalah kampus. Kaderisasi 
di kalangan mahasiswa dijadikan bagian tersendiri dengan 
membentuk organisasi underbow, yakni Gerakan Mahasiswa 
(Gema) Pembebasan yang dideklarasikan pada 2005. Sama seperti 
HTI, strategi dan taktik organisasi bersifat tertutup. Sistem sel 
diterapkan sehingga satu organisasi tidak mengenal organisasi lain 
sebagai bagian dari HTI. Maka nama jaringan Gema Pembebasan- 
pun berbeda-beda. Misalnya Gema Pembebasan di Jawa Barat 
berpusat di Masjid Ibnu Sina (Universitas Padjajaran), namun ketika 
bergerak di UIN Bandung bernama Lembaga Studi Politik Islam 
(LSPI). Sementara itu di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), nama 
lembaga yang dikedepankan adalah KALAM. Hal sama dilakukan 
di ITB dengan menggunakan nama Lembaga Studi Teknologi Islam 
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(LSTI), dst. Gema Pembebasan tampaknya cepat popular dan mampu 
mengalahkan KAMMI yang sejak dekade 1990 mendominasi kampus. 
Popularitasnya dipicu oleh faktor keislaman yang menjadi isu utama 
serta pemosisian diri sebagai kelompok kritis. Satu hal yang tidak 
cukup berhasil dilakukan KAMMI.3'! 


Dalam perkembangan terkini, HTI telah berkembang dengan 
pesat. Hal ini terlihat pada cakupan wilayah dari persebaran gerakan. 
Serta dinamika kegiatan yang dilakukan di wilayah yang telah meluas 
tersebut. 


Pada ranah persebaran, HTI kini telah menyebar di sebagian 
besar wilayah di Indonesia. Meliputi Jakarta, Depok, Bandung, Bogor, 
Banjarmasin, Bima (NTB), Solo, Semarang, Sampang, Gorontalo, 
Tulungagung, Balikpapan, Lampung, Luwuk (Sulawesi Selatan), 
Palu, Purwokerto, Barabai (Kalimantan Selatan), Medan, Mojokerto, 
Majalengka, Makassar, dan Ngawi (Jawa Timur). Kesemua daerah ini 
memiliki aktivitas yang dinamis yang mencerminkan geliat HTI. 


Pada ranah kegiatan, HTI juga aktif menyelenggarkan 
berbagai kegiatan yang mencerminkan fikrah dan tharigah-nya. 
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, pertama, kampanye kontra- 
deradikalisasi Islam. Kampanye ini ditujukan untuk meng-counter 
wacana deradikalisasi Islam yang dijalankan oleh pemerintah guna 
penanggulangan terorisme. Menurut HTI, program deradikalisasi 
Islam sebenarnya bertujuan menggembosi Islam karena menyudut- 
kan Islam sebagai sumber terorisme. Kampanye kontra-deradikalisasi 
ini digerakkan dalam kerangka besar agenda Halagah Islam dan 
Peradaban (HIP) yang diadakan di: (1) Solo, Gedung IPHI Baron 
Surakarta, melalui seminar “Membongkar Makar Deradikalisasi" 
pada 4 Desember 2011: (2) Bandung, di Gedung Ad-Dakwah 
melalui seminar, “Proyek Deradikalisasi: Upaya Mengaborsi Kelompok 
Islamis?” pada 27 November 2011: dan (3) Bima, NTB, di Hotel La Illa 


81 Kholid Novianto, Gerakan Keagamaan Transnasional di Dunia Islam dan 
Pemetaan Jejaknya di Indonesia, Jurnal Reform Review, Vol. I No. 1, April-Juni 
2007, h., 67-68 
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melalui seminar, “Deradikalisasi Upaya Menggembosi Islam” pada 27 
November 2011.22 


Kedua, Silaturahim Akbar Keluarga Besar Hizbut Tahrir Indonesia 
dengan mengangkat tema, Peran Ulama dalam Menegakkan Khilafah, 
Negara Ideal yang Mensejahterakan. Agenda besar ini diadakan pada 
tahun 2012 dengan runutan tempat: Ponorogo pada 1 September 
2012, Mojokerto, Tulungagung, Lampung Riau (2 September 2012), 
Jombang (7 September 2012), Pengandaran, Bojonegoro, Gresik 
(8 September 2012), Sumedang, Bandung Raya, Banjar, Semarang, 
Panyambungan Sumut (9 September 2012), Bogor (12 September 
2012), Yogyakarta (13 September 2012), Banjarmasin/Banjarbaru (14 
September 2012), Ciamis, Purworejo, Solo, Lumajang (15 September 
2012), Bandung Kabupaten, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Sukabumi, 
Banyumas, Madura, Palembang, Padang, Banua, Malang, Makassar, 
Kendari, Aceh, Pontianak (16 September 2012), Banyuwangi, 
Pandeglang (22 September 2012), Jember, Medan (23 September 
2012) dan Jakarta pada 29 September 201282 Melihat luasnya 
wilayah penyelenggaraan silaturahim akbar ini, kita bisa menangkap 
luasnya kampanye khilafah Islamiyyah di Indonesia. 


Ketiga, sosialisasi gagasan khilafah kepada tokoh umat. Sosialisasi 
ini diadakan melalui seminar, halagah, hingga tabligh akbar, 
meliputi: (1) Konferensi Tokoh Umat di Gedung Selecta Ballroom, 
Medan pada 17 Juni 2012, serta di Lampung pada tanggal dan hari 
yang sama, (2) Diskusi Tokoh Umat: Khilafah Model Terbaik Negara 
yang Mensejahterakan, di Gedung Centra Media, Gorontalo pada 10 
Juni 2012, (3) Sarasehan Tokoh Masyarakat: Khilafah Model Terbaik 
Negara yang Mensejahterakan, di Kantor DPD II HTI Jember, Jawa 
Timur, pada 17 Mei 2012, (4) Seminar Nasional Khilafah Islamiyyah di 
Gedung Taman Budaya, Bengkulu pada 10 Juni 2012, dan (5) Tabligh 
Akbar, Ulama dan Umat, Merindukan Tegaknya Syariah dan Khilafah di 
Lapangan Koramil Gunung Putri, Bogor, pada 10 Juni 2012.” 


82 Majalah al-Wa'ie, No. 137 Tahun XII, 1-31 Januari 2012, h., 36-37 
83 Tabloid, Media Umat, Edisi 88, 7-20 September 2012, h., 38 
84 Majalah al-Wa'ie, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, h., 36-39 


128 |Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


Keempat, penentangan terhadap isu nasional atau internasional 
yang dianggap bertentangan dengan Islam atau umat Islam. Misalnya, 
(1) Dialog antar-ulama dengan tema, Peran Ulama dalam Pencegahan 
Kemungkaran Khususnya tentang Kondomisasi”, di Kantor DPD II HTI 
Kota Bogor pada 29 Agustus 2012, (2) Penolakan perpanjang kontrak 
Freeport hingga 2041 di Papua, melalui penerbitan Media Umat, 
edisi Freeport Perampok, Kontrak Belum Habis Minta Perpanjangan 
Hingga 2041, Edisi 88 September 2012. Edisi ini merupakan kritik 
terhadap dominasi AS yang berada di balik Freeport, (3) Rapat Akbar 
HTI Bogor dalam rangka, “Menolak Arogansi GKI Yasmin dan Makar 
Kafir Penjajah" pada 27 November 2011, (4) Pengecaman tindakan 
represif pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina Bangladesh 
atas aktivis HT di Jakarta pada 9 Desember 2011, (5) Demonstrasi 
penolakan “Separatisme Papua" di Bundaran HI, Jakarta, pada 13 
Desember 2011, (6) Aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingnya di 
Jakarta, Yogyakarta, Banudng, Medan dan Cirebon pada Juli-Agustus 
2012, hingga (7) Penolakan atas pembangunan Kedubes AS di 
Jakarta pada 31 Juli 2012.5 


Kelima, Forum Muslimah untuk Peradaban (Formuda) yang 
digerakkan oleh Muslimah HTI (MHTI) dengan menerapkan isu 
khilafah dalam persoalan keperempuanan, keluarga dan kesehatan 
ibu. Agenda tersebut meliputi: (1) Bina Syakhsiyyah Islamiyyah (BSI) 
di Bogor dengan tema, “Khilafah Islamiyyah Menjamin Kesehatan 
Ibu Seutuhnya', di Masjid Agung Bogor pada 20 November 2011, (2) 
Dialog Intelektual Aktivis Kampus (DIALEKTIKA) ke-7 dengan tema, 
“Wujudkan Sejarahmu Sendiri: Kejatuhan Kapitalisme dan Kebangkitan 
Khilafah Islam” di Gedung TVST, ITB pada 27 November 2011, 
(3) Sarasehan Muslimah dengan tema, “Membangun Ketahanan 
Keluarga Muslim dari Ancaman Liberalisasi” di Aula Dinas Kesehatan 
Tulungagung pada 11 Desember 2011, (4) Diskusi “Telaah Kritis 
Masalah Kesehatan di Indonesia" di Aula Universitas Ichsan, Gorontalo 
pada 27 November 2011, dan (5) Diskusi "Peran Perempuan Terpelajar 


85 Al-Wa'ie No. 137, h., 36-73, dan al-Wa'ie No. 145, h., 36-73 
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terhadap Kebangkitan Umat”, di Pondok Pesantren Darul Hikmah, 
Lampung, pada 12 November 2011. 


Keenam, halagah remaja dengan pendekatan training dan 
motivasi. Meliputi: (1) Training Inspirasi Remaja Muslimah dengan 
tema, “The Real Avatar, The Real Solution for All” di Gedung YPAC, Solo 
pada 27 November 2011, (2) Training Remaja Islam dengan tema, 
“Menjadi Remaja Super, dengan Islam demi Islam? di aula SMK PGRI 
2 Karawang, pada 11 Desember 2011, (3) Daurah Jelajah Kampus, 
tema, “Yoe are the Special One, Andai Mengenal-Mu Lebih Dekat dan 
Muslimah 3C (Cantik, Cerdas, Ceria) di Musholla Igra USU, Medan pada 
15 Juli 2011, (4) Training Remaja, tema, “Menjadi Muslimah Super' di 
Kantor DPD II HTI, Ngawi pada 21 Juli 2012. 


Ketujuh, kunjungan kelembagaan ke instansi kepolisian, 
pemerintah daerah dan pesantren. Hal ini dilakukan melalui 
kunjungan ke Mapolres Banyumas pada 23 Juli 2012, ke Polres Pati 
pada 12 Juli 2012, ke Polres Depok pada 4 Juli 2012, ke Polres Sampang 
pada 28 November 2011, ke Polres Pamekasan pada 23 Mei 2012, 
dan ke Polres Surakarta pada 26 Juli 2012. Kunjungan juga dilakukan 
ke Pemerintah Daerah Kota Bogor pada 6 Juni 2012, ke Kementerian 
Agama Kota Semarang pada 28 Mei 2012, ke MUI Karawang pada 8 
Juni 2012, dan ke Pesantren Darul Abror, Purbalingga pada 9 Juni 
2012.2 


Dari segenap data kegiatan yang begitu pesat ini bisa disimpulkan 
bahwa pada kisaran tahun 2011 dan 2012, HTI telah mengintesifkan 
tahapan perjuangan marhalah tafa'ul ma'al ummah. Yakni tahapan 
sosialisasi gagasan kepada masyarakat umum. Dari kegiatan ini 
setidaknya terdapat beberapa model kegiatan baru, yakni Halagah 
Islam dan Peradaban (HIP), Forum Muslimah untuk Peradaban 
(Formuda) oleh MHTI, Konferensi Tokoh Umat, Tabligh Akbar untuk 
masyarakat umum, dan training remaja. Berbagai model kegiatan 
baru ini merupakan pengembangan dari halagah-halagah terbatas 
di kampus-kampus yang dilakukan di awal pergerakan HTI sebagai 


86 Al-Wa'ie No. 137, h., 36-39, al-Wa'ie No. 145, h., 36-39, dan al-Wa'ie No. 144, h., 
36-39 
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bagian dari tahapan pertama, yakni marhalah tasgif atau tahapan 
pengkaderan. Intensitas kunjungan HTI kepada pihak kepolisian, 
pemerintah daerah, MUI dan pesantren menggambarkan kesadaran 
strategis untuk merangkul pihak-pihak yang memiliki otoritas yang 
dalam kosakata HTI disebut sebagai ahlul guwwah, yakni pihak yang 
memiliki kekuasaan. Pihak yang memiliki kekuasaan ini dibutuhkan 
HTI sebagai kekuatan umat demi penegakan khilafah. 


Strategi Gerakan HTI 


Tujuan utama pergerakan HTI adalah penegakan syari'at Islam. Oleh 
karena itu, segenap gerakan HTI adalah strategi untuk menegakkan 
syari'at tersebut. Dengan demikian, HTI adalah gerakan Islam yang 
menjadikan dirinya sebagai washilah bagi tujuan utama: penegakan 
syari'at Islam secara sosio-politik. 


Pada titik ini, terdapat dua macam strategi besar untuk 
mewujudkan penegakan syari'at. Pertama, strategi ideal. Strategi ini 
mencakup pendirian khilafah Islamiyah sebagai pra-syarat struktural 
bagi penerapan syari'at. Hal ini didasarkan pada ajaran al-Our'an, 
sunnah dan praktik politik Nabi yang mendaulat khalifah sebagai 
penerap syari'at tersebut. Artinya, untuk menerapkan syari'at, maka 
harus ada khalifah sebagai legislator penerapan syari'at. Dalam 
kaitan ini, penerapan syari'at memuat dua tahap. Tahap pertama, 
sebagai konstitusi (dustur). Konstitusi syari'at memuat pokok-pokok 
terpenting dari syari'at yang bisa menggambarkan syari'at Islam 
secara utuh, meskipun dengan redaksi global dan ringkas. Di sinilah 
pokok-pokok penerapan syari'at dalam berbagai hal dirumuskan.” 


Tahap kedua sebagai Undang-Undang (ganun). Yakni perundang- 
undangan syari'at di setiap lini kehidupan. Dalam kaitan ini, HTI 
kemudian merumuskan perspektif syari'at dalam pengelolaan 
semua sektor kenegaraan, mulai dari sumber daya alam, pendidikan 


87 Hizbut Tahrir Indonesia, Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, 
Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam, Jakarta: HTl-Press, 2009, h., 14- 
20 

88 Tim Penulis HTI, Syariah Islam, h., 313 
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Islam, tenagar kerja, kemiskinan, good government, kriminalitas, 
pembangunan ekonomi, politik luar negeri, hingga penanganan 
korupsi. Hal ini merupakan “kampanye komprehensif” atas 
kemampuan syari'at dalam menyelesaikan semua persoalan, 
maka soal-soal tersebut adalah soal-soal yang akan diperundang- 
undangkan via syari'at Islam. 


Strategi kedua bersifat pergerakan. Inilah strategi pergerakan 
HTI dalam menegakkan kembali khilafah Islamiyah sebagai conditio 
sine gua non bagi terapnya syari'at Islam. Pada titik ini, strategi 
gerakan HTI dinisbatkan pada strategi perjuangan Nabi SAW, yang 
memuat tiga tahap. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan 
(marhalah tatsgif). Dalam tahap awal ini, Nabi melakukan dakwah 
dan pembentukan kader ideologis secara sembunyi-sembunyi. 
Tahap inilah tahap awal di Mekkah, dan dilakukan secara terbatas, 
sejak keluarga, sahabat, hingga para budak. Target tahap ini adalah 
pembentukan kader militan dan penanaman ideologi kepada kader. 
Kedua, tahap interaksi dan perjuangan (marhalah tafa'ul wal kifah). 
Yakni tahap dakwah secara terbuka kepada masyarakat luas. 


Dalam tahap ini Nabi telah mempraktikkan strategi pergulatan 
pemikiran (shiraul fikr) dan perlawanan politik (kifah siyasi). 
Pergulatan pemikiran diartikan sebagai perang terhadap ide-ide 
jahiliyah yang musyrik dari kaum kafir. Sementara perlawanan politik 
diartikan sebagai perlawanan atas kedholiman yang dilakukan kaum 
kafir Mekkah terhadap umat Islam yang akhirnya mengantarkan 
Nabi hijrah ke Madinah. Setelah tahap kedua ini, barulah perjuangan 
Nabi mencapai tahap ketiga, yakni penerimaan kekuasaan (marhalah 
istilamul hukm). Yakni tahap pendirian Negara Madinah, setelah Nabi 
mendapatkan baiat dari suku-suku besar di Madinah. Pada tahap ini, 
Nabi menurut HTI akhirnya menjadi kepala negara, yang dengannya 
mampu menyebarkan Islam melalui kekuatan dakwah dan militer. 


Strategi pergerakan HTI mengacu pada strategi yang ditetapkan 
oleh HT internasional yang terinspirasi oleh strategi perjuangan 
Nabi. Secara umum, strategi itu mencakup tiga tahapan (marhalah) 
perjuangan. Pertama, tahap pembinaan dan pengkaderan (marhalah 
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tasgif). Pada tahap ini yang dilakukan adalah membentuk kader- 
kader partai. Kedua, tahap interaksi dengan masyarakat (marhalah 
tafa'ul ma'a al-ummah). Pada tahap ini para kader partai diturunkan 
di tengah masyarakat untuk mengenalkan gagasan HTI. Dalam 
tahapan ini, para aktivis HTI menawarkan jawaban keislaman atas 
segala persoalan masyarakat sehingga umat Islam yakin dengan 
kebenaran Islam. Sedang tahap ketiga adalah tahap pengambilalihan 
kekuasaan (marhalah istilam al-hukm). Setelah umat sadar akan 
kebenaran tunggal Islam, maka secara otomatis umat akan menuntut 
diterapkannya hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam. 


Pada marhalah tasgif, para aktivis HTI membentuk berbagai 
halagah untuk mendalami dan menyebarkan fikrah HT. Dalam 
kerangka ini, HTI membentuk berbagai forum sosialisasi pemikiran. 
Secara berurutan, forum ini dimulai dengan pengajian umum yang 
diikuti oleh masyarakat umum. Dari pengajian ini, akan ada orang- 
orang yang tertarik, dan bagi mereka disediakan training-training 
yang disebut dawroh dirosah Islamiyyah. Setelah mengikuti dawroh, 
mereka akan mengikuti kegiatan kontak pribadi dan dilanjutkan 
dengan halagah, yakni forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang 
anggota. Dalam rekrutmen dan pengkaderan, HTI memakai sistem 
stelsel, yakni rekrutmen dan pembinaan dalam pola seorang 
merekrut dan membina lima orang, lima orang tersebut masing- 
masing merekrut dan membina lima orang lagi dan seterusnya. 


Dalam tahap ini, HTI melakukan apa yang disebut tasgif murakkas 
(pembinaan yang intensif). Pembinaan ini dilakukan melalui 
halagah-halagah yang diadakan secara internal (pengikut HTI atau 
hizbiyyin) dalam rangka mengembangkan kerangka dakwah HTI, 
memperbanyak pendukung, serta membentuk kepribadian Islam 
yang mampu berjuang menegakkan syariat Islam. 


Sebagai lanjutan dari tahap pertama, para aktivis HTI juga 
melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat umum (marhalah tafa'ul 
ma'al ummah). Dalam konsep dakwah HTI, pada tahap ini dilakukan 
tasgif jama'i, yakni pembinaan kolektif yang diperuntukkan bagi 
masyarakat umum berlandaskan ide-ide dan hukum-hukum Islam 
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yang telah dijadikan landasan HTI sebagai materi pembinaan bagi 
umat. Kegiatan ini berbentuk pengajian-pengajian umum, ceramah- 
ceramah di masjid, balai pertemuan, kampus dan tempat-tempat 
umum. Selain itu juga dilakukan dengan mengembangkan media 
massa, buku-buku, selebaran-selebaran serta majalah al-Wa'ie dan 
Tabloid Media Ummat. 


Semua sarana itu dimaksudkan untuk membangun kesadaran 
umat secara umum, sekaligus dalam rangka syira' al-fikr (bertarung 
dengan pemikiran yang lain). Dengan berbagai macam kegiatan 
tersebut, HTI berpeluang menentang, mengritik dan menghindarkan 
masyarakat dari berbagai pemikiran, ideologi dan tindakan yang 
melenceng dari Islam. 


Selain itu, HTI juga aktif mengritik dan menentang berbagai 
kebijakan pemerintah yang menyimpang dari Islam serta 
memperjuangkan agenda-agenda politikyang mengarah padasistem 
Islami. Selain melalui saran-sarana pertemuan dengan masyarakat 
luas dan media massa, mereka juga aktif berdemontrasi menentang 
berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, 
sekaligus mendesakkan tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan 
pemikiran HTI. Dalam rangka kifah al-siyasi (perjuangan politik) ini, 
mereka menuntut dikembalikan Piagam Jakarta dalam UUD 1945, 
mendukung pengesahan RUU Sisdiknas dan memperjuangkan 
syariat Islam di daerah-daerah. 


Hingga saat ini, marhalah tasgif maupun marhalah tafaul 
ma'al ummah masih belum sampai pada tahap sukses dan masih 
dalam proses perkembangan. Jumlah anggota dan simpatisan HTI 
belum signifikan. Jumlah anggota dan luasnya dukungan terhadap 
organisasi ini masih kalah jauh dibandingkan organisasi Islam lain. 
Dengan demikian, pembinaan kader dan penyadaran terhadap umat 
masih dalam tahap yang perlu terus diperjuangkan, sehingga sampai 
saat ini HTI belum mencapai tahap terakhir, yakni pengambilalihan 
kekuasaan (istilam al-hukm).3 


89 Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal, h., 115-118 
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Sebagai bagian dari garis politiknya, HTI melakukan penolakan 
terhadap praktik demokrasi di Indonesia beserta segenap bangunan 
kenegaraan Republik Indonesia (RI). Hal ini dilakukan melalui 
ketidakikutsertaan dalam pemilu. Satu hal yang tidak dilakukan oleh 
kawan-sejawatnya, yakni gerakan IM. Gerakan Ikhwan di Indonesia 
menempuh jalan yang lebih moderat dengan memilih masuk ke 
dalam sistem demokrasi. Maka Ikhwanul Muslimin yang di era Orde 
Baru digerakkan melalui gerakan tarbiyyah di kampus-kampus, 
kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 
Partai ini kemudian menjadi partai Islam yang mampu mengungguli 
perolehan suara partai-partai Islam kawakan seperti Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Moderatisme 
strategis dari gerakan Ikhwan via PKS ini membuahkan hasil yang 
nyata. Yakni kepemilikan kursi parlemen dan kursi kementerian di 
dalam kabinet. Akhirnya IM di Indonesia bisa menyusupkan agenda 
Islamisnya melalui negara.” 


Hal ini yang ditolak oleh HTI, sehingga gerakan yang menamakan 
dirinya sebagai “partai politik pembebasan” inipun tetap berada 
di luar parlemen dan di luar sistem politik yang ada. Dalam kaitan 
ini, HTI tetap bersikap romantis dengan menitipkan keberhasilan 
revolusi khilafah kepada tiga marhalah perjuangan di atas. Maka, 
alih-alih terlibat di dalam pemilu dan masuk ke dalam negara. HTI 
tetap teguh dalam keyakinannya akan "revolusi dari bawah” yang 
akan digerakkan oleh massa Islam yang telah tercerahkan kebenaran 
Islam. 


Artinya meskipun HTI mengklaim pemikiran dan agenda 
politiknya bersifat revolusioner, yakni perubahan secara menyeluruh 
segenaptatan politik yang ada. Namun secara strategis, ia menempuh 
jalur evolusioner. Yakni melalui strategi pendidikan, penyadaran, 
dan dengan kesadaran akan kebenaran Islam itu, umat Islam akan 
bergerak sendiri untuk menggulingkan kekuasaan dan mendirikan 
khilafah. Sebuah utopia, tidak hanya pada level gagasan melainkan 
pula pada praktik pergerakan. 


90 Syaiful Arif, Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural, 
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Pemikiran Politik HTI 


Hizbut Tahrir (HT) memahami Islam tidak hanya sebagai agama, 
melainkan ideologi (mabda'. Hal ini yang membuahkan corak 
gerakannya yang bersifat politis, serta capaian-tujuan (goal 
attainment) yang bersifat kenegaraan. Dengan memahami Islam 
sebagai ideologi, maka akidah Islam tidak hanya diyakini sebagai 
aturan keimanan kepada Allah, melainkan aturan ketuhanan atas 
semua persoalan duniawi dan ukhrawi. 


Dalam kaitan ini, HT memahami ideologi sebagai suatu keyakinan 
atau akidah yang didasarkan pada rasionalitas, untuk menghasilkan 
aturan-aturan bagi manusia. Di sini makna akidah yang didasarkan 
pada rasionalitas adalah pemikiran yang komprehensif tentang alam, 
manusia, kehidupan, serta kaitannya dengan sebelum kehidupan 
dunia dan setelahnya. Sedangkan aturan yang berasal dari akidah 
ialah berupa solusi untuk memecahkan problem kehidupan manusia, 
cara penyelesaian, serta upaya penjagaan akidah dan penyebaran 
ideologi. 

Dalam batasan ini, terlihat bahwa HT menyamakan akidah dan 
ideologi. Artinya, akidah dimaknai sebagai seperangkat aturan 
komprehensif mengenai tata kehidupan. Aturan kehidupan ini 
kemudian dipahami secara rasional, sehingga membuahkan proses 
pelaksanaan aturan tersebut. Kaitan antara akidah dan rasionalitas 
ini memang menjadi pola pikir keagamaan dari HT, karena mereka 
menekankan peran kunci akal-pemikiran bagi keberislaman. Hal ini 
lahir dari keyakinan akan Islam sebagai "agama pemikiran” sehingga 
akal bahkan dijadikan sebagai asas Islam. 


Penahbisan Islam sebagai "agama pemikiran" ini terkait dengan 
pola gerakan HT yang bersifat giyadah fikriyyah. Yakni kepemimpinan 
terhadap masyarakat yang melandaskan diri pada akal pemikiran. 
Pada titik ini, pemikiran yang melandasi kepemimpinan HT adalah 
pemikiran yang tercerahkan (al-fikr al-mustanir). Sebuah pemikiran 
mendalam dan komprehensif atas persoalan mendasar umat Islam, 
serta kemampuan menawarkan solusi bagi persoalan tersebut. 
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Pemikiran yang tercerahkan merupakan tahapan tertinggi dari dua 
macam pemikiran di bawahnya, yakni pemikiran mendalam dan 
pemikiran yang dangkal. 


Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pemikiran yang 
tercerahkan tersebut? Sepertinya klaim atas ketercerahan pemikiran 
ini HT rujukkan pada refleksinya atas kehancuran umat Islam setelah 
runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada 1924. Diatas puing kehancuran 
itu, HT kemudian menemukan solusi, berupa kebangkitan kembali 
khilafah Islamiyyah secara global demi mengembalikan Islam ke 
tahta kejayaan. Inilah ketercerahan pemikiran itu, yang kemudian 
digerakkan, sejak dalam pemikiran Islam hingga gerakan politik. 


Pada titik ini, Islam sebagai ideologi kemudian melahirkan dua 
pemahaman keislaman sebagai definisi operasional dari ideologi 
tersebut. Yakni, Islam sebagai fikrah (pemikiran) dan Islam sebagai 
tharigah (metode). Sebagai fikrah, Islam memiliki akidah dan syariah 
yang menyediakan rumusan aturan hidup, yang turun langsung 
dari Tuhan. Di dalam fikrah inipun HT melakukan pemilahan antara 
akidah dan syariah. Jika akidah adalah aturan dasar ketuhanan atas 
kehidupan, serta pola keimanan muslim atas aturan itu. Maka syariah 
adalah operasionalisasi aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. 
Oleh karenanya, HT menyebut syariah sebagai akidah rasional (“agidah 
agliyyah), karena ia merasionalisasikan aturan dasar dari akidah Islam. 
Dalam posisi ini, akidah dan syariah menyediakan prinsip dan aturan 
rasional yang menempatkan Islam, terutama sebagai pemikiran 
(nkrah). Dengan demikian, Islam akhirnya bersifat rasional. Meskipun 
rasionalitas Islam ala HT tetap disubordinasikan di bawah sumber 
hukum, yakni al-Our'an, hadist, ijjima' sahabat dan giyas. 


Sementara itu, tharigah adalah metode untuk mewujudkan 
aturan di dalam akidah dan syariah. Tharigah ini yang membuahkan 
kelahiran HT sebagai gerakan politik, sebagai kendaraan bagi 
metode penegakan syariah Islam. Pada titik tharigah inilah, pendirian 
dawlah khilafah merupakan puncak penegakan syariah, sebab tanpa 
khilafah, syariah tidak akan bisa diterapkan secara kaaffah. Oleh 
karena itu, khilafah akhirnya menjadi bagian dari mabda' Islam, dan 
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tanpa penempatan Islam sebagai mabda', maka khilafah tidak akan 
mampu ditegarkan kembali.” Rumusan Islam sebagai mabda' ini 
bisa terlihat pada bagan berikut: 


Islam 
(Mabda') 


Bagan 4. Islam sebagai mabda' 


Dari bagan di atas terlihat bahwa khilafah merupakan gonditio sine 
gua non bagi penegakan syariah Islam. Oleh karena itu statusnya 
menjadi wajib karena tanpanya, kewajiban penegakan syariah 
menjadi mustahil. Dalam kaitan ini HT menggunakan kaidah ma 
la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Tidak berhenti sampai 
di sini, HT kemudian memberikan bobot kewajiban syar'i pada 


91 Dr. Ainur Rofig al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir 
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khilafah sebagai satu-satunya metode yang abash secara syar'i demi 
penegakan syariah. Pada titik ini HT menyebut khilafah sebagai al- 
tharigah al-syari'ah al-wahidah: metode syariah yang paling utama. 


Dalam kerangka pendirian kembali khilafah sebagai tharigah bagi 
penegakan syariat Islam, HT memiliki beberapa landasan pemikiran 
yang bersifat filosofis, normatif dan historis. Landasan filosofis terkait 
dengan kerangka pemikiran yang mendasari pemikiran politik HT 
yang merujuk pada pendirian kembali khilafah. Landasan normatif 
terkait dengan dasar-dasar hukum (Islam) dari khilafah yang 
disarikan dari teks suci al-Our'an dan hadist. Sementara landasan 
historis adalah praktik kekhilafahan dalam sejarah Islam yang 
menggambarkan era keemasan khilafah Islamiyyah. 


Dalam kerangka landasan filosofis, HT mendasarkan pemikirannya 
pada kesempurnaan Islam. Artinya, Islam adalah agama yang 
sempurna. Kesempurnaan ini merujuk pada komprehensitas 
aturan Islam yang melingkupi semua hal, sejak teologi, hukum, 
hati, akal, perilaku, hingga tata sosial-ekonomi-budaya-politik. 
Kemenyeluruhan cakupan dari aturan Islam inilah yang membuahkan 
implikasi diperlukannya suatu negara Islam, sebagai wadah struktural 
bagi penerapan segenap aturan tersebut. 


Pemahaman atas kesempurnaan Islam ini dilandaskan pada 
beberapa ayat suci, seperti: 


Al-yauma akmaltu lakum diinakum waatmamtu “alaikum 
ni'matii waradlitu Ilakum al-Islama diinaa. 

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 
telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu (OS. 5:3). 


Wamaa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaasi basyiiran 
wanadziiran walaakinna aktsarannaasi laa ya'lamuun. 

Artinya: Dan Kami tidak mengutusmu, melainkan kepada 
umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira 
dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahui (OS. 34:28). 
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Yaaayyuha al-ladzina aamanuu udkhuluu fi al-silmi kaaffatan 
walaa tattabi'uu khutuwaati al-syaithaani innahu lakum 
aduwwun mubiin. 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah- 
langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata 
bagimu (OS. 2:208). 


Dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan kesempurnaan 
Islam sebagai agama, serta perintah untuk masuk ke dalam Islam 
secara menyeluruh, maka HT berkesimpulan bahwa pendirian 
khilafah merupakan penanda bagi kesempurnaan tersebut. 
Artinya, khilafah merupakan bukti serta pra-syarat bagi penerapan 
kesempurnaan Islam. Disebut bukti karena dengan adanya institusi 
politik khilafah, Islam telah menyediakan tata aturan kehidupan 
yang bersifat publik, dan kepublikan itu menemukan titik maksimal 
di dalam pendirian negara. Disebut pra-syarat karena kesempurnaan 
Islam itu masih bersifat potensial. Ia harus diaktualisasikan melalui 
pendirian khilafah. Dengan adanya kesempurnaan Islam ini, maka 
OS. 2:208 kemudian menyerukan totalitas dalam keberislaman. 
Totalitas ini hanya tercipta ketika umat Islam mendirikan khilafah, 
sebab ia merupakan bangunan besar tata kehidupan menurut Islam. 


Sementara itu, landasan normatif adalah landasan keberadaan 
perintah khilafah di dalam sumber-sumber pengambilan hukum Islam. 
Sumber ini terdapat di al-Our'an, hadist, ijjma' sahabat dan giyas. Sebagai 
landasan normatif, HT kemudian mengutip beberapa ayat yang secara 
interpretif kemudian ditafsirkan sebagai penjelasan tentang urgensitas 
khilafah menurut al-Our'an. Ayat tersebut antara lain: 


Fahkum  bainahum bimaa anzalallahu walaa tattabi' 
ahwaaahum ammaa jaaaka min al-haggi. 

Artinya: Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 
kepadamu. (OS. 5:48). 
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1 


Waanihkum bainahum bimaa anzalallahu walaa tattabi 
ahwaaahum wahdzarhum an yaftinuuka 'anbadli maa 
anzalallahu ilaika. 

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara 
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (OS. 
5:49). 


Berdasarkan ayat di atas, HT kemudian berkesimpulan 
bahwa perintah kepada Nabi untuk menghukumi segala sesuatu 
berdasarkan hukum Allah, memiliki implikasi dibutuhkannya 
hakim (regulator) yang meregulasi persoalan umat, setelah Nabi 
wafat. Dengan demikian ayat di atas mengandung perintah yang 
bersifat jazm (obligatory/mandatory). Tentu hakim yang bertugas 
menggantikan Nabi dalam meregulasi persoalan umat berdasarkan 
regulasi Allah itu adalah sang khalifah. Oleh karena itu, ayat di atas 
secara implisit memerintahkan penunjukan seorang khalifah yang 
menggantikan fungsi hakim pasca Nabi Muhammad SAW. 


Landasan normatif kedua adalah hadist Nabi yang berbunyi: 


Man khalafa yadan min tha'atin lagiyallaha yauma al-giyaamati 
la hujjata lahu waman maata walaisa fi 'unugihi bai'atun maata 
miitatun jaahiliyyatan. 


Artinya: Barangsiapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, 
dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa hujjah, 
dan barangsiapa yang mati, dan tidak ada baiat di pundaknya, 
maka apabila mati, matinya seperti mati jahiliyah. 


Dari hadist di atas, HT memaknai baiat dalam kerangka 
politik. Yakni memberikan baiat kepada khalifah setelah sang 
khalifah terpilih secara demokratis. Baiat dalam hal ini merupakan 
persetujuan umat atas khalifah yang menandai pemberian legitimasi 
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dari rakyat kepada pemimpin. Dengan adanya hadist ini, maka HT 
berkesimpulan bahwa orang yang tidak memberikan baiat kepada 
khalifah, maka kematian orang tersebut bersifat jahiliyah. Artinya 
kematian sebelum kehadiran Islam. 


Kesimpulan HT ini bermasalah karena dalam sejarah kenabian, 
baiat tidak selalu berada dalam ranah politik. Hal ini terjadi beberapa 
kali. Pertama, baiat Agabah Pertama (bay'at al-nisa) yang diikuti 
oleh dua belas muslim pada tahun dua belas kenabian. Demikian 
juga baiat kubra yang diikuti oleh tujuh puluh tiga laki-laki dan 
dua perempuan pada hari tasyrig tahun tiga belas kenabian. Kedua 
peristiwa baiat tersebut terjadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang 
berarti sebelum berdirinya negara Islam Madinah, sehingga baiat 
tersebut bukan baiat pengangkatan Nabi sebagai kepala negara. 


Hadist lain yang menjadi landasan normatif HT adalah: 


Waman baayaa imaaman faa'tthaahu shafgatan yadihi 
watsamaratan galbihi falyuthi'hu inistathaa'a fainjaaaka 
akharu yunaazi'uhu fadlribuuhu 'unugu al-aakhari. 


Artinya: Siapa yang telah membaiat seorang imam dan telah 
memberikan genggaman tangan dan buah hatinya, maka 
hendaklah menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Jika 
datang pihak lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka 
penggallah leher pihak tersebut. 


Hadist di atas menunjukkan betapa pentingnya membaiat 
imam yang oleh HT dipahami sebagai khalifah. Berdasarkan hadist 
ini, HT kemudian menandaskan keberadaan khilafah yang tunggal 
di dunia Islam, sehingga jika ada khilafah lain, maka kekhilafahan 
yang terakhir ini gugur sifatnya. Kesimpulan HT ini tentu bermasalah 
karena dalam realitas historis kekhilafahan itu sendiri, kelahiran 
sebuah khilafah merupakan hasil dari penakhlukan atas kekhilafahan 
yang lain. Hal ini terjadi pada khilafah 'Abbasiyyah yang merupakan 
hasil dari penakhlukan terhadap dinasti Umayyah. 
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Di segenap landasan normatif hadist ini, HT menempatkan hadist 
sebagai ikhbar yang mengandung tuntutan. Tuntutan ini memiliki 
dampak ditegakkannya hukum syara' sehingga sifatnya menjadi 
wajib (jazm). Hanya saja di kesempatan lain, HT menunjukkan 
inkonsistensi dengan menolak hadist tertentu yang tidak sesuai 
dengan pemikirannya. Hadist tersebut adalah: 


Lima yazaalu haadza al-amru fii guraisyi maa bagiya 
minhumtsnaani. 


Artinya: Urusan kekuasaan ini selalu milik Ouraisy, selama 
masih ada dua orang di antara mereka. 


Hadist di atas menunjukkan keharusan syarat bagi seorang 
khalifah berasal dari suku Ouraisy. Namun bagi HT, syarat Ouraisy 
tersebut sekadar bersifat afdlaliyyah semata. Padahal hadist ini 
juga bisa dipahami dalam kerangka penafsiran yang mewajibkan 
kesyariatan seperti terjadi pada hadist sebelumnya. Dengan 
demikian terdapat inkonsistensi dalam pemikiran HT. 


Landasan normatif ketiga atas khilafah adalah ijma' sahabat. 
Dalam hal ini HT merujuk pada kesepakatan sahabat Nabi untuk 
menangguhkan pemakaman Nabi Muhammad SAW saat Sang Rasul 
wafat, demi pemilihan khalifah. Artinya, para sahabat Nabi lebih 
mendahulukan suksesi politik dibandingkan memakamkan Nabi 
yang selama ini mereka cintai. Pendahuluan suksesi politik inilah 
yang menjadi penanda betapa pentingnya kekhilafahan setelah 
Nabi wafat. Maka, Abu Bakar kemudian terpilih sebagai khalifah, 
dilanjutkan dengan pemilihan khalifah setelahnya, yakni Khalifah 
Umar, Ustman dan Ali bin Abi Thalib. 


Selain mendasarkan diri pada landasan filosofis dan normatif, HT 
juga melandaskan argumentasi kekhilafahan pada realitas historis 
khilafah Islamiyyah. Dalam hal ini, HT mengklaim bahwa masa Nabi 
hingga Turki Ottoman merupakan periode khilafah dan berhenti 
pada tahun 1918 M sebelum penjajah menguasai negeri-negeri 
Muslim. 
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Di dalam kaitan ini, argumen historis akan keberadaan era khilafah 
bisa dibenarkan. Hal ini terjadi sejak periode Khulafa al-Rasyidin 
hingga awal dinasti Abbasiyyah (masa Abu Ja'far al-Manshur). Di 
dalam kurun waktu 11 H/632 M hingga 136-158 H/754-775 M, 
memang terdapat kesatuan politik dengan khilafah yang tunggal di 
seluruh dunia Islam. Masa yang menandai kesatuan politik khilafah 
Islamiyyah ini mencapai 125 tahun. Namun sejak munculnya khilafah 
Bani Umayyah di Spanyol yang dibangun oleh 'Abd al-Rahman | 
al-Dakhil pada 138 H/756 M, kekhilafahan tidak bisa lagi disebut 
tunggal. Dinasti Umayyah di Spanyol sejak kelahirannya menentang 
khilafah Abbasiyyah dan mengaku dirinya sebagai penguasa dunia 
Islam.” 


Dari segenap uraian di atas, bisa dipahami bahwa konsepsi politik 
HT dan juga HTI berangkat dari konsep religio-politik. Yakni konsepsi 
politik berbasis pemikiran keagamaan. Dengan konsepsi ini, HT 
memahami Islam dari perspektif politik. Dalam kaitan ini, politik 
menurut HT tidak hanya merujuk pada pendirian lembaga negara, 
melainkan pembentukan masyarakat Islami secara menyeluruh. Oleh 
karena itu, politik ditempatkan dalam kerangka ideologi, sehingga 
Islampun dipahami sebagai ideologi. Di dalam kerangka ideologi, 
Islam yang pada awalnya merupakan agama, telah diperluas menjadi 
tata aturan kehidupan, baik menyangkut kehidupan ruhani hingga 
kehidupan sosial-politik. 


Pada titik ini, Islam sebagai ideologi kemudian menyediakan 
pola perwujudan nilai-nilai ideologis yang oleh HT disebut fikrah 
dan tharigah. Fikrah adalah pemikiran Islam bersumber pada akidah 
dan syariat Islam. Sementara tharigah adalah metode penerapan 
aturan keislaman dalam fikrah Islam. Di dalam tharigah Islam ini, 
HT mendasarkan tujuan-tujuan besar politik Islam di dalam khittah 
politik (khittah siyasiyah) yang digerakkan melalui strategi politik 
(uslub siyasiyah). Sebagai tujuan utama politik, khittah tidak berubah 
sejak awal hingga akhir tharigah. Namun sebagai strategi, uslub politik 
bisa saja berubah mengaliri kondisi yang berubah. Khittah politik HT 
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adalah pembentukan masyarakat Islami dengan pendirian khilafah 
sebagai puncak dari islamisasi masyarakat tersebut. Untuk mencapai 
ke sana, dibutuhkan uslub-uslub strategis yang mengarahkan khittah 
agar bisa tercapai secara ideal. Uslub-uslub politik HT ini yang terjadi 
sejak pengkaderan, sosialisasi kepada umat, perang pemikiran, 
hingga strategi penggulingan kekuasaan menuju pendirian dawlah 
khilafah. Hanya saja di tengah jalan, uslub politik bisa saja bervariasi, 
demi menjaga khittah politik. 


Konsepsi politik HTI juga merujuk pada konsepsinya tentang 
sistem khilafah. Secara distingtif, khilafah dibedakan dengan monarki 
dan demokrasi. Di dalam monarki, kekuasaan ada di tangan raja dan 
pengangkatan raja yang tidak melalui proses demokratis, melainkan 
berdasarkan keturunan. Sementara dalam demokrasi, kekuasaan di 
tangan rakyat dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat dan presiden 
yang dipilih melalui pemilu. 

Khilafah bukan monarki karena sang khalifah tidak diangkat 
berdasarkan keturunan “darah biru” melainkan melalui pemilihan 
oleh rakyat. Dalam penolakan keturunan inilah HT menolak 
keharusan keturunan Ouraisy sebagai khalifah, yang berarti menolak 
hadist Nabi yang menganjurkan hal tersebut. Di dalam kerangka 
pemilihan ini, HTI sebenarnya terinspirasi oleh demokrasi, walaupun 
enggan mengakuinya. Setelah khalifah terpilih, baru kemudian 
rakyat membaiat sang khalifah sebagai bagian dari pemberian 
legitimasi dari umat. Di sisi lain, khilafah juga bukan demokrasi 
karena meskipun khalifah dipilih oleh umat, namun kedaulatan tidak 
di tangan rakyat, melainkan di “tangan Tuhan". Inilah yang disebut 
sebagai kedaulatan Tuhan yang termaktub dalam al-Our'an, hadist, 
dan segenap sumber utama syariat Islam. Maka, khilafah Islamiyyah 
adalah sebuah negara yang kedaulatannya terletak di dalam syariat 
Islam, sehingga baik parlemen maupun khalifah harus tunduk 
kepada syariat.” 
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Upaya menjadikan kedaulatan syariat sebagai penanda-diri (self- 
referential) dari khilafah ini merupakan upaya HT untuk membedakan 
konsep politiknya dengan konsep politik modern. Hal ini tentu masih 
debatable karena kedaulatan syariat tersebut tentu diperoleh melalui 
penafsiran. Sama saja dengan NKRI yang saat ini mengembalikan 
kedaulatan rakyat yang awalnya berada di lembaga Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepada UUD 1945 (konstitusi). 


Dengan menjadikan konstitusi sebagai sumber kedaulatan, maka 
NKRI secara metodis, sama dengan khilafah yang mendasarkan 
kedaulatan kepada konstitusi syariat. Pertanyaannya, siapa yang 
bisa menjamin tidak akan terjadi perbedaan tafsir di dalam menafsiri 
makna syariat? Jika pemegang kekuasaan tertinggi adalah khalifah, 
tentu penentu kebenaran penafsiran atas syariat itu adalah 
sang khalifah. Dengan demikian, kehendak untuk menegakkan 
syariat sebagai sumber kedaulatan akan senantiasa di ambang 
penyimpangan akibat penafsiran atas syariat yang mengerucut di 
tangan khalifah. 


Hanya saja segenap konsepsi tersebut memang telah menjadi 
bagian dari pemikiran HTI sebagai sebuah gerakan Islam. Dengan 
konsepsi politik ini, para aktivisnya memiliki kerangka kebenaran 
yang harus diperjuangkan, dan secara otomatis membuat 
hidupnya menjadi bermakna. Sayangnya konsepsi politik ini masih 
mengundang perdebatan, dan tentunya sering bertentangan 
dengan realitas politik umat Islam yang secara garis besar telah 
menerima sistem politik modern. 

Dari konsepsi politik yang bersifat religio-politik, maka 
HT kemudian melakukan kritik terhadap bangunan politik 
modern, terutama demokrasi, serta mengritik umat Islam yang 
mengakomodasi sistem modern tersebut. Hal ini dilakukan HTI 
melalui juru bicaranya, M. Ismail Yusanto yang melakukan kritik atas 
corak kedaulatan di dalam sistem demokrasi, yang tidak menjadikan 
kedaulatan Tuhan sebagai sendi utama politik, melainkan mendaulat 
kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem politik. Pendaulatan 
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kedaulatan rakyat inilah yang telah meminggirkan syari'at Islam dari 
kewajiban penerapannya. Paparnya: 


“Menetapkan hukum bukan berdasarkan al-Our'an dan 
al-Hadist melainkan dari wakil rakyat, yang dikenal dengan 
jargon “kedaulatan di tangan rakyat” merupakan bagian 
dari sistem demokrasi sekular ala Barat. Sistem ini telah 
menjadikan rakyat atau wakil rakyat sebagai sumber hukum 
dan sekaligus memiliki hak untuk menetapkan hukum. 
Dalam sistem semacam ini, syari'at Islam hanya menjadi salah 
satu pilihan (option) yang bisa diambil dan bisa juga tidak, 
bergantung dengan kesepakatan atau bahkan pada pihak 
yang memiliki suara terbanyak di parlemen. Semestinya, 
syari'at Islam menjadi kewajiban (obligation), yakni merupakan 
satu-satunya — bukan salah satu - pilihan dalam menetapkan 
hukum"? 


Melalui uraian ini, Ismail Yusanto mengutuk keras penggunaan 
kedaulatan rakyat di dalam demokrasi, karena ia telah menjadikan 
wakil rakyat sebagai penentu hukum. Hal ini yang bertentangan 
dengan sistem Islam (nizam al-Islami) yang menurutnya 
menjadikan syari'at sebagai sumber utama perumusan hukum, 
yang merepresentasikan tegaknya suatu kedaulatan Tuhan. Dalam 
demokrasi, syari'at akhirnya menjadi option: salah satu pilihan yang 
bisa diambil, bisa juga tidak, tergantung kesepakatan mayoritas 
suara di dalam parlemen. Semestinya, syari'at adalah obligation: 
kewajiban utama, sehingga ia menjadi satu-satunya pilihan hukum 
yang ditegakkan di dalam pemerintahan Islam. 


Dalam kaitan ini, pandangan Ismail Yusanto dan HTI ini disebut 
“Islam alternatif” yang berangkat dari asumsi metafisik “totalisme 
syari'at” Pandangan ini meyakini kemampuan Islam sebagai 
alternatif dari sistem sosial-politik modern, karena sistem Barat ini 
mereka anggap sebagai sistem “jahiliyah modern". Disebut jahiliyah, 
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karena modernitas telah melikuidasi peran Islam di dalam ruang 
publik. Sistem "jahiliyah modern” inilah yang melahirkan krisis 
multidimensional, sejak krisis moral, ekonomi, iman, hingga politik, 
yang membuat HTI menawarkan Islam, atau tepatnya, sistem Islam 
sebagai alternatif bagi sistem modern yang jahiliyah ini. 


Pandangan “Islam alternatif” ini didasari oleh asumsi metafisik 
tentang sifat totaliter dari syari'at Islam. Asumsi ini bersifat metafisik, 
karena ia meyakini syari'at sebagai dasar seluruh kehidupan 
manusia. Dengan demikian, asas, tujuan, dan masa depan kehidupan 
manusia ditentukan oleh syari'at Islam yang menyediakan cetak biru 
kehidupan secara menyeluruh, sejak dalam ruang ubudiah manusia 
dengan Tuhan, hingga bentuk negara, sistem ekonomi, bahkan soal- 
soal sepele seperti pakaian. Sifat totaliter syari'at ini merupakan 
konsekuensi logis dari karakter dasar syari'at yang merupakan refleksi 
atas akidah Islam. Mengutip pandangan Oadhi Tagiyyudin, akidah 
adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan, 
dan manusia berikut hubungan ketiganya dengan kehidupan 
sebelum maupun setelah kehidupan dunia. Sementara itu, karena 
syari'at adalah “refleksi operasional” dari akidah Islam, maka definisi 
syari'atpun setali tiga uang dengan akidah tersebut. Syari'at Islam 
dalam pandangan HT adalah sistem atau aturan yang disyari'atkan 
oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya, 
dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam 
semesta, dan dengan kehidupan dunia.” 


Perbedaan status kategoris dari akidah dan syari'at ini terletak 
pada perbedaan “produk pengamalan" dari keduanya. Jika akidah 
melahirkan al-iman, maka syari'at melahirkan “amal al-shalih. Artinya, 
akidah menuntut keimanan, yakni keyakinan atau ketundukan 
muslim atas akidah tersebut. Sementara syari'at adalah aturan 
praktis, tempat muslim mengamalkan imannya tersebut dalam 
amal al-shalih, sesuai dengan panduan praktis dari syari'at. Jadi jika 
akidah terkait dengan keyakinan atas kebenaran Islam, maka syari'at 
adalah praksis pengaturan kehidupan berdasarkan aturan Islam. 
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Praksis pengaturan ini merupakan bukti keimanan seorang muslim 
terhadap akidah Islam. 


Oleh karena ini, kebutuhan mendesak bagi masyarakat modern 
khususnya di Indonesia adalah penerapan syari'at Islam, baik 
sebagai konstitusi negara, maupun sebagai tata aturan semua sistem 
kehidupan. Di dalam hal ini secara eksplisit HTI memang bercita-cita 
hendak mendirikan negara Islam, atau setidaknya mengidealkan 
pendirian negara Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari 
penegakan syari'at pada level konstitusi. Penegakan syari'at ini 
bukan semata persoalan politik, melainkan persoalan akidah. 


Menyitir ayat al-Our'an surat al-An'am: 57: in al-hukmu illa lillahi 
yagushshu al-hagga wahuwa khoir al-fashilin (Menetapkan hukum 
itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia 
Pemberi keputusan yang paling baik). Oleh karena itu, Barangsiapa 
yang tidak memberikan keputusan menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir (wa man lam yahkum 
bima anzalallah faulaika hum al-kafirun) (OS al-Maidah:44). Dengan 
adanya ayat ini, maka hukum yang sah ditegakkan adalah hukum 
Allah. Mengingkarinya, berarti menjerumuskan seorang muslim 
ke dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, buku inipun mengutuk 
keras orang-orang Islam yang menjadikan hukum non-lslam (mereka 
sebut hukum thaghut) sebagai hukum nasional. Orang-orang ini 
dikutuk oleh al-Our'an sebagaimana tersurat dalam OS an-Nisa: 60- 
61.” 


Pertanyaannya kenapa HTI bisa sampai pada kesimpulan bahwa 
syari'at bersifat “meliputi semua hal” dan oleh karenanya wajib 
ditegakkan secara kenegaraan? Seperti dipaparkan di atas, keyakinan 
ini berangkat dari pemahaman akan posisi syari'at sebagai refleksi 
atas akidah. Karena akidah terkait erat dengan keimanan kepada 
Allah dan Islam, maka syari'at adalah pelaksanaan dari keimanan 
tersebut. Oleh karena itu, penerapan syari'at merupakan pengamalan 
keimanan dari muslim. Barangsiapa yang tidak menerapkan syari'at, 
maka ia tidak beriman, alias murtad, keluar dari keislaman. 
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HTI bisa sampai pada kesimpulan ini karena ia melakukan 
pemilahan antara "yang konseptual" (fikrah) dan "yang praksis" 
(tharigah) di dalam syari'at. Fikrah atau aspek-aspek konseptual 
dari syari'at adalah perintah yang tidak memiliki pengaruh secara 
fisik. Perintah ini berada pada level akidah (rukun iman), meliputi 
iman kepada Allah, malaikat, hari kiamat, Rasul, kitab suci, serta 
zakat, shalat, haji dan puasa. Sementara tharigah, atau metode 
adalah perintah yang bersifat praktis-aplikatif dan memiliki dampak 
secara fisik. Aspek tharigah dalam syari'at misalnya terdapat dalam 
keharusan memberlakukan sanksi ta'zir bagi para pelanggar zakat 
dan shalat. Di sisi lain, HTI juga melakukan pemilahan antara fikrah 
sebagai konsep dan tharigah sebagai metode untuk menerapkan 
konsep tersebut. Artinya, jika tharigah bukan hanya memuat hukum- 
hukum Islam yang bersifat praktis seperti dalam bidang hukum 
pidana dan mu'amalat, melainkan dimaknai sebagai strategi untuk 
menerapkan berbagai hukum tersebut. Memisahkan fikrah dari 
tharigah akan membuat muslim murtad, sebab ia tidak memiliki 
kehendak jihadi untuk menerapkan syari'at Islam. 


Pada titik inilah HTI memiliki pemahaman yang berbeda dari 
mayoritas umat Islam, karena ia meyakini status Islam, selain sebagai 
keyakinan spiritual (agidah ruhiyyah) maupun ideologi politik 
(agidah siyasiyah). Spiritualisme Islam membahas hubungan pribadi 
manusia dengan Tuhan, sementara ideologi politik Islam membahas 
seluruh urusan dunia yang terangkum dalam hubungan manusia 
dengan dirinya maupun dengan sesamanya, menyangkut bidang 
pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dsb. 
Paparnya: 

“Dari sini dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam bukan 
hanya mengatur urusan yang dibahas oleh agama, tetapi juga 
urusan yang dibahas oleh ideologi. Dengan lingkup syari'at 
Islam yang meliputi dua wilayah ini - agama dan ideologi - 
maka tepat sekali Islam disebut sebagai agama dan ideologi 
sekaligus”? 
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Menariknya, HTI menyebut posisi Islam sebagai agama dan 
ideologi ini sebagai bagian utama dari 'agidah (keyakinan, prinsip 
dasar, ideologi). Alasannya, karena masing-masing aspek tersebut 
merupakan ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim, 
dan merupakan persoalan agama yang telah diketahui urgensinya 
(ma'lum min ad-din bi adh-dharurah). Penolakan terhadap 'agidah ini, 
akan membuat seorang muslim terpelanting dari Islam alias murtad. 


Pada titik ini kita bisa menarik garis runutan logis dari 
argumentasi HTI atas wajibnya penerapan syari'at Islam secara 
politik. Pada awalnya, HTI melakukan pemilahan antara akidah dan 
syari'at. Akidah adalah keimanan kepada Allah dan Islam, sementara 
syari'at adalah pengamalan (shalih) dari aturan-aturan Islam sebagai 
wujud dari keimanan tersebut. Akidah ini merupakan aspek fikrah 
dari ajaran Islam, sementara syari'at adalah aspek tharigah-nya. 
Atau jika dipahami lebih lanjut lagi: akidah adalah fikrah (konsepsi) 
Islam yang harus ditegakkan melalui tharigah, yakni metode 
atau strategi penerapan syari'at yang merupakan cerminan dari 
keimanan terhadap akidah Islam. Akidah yang bersifat konseptual 
ini terkait dengan hal-hal 'ubudiyah, yakni hubungan spiritual antara 
manusia dengan Allah. Sementara syari'at memuat tharigah, yakni 
strategi penerapan syari'at (jinayah, mu'amalah, dan siyasah). Karena 
cakupan syari'at yang mengatur semua lini kehidupan, maka tharigah 
al-Islam juga bersifat sosio-politik, atau secara lebih khusus bersifat 
politik. Dengan cara ini, HTI sampai pada kesimpulan bahwa Islam 
selain sebagai agama, juga sebagai ideologi. Sebagai ideologi, ia 
merupakan perjuangan politik yang meniscayakan pendirian negara 
atau khilafah Islamiyah sebagai perwujudan paripurna dari nizam al- 
Islami tersebut. Tujuannya satu: menegakkan hukum Allah, sebagai 
pengganti dari hukum manusia yang diciptakan oleh kedaulatan 
rakyat demokratis.” 

Dalam hal ini penegakan syariat Islam bahkan HTI dasarkan pada 
magashid al-syariah, meskipun kerangka pikirnya tetap dalam rangka 
penerapan hukum jinayah. Bahkan dalam soal kemashlahatan, HTI 


99 Hamd Fahmi Thabib, Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan, dan Tantangan- 
tantangannya, Jakarta: HTl-Press, 2008, h., 13-20 
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memberikan pemahaman "yang ideologis" Karena kemashlahatan 
sering dijadikan alasan bagi deformalisasi syari'at, maka HTI menolak 
kemashlatan sebagai tujuan utama syari'at. Melainkan sebaliknya: 
di dalam penegakan syari'at, secara otomatis terdapat kemashlatan. 
Pemahaman ini dirujukkan pada kaidah ushul: haitsuma kaana al- 
syar'u fatsammati al-mashlahatu (Di manapun ada syari'at, di situ 
pasti ada mashlahat).'? 


Dalam soal keneragaan, HTI tentu menganut Negara Islam, 
atau lebih tepatnya khilafah Islamiyah. Kekhilafahan ini menjadi 
harga mati, karena ia mengacu pada sistem politik Islam era Nabi 
Muhammad dan khulafa al-rasyidin. Melalui perjuangan yang 
konsisten, HTI hendak mengubah bentuk kenegaraan NKRI menjadi 
Negara Islam. Islamisasi negara pada level nasional ini yang kemudian 
diangkat pada level global, menjadi imperium khilafah Islamiyyah 
yang lintas-bangsa. Kekhilafah global menjadi anti-tesa dari bentuk 
negara-bangsa (nation-state) yang telah memecahbelah umat Islam, 
menjadi berbangsa-bangsa dan saling berbeda. Padahal menurut 
HTI, di dalam Islam hanya ada umat, yakni kesatuan global keumatan 
dalam payung besar khilafah Islamiyyah. 


Menariknya konsep kenegaraan HTI diakarkan pada suatu 
pandangan hidup. Mengutip pemikiran Tagiyudin al-Nabhani yang 
menyatakan bahwa munculnya negara baru disebabkan adanya 
pemikiran baru. Pemikiran baru ini kemudian menjadi pemahaman 
(mafahim) yang mencipta pandangan dunia, serta menciptakan 
pandangan baru tentang kemashlahatan. Pada titik inilah, negara 
yang terbangun tentu dari pemikiran, pemahaman dan pandangan 
hidup ini. Negara pada titik ini ditempatkan secara fungsional, yakni 
sebagai badaneksekutif yang mengatur dan mengontrol pelaksanaan 
kemashlahatan sesuai dengan pandangan hidup tadi. Pandangan 
hidup ini oleh al-Nabhani dinamai sebagai akidah rasional (agidah 
agliyah). Yakni akidah yang telah dirasionalkan, menjadi penjaraban 
praktis dari syari'at Islam. Negara Madinah era Nabi adalah negara 
yang dibangun berdasarkan akidah rasional ini. 


100 Tim Penulis HTI, Syariah Islam, h., 45-48 
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Karena dibangun berdasarkan pemikiran mendasar (fikr asasi), 
maka Negara Madinah mampu berdiri tegak selama 13 abad dan 
baru runtuh pada tahun 1924, ketika umat Islam telah mengalami 
kemunduran. Jadi pada titik ini, keruntuhan Negara Islam yang 
merupakan wadah bagi rasionalisasi akidah, disebabkan oleh 
kemunduran pemikiran umat Islam. Pemikiran ini tentu bukan 
pemikiran filosofis, melainkan pemikiran yang berangkat dari akidah 
dan syari'at Islam yang secara literar mengacu pada penafsiran atas 
al-Our'an dan hadist, minus mazhab-mazhab pemikiran Islam itu 
sendiri. 


Adapun struktur kenegaraan Islam itu mengacu pada beberapa 
prinsip: 1) negara dibangun di atas akidah Islam, 2) hukum yang 
diterapkan ialah hukum yang berasal dari Allah, 3) kepala negara 
(khalifah) berhak memilih dan menetapkan hukum yang akan 
diterapkan (diambil dari salah satu hasil ijtihad yang sahih), 4) kepala 
negara dipilih oleh warga negara, 5) masyarakat selalu mengontrol 
kebijakan pemerintah. Dalam kaitan ini, poin ke-3 dijadikan counter 
discourse atas pihak-pihak yang menentang Negara Islam, karena 
ketidakmungkinan untuk menerapkan satu hukum Islam, karena di 
dalam hukum Islam itu sendiri, terdapat banyak mazhab. Oleh karena 
itu, penerapan syari'at itu mungkin, sebab kepala negara berhak 
memilih mazhab mana yang sah menjadi mazhab negara. 


Pada titik ini, posisi negara (khilafah) Islam menjadi wajib, sebab ia 
syarat sah berlakunya syari'at Islam. Buku inipun mengutip beberapa 
kitab ulama salaf yang menerangkan pentingnya khalifah sebagai 
legitimator dan legislator bagi penerapan syari'at Islam. Kitab-kitab 
yang dijadikan legitimasi adalah al-Umm karya Imam al-Syafti, 
Tarikhul Khulafa karya Imam al-Suyuti, Shofwatu Rajulil Maridl karya 
Mouaffag bany al-Marjeh, Nidzamul Hukm fil Islam karya Tagiyudin 
al-Nabhani sendiri, hingga karya fikih sederhana besutan Sulaiman 
Rasyid. 

Untuk rujukan kewajiban mendirikan khilafah, HTI mendasarkan 
diri pada hadist Nabi: “Siapa saja yang melepas tangannya dari 
ketaatan terhadap Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah 
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di hari Kiamat tanpa memiliki hujah. Dan siapa saja yang mati, 
sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya seperti mati 
jahiliah"'. 

Hadist tersebut memang tidak menunjukkan bahwa setiap 
muslim harus melakukan prosesi baiat kepada khalifah. Namun ia 
menyiratkan keharusan di dalam setiap diri muslim untuk tetap 
memperjuangkan kekhalifahan Islam. Suatu penafsiran atas hadist 
yang bisa dipatahkan argumentasinya. Sebab apakah baiat dalam 
hadist itu selalu merupakan baiat kepada khalifah. Bisa saja ia 
merupakan baiat kepada seorang mursyid tharigah, sebagaimana 
orang-orang tharigah (ordo sufi) memaknai hadist ini.'”' 


Kontra-Pancasila 


Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Pancasila, menarik 
dan mengandung kontradiksi. Di satu sisi, Pancasila disebut sebagai 
ideologi kufur yang harus ditolak karena keburukan Pancasila 
di dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, Pancasila diterima sebagai 
seperangkat falsafah (set of philosophy). Sebagai set of philosophy, 
di dalam dirinya sendiri, Pancasila merupakan gagasan yang baik. 
Persoalan hadir ketika gagasan tersebut diturunkan oleh ideologi 
turunan yang dilakukan oleh setiap rezim politik, yang dianggap 
berbeda dengan Pancasila. 


Menurut pandangan pertama, Pancasila adalah ideologi kufur. 
Hal ini digambarkan oleh Ainur Rafig, dengan mengutip nasyrah 
(selebaran) HTI yang bertajug, Al-Banshasila Falsafah Kufr laa Tattafig 
mara al-Islaam. Karena kekufuran ini, Pancasila tidak sesuai dengan 
Islam. Dalam kaitan ini pengufuran Islam dilandasi dua argumen. 


Argumen pertama, karena Pancasila mengakomodir pluralisme 
agama. Hal ini terdapat pada sila Persatuan Indonesia yang 
menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya 
kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini 
bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran 
101 Tim Penulis HTI, Syariah Islam, h., 211-225 
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tunggal agama Islam. Argumen kedua, karena Pancasila berisi 
kemajemukan ideologi (mabda') dengan mengakomodir ideologi- 
ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. 
Padahal menurut HTI, mabda' yang paling benar adalah mabda' 
Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur 
yang bertentangan dengan Islam.'”? 


Sementara itu menurut pandangan kedua, Pancasila bukanlah 
ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (set of philosophy). 
Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena 
memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada 
yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang 
merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik. 


Pandangan ini dinyatakan oleh juru bicara HTI, M. Ismail Yusanto. 
Bagi Ismail, Pancasila adalah gagasan filosofis yang baik. Hanya saja 
sebagai set of philosophy, ia tidak mencukupi (not sufficient) untuk 
mengatur tata pemerintahan di Indonesia. Mengapa? Selain karena 
jumlahnya yang hanya lima sila, Pancasila hanya merupakan gagasan 
filosofis yang tidak memiliki turunan sistemik di dalam realitas politik. 
Turunan sistemik ini menyangkut sistem hukum yang mewujudkan 
keadilan sosial, sistem politik yang mendukung kerakyatan, sistem 
ekonomi yang mendukung kesejahteraan, dsb. Dengan tidak 
adanya rumusan sistem sebagai ejawantah dari Pancasila ini, 
maka set of philosophy tersebut tidak mencukupi dalam kerangka 
ketatanegaraan dan tata politik. 


Karena ketiadaan sistem turunan dari Pancasila inilah, maka 
perwujudan nilai-nilai Pancasila kemudian dilakukan oleh ideologi- 
ideologi selain Pancasila. Ideologi itu merujuk pada penggunaan 
sosialisme oleh Soekarno sebagai ejawantah Pancasila di era Orde 
Lama: kapitalisme oleh Soeharto di era Orde Baru dan neo-liberalisme 


102 Selebaran ini didapatkan oleh Ainur Rafig, ketika ia masih menjadi hizbiyyin 
dalam halagah HTI di Universitas Airlangga, Surabaya. Sayangnya selebaran 
ini anonim, sehingga tidak teridentifikasi penulisnya. Hanya saja selebaran 
ini kemudian diberikan kepada para peserta halagah. Lihat Ainur Rafig, 
Membongkar Proyek Khilafah, h., 62 
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oleh rezim pasca-Reformasi 1998. Dengan demikian, Pancasila era 
Orde Lama adalah Pancasila yang sosialistik: Pancasila era Orde Baru 
adalah Pancasila yang kapitalistik dan Pancasila era Reformasi adalah 
Pancasila yang neo-liberalistik. Hal inilah yang bermasalah bagi HTI. 


Oleh karena itu, titik perlawanan HTI tidak mengarah pada 
Pancasila, melainkan kepada sosialisme, kapitalisme, dan neo- 
liberalisme yang digunakan rezim politik di Indonesia untuk 
mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sosialisme dikritik oleh HTI karena 
sifatnya yang sekular. Sedangkan kapitalisme dan neo-liberalisme 
dilawan HTI sebab sistemnya yang menindas umat dan merupakan 
“anak kandung" dari sekularisme. 


Pada titik ini, pandangan Ismail bertentangan dengan pandangan 
pertama yang menyebut Pancasila sebagai ideologi kufur. Hal 
ini beralasan karena bagi Ismail, Islam dan Pancasila tidak bisa 
diperhadapkan. Mengapa? Karena Pancasila hanyalah serangkaian 
gagasan filosofis. la merupakan hasil renungan para founding fathers 
yang tidak absolut dan dinamis. Sementara itu Islam adalah agama, 
dan ia turun langsung dari Allah. Menghadapkan keduanya sebagai 
binaritas oposisional menjadi bermasalah, karena status kategoris 
dari keduanya yang berbeda. 


Dalam kerangka ini, maka Ismail menekankan dasar perjuangan 
HTI yang justru berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Argumentasinya sebagai 
berikut: 


“Jika rezim politik di Indonesia menggunakan sosialisme, 
kapitalisme dan neo-liberalisme untuk menafsiri dan 
merealisasikan Pancasila. Kenapa Hizbut Tahrir dilarang untuk 
menafsiri dan mewujudkan Pancasila melalui syariat Islam? 
Justru perjuangan menegakkan syariat merupakan komitmen 
kami atas sila ketuhanan, karena sebagai kaum berketunanan, 
umat Islam memiliki syariatnya: 8 


103 Wawancara dengan M. Ismail Yusanto pada 13 September 2012 
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Penggunaan syariah untuk menafsiri dan mewujudkan nilai- 
nilai Pancasila ini merupakan kewajaran, sebab Islam juga memiliki 
kepedulian terhadap hal-hal yang dilindungi oleh Pancasila. Oleh 
karenanya, pandangan HTI atas Pancasila yang moderat ini tidak 
menggambarkan pemikiran HTI yang Pancasilais dan nasionalis, 
tetapi tetap dalam kerangka Islamis. Artinya, gagasan filosofis yang 
mendasari HTI bukanlah Pancasila itu sendiri. Melainkan syariat Islam 
yang pada satu titik tidak bertentangan dengan Pancasila. 


Pada titik ini menarik mencermati pandangan HTI atas Piagam 
Jakarta. Bagi HTI, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan 
yang diciptakan oleh Soekarno. Dengan demikian, tujuh kata, 
“Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” merupakan 
kalimat besutan Soekarno. "Tujuh kata” ini dibuat sebagai gentlemen 
agreement atas dua tuntutan berbeda. Tuntutan pertama dari kaum 
Islam yang menginginkan dasar negara Islam. Serta tuntutan kaum 
nasionalis yang menolak dasar negara Islam. “Tujuh kata” dalam sila 
pertama merupakan pemberian keistimewaan bagi umat Islam untuk 
mengamalkan syariat Islam. Hanya saja “tujuh kata” ini ditolak oleh 
para pemimpin Islam, seperti Kiai Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar 
dan Ki Bagoes Hadikusumo karena tidak mencerminkan hakikat 
Islam. Menurut mereka, syariat Islam tidak hanya berlaku bagi umat 
Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia dan semesta alam. 
Hal ini dilandasi oleh sifat Islam sebagai agama yang rahmatan lil 
alamin. Oleh karena itu, para pemimpin Islamlah yang mengusulkan 
dihapuskannya “tujuh kata” dalam sila pertama, yang kemudian 
disusul dengan interupsi wakil non-muslim dari Indonesia Timur, 
yakni AA Maramis. Interupsinya senada dengan ketidaksepakatan 
para pemimpin Islam atas”tujuh kata” tersebut. 


Berdasarkan realitas historis ini, maka HTI sampai pada kesimpulan 
bahwa umat Islam telah kalah dua kali dalam perumusan bangunan 
negara. Kekalahan pertama terjadi pada tidak dijadikannya Islam 
sebagai dasar negara. Kekalahan kedua terjadi pada dihapuskannya 
“tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Hanya saja kekalahan secara 
konstitusional ini tampaknya tidak membuat HTI jera, sebab ia tetap 
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memperjuangkan tegaknya syariah meskipun saat ini harus tetap 
dalam kerangka Pancasila. Dengan demikian, secara mendasar 
HTI tetap menerima Pancasila sebagai gagasan filosofis, dan 
mendasarkan perjuangan penegakan syariah di dalam rangka sila 
pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Pertanyaannya, ketika HTI menerima Pancasila sebagai set of 
philosophy, apakah ia juga menerima Pancasila sebagai dasar negara? 
Pertanyaan ini mendasar karena cita-cita politik HTI adalah pendirian 
khilafah Islamiyyah di Indonesia, yang tentunya mendasarkan asas 
kenegaraannya kepada Islam. 


Dalam menjawab pertanyaan ini, Ismail mengajukan dua 
jawaban. Pertama, realitas politik di Indonesia yang tidak selalu 
mendasarkan diri pada Pancasila sehingga ia tidak benar-benar 
ditempatkan sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena Pancasila 
sering ditempatkan sebagai “kedok politik” oleh dua kepentingan. 
Yakni oleh sistem politik yang kemudian disebut Pancasilais untuk 
menormatifkan sistem tersebut. Dengan cara ini, rakyat tidak 
memiliki alasan untuk menolak sistem tersebut. 


Halini dilakukanoleh Orde Lamayangmenyebutsistem Demokrasi 
Terpimpin sebagai Pancasilais. Mengapa? Karena Demokrasi 
Terpimpin adalah sistem politik yang berupaya mewujudkan prinsip 
permusyawaratan dalam kepemimpinan hikmat/kebijaksaaan 
sebagaimana termaktub dalam sila keempat, Pancasila. Hal sama 
terjadi pada Orde Baru yang menamai sistem politiknya dengan 
Demokrasi Pancasila. Yakni sistem demokrasi yang mendasarkan diri 
pada pemahaman atas Pancasila yang murni dan konsekuen. Selain 
sebagai kedok sistem politik, Pancasila juga sering dijadikan sebagai 
kedok kebijakan. Sayangnya sebagian besar kebijakan politik pasca- 
Reformasi, ternyata lebih sering bertentangan dengan Pancasila, 
daripada mencerminkan nilai-nilai falsafah bangsa tersebut. 


Kedua, sebagai set of philosophy, Pancasila hanyalah rumusan 
pemikiran dari founding fathers. Oleh karenanya, kebenarannya 
tidak mutlak sehingga ia memiliki sifat dinamis. Artinya, ia bisa saja 
ditambah, dikurangi, dikokohkan atau bahkan ditiadakan. Dari sini 
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terlihat bahwa HTI telah merelativisir Pancasila hanya menjadai 
rangkaian gagasan filosofis yang bisa dibongkar-pasang setiap 
saat. Pandangan ini dipilih HTI demi desakralisasi Pancasila. Karena 
Pancasila bukan agama: ia bisa diganti, jika pergantian itu dibutuhkan. 
Baik pergantian dalam batang tubuh Pancasila itu sendiri. Maupun 
pergantian Pancasila dengan dasar negara yang lain, yakni Islam. 


Hanya saja mewacanakan penggantian Pancasila pada saat ini 
pasti bermasalah, seperti bahaya amandemen UUD 1945 di era Orde 
Baru. Di era Orde Baru itu, pewacanaan atas amandemen UUD 1945 
merupakan wacana subversif yang dilarang oleh negara. Namun 
bersamaan dengan pergantian rezim politik, amandemen UUD 
1945 itupun kini telah terjadi bahkan berulang kali. Oleh karena 
itu, “amandemen Pancasila” bisa saja terjadi ketika kondisi politik 
memungkinkan. Dalam kaitan ini, kemungkinan penggantian 
Pancasila bisa dilakukan melalui kehendak rakyat/umat yang 
menginginkan penggantian itu. Proses ini senapas dengan tahapan 
ketiga dari perjuangan HT, yakni marhalah istilam al-hukm, yang 
merupakan proses penyerahan kekuasaan dari ahl al-guwwah 
(rakyat) kepada HT. Penyerahan kekuasaan ini menggambarkan 
persetujuan umat dalam kerangka pemberian mandat kepada 
HT untuk mendirikan khilafah Islamiyyah. Jika hal itu terjadi, maka 
Pancasila sebagai dasar negara RI secara otomatis akan terganti oleh 
konstitusi Islam. Pada titik ini, pandangan kedua HTI atas Pancasila, 
bisa dirumuskan melalui bagan berikut: 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan | 159 


PANCASILA 
Sosialisme Kapitalisme Neo-Liberalisme 
(Orde Lama) (Orde Baru) (Orde Reformasi) 


Selamatkan Indonesia dengan Syariah 


(HT) 


Bagan 5. Pandangan HTI atas 
Pancasila 


Dari bagan di atas terlihat bahwa lawan HTI bukanlah Pancasila, 
melainkan ideologi-ideologi yang dijadikan oleh rezim politik 
Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini yang 
membuat HTI menyebut Pancasila sebagai tidak mencukupi 
(not sufficient), karena ia masih memerlukan ideologi lain untuk 
mengimplementasikan nilai-nilainya. Dengan demikian, ketika 
Pancasila ditempatkan sebagai ideologi nasional, maka menurut 
HTI, ia bersifat tidak mencukupi. Buktinya, para penguasa Indonesia 
masih perlu menggunakan ideologi lain untuk menerjemahkan 
Pancasila. 


Oleh karena itu, ketika HTI mengajukan jargon “Selamatkan 
Indonesia dengan syariah”, maka penyelamatan itu tertuju pada 
kelemahan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme dalam 
menghantarkan rakyat kepada kesejahteraan. Meski tidak melakukan 
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perincian atas apa yang disebut sebagai sosialisme dan sosialisme 
di era Soekarno, HTI telah mengajukan “talak tiga” kepada ideologi 
tersebut. Hal sama terjadi pada kapitalisme yang dipahami sebagai 
ideologi Orde Baru, atau neo-liberalisme di era Reformasi. Berbagai 
isme ini kemudian ditempatkan sebagai musuh bersama Islam, 
dan HTI menawarkan Islam sebagai alternatif atas ketiga ideologi 
tersebut. 


Pada titik ini, pandangan HTI atas Pancasila menjadi jelas. 
Kejelasan ini terangkum dalam beberapa hal. Pertama, HTI menerima 
Pancasila hanya sebagai gagasan filosofis atau set of philosophy. 
Sebagai gagasan filosofis, Pancasila baik dan tidak bermasalah serta 
selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hanya saja dengan 
menempatkan Pancasila an sich sebagai set of philosophy, HTI telah 
meletavisir Pancasila menjadi gagasan filosofis biasa yang tidak 
memiliki kemutlakan dalam konteks negara-bangsa Indonesia. 
Resikonya, Pancasila bisa dibongkar-pasang: bisa ditambah atau 
dikurangi sila-silanya, atau bahkan bisa diganti dengan dasar negara 
lain, meskipun saat ini HTI tidak mewacanakan penggantian dasar 
negara tersebut. 


Kedua, dengan menempatkan Pancasila an sich sebagai set of 
philosophy, maka HTI tidak menempatkan Pancasila sebagai dasar 
negara dan ideologi nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila 
bersifat mutlak, sejak di dalam rumusan internalnya, maupun dalam 
fungsi permanen sebagai dasar negara yang mendasari segenap 
tata lembaga dan kebijakan politik di Indonesia. Sementara itu 
sebagai ideologi nasional, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi 
politik dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Dalam kerangka 
ini, Pancasila akhirnya menjadi dasar bagi pemikiran politik 
rakyat Indonesia, dan mengarahkan cita-cita segenap masyarakat 
Indonesia.'” 


Secara implisit, HTI menolak kedua posisi ini, karena sejak awal 
ia memang mendasarkan konsepsi politiknya pada Islam. Artinya, di 
dalam konsep politik khilafah, dasar negara khilafah tentulah bukan 
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Pancasila, melainkan Islam. Oleh karenanya, dengan sifat relatif- 
dinamis dalam kerangka set of philosophy, Pancasila tidak mutlak 
sebagai dasar negara, sehingga ketika kondisi politik memungkinkan, 
ia bisa diganti. 

Hal sama terjadi pada posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. 
Karena dasar politik HTI adalah Islam, maka ideologi politiknya 
tentulah Islam, bukan Pancasila. Oleh karena itu, HTI kemudian 
menawarkan Islam sebagai ideologi alternatif untuk Indonesia. 
Meskipun common enemy dari ideologi Islam ini bukanlah Pancasila, 
melainkan sosialisme, kapitalisme dan neo-liberalisme. Namun 
HTI tidak mungkin menempatkan Pancasila setara dengan Islam. 
Mengapa? Karena Pancasila hanyalah gagasan filosofis, sementara 
Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam tentu di atas Pancasila, 
sehingga ketika Islam dipahami sebagai ideologi, ia mengatasi dan 
melampaui ideologi Pancasila. 


Penempatan Islam sebagai ideologi yang melampaui Pancasila ini 
akhirnya tidak membenturkan kedua paham ini. Artinya, meskipun HTI 
berideologi Pancasila, namun ideologi ini tentu tidak bertentangan 
dengan Pancasila. Justru sebaliknya: berideologi Islam adalah hak 
kaum muslim yang dijamin oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Dalam kerangka inilah, HTI kemudian mengritik Rancangan 
Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) tahun 2012 
yang ingin menjadikan Pancasila sebagai asas dasar semua organisasi 
masyarakat di Indonesia. Pada titik ini HTI menolak kewajiban 
asas dasar Pancasila, sebab dengan demikian, pemerintah telah 
mengajukan kembali kebijakan represif asas tunggal Pancasila ala 
Orde Baru. Yang ditawarkan oleh HTI adalah kewajiban ormas untuk 
memiliki asas organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila. 
Pada titik ini, asas Islam tentu tidak bertentangan dengan Pancasila. 
Sifat tidak bertentangan ini telah dibuktikan sendiri oleh RUU 
Ormas dengan merinci asas mana saja yang bertentangan dengan 
Pancasila. Asas-asas tersebut meliputi kapitalisme, komunisme dan 
liberalism. Islam tentu tidak ditempatkan dalam rangkaian asas yang 


bertentangan dengan Pancasila tersebut.'” 
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Demikianlah. Meskipun terdapat dua pandangan yang berbeda 
mengenai Pancasila, namun pandangan kedua sepertinya lebih valid 
dalam melihat pandangan HTI atas Pancasila. Hal ini tidak hanya 
disebabkan oleh sumber pandangan kedua yang keluar dari jubir 
HTI. Melainkan pandangan kedua ini lebih argumentatif dan merasuk 
dalam jantung pemikiran keislaman HTI itu sendiri. Oleh karena 
itu, pandangan ini bisa dipahami dalam artian substantif maupun 
strategis. Dalam artian substantif, penempatan HTI atas Pancasila 
sebagai set of philosophy menunjukkan kejernihan pemikiran 
gerakan ini dalam menempatkan Islam secara proporsional. Hal ini 
yang menunjukkan rasionalitas dari HTI yang selama ini mengklaim 
sebagai gerakan Islam berbasis rasionalitas. 


Hanya saja pandangan ini juga bisa dipahami dalam konteks 
strategis. Dalam konteks ini, penempatan Pancasila sebagai set 
of philosophy dan secara tidak langsung mendeligitimasi falsafah 
bangsa ini sebagai dasar negara dan ideologi nasional, menyiratkan 
penolakan HTI atas Pancasila sebagai asas politik. Hal ini wajar 
mengingat asas politik HTI adalah Islam, sehingga dasar negara 
khilafah dan ideologi trans-nasional HTI tentulah Islam. Oleh karena 
itu, secara fundamental, pandangan pertama dan kedua atas 
Pancasila ini tidak jauh berbeda di dalam muara tujuannya. Sebab 
meskipun Ismail Yusanto tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi 
kufur, namun ia dan HTI tetap tidak akan menempatkan Pancasila 
sebagai dasar negara Islam dan ideologi politik gerakan Islam. 


Dengan demikian, pemikiran yang moderat atas Pancasila ini 
tetap ditempatkan dalam perjalanan panjang menuju cita-cita 
politik HTI: menegakkan khilafah Islamiyyah di Indonesia. Hal ini 
terjadi karena keyakinan para aktivis HTI bahwa Indonesia adalah 
negeri subur bagi penegakan khilafah.'” Sebab Indonesia memiliki 
potensi bagi kemandirian politik dari dominasi negara lain, serta 
memiliki potensi keamanan nasional untuk melindungi umat Islam. 


106 Syamsuddin Ramadhan, Indonesia Butuh Khilafah, dalam al-Wa'ie, No. 137 
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Dua hal ini yang menjadi prasyarat bagi tegaknya khilafah di sebuah 
negeri.” 


Keyakinan HTI atas potensi Indonesia sebagai negeri khilafah 
ini pernah dilontarkan kepada pemerintah. Lontaran ini dilakukan 
melalui pengajuan surat terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang 
Yudhoyono untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Pengajuan 
surat terbuka kepada presiden ini dilatari oleh keyakinan HTI bahwa 
Indonesia adalah negeri yang strategis bagi penegakan khilafah.'? 
Demi keyakinan ini, para aktivis HTI kemudian mengutip pernyataan 
Prosiden Asosiasi Muslim Jepang, Prof. Hasan Ko Nakata, yang 
menyatakan, “Indonesia adalah tempat yang memenuhi persyaratan 
untuk mendirikan kembali khilafah". 


Keyakinan bahwa Indonesia adalah tempat strategis bagi 
pendirian khilafah ini didasarkan pada beberapa alasan. 1) Dukungan 
umat Islam yang besar. 2) HTI semakin besar dan dakwah berjalan 
aman. 3) Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin 
merosot. 4) Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia, dan 5) 
Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam. 
Pengajuan surat terbuka kepada Presiden RI ini mengindikasikan 
keberanian HTI untuk memproklamirkan garis politik yang berbeda 
dengan sistem politik di Indonesia dan dengan bangunan dasar 
NKRI.!09 


Keyakinan ini kemudian diperkuat oleh ancaman para pemimpin 
HT atas para pemimpin nasional yang tidak mendukung pendirian 
khilafah. Ancaman ini dilontarkan melalui Muktamar Ulama Nasional 
di Jakarta pada 21 Juli 2009. Dalam muktamar ini, HTI melakukan 
ancaman akan menghukum pihak-pihak yang mengabaikan dan 
menghambat pendirian khilafah di Indonesia. Artinya seandainya HTI 
berhasil mendirikan khilafah, maka pihak-pihak dalam pemerintah 
Indonesia serta pihak-pihak keagamaan yang menentang pendirian 
107 Muhammad Bajuri, Negeri yang Layak bagi Penegakan Kembali Khilafah, 

dalam al-Wa'ie, No. 144 Tahun XII, 1-31 Agustus 2012, h., 27-30 

108 Surat Terbuka HTI kepada Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang 


Yudhoyono pada 8 Januari 2005. 
109 Ainur Rafig, Membongkar Proyek Khilafah, h., 5-6 
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khilafah akan mendapatkan hukuman oleh pemerintahan khilafah 
Indonesia. Muktamar Ulama Nasional ini dihadiri oleh 7000 ulama, 
termasuk dari luar negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan, Turki, 
Mesir, Yaman, Lebanon, Palestina, Syam, Sudan dan Inggris." 


Lontaran ancaman ini dilakukan mengingat situasi politik 
Indonesia yang masih berada dalam kerangka nasionalisme. Hal 
ini yang menghambat penegakan kembali khilafah, sebab dengan 
nasionalisme, umat Islam kemudian terpecah-belah.'" Kritik 
terhadap para pemimpin nasional Indonesia merupakan langkah 
awal bagi kritik atas bangunan negara-bangsa Indonesia, sehingga 
Cita-cita penegakan khilafah bisa ditegarkan di negeri Muslim 
terbesar di dunia ini. 


Dengan berbagai pemikiran dan gerakan seperti ini, maka tak 
heran HTI menjadi organisasi terlarang di Indonesia sebagaimana 
terjadi di negara-negara lain. Realitas bangsa yang majemuk tak 
mengizinkan organisasi yang monolitik ini hidup dan berkembang. 
Apalagi jelas-jelas visi gerakannya bersifat politis, yakni ingin 
mendirikan sistem politik baru yang bertentangan dengan NKRI. 
Negara ini dengan kemajemukan ras dan agama yang begitu kaya 
tentu lebih berharga daripada gerakan sekelompok pihak yang tak 
memahami betapa berharga realitas kemajemukan tersebut. 


110 Piagam Muktamar Ulama, dalam Al-Wa'ie, No. 108, Tahun IX, Agustus, 2009, 
h., 63. 
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BAB 5 


Islam, Pancasila 
dan Deradikalisasi 


angunan kehidupan bangsa akan terus di bawah ancaman 
radikalisme agama. Hal ini terkait dengan paham radikal yang 
ingin memaksakan pandangan dan kehendak keagamaan. 


B 


Menariknya, Pancasila sebenarnya bisa menjadi dasar strategis bagi 
proses deradikalisasi, karena dasar negara dan ideologi bangsa ini 
secara substantif merupakan pancaran dari nilai-nilai agama. 


Sebelum membahas kaitan Islam, radikalisme dan deradikalisasi 
berbasis Pancasila, ada baiknya dipahami terlebih dulu arti 
radikalisme baik secara etimologis maupun terminologis. Radikalisme 
merupakan cara pandang, cara berpikir atau paradigmayang sudah 
menjadi ideologi. Secara etimologis, ia berangkat dari kata radix (akar) 
yang menggambarkan sebuah proses menuju kepada akar suatu 
persoalan. Imbuhan kata isme menjadikannya ideologi yang bersifat 
sosial-politik. Ideologi ini berangkat dari akar berpikir tertentu dan 
ingin melakukan perubahan secara mendasar serta menyeluruh. 


Pada awalnya, radikal merupakan metode berpikir yang sering 
digunakan di dalam bidang filsafat. Bidang ini selalu berpikir melalui 
metode mempertanyakan segala sesuatu hingga ke akar persoalan 
(skeptisisme), sering melalui proses kembali ke akar kata. Misalnya, 
politik dicari makna (hakikat) esensialnya berdasarkan akar katanya. 
Maka politik (politics) yang berakar pada kata polis (Bahasa Yunani), 
bermakna aktivitas di sebuah negara kota (polis) yang mengarah 
pada perwujudan kebaikan bersama (res publica). Oleh karenanya, 
sifat dasar politik memuat dua hal. Pertama, keterlibatan warga 
negara di dalam proses politik. Kedua, politik merupakan upaya 


166 |Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


penciptaan kebaikan bersama. Dengan cara pikir radikal ini, filsafat 
politik mengontraskan makna dan realitas politik yang berbeda 
dengan arti hakikinya tersebut. ''? 


Radikalisme sebagai ideologi sosial-politik juga memiliki cara 
pandang radikal tersebut. Pada awalnya ia disematkan pada 
gerakan Marxian, yang menghendaki perubahan mendasar dan 
menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pada titik ini, radikalisme 
sosial mengikutsertakan revolusi sebagai proses perubahan politik 
radikal dan cepat. Radikalisme Marxian merujuk pada cita-cita 
perubahan masyarakat secara total, dari struktur sosial kapitalistik 
menuju struktur sosial sosialistik. Dalam kondisi ini, sifat radikalnya 
tidak menerima perubahan reformatif dan parsial, sebagaimana 
ditawarkan oleh demokrasi liberal, karena ia tidak menawarkan 
perubahan menyeluruh. 


Di dalam konteks keagamaan, radikalisme juga bermakna cara 
pandang radikal yang ingin menciptakan perubahan menyeluruh 
yang sama sekali baru. Hanya saja berbeda dengan radikalisme 
Marxian yang berangkat dari premis ilmiah, radikalisme agama 
berangkat dari postulat keagamaan. Maka dasar pemikiran dan 
tujuan gerakan disediakan oleh berbagai ideal keagamaan. 


Dalam konteks Islam, radikalisme merupakan reaksi atas 
hegemoni dan dominasi Barat, terutama Amerika Serikat (AS), baik 
secara kultural maupun politik. Secara kultural, radikalisme Islam 
bereaksi atas Westernisasi yang memusat pada penolakan atas 
rasionalisme, sekularisme, hedonisme, liberalisme dan pluralisme. 


Rasionalisme ditolak karena dinilai meruntuhkan pola pikir 
Islam yang berangkat dari al-Our'an dan hadist. Sekularisme ditolak 
karena meruntuhkan kesatuan agama dan politik yang bagi kaum 
radikal menjadi sifat esensial dari Islam. Hedonisme ditolak karena 
mengajarkan pergaulan dan sex bebas. Liberalisme ditolak karena 
mengajak individu bebas dari otoritas agama. Dan pluralisme ditolak 
karena menyamakan semua agama sebagai kebenaran yang setara. 
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Inilah yang disebut sebagai Western way of life yang bertentangan 
dengan Islamic way of life. 


Dalam hal penolakan atas hegemoni dan dominasi politik 
Barat, kaum radikal menolak dua hal. Pertama, hegemoni sistem 
politik Barat, yakni negara-bangsa (nation-state) dan demokrasi. 
Negara-bangsa dinilai menghancurkan sistem politik Islam baik 
secara teritorial -menghancurkan kesatuan umat yang bersifat 
global-, maupun institusional: Negara Islam atau Khilafah Islamiyah 
yang menempatkan syariah sebagai konstitusi. Dengan hadirnya 
negara-bangsa, syariah tidak lagi menjadi konstitusi, karena diganti 
dengan konstitusi modern yang mengakomodir kemajemukan 
bangsa. Sedangkan demokrasi dinilai menggantikan kedaulatan 
Allah -pinjam istilah Sayyid Outhb, “Allah-krasi”-, dengan kedaulatan 
rakyat (demos). Hegemoni ini begitu kuat, sehingga sebagian besar 
masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, mengadopsi sistem 
politik modern ini menggantikan sistem politik Islam. 


Kedua, dominasi militer AS (juga Israel) di Timur-Tengah dan 
terutama Palestina. Jika hegemoni merujuk pada kekuasaan nilai, 
budaya dan kelembagaan. Maka dominasi merujuk pada penguasaan 
serta penindasan secara fisik dan militer. Inilah yang melahirkan para 
mujahidin yang melakukan aksi teror. Radikalisme telah bergeser, 
dari ranan pemikiran dan gerakan politik, menuju terorisme, perang 
dan kekerasan. 


Senapas dengan radikalisme, terdapat juga istilah funda- 
mentalisme Islam, salafisme, Islamisme dan Wahabisme. Ketiganya 
memiliki kedekatan arti dan konsepsi meskipun perlu dijelaskan 
sesuai terminologinya sendiri-sendiri. 


Fundamentalisme Islam ialah gerakan yang menyerukan 
proses kembali pada fundamen atau dasar agama. Istilah ini 
diambil dari gerakan fundamentalis di kalangan Kristiani yang 
menyerukan proses kembali pada kemurnian Biblle agar terhindar 
dari penyimpangan agama akibat rasionalisme dan modernisasi. 
Di dalam Islam, prosesnya serupa. Sebab kaum fundamentalis juga 
menyerukan kembali pada al-Our'an dan hadist dengan menolak 
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tiga hal: rasionalisme (dan segenap cara pikir Barat), spiritualitas 
(tasawuf) dan tradisi lokal non-lslam. 


Kata "fundamentalisme” pertama kali, muncul untuk merujuk 
kelompok militan dari Protestan evangelis. Kelompok ini 
berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip utama dalam 
The Fundamentals, satu seri pamflet yang intinya menekankan 
absolutisme Bible. Kelompok fundamentalis Kristen ini percaya 
bahwa mereka harus hidup berdasarkan kode moral yang tertulis 
secara literal di dalam Bible. Mereka menolak kritik-kritik sekular, teori 
evolusi, dan ajaran lain yang tidak sepaham dengan ajaran Biblikal. 
Dari situ fundamentalisme hampir selalu diasosiasikan dengan 
Kristianitas, khususnya Kristen evangelis. Dalam Shorter Oxford 
Dictionary, contohnya, fundamentalisme berarti “ketaatan ketat pada 
prinsip-prinsip ortodoks (misalnya, kebenaran mutlak interpretasi 
literal terhadap kitab suci) yang dipegang sebagai sesuatu yang 
fundamental dalam iman Kristiani, bertentangan dengan liberalisme 
dan materialisme'. 


Fundamentalisme, meski demikian, berakar jauh sebelum 
modernitas. la bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan 
Kristianitas. Pada masa kekuasaan Raja Seleucid bernama Antiochus 
Ephipanes (175-164 SM), sekelompok orang di Israel memaksa kaum 
Yahudi untuk mengikuti tradisi keagamaan Yunani dan meninggalkan 
ajaran Yahudi. Sang Raja pun memerintahkan bala tentaranya untuk 
membunuh siapa saja yang membangkang. Namun seorang Yahudi 
bernama Mattathias memberontak. Dia menolak perintah sang Raja 
dan melarikan diri ke kota bernama Modi'in. Dia bahkan membunuh 
pejabat kerajaan yang diutus untuk memaksanya patuh pada ajaran 
agama Yunani. 


Setelah membunuh sang pejabat, Mattathias berteriak, “Biarkan 
siapa pun yang patuh pada hukum Tuhan dan mendukung 
Kitab Suci keluar bersama saya!” Histeria Mattathias kemudian 
ditindaklanjutinya dengan membentuk sebuah kelompok yang 
disebut "orang-orang saleh” Kelompok ini sangat militan, dan salah 
satu kegiatan utamanya adalah menyerang pendosa, merobohkan 
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altar Yunani, dan menyunat anak lelaki di teritori Israel. Penerus 
Mattathias, bernama Judah sang Maccabee, kemudian berhasil 
membentuk tentara Yahudi yang terus menyerang dan membakar 
kota dan desa di malam hari. Melalui teror dan serangan terus- 
menerus, tentara Judah kemudian berhasil menguasai kuil di 
Yerusalem dan membersihkannya dari segenap kekafiran Yunani. 


Menyitir cerita Maccabee, kita dapat menemukan sifat-sifat 
penting dalam gerakan modern yang disebut fundamentalisme. 
Fundamentalisme menjadi label bagi mereka yang menuntut 
ketaatan ketat kepada Kitab Suci dan kode moral yang didasarkan 
atasnya. Gerakan ini biasanya agresif secara politik. Mereka terganggu 
secara moral oleh pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang terjadi 
di mana-mana. Ketergangguan moral kaum fundamentalis dapat 
pula diperkuat oleh marjinalisasi sosial, ekonomi, dan politik. Pada 
tahap ini gerakan fundamentalis bukan sekadar mempertahankan 
tradisi tetapi sekaligus menyerang mereka yang berbeda. Dengan 
kata lain, fundamentalisme berubah menjadi radikalisme. 


Fundamentalisme menjadi menarik, karena menyediakan 
pandangan dunia untuk memahami bagaimana realitas dipersepsi 
dan dipahami. Itu dilakukannya dengan berpegang pada Kitab 
Suci yang otoritatif dan menyeluruh, dan meyakini bahwa semua 
jawaban mengenai kehidupan dapat ditemukan di dalam Kitab Suci. 
Kodrat dan makna kehidupan bukan sekadar dijelaskan, melainkan 
juga ditentukan. Ketaatan mutlak pada kode moral-skriptural 
menghadirkan bentuk-kehidupan (form of life) yang bertentangan 
dengan sekularisme. Namun, fundamentalisme lebih dari sekadar 
penolakan terhadap sekularisme. Fundamentalisme menganggap 
bahwa kode moral mereka adalah kode moral tertinggi yang 
melampaui kode moral sekular. Kitab suci dijaga dari segala bentuk 
perdebatan dan kritisisme dari luar. Segala sesuatu yang tak dapat 
ditoleransi, didemonisasi. Sedangkan yang masih dapat ditoleransi, 
diukur berdasarkan sudut pandang Kitab Suci. Segala sesuatu, 
pendeknya, merujuk kembali Kitab Suci. 
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Fundamentalisme mendemonisasi mereka yang menolak Kitab 
Suci, dan menyebut hal itu sebagai "perkataan" Tuhan itu sendiri. 
Mereka lalu distigmatisasi sebagaimusuh Tuhan. Bernard Lewis (2004) 
mengemukakan bahwa “musuh Tuhan" bukan konsep kontemporer. 
Konsep itu sendiri sudah ditemukan pada masa Yunani Kuno. Yunani 
Kuno mengenali dua jenis Musuh Dewa. Pertama, pahlawan yang 
melawan Dewa dan menjadi figur terkenal karenanya. Kedua, musuh 
Dewa dalam artian orang yang menjadi objek kedengkian Dewa. 


Versi lain dari konsep”musuh Tuhan” muncul pada agama dualistik 
Iran Kuno bernama Zoroastrianisme. Pengikut Zoroastrianisme 
percaya pada dualitas kekuatan kosmik. Dua kekuatan kosmik yang 
saling bersitegang adalah kebaikan dan kejahatan. Iblis Zoroastrian, 
berbeda dengan iblis agama monoteis, bukanlah makhluk Tuhan 
yang sedang mengerjakan tugas rahasia dari-Nya. Iblis Zoroastrian 
adalah kekuatan independen yang terlibat dalam perjuangan kosmik 
melawan Tuhan. Keyakinan ini mempengaruhi beberapa sekte dalam 
tradisi agama monoteis melalui tradisi Manikeanisme. 


Dalam Kristianitas, Bible membedakan dengan tegas antara 
mereka yang mencintai Tuhan dan mereka yang membenci-Nya. 
Dalam Keluaran 23:22, Tuhan berkata, Jika kamu taat pada-Ku, maka 
aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan dari lawanmu'' 
Beberapa gagasan lain dapat ditemukan dalam Bible dalam bentuk 
yang lebih personal, bahkan emosional. Yahudi memperluas konsep 
“Tuhan” dan karena itu, juga memperluas konsep "musuh" Konsep 
“musuh Tuhan” mendapat makna baru. Manusia bukan sekadar 
musuh Tuhan, tetapi juga mampu melukai dan bahkan membunuh 


Tuhan. 


Dalam Islam, konsep musuh Tuhan menjadi sangat politis dan 
militer. Kaum fundamentalis Islam diperintahkan untuk menyerang 
musuh-musuh Tuhan dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. 
Perlawanan tersebut tidak perlu sampai menimbulkan kematian. Al- 
Ouran mengatakan, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, 
maka condonglah kepadanya” (O.S. 8:61) Namun, di sisi lain, adalah 
tugas tentara Tuhan untuk mengirim musuh Tuhan ke tempat di 
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mana Tuhan akan mengadilinya. Al-Ouran mengatakan bahwa 
musuh Tuhan adalah orang-orang kafir, dan mereka akan dikutuk 
di dalam api neraka (O.S. 2:98: O.S. 41:19: O.S. 41:28). Dalam kisah 
berbagai perang suci, kematian musuh Tuhan sering diiringi teriakan 
“Biar Tuhan mempercepat jiwanya ke neraka" 


Perang suci mengenali musuh lain yang lebih berbahaya, yakni 
para pengkhianat yang berjubah Islam namun terus berusaha 
menghancurkannya dari dalam. Di Abad Pertengahan, beberapa 
ahli #gh mendiskusikan kemungkinan untuk melancarkan jihad 
internal terhadap para pembangkang tersebut. Berdasarkan itu, 
kaum fundamentalis modern membagi perjuangannya menjadi dua 
varian utama. Pertama, perjuangan melawan orang-orang kafir yang 
berupaya menghancurkan ajaran Islam dari luar. Kedua, perjuangan 
melawan para pengkhianat yang berupaya menghancurkan ajaran 
Islam dari dalam. Kedua bentuk perjuangan ini harus dilakukan 
secara bersamaan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan 
mengembalikan bentuk ideal spiritualitasnya.''? 


Sementara itu salafisme merujuk pada seruan kembali pada 
pola keislaman para pendahulu yang saleh (salaf al-shalihin), yang 
dirujukkan pada masa keislaman Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in 
dan tabi'it tabi'in. Kurang jelas yang dimaksud dengan kaum saleh 
tersebut dalam konteks periode, para tokoh dan ajarannya. Namun 
sebagai model praktik keagamaan dan kehidupan, ia memiliki 
beberapa ciri. Pertama, pelaksanaan Sunnah Rasul yang dianggap 
masih murni. Kedua, masa keemasan politik Islam dengan Negara 
Madinah era Nabi dan kekhalifahan khulafa al-rasyidin sebagai 
puncaknya. 


Hampir sama dengan kedua istilah di atas, Islamisme merupakan 
cara pandang keagamaan yang menempatkan Islam sebagai 
ideologi (mabda'). Hal ini sebagai pembeda dengan Muslim "KTP” 
yang menempatkan Islam hanya sebagai ritual, Muslim tradisionalis 


113 Syaiful Arif, Deradikalisasi Islam, Paradigma dan Strategi Islam Kultural, 
Depok: Koekoesan, 2010, h., 11-14 
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yang menempatkan Islam sebagai tradisi, dan Muslim liberal yang 
menempatkan Islam sebagai wacana ilmiah.'' 


Penempatan Islam sebagai ideologi menyiratkan tujuan politik 
di dalam pemahaman ini, di mana keberislaman yang total (kaaffah) 
haruslah diletakkan dalam kerangka sistem sosial dan kenegaraan 
Islam. Salah satu pengusung ideologi Islamis ialah Tagiyuddin al- 
Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir (HT). Menurutnya, setiap umat Muslim 
harus memiliki kepribadian Islam (syahsiyah al-Islamiyah) di mana 
perilaku dituntun oleh pemahaman keislaman. Dalam hal ini, tauhid 
atau akidah menjadi pedoman pola pikir yang diterapkan pada level 
perilaku melalui syariah. Kepribadian Islami inilah yang membuat 
Muslim hanya boleh berpikir dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai 
Islam, bukan nilai-nilai Barat atau lokalitas. Demi terbentuknya dan 
terjaminnya kepribadian Islam ini, dibutuhkan penegakan syariat 
Islam pada ranah masyarakat yang ditopang oleh negara Islam, tidak 
hanya dalam bentuk negara nasional, tetapi kekhalifahan global. 
Dengan sifatnya yangmenyeluruh ini: kepribadian Islam pada ranah 
psikis, sosial dan politik, maka Islam tidak hanya diimani sebagai 
agama melainkan ideologi. 


Sedangkan Wahabisme merujuk pada pandangan dan gerakan 
Islam yang bersumber pada pemikiran tokoh Saudi Arabia, 
Muhammad ibn Abdul Wahab (1701-1740). Ini merupakan gerakan 
puritan yang menyerukan pemurnian Islam dari tradisi lokal dan 
rasionalisme. 


Karakter Radikalisme 


Dalam rangka mengembangkan radikalisme, Islam radikal memiliki 
ciri-ciri utama yang menggambarkan corak keislamannya. Ciri ini 
merujuk pada cara mereka dalam menghadapi perkembangan 
zaman yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi. Dalam hal 
ini, Abdurrahman Wahid dalam Islamic Fundamentalism, A Southeast 
Asia Perspective memiliki gambaran yang menarik: 


114 Kai Hafez, Radicalism and Political Reform in the Islamic and Western Worlds, 
UK: Cambridge University Press, 2010, h., 56 
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"Another factor behind the emergence of Islamic 
fundamentalism is the inability of many Muslims in the 
region to integrate their pecuilar systems of education, family 
structure, economic enterprises and even political aspirations 
into the mainstream of each nation. The disappointment and 
dissaticfaction that follow their failure to integrate themselves 
into the mainstream puts them ata loss, which they see as due to 
the lack of spiritual dimension of their lives. Accordingly, Islamic 
fundamentalism becomes an tractive 'escape way' to regain in 
an inner way what they lose in the outer one. 


A mere re-assertion of Islamic theachings in the face of 
the modernization onslaughts does not warrant a cry of wolf 
againts the alleged Islamic fundamentalism! But the fact that 
the majority of those Muslims.. Which are really fundamentalistic 
in outlook and attitude. Those groups reject the validity of the 
current national government, the validity of the orthodoxy of 
Islamis establishments, the validity of the national idoelogy, and 
of course the validity of the Muslim Majority's participation in 
national politics”! 


Dalam kutipan di atas dijelaskan bahwa kemunculan funda- 
mentalisme atau radikalisme Islam diawali oleh ketidakmampuan 
sebagian Muslim dalam mengintegrasikan sistem pendidikan, 
struktur keluarga, usaha ekonomi dan aspirasi politik Islam ke dalam 
kehidupan berbangsa modern. Ketidaksetujuan dan ketidakpuasan 
yang disebabkan oleh kegagalan mereka dalam mengintegrasikan 
diri ini menempatkan mereka sebagai pihak yang kalah, yang mereka 
pahami sebagai hilangnya dimensi spiritual dalam kehidupan 
mereka. Oleh karenanya, sikap fundamentalis atau radikal menjadi 
jalan pelarian (escape way) untuk mendapatkan kembali “dengan 
cara dalam" (in an inner way) atas kekalahan yang dialami pada "sisi 
luar” (the outer one). 


115 Abdurrahman Wahid, Islamic Fundamentalis, A Shouteast Asia Perspective, 
1981, h.,4 
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Artinya, kaum fundamentalis atau radikal adalah orang-orang 
yang menolak sistem kehidupan berbangsa modern karena 
dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini disebabkan oleh 
ketidakmampuan mereka dalam mengintegrasikan nilai, ajaran dan 
konsep Islam ke dalam struktur masyarakat modern, baik pada ranah 
pendidikan, keluarga, ekonomi hingga politik. Ketidakmampuan 
ini menempatkan mereka sebagai orang-orang yang kalah, melalui 
anggapan “Islam dalam ancaman sehingga mereka menolak sistem 
sosial modern untuk menegakkan idealitas Islam. Sayangnya, upaya 
menegakkan kembali kejayaan Islam ini dilakukan dengan "cara 
dalam” yakni cara-cara keagamaan, atas kekalahan pada ranah 
sosial-politik. Cara-cara keagamaan ini bisa dilihat dalam perjuangan 
menegakkan khilafah untuk mengganti demokrasi. 


Akan tetapi, peneguhan kembali nilai-nilai Islam untuk 
menghadapi modernisasi tidak secara otomatis merupakan bagian 
dari fundamentalisme atau radikalisme Islam. Sebab sebuah gerakan 
Islam bersifat fundamentalistik atau radikal jika melakukan tiga hal: 


1. Menolak pemerintahan nasional 


2. Menolak paham keislaman mainstream (ortodoks) di sebuah 
negeri 
3. Menolak ideologi politik nasional 


4. Menolak partisipasi politik mayoritas Muslim dalam sistem 
demokrasi 


Artinya, hanya ketika sebuah gerakan Islam menolak peme- 
rintahan dan negara nasional, ideologi politik nasional, partisipasi 
mayoritas Muslim dalam demokrasi, serta mazhab keislaman 
mainstream di suatu negeri. Baru ia masuk dalam kategori 
fundamentalis atau radikal. Dalam kategori ini, sebuah gerakan 
radikal mengembangkan ancaman yang bersifat nasional, baik 
secara politik maupun keamanan. 


Selain ciri-ciri di atas, radikalisme Islam juga memiliki pola pikir 
politik yang bisa dibedakan dengan kalangan moderat. Pola pikir ini 
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terkait dengan hubungan antara agama dan negara, serta bagaimana 
menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Perbedaan keduanya 
bisa dilihat di dalam tabel berikut: 


Radikalisme Islam Moderatisme Islam 
Pemikiran Idealistik Pemikiran Realistik 


Pendekatan Integralistik: Pendekatan Prinsipil: 
"Bersama Islam untuk Islam” “Dari Islam untuk bangsa” 


Hipotesis-Operatif: Sumber-Inspiratif 


Islam Aspirasi Islam Inspirasi 


Bagi kalangan radikal, penerapan nilai-nilai Islam didekati secara 
ideal. Yakni idealitas Negara Islam atau Khilafah Islamiyah yang 
dirujukkan pada Negara Madinah era Nabi Muhammad, khulafa al- 
rasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyyah hingga Turki Ustmani. Idealitas 
ini yang berusaha diwujudkan karena mereka mengembangkan 
pendekatan integralistik, di mana Islam diimani tidak hanya sebagai 
agama, tetapi juga sistem sosial dan politik. Ini berangkat dari 
suatu paradigma, “bersama Islam untuk Islam". Artinya, karena Islam 
merupakan alternatif bagi kehidupan modern, maka agama ini bisa 
menjadi solusi bagi umat, demi tegaknya nilai-nilai Islam itu sendiri. 
Pendekatan dan paradigma ini akhirnya disempurnakan melalui 
hipotesis yang operatif. Artinya, sebuah gagasan yang sifatnya masih 
hipotetis, namun sudah bersifat operatif. Negara Islam misalnya, 
masih bersifat hipotesis, karena kalangan moderat menolak gagasan 
ini. Akan tetapi ia sudah operasional, baik secara konseptual maupun 
digerakkan melalui gerakan politik. 


Sedangkan kalangan moderat yang mengembangkan pemikiran 


realistik, lebih melihat realitas di masyarakat, dan dari sana 
membangun masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini yang 
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melahirkan paradigma, "dari Islam untuk bangsa” yang menempatkan 
Islam hanya sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan kehidupan 
bangsa. Pada titik ini, Islam tidak menjadi alternatif melainkan 
komplemen: penyempurna kehidupan masyarakat modern. 


Dalam kaitan ini, radikalisme Islam memiliki beberapa pemikir 
kunci yang menjadi ideolog. Para pemikir ini telah membentuk 
sebuah evolusi pemikiran radikal yang berpusat pada kehendak 
pendirian negara Islam melalui kekerasan (terorisme). Beberapa 
pemikir tersebut meliputi: 


1. Abul A'la al-Maududi (1903-1979) pendiri Jama'ate Islami, 
Pakistan. Pokok-pokok pemikirannya meliputi: 


Negara yang ideal ialah al-Hakimiyah Lillah. Yakni negara 
berbasis kedaulatan Allah. Yang dimaksud dengan kedaulatan 
Allah di sini ialah kedaulatan hukum Allah, sehingga ia 
merujuk pada negara berkedaulatan syariah. 


Al-Hakimiyah Lillah memiliki tiga pilar utama: tauhid 
(berdampak pada penghapusan kedaulatan rakyat atau 
manusiawi), risalah Nabi (al-Ouran dan hadist yang 
membentuk syariat), dan khilafah. 


Perlu dibedakan antara khilafah dan khalifah. Khilafah adalah 
perwakilan (representation) yang membentuk lembaga 
perwakilan (parlemen) dalam Negara Islam. Sedangkan 
khalifah berarti wakil (vicegerent) yang merujuk pada 
setiap individu Muslim (rakyat). Maka dalam al-hakimiyyah 
lillah, setiap Muslim adalah khalifah Tuhan yang memiliki 
perwakilan (khilafah) di Negara Islam yang tunduk, bukan 
kepada parlemen, melainkan kepada kedaulatan syariah. Ini 
disebut teo-demokrasi, demokrasi berketuhanan.''? 


116 Abul A'la al-Maududi, Islamic Way of Life, Dacca, East pakistan: Islamic 


Publication Ltd, 1965, h., 63-75 
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2. Sayyid Outb (1906-1966), Ideolog Ikhwanul Muslimin. Pokok 
pikirannya meliputi: 

e Demi menegakkan al-hakimiyah lillah sebagaimana digagas 
al-Maududi, dibutuhkan manhaj rabbani: kesatuan tujuan dan 
strategi yang meniadakan strategi non-Islam sebagaimana 
dakwah Nabi Muhammad. Dalam hal ini Outb tidak sepakat 
dengan teo-demokrasi karena masih mengadopsi sistem 
demokrasi yang merupakan produk Barat. 


e Dalam rangka manhaj rabbani, masyarakat terpilah menjadi: 
nizam jahli (masyarakat yang mengingkari hukum Allah), dan 
nizam Islami (masyarakat di bawah Negara Islam). 


e Nizamjahli: Nashrani, Yahudi, komunis dan masyarakat Muslim 
yang tidak mendirikan Negara Islam. 


e Manhaj rabbani yang bersumbar dari tauhid, Ia ilaha illallah, 
bisa diwujudkan melalui dua hal. Pertama, revolusi iman yang 
bersih dan lurus (bayan). Artinya membersihkan iman Muslim 
dari penyimpangan agama. Dalam hal ini Outb bersifat 
Wahabis. Kedua, harakah melalui jihad: menegakkan keadilan 
dan kehormatan Islam.'" 


3. Abdullah Azam (1941-1989), ahli fikih dan mujahidin Afghanistan. 
Pokok pikirannya meliputi: 
e Dinul Islam hanya bisa tegak dalam naungan Negara Islam. 


e Ingin menegakkan kembali khilafah yang pernah ada di 
wilayah kekhalifahan Abbasiyah dan Usmaniyah. Kekhilafahan 
global ini dicerai-beraikan oleh nasionalisme (gaumiyah). 


# Membagi masyarakat dalam 3 macam golongan: 1. muslim 
mugotil (hukum Allah ditegakkan). 2. kafir dzimmi (membayar 
jizyah). 3. musyrik yang wajib diperangi (juga kafir non- 
dzimmi). 


117 Sayyid Outb, Ma'alim fi al-Tarig, diterjemahkan oleh Mahmud Harun 
Muchtarom, Yogyakarta: Uswah, 2009, h., 85-132 
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e Paska runtuhnya Khilafah Ustmaniyah (1924), jihad (gital) 
bersifat fardlu 'ain). Di dalamnya terdapat irhab (menggetarkan 
musuh), dan ightiyal (pembunuhan secara rahasia). Kewajiban 
jihad bisa menggeser kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji. 


e Ayat perang dalam a-Taubah (36) me-nashih ayat jihad dalam 
arti damai di al-Nahl (125) dan al-Hujarat (15). Dengan cara ini, 
Azam telah merumuskan jihad sebagai perang sebagai bagian 
dari manhaj rabbani (Outb) demi tegaknya al-hakimiyah lillah 
(al-Maududi).''? Pada awalnya gagasan Azam tentang jihad ini 
terbatas di wilayah perang Afghanistan. Artinya, pemikiran 
Azam memiliki konteks terbatas. Akan tetapi para alumni 
perang Afghanistan yang kemudian membawanya keluar 
dari konteks terbatas tersebut, sehingga ideologi jihadi ini 
menyebar ke wilayah non-perang termasuk di Indonesia. 


Radikalisme di Indonesia 


Dalam praktiknya, radikalisme Islam terbagi dalam tiga jenis 
yang semuanya berbasis pada paham salafisme. Artinya, ketiga 
jenis radikalisme tersebut berangkat dari karakter gerakan salafi: 
tekstualisme al-Our'an dan hadist, pemurnian agama dari budaya 
lokal, dan penempatan sistem politik Islam di masa Nabi sebagai 
model ideal bagi kekuasaan Islam. Hal ini menandai keragaman 
di dalam tubuh gerakan radikal Islam yang secara struktural 
membentuk sebuah piramida radikalisme, sebagaimana tergambar 
di dalam bagan 6 berikut: 


118 Abdullah Azam, Tarbiyah Jihadiyah, jilid 2, Pakistan: Maktab al-Khidmat, 
tanpa tahun, h., 66-87 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan | 179 


Terorisme: 
Salafi Jihadi 


Radikalisme: 


Salafi Haroki 


Puritanisme: 
Salafi Wahabi 


Pada level terbawah, radikalisme Islam didasari oleh sikap 
beragama puritan: memurnikan agama dari produk dan praktik 
kebudayaan. Sikap ini lahir dari pembenturan antara agama dan 
budaya, sebab agama dianggap murni aturan Tuhan yang tidak 
boleh dinodai oleh budaya. Sebagai sikap dasar, puritanisme 
merupakan sifat umum dari semua corak radikalisme Islam, meskipun 
gerakan puritan spesifik, yakni kaum salafi Wahabi tidak berpolitik 
sebagaimana salafi haroki (pergerakan) dan tak selalu menganjurkan 
terorisme seperti salafi jihadi. 


Di atas puritanisme agama terdapat radikalisme, yang digerakkan 
oleh kaum salafi haroki. Disebut radikal karena ia ingin menciptakan 
perubahan masyarakat secara menyeluruh berbasis ideologi Islam, 
melalui gerakan sosial (haroki). Ujung dari perjuangan radikalisme 
ialah penggantian sistem politik modern dengan sistem politik 
Islam, baik dalam bentuk khilafah Islamiyyah global maupun daulah 
Islamiyyah berskala nasional.''? Yang dimaksud dengan radikalisme 
119 Negara Islam nasional (daulah Islamiyyah) merupakan pelunakan realistis 

dari sebagian besar aktivis Islam atas cita-cita penegakan sistem politik Islam, 
setelah kemustahilan pendirian khilafah Islamiyyah secara global pasca 
runtuhnya Khilafah Turki Ustmani pada 1924. Selain lingkup kekuasaan 
yang berbeda di antara keduanya, struktur kenegaraanpun agak berbeda. 
Daulah Islamiyyah karena mengadopsi nation-state, ia mengadopsi trias 


politica (eksekutif, legislatif, yudikatif) berbasis demokrasi. Hanya saja 
pengadopsian ini dilakukan secara implisit dengan mendasarkan diri 
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Islam di dalam tulisan ini terutama merujuk pada gerakan salafi 
Haroki yang berpolitik, yang merupakan varian Islamisme terdidik 
dari kelas menengah kaum Islamis. Selain berpolitik, kaum radikal 
bersifat puritan seperti salafi Wahabi meski tak selalu terlibat dalam 
terorisme. 


Sedangkan puncak dari radikalisme Islam ialah terorisme yang 
menggunakan pendekatan militer demi penegakan khilafah untuk 
meruntuhkan hegemoni Barat (AS dan Israel). Ia lahir dari medan 
perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada 1979, dan semakin 
mengental paska pengeboman gedung WTC AS pada 2001. Salafi 
jihadi adalah kaum radikal yang menggerakkan jihad bermakna 
perang melawan pemerintahan Barat dan pemerintahan Muslim 
yang tidak mendirikan negara Islam. Pandangan budayanya puritan, 
karena sebagian kaum jihadi juga merupakan kaum Wahabi, serta 
ingin mendirikan sistem politik Islam sebagaimana salafi haroki. 


Jika dirinci lebih lanjut, ketiga jenis radikalisme Islam di atas bisa 
dijelaskan sebagai berikut: Pertama, salafi puritan. Ini digerakkan oleh 
Wahabisme, sebuah sekte Islam di Saudi Arabia pengikut Muhammad 
bin Abdul Wahab (1989-1890) yang menganjurkan pemurnian agama 
dari budaya lokal. Artinya, wilayah gerakan ini berada pada ranah 
kultural dengan metode gerakan dakwah, amar ma'ruf nahy munkar. 
Tidak ada tujuan politik apalagi terorisme di dalam gerakan ini. Akan 


pada tradisi politik Islam. Misalnya, lembaga legislatif yang disamakan 
dengan Majelis Syuro berisi ahlul halli wal 'agdi (ahwa): ahli analisa dan 
memustuskan, beranggota para elit berpengaruh di masyarakat. Eksekutif 
dijabat sultan atau khalifah yang dipilih secara demokratik oleh ahwa, 
serta yudikatif yang dipimpin oleh gadli (ahli hukum Islam). Perbedaan 
mendasar antara daulah Islamiyyah dengan negara-bangsa terletak 
pada basis konstitusionalnya: daulah Islamiyyah berbasis syariah, sedang 
negara-bangsa berbasis hukum positif berlatar hukum kodrat. Tugas utama 
daulah ialah penerapan syariah, sedangkan negara-bangsa mewujudkan 
kedaulatan rakyat berbasis demokrasi. Oleh karenanya, meskipun meniru 
bentuk negara nasional, daulah Islamiyyah tak selaras dengan cita-cita 
politik kebangsaan yang plural. Sementara itu khilafah yang bersifat global 
memberi kekuatan penuh pada khalifah secara totaliter. Lihat Anthony 
Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the 
Present, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, h., 14. Lihat juga 
Jacgues Waardenburg, Islam, Historical, Social and Political Perspective, 
New York: Walter de Gruyter, 2002, h., 35 
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tetapi sebagai embrio dasar bagi radikalisme, para pengikut Wahabi 
bisa dan telah mengembangkan aktivisme perang, sebagaimana 
terjadi pada perang Afghanistan (1979). 


Di Indonesia, Wahabisme disebarkan bersamaan dengan 
pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) yang 
didirikan pada tahun 1980. Perguruan tinggi ini merupakan cabang 
dari Universitas Imam Muhammad ibn Saud, RiyadI. Beberapa alumni 
yang tercatat menjadi tokoh salafi di Indonesia ialah: Yazid bin Abdul 
Oadir Jawas (Pesantren Minhajus Sunnah, Bogor), Farid Okbah 
(Direktur al-Irsyad), hingga Anis Matta (Presiden Partai Keadilan 
Sejahtera). 


Kedua,salafi politikyang menghendaki pendirian Negara Islam baik 
dalam bentuk Negara Islam Nasional seperti dikehendaki Ikhwanul 
Muslimin (IM) maupun kekhilafahan global seperti diperjuangkan 
Hizbut Tahrir (HT). Di Indonesia, IM Tarbiyah mendirikan Partai 
Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS). Partai ikhwan ini telah melakukan pelunakan ideologi, dari 
pengusungan Piagam Jakarta demi penerapan syariat, kepada 
Piagam Madinah yang disamakan dengan Pancasila. Sementara 
itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menapaki tahap kedua 
perjuangan, yakni tafa'ul ma'al ummah (sosialisasi kepada umat) 
melalui konferensi khilafah, yang pada tahun 2007 melayangkan 
Surat Terbuka kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) 
untuk mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia.'? Pada titik ini, jika 
IM menggunakan jalur parlemen dan terlibat dalam demokrasi. Maka 


120 HTI mengembangkan tiga tahapan perjuangan. Pertama, marhalah tasgif 
(tahapan pengkaderan) yang dilakukan sejak 1980 melalui kajian halagoh 
di kalangan mahasiswa di kota-kota besar. Kedua, marhalah tafa'ul ma'al 
ummah (tahapan sosialisasi masyarakat) melalui Konferensi Khilafah 
Internasional yang dilakukan pada 2001, sekaligus deklarasi pendirian 
HTI. Ketiga, marhalah istilam al-hukmi (tahapan pendirian pemerintahan), 
yakni pendirian khilafah Islamiyyah. Di Indonesia, HTI hanya akan mencapai 
tahapan kedua, dan tidak akan meraih tahapan ketiga, karena sifat dasar 
gerakannya yang ekstra-parlementer, ditambah kuatnya kekuatan TNI-Polri. 
Lihat Ainur Rafig al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir 
Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2012, dan Imdadun Rohmat, Arus Baru Islam 
Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta: 
Penerbit Airlangga, 2005. 
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HT dan HTI memilih jalur ekstra-parlementer melalui propaganda 
anti-nasionalisme dan demokrasi. 


Ketiga, salafi jihadi yang menjadikan terorisme sebagai strategi, 
baik bagi penegakan khilafah maupun perlawanan militer terhadap 
AS dan Israel. 


Pada titik inilah ancaman nyata radikalisme terletak pada salafi 
Jihadi. Umumnya mereka adalah eks-mujahidin yang terlibat dalam 
perang di Timur-Tengah baik perang Afghanistan (1979), perang 
Arab-lsrael, maupun intervensi AS terhadap politik di Irak, dll. Al- 
Oaeda misalnya, pada awalnya merupakan bentukan AS untuk 
melawan Uni Soviet pada perang Afghanistan. Namun belakangan, 
pimpinannya, Osama bin Laden berbalik arah melawan AS terutama 
setelah "perang global melawan terorisme” paska pengeboman 
gedung WTC 11 September 2001. Demikian pula organisasi teroris 
baru, Islamic State of Irag and Syiria (ISIS), yang awalnya merupakan 
Al-Gaeda fi Irag. Gerakan ini di-back up oleh AS untuk menghambat 
pengaruh Iran di Irak paska lengsernya Saddam Husein. 


Embrio gerakan ini tentulah Ikhwanul Muslimin Outhbian. 
Yakni Ikhwan yang telah bergeser dari gerakan tarbiyah melawan 
peradaban Barat melalui gerakan pendidikan. Gerakan Ikhwan ini 
bersumber pada ajaran Hassan al-Banna, menuju Ikhwanul Muslimin 
Jihadis berbasis ajaran Sayyid Outhb yang menekankan jihad 
(perang) sebagai metode perlawanan atas Barat.'?! 


Doktrin permusuhan atas pihak-pihak yang tidak menerapkan 
syariat ini didasarkan pada surat al-Maidah ayat 44: "Barangsiapa 
tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang kafir”. Sehingga, "Dan perangilah 
kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi 
kamu semuanya" (al-Taubah:36). Demikian pula surat al-Anfal ayat 
39: "Perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tidak ada lagi 
fitnah. Agama seluruhnya adalah milik Allah". 


121 Michael Bonner, Jihad in Islamic History, Doctrines and Practice, New Jersey: 
Princeton University Press, 2006, h., 92 
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Pemahaman inilah yang melahirkan pandangan takfiri 
(pengafiran) yang merupakan doktrin utama dari kaum jihadi, 
sebagaimana diamini oleh Najih Ibrahim Abdullah, mantan tokoh 
Jamaah Islamiyah (JI) Mesir. Doktrin takfiri ini awalnya dikembangkan 
oleh Sayyid Outhb dan dipraksiskan oleh orgamisasi jihadis Mesir 
seperti Jamaah al-Muslimin pimpinan Ali Abduh Ismail dan Syukri 
Mustofa, Jamaah Jihad atau Tanzimul Jihad pimpinan Nabil al-Bar', 
Jamaah Islamiyah (1973) pimpinan Umar Abdurrahman, AlJabhah li 
Tahrir al-Islam (1974) pimpinan Salih Abdullah al-Suriah, hingga Al- 
Oaeda dan kini, Islamic State of Irag and Syiria (ISIS). Dalam konteks 
ini para mujahid telah meluaskan definisi kafir kepada pihak-pihak: 


# Pemerintahan yang tidak menjadikan al-Our'an dan hadist 
sebagai konstitusi (ganun) dan syariat sebagai undang-undang 
(dustur). 

# Mereka yang membantu orang yang dinilai kafir dan rezimnya. 

e# Mereka yang meninggal karena mempertahankan pemerintahan 
yang dinilai kafir. 

e Mereka yang berpartisipasi dalam partai non-Islam. 

e# Mereka yang memilih kandidat anggota parlemen bukan dari 
partai Islam. 

# Mereka yang menaati negara yang dinilai kafir. 

# Mereka yang menghormati bendera, lagu nasional dan hormat 
kepada pasukan 
Pandangan takfiri yang meluaskan definisi kafir dari teologi 

ke politik ini kemudian disempurnakan melalui pemaknaan jihad 

sebagai perang (gitalh sebagaimana dirumuskan oleh Abdullah 

Azam.'? 


Dalam hal ini, Azam kemudian menempatkan ayat jihad sebagai 
perang dalam Surat al-Taubah, sebagai ayat yang mengganti (nashih 
manshuh) ayat-ayat jihad dalam artian damai sebagaimana terdapat 
dalam al-Nahl: 125 dan al-Hujurat:15. Pandangan Azam inilah yang 


122 Asma Afsaruddin, Striving in the Path of God, Jihad and Martyrdom in 
Islamic Thought, New York: Oxford University Press, 2013, h., 205 
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menjadi pedoman para mujahidin, yang dikhotbahkan selama 
perang Afghanistan dan disebarluaskan oleh para alumni mujahidin 
di Asia Tengah, Chechnya dan Bosnia. Ajaran Azam pula yang 
menjadi menu wajib pengajaran di kamp-kamp pelatihan mujahidin 
di Mindanao, Filipina dan Poso, Indonesia.'? 


Berangkat dari sinilah radikalisme jihadi berkembang di 
Indonesia. Jalurnya melalui al-Jama'ah al-Islamiyah (JI) Asia Tenggara 
yang awalnya dipimpin oleh Abdullah Sungkar, dan kemudian 
diganti oleh Abu Bakar Ba'asyir. Aksi Bom Bali I dan II disinyalir 
dilakukan para aktivis Jl, yakni Amrozi CS. Alasannya jelas: Indonesia 
ialah negeri kafir karena tidak menjadikan syariah sebagai konstitusi, 
sehingga wilayahnya masuk dalam kategori daerah perang (dar al- 
harb). Karena wilayah perang, maka halal menjadi objek teror. Apalagi 
Bali merupakan pusat turisme di mana para turis (bule) diidentikkan 
dengan orang-orang kafir.'“ 


Perjalanan Jl tidak mulus, sebab Ba'asyir kemudian memisahkan 
diri dan membentuk Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Karena 
konflik internal, Ba'asyir kemudian mendirikan organisasi lagi, yakni 
Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Ketika ISIS didirikan dan pimpinannya, 
Abu Bakr al-Baghdadi mendeklarasikan diri sebagai khalifah, Ba'asyir 
membaiatnya (menerima) dan akhirnya membentuk Jamaah 
Ansharul Khilafah (JAK). Dengan demikian, paska ditangkapnya 
para aktivis Jl, ISIS menjadi primadona terorisme bagi kalangan 
jihadi setelah pimpinan Al-Oaeda, Osama bin Laden dibunuh 
tentara AS. Artinya ke depan ISIS akan menjadi “payung besar" yang 
menyemangati para aktivis jihadi, karena gerakan ini telah berhasil 
menduduki perbatasan Irak dan Syiria dan mendirikan apa yang 
mereka klaim sebagai Negara Islam.'? 


123 As'ad Said Ali, Al-Oaeda, Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak 
Terjangnya, Jakarta: LP3ES, 2014, h., 15-47 

124 Mike Millard, Jihad in Paradise, Islam and Politics in Southeast Asia, London: 
An East Gate Book, 2004, h., 69 

125 Sikap kaum Islam radikal terhadap ISIS tidak menyatu, sebagian masih 
enggan bergabung, sebagian mendukung termasuk Abu Bakar Ba'asyir. 
Kemajuan militer ISIS akan menjadi faktor penarik dukungan. Pendukung 
ISIS antara lain JAT, JTW, MIT, Al Muhajirun, ex NII. Pembentukan ISIS di 
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Di tengah tiga varian radikalisme salafi di atas, proses 
deradikalisasi berbasis Pancasila terfokus pada varian salafi haroki 
yang mengembangkan delegitimasi atas NKRI demi penegakan 
sistem politik Islam. Mengapa salafi haroki? Karena varian teroristik 
jihadi membasiskan pemikirannya pada pemikiran politik salafi 
haroki. Dengan demikian, deradikalisasi berbasis Pancasila mengarah 
pada deideologisasi pemikiran politik kaum radikal Islam sehingga 
bisa menerima Pancasila dan NKRI sebagai pandangan hidup dan 
aturan kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia. 


Pancasila dan Deradikalisasi 


Dengan memahami pola hubungan Islam dan politik seperti ini, 
maka paham radikal Islam yang mendelegitimasi Pancasila gugur 
secara teoritik, etis dan bahkan keislaman. Hal ini patut dimengerti 
sebab HTI misalnya masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar 
negara yang sah secara keagamaan. Dalam Al-Banshasila Falsafah Kufr 
la Tattafig Ma'al Islam (Pancasila Falsafah Kafir Tidak Sesuai dengan 
Islam), organisasi berkarakter dasar partai politik ini mengafirkan 
Pancasila karena dua alasan. Pertama, ia mengakomodir pluralisme 
agama. Kedua, memuat pluralisme ideologi seperti humanisme, 
nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Kedua macam pluralisme 
ini menciderai kebenaran Islam sebagai agama (din) maupun sebagai 
ideologi (mabda”). Pada saat bersamaan, di samping mengafirkannya, 
HTI juga beretorika mendasarkan perjuangan penegakan syariahnya 
pada sila ketuhanan Pancasila, melalui upaya penghidupan kembali 
tujuh kata, “dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi 
pemeluknya” yang menjadi rumusan Piagam Jakarta. Dengan 
Indonesia diumumkan oleh murid Aman Abdurrahman, yakni Marwan 
alias Abu Musa. ISIS juga telah mengizinkan terbentuknya perwakilan 
Indonesia yang disebut Majmu'ah al-Arkhobili di bawah pimpinan Bahrum 
Shah (asal Bandung) dan wakilnya Asyikin Nur (Malaysia). Namun ISIS 
belum mengizinkan perwakilan militer atau Katibah untuk Asia Tenggara 
(masih berada di tangan jaringan ISIS Asia Tengah). Perkembangan ISIS di 
Indonesia saat ini masih tahap pembinaan melalui kaderisasi (tarbiyah) 


dan penataan organisasi. Sejauh ini belum terbentuk Ooidah Aminah yang 
merupakan penggemblengan militer. Dikutip dari As'ad Said Ali, 2016. 
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demikian, perjuangan pendirian khilafah dan penegakan syariah 
justru merupakan hak bagi mereka berdasarkan sila ketuhanan 
Pancasila.'? 


Dalam hal ini agar agenda deradikalisasi pemahaman agama 
yang selama ini menjadi sumbu dari terorisme berjalan efektif, 
pemerintah tidak hanya menggunakan pendekatan kekuatan keras 
(hard power), melainkan juga kekuatan lunak (soft power). Dalam hard 
power, deradikalisasi bersifat represif melalui perundang-undangan, 
kekuatan militer (TNI dan Polri), serta penegakan hukum atas pelaku 
terorisme. Pendekatan hard power ini memang penting namun ia 
seperti pemadam kebakaran yang diberlakukan setelah kebakaran 
terjadi. Ia belum mampu menghilangkan atau meminimalisir sumber 
api yang menyebabkan kebakaran tersebut. 


Pendekatan soft poweryang bersifat preventif, hendak mematikan 
sumber api terorisme, yakni paham keagamaan radikal. Inilah 
arti penting deradikalisasi. Sebagaimana diketahui, deradikalisasi 
memiliki dua makna: pemutusan (disengagement) dan deideologisasi 
(deideologization). Pemutusan artinya mendorong kalangan radikal 
untuk mereorientasi diri melalui perubahan sosial-kognitif sehingga 
mereka meninggalkan norma, nilai, aspirasi dan perilaku yang diikuti 
sebelumnya, menuju norma baru. 


Sedangkan deideologisasi merupakan agenda kontra-ideologi. 
Artinya menghapus pemahaman ideologis atas agama, sehingga 
agama tidak lagi dipahami sebagai ideologi politik, melainkan 
nilai-nilai luhur yang menyemai perdamaian. Dalam kerangka 
deideologisasi inilah deradikalisasi bisa dipahami sebagai moderasi 
pemikiran keagamaan.'” 


126 Ainur Rafig, Membongkar Proyek Khilafah, h., 65 

127 Dalam revisi UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, akan dimasukkan klausul hukuman atas paham/pemikiran 
keagamaan yang menolak NKRI. Hal ini dilakukan demi langkah preventif 
penyebaran paham terorisme. Jika klausul ini disahkan, maka radikalisme 
agama sebagai ideologi akan dikriminalisasi, sebab pada UU Anti-Terorisme 
yang ada, radikalisme baru bisa dikenai sanksi hukum jika telah melakukan 
aksi teror, sedangkan pemikirannya tidak bisa dihukumi. Baca pernyataan 
Menkopolhukam atas hal ini, Revisi UU Terorisme, Tak Akui NKRI Berujung 
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Strategi deradikalisasi berbasis Pancasila memiliki dua posisi 
strategis. Pertama, ia secara langsung meruntuhkan kritik terdalam 
kaum radikal atas Pancasila sebagai dasar negara nasional RI. Hal ini 
dilakukan melalui penunjukan sifat Islami dari Pancasila dan NKRI. 


Tentu kaum radikal yang dimaksud di sini ialah radikalisme politik 
(salafi haroki) dan radikalisme teroristik (salafi jihadi) yang mencitakan 
pendirian khilafah atau daulah Islamiyyah. Dengan cita-cita seperti 
ini, NKRI tentu terposisi sebagai opisisi karena ia merupakan praktik 
kekufuran akibat adopsi atas sistem politik non-Islam. 


Pada titik ini, sebagai dasar negara nasional, Pancasila menjadi 
penyangga bagi bentuk negara-bangsa (nation-state) yang telah 
membuyarkan kesatuan wilayah politik Islam (kekhilafahan) yang 
global. Serta menjadi dasar kosntitusional bagi tegaknya kedaulatan 
rakyat (demokrasi) yang dianggap menciderai kedaulatan Allah 
(hakimiyyatullah). Ini tentu berbeda dengan khilafah atau daulah 
Islamiyyah yang berbasis pada hakimiyyatullah, dan menempatkan 
syariah sebagai konstitusi negara. Maka Pancasila akhirnya 
dibenturkan dengan konstitusi syariah, NKRI dibenturkan dengan 
daulah Islamiyyah, dan demokrasi dibenturkan dengan kedaulatan 
Allah. Logika pembenturan Islam dan Pancasila ini tetap mengendap 
di kepala kaum radikal, sejak HTI, hingga gerakan jihadis penegak 
syariah seperti MMI, JAT, JAK, MIT, dil. 


Proses peruntuhan argumen kontra-Pancasila ini dilakukan 
melalui pembuktikan dimensi Islami atau agamis dari Pancasila. 
Artinya, ketika kaum radikal menolak Pancasila atas nama Islam, 
maka deradikalisasi berbasis Pancasila menunjukkan sebaliknya: 
dimensi Islami dari Pancasila dan NKRI. 


Hal ini bisa dilakukan mengingat paham mainstream keislaman di 
Indonesia bersifat moderat dan Pancasilais. Bagi paham mainstream 
ini, Pancasila secara akidah dan syariah bersifat Islami karena 

Bui, www.tempo.co.id, 22 Januari 2016. Lihat juga Muhammad AS Hikam, 


Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016, h., 69 
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beberapa alasan. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menandai 
nilai paling fundamental dari Islam, yakni tauhid, sebagaimana ayat 
1 surah al-Ihlash: Oul Huwa Allohu Ahad (Katakanlah bahwa Allah itu 
Esa). Dengan posisi sila tauhid sebagai sila pertama yang mendasari 
semua sila Pancasila, maka dasar negara ini secara akidah bersifat 
tauhidi. Kedua, pendasaran ketuhanan menjadikan konstitusi, UU 
dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan syariat Islam. 
Dengan demikian, Pancasila yang bertauhid itu tidak melarang 
dan menghalangi umat Islam dan umat beragama lainnya untuk 
melaksanakan syariah serta aturan agama-agama di Indonesia. 


Ketiga, keempat sila di bawah sila ketuhanan selaras dengan 
tujuan-tujuan syariah (magashid al-syari'ah). Tujuan tersebut merujuk 
pada perlindungan atas lima hak dasar (al-kulliyat al-khamsah) 
manusia: menjaga hidup (hifdz al-nafs), menjaga agama (hifdz al- 
din), menjaga akal (hifdz al-agl), menjaga harta (hifdz al-maal) dan 
menjaga kehormatan (hifdz al-'irdI). Penjagaan dan perlindungan 
atas hak dasar manusia ini selaras dengan nilai kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Artinya, ketika ujung sila 
Pancasila ialah keadilan sosial, hal ini sama dengan tujuan syariah 
yang merujuk pada kemaslahatan (al-mashlahat), sebagaimana 
kaidah hukum Islam (figh) menyatakan, haistumakanat al-mashlahah 
fatsamma syar'u Allah wa haistuma kana syar'u Allah fatsamma al- 
mashlahah (Di mana ada maslahat, di situ ada syariat. Di mana 
ada syariat, di situ ada maslahat). Kemaslahatan inilah yang dalam 
bahasa Pancasila disebut keadilan sosial, dan dalam bahasa (filsafat) 
politik disebut res publica (kebaikan bersama) yang menjadi dasar 
bagi sistem pemerintahan republik. 


Keempat, penunjukan dimensi Islam atas bangunan negara- 
bangsa NKRI. Artinya, NKRI telah mendapatkan pengesahan 
keagamaan sebagai bagian dari sistem politik yang Islami. Hal ini 
dilakukan oleh warga pesantren dan organisasi Islam moderat seperti 
Nahdlatul Ulama (NU), melalui empat tahap nasionalisme Islam: 


1. Pengesahan wilayah Nusantara (Hindia-Belanda) sebagai dar al- 
Islam (wilayah Islam) pada Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin 
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(1936). Alasannya: selain karena kebebasan umat Islam dalam 
melaksanakan syariah, di wilayah ini juga pernah tegak kekuasaan 
Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Dengan 
demikian, ia merupakan wilayah Islam, meskipun diperintah 
oleh pemerintahan non-lslam. Berdasarkan pengakuan ini, kaum 
santri membela Indonesia dari serangan Sekutu dalam perang 10 
November 1945, yang digerakkan oleh Resolusi Jihad Kiai Hasyim 
Asy'ari. 

. Penerimaan Pancasila dan negara-bangsa oleh para pemimpin 
Islam dalam Sidang PPKI 1945. 


. Pengesahan Presiden Soekarno dan seluruh Presiden RI sebagai 
pemimpin darurat yang memiliki kewenangan melaksanakan 
syariah (waly al-amri al-dlaruri bi al-syaukah). Disebut darurat 
karena presiden tidak ditunjuk melalui mekanisme pemilihan 
Sunni (oleh dewan ahlul halli wal “agdi), serta bukan seorang 
Imam al-Adhom yang memimpin dunia Islam secara global. 
Namun meskipun darurat, Presiden RI memiliki kewenangan 
melegalkan syariah dalam konteks hukum nikah, waris, wakaf, 
haji, dll. Pengesahan ini dilakukan pada Munas Alim Ulama di 
Cipanas, Bogor, 1954. 


. Kesetiaan terhadap Pancasila sebagai asas bernegara yang tidak 
menggantikan Islam sebagai akidah, melalui Munas Alim Ulama 
di Situbondo, 1979.'2 


Dengan berbagai pengesahan ini, NKRI sah secara syar'i, 


sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolaknya atas nama Islam. 
Segenap argumentasi Islam atas keabsahan Pancasila dan NKRI inilah 
yang menjadi tahap pertama deradikalisasi Islam berbasis nilai-nilai 
Pancasila. 


Tahap kedua merujuk pada klarifikasi hubungan agama 


dan negara di dalam negara Pancasila. Ini untuk meluruskan 


128 Abdurrahman Wahid, Agama, Negara dan Sikap Moderat NU, Pengantar 


buku, Einar M. Sitompul, NU dan Pancasila, Jakarta: Sinar Harapan, 1989, h., 
3-4 
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kesalahpahaman kaum radikal yang menilai NKRI sebagai negara 
sekular yang bertentangan dengan Islam. 


Klarifikasi ini dilakukan melalui pembabaran hubungan agama 
dan negara dalam Pancasila yang tidak bersifat sekular meskipun 
memang tidak bersifat fundamentalistik. Sebagaimana dijelaskan di 
atas, Pancasila telah mengembangkan hubungan toleransi kembar 
(twin toleration), di mana agama menoleransi negara sekaligus 
mendukungnya, demikian sebaliknya. Dengan cara ini, nilai-nilai 
agama tidak diusir dari ruang publik dan penyelenggaraan negara, 
meskipun memang tidak menjadi lembaga negara tersendiri. Pola 
hubungan toleransi kembar ini tak dipahami kaum radikal, karena 
mereka hanya memiliki pola pikir oposisional: sekular versus Islami. 


Lebih jauh lagi, garis politik Pancasila telah menghadirkan konsep 
politik yang justru lebih sesuai dengan nilai-nilai politik Islam, jauh 
berbeda dengan sistem politik yang dibangun oleh Negara Islam ala 
radikalisme. Konsep politik ini merujuk pada negara kesejahteraan 
(welfare state), di mana ujung dari semua proses bernegara ialah 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini senada dengan kaidah 
fikih, Tasahrruf al-imam “ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahat 
(Kebijakan pemimpin terkait erat dengan kesejahteraan rakyat). Serta 
selaras dengan magashid al-syari'ah dan sifat dasar Islam sebagai 
agama kasih bagi sekalian alam (rahmatan lil alamin). 


Dalam konteks ini, tujuan kesejahteraan rakyat melampaui 
negara dan bentuk negara. Artinya, keberadaannya tidak tergantung 
dengan bentuk negara tertentu, selama bentuk negara tersebut 
tidak menciderai prinsip kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena 
kesejahteraan rakyat merupakan hakikat dari politik, yang berusaha 
diwujudkan oleh lembaga negara. Inilah yang tak terpikirkan oleh 
kaum radikal: pembedaan negara dan politik, dan penyamaan 
keduanya secara ontologis. Padahal dengan membedakan keduanya, 
kita bisa membedakan antara cara dan tujuan. Hal ini yang dilakukan 
oleh mainstream umat Islam moderat yang memilah antara cara dan 
tujuan (al-ghayah wa al-wasail). Selama sebuah tujuan bisa dicapai, 
maka bentuk dari alat tidak lagi penting, selama bentuk tersebut 
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tidak menciderai tujuan yang ada. Hal ini juga bisa diterapkan dalam 
memahami hubungan Islam dan negara. Selama tujuan politik Islam, 
yakni kemaslahatan rakyat (al-mashalih al-ra'iyyah) bisa tercapai, 
bentuk negara tidak lagi penting, apakah ia berbentuk Islam atau 
negara nasional. 


Dengan demikian, Pancasila sebenarnya mendidik warga negara 
dan umat beragama untuk memperjuangkan hakikat politik. 
Sebab sebagaimana dijelaskan Ahmed al-Na'im di atas, negara dan 
politik perlu dibedakan, karena yang pertama merupakan alat, 
sedang yang terakhir menjadi tujuan. Perjuangan kaum radikal 
mendirikan Negara Islam adalah pengabaian tujuan berpolitik, 
karena terfokus pada bentuk (negara). Pertanyaannya, manakah 
yang harus diperjuangkan? Bentuk negara ataukah fungsi negara? 
Kaum radikal memperjuangkan bentuk (Islami), sedangkan kaum 
moderat berusaha mendorong negara menjalankan fungsinya, yang 
termaktub di dalam Pancasila. 


Dengan dua tahapan umum deradikalisasi berbasis Pancasila ini, 
kaum radikal dididik untuk memahami hakikat politik Islam melalui 
Pancasila. Pada titik ini, deradikalisasi juga bermakna pendidikan 
kewarganegaraan kepada kaum radikal melalui substansi ajaran 
Islam yang selaras dengan Pancasila. 


Demikianlah. Kaum radikal Islam politik (salafi haroki) sebenarnya 
mengidap cacat bawaan di dalam nalar politiknya. Yakni pemahaman 
simbolik atas politik, sehingga yang diperjuangkan ialah bentuk dan 
simbol negara, bukan fungsi negara dalam konteks hakikat politik 
sendiri. Memang di dalam tradisi pemikiran politik Islam sendiri, 
terdapat dua tujuan politik Islam. Pertama, penegakan syariat 
Islam sebagai fungsi pelanjutan misi Nabi Muhammad SAW. Kedua, 
penciptaan kemaslahatan (kesejahteraan) rakyat. 


Hanya saja terdapat ambivalensi di dalam tujuan pertama, karena 
ia mensyaratkan bangunan kebangsaan yang murni Islam. Artinya, 
penerapan syariat melalui Negara Islam hanya bisa dilakukan di dalam 
masyarakat Muslim sebagaimana negara-negara Timur Tengah. 
Sedangkan di Indonesia, hal itu tidak bisa ditegakkan, mengingat 
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watak kebangsaan Indonesia yang majemuk secara agama. Oleh 
karenanya, satu-satunya pilihan yang bermanfaat ialah penegakan 
tujuan syariat (magashid al-syari'ah) yang memuat perlindungan atas 
HAM dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks magashid 
al-syari'ah inilah, tujuan pertama selaras dengan tujuan kedua, yakni 
kesejahteraan rakyat. Sedangkan jika tujuan pertama politik Islam 
ditegakkan melalui ideologi Islamisme radikal, maka penerapan 
syariat akan bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, karena 
ia mengedepankan paham politik ekslusif yang tidak menjadikan 
keadilan sosial sebagai nilai tertinggi dari praktik dan tata politik. 


Dalam konteks ini, deradikalisasi Islam berbasis Pancasila tidak 
hanya bermanfaat bagi moderasi pemahaman keagamaan, namun 
juga pendidikan kewarganegaraan. Hal ini yang menandaskan satu 
fakta bahwa tumbuhnya radikalisme disebabkan oleh absennya 
pendidikan kewarganegaraan yang tepat bagi umat beragama. 
Negara terbukti alpa dengan tugas mendidik umat beragama agar 
menjadi warga negara yang baik, sehingga setiap umat beragama 
akhirnya membenturkan agama dengan prinsip-prinsip kenegaraan. 
Pendidikan kewarganegaraan berbasis logika keagamaan inilah 
yang menjadi substansi dari deradikalisasi berbasis nilai-nilai 
Pancasila, karena umat beragama, terutama kaum radikal Islam 
diajak memahami nilai-nilai agama yang sebenarnya mendasari 
sistem politik dan praktik kenegaraan kita. 


BAB 6 


Meneguhkan Islam 
Keindonesiaan 


eskipun bukan Negara Islam, namun Indonesia bisa menjadi 

model bagi hubungan antara Islam dan negara yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam di satu sisi, dan kebangsaan 
modern di sisi lain. Hal ini berangkat dari pemahaman dasar bahwa 
Nabi Muhammad saw telah meletakkan moralitas di dalam tata 
kemasyarakatan, yang kemudian dilegalkan menjadi hukum Islam. 
Moralitas inilah yang menjadi dasar praktik politik Islam di negeri 
berpenduduk mayoritas Muslim ini. 


Titik berangkat dari peran Islam di dalam politik dan kenegaraan 
Indonesia ialah kesadaran akan kemajemukan bangsa. Maka 
jika mendirikan Negara Islam akan menciderai perawatan atas 
kemajemukan tersebut, umat Islam mainstream memilih jalur 
substantif di dalam penerapan nilai-nilai politik Islamnya. Hal ini bisa 
dinilai sebagai pengorbanan, namun juga kesadaran untuk merawat 
kemajemukan sebagai realitas yang telah Tuhan ciptakan. 


Secara garis besar, hubungan Islam dan negara di Indonesia 
melampaui ekstrim politik yang menjadi pemicu benturan antara 
dunia Islam dan Barat. Yakni ekstrim fundamentalisme yang 
memperjuangkan negara agama, serta ekstrim sekularisme yang 
memisahkan agama dari negara. Berdasarkan dasar negara Pancasila 
yang memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, 
Indonesia menegakkan suatu “negara berketuhanan" tanpa terjebak 
menjadi negara agama. Prinsip ketuhanan Pancasila juga menjadi 
alasan konstitusional bagi peran agama di ruang politik, tentu secara 
progresif. 
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Untuk memahami hubungan unik ini, diperlukan pemahaman 
atas khasanah politik di dalam Islam, baik yang terjadi di realitas 
historisnya maupun pergerakan pemikiran dan politik umat Islam 
di masa modern. Pemetaan atas tradisi politik di dalam Islam 
akan memahamkan kita tentang prinsip-prinsip politik yang 
telah diletakkan Nabi Muhammad saw terutama di masa “Negara 
Madinah". Dari prinsip-prinsip yang bersifat moralis, tetapi juga politis 
(pembentukan masyarakat) ini, kita bisa mengetahui, mengapa umat 
Islam di Indonesia bisa memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui 
bangunan negara-bangsa (nation-state). 


Sementaraitupemahamanatas pergulatan pemikiran dan gerakan 
politik di dunia Islam akan mengantarkan kita pada pemahaman atas 
proses pembentukan pemikiran, ideologi dan gerakan politik yang 
diinisiasi oleh para pemikir Muslim, sebagai respon atas kemodernan. 
Dari pemetaan ini akan didapati kelemahaman yang berusaha 
disempurnakan oleh para pemikir Islam di Indonesia. 


Tradisi Politik Islam 


Meskipun al-Our'an sangat mementingkan agama dan etika, serta 
hanya sedikit mengulas hukum dan lebih sedikit lagi membahas 
masalah pemerintahan, al-Our'an mengungkapkan semangat yang 
melandasi berbagai pencapaian. Secara khusus beberapa gagasan 
muncul di seputar konsep Islam tentang komunitas (ummah). Konsep 
mendasarnya adalah /slam, yang artinya tunduk kepada Allah dan 
“masuk ke dalam kesepakatan damai" Konsep ini menggambarkan 
hubungan fundamental antara Tuhan dan manusia. Konsep utama 
Islam mengungkapkan kesatuan antara agama dan kekuasaan, 
antara yang sakral dan yang profan. O.S. 48:10 menyatakan: 


Bahwasanya mereka yang berjanji kepadamua (Muhammad) 


sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas 
tangan mereka. 
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Pertama-tama, gagasan tentang umat dilepaskan dari gagasan 
kebangsaan. Orang non-Arab disambut baik, bahkan mereka secara 
moral wajib bergabung dalam ikatan umat seperti halnya orang Arab. 
Manusia “adalah umat (rakyat/bangsa) yang tunggal, lalu mereka 
terpecah-pecah" Komunitas Islam bisa dibedakan dari komunitas 
Kristen (yang juga mengajarkan universalisme) karena kesatuan 
mereka yang harmonis dan ketiadaan perdebatan doktrinal -di 
masa awal Islam-, karena kesederhanaan ajarannya. Tugas internal 
paling penting yang mesti dilakukan oleh para pemimpin adalah 
menyelesaikan perselisihan secara damai di antara para anggotanya, 
dan menghimpun barisan untuk melawan orang-orang yang tidak 
beriman. Ini yang menjadi alasan aktivitas Muhammad saw dan para 
penggantinya. Sementara tugas eksternalnya yang paling utama 
adalah menyebarkan wahyu.'? 


Ketika Rasulullah saw dan para sahabat mendirikan ummah 
(masyarakat, bangsa) baru di Madinah, mereka sekaligus memun- 
culkan rasa kebangsaan Arab dan satu bentuk komunitas 
internasional baru. Untuk pertama dan hanya sekali dalam sejarah, 
sebuah bangsa langsung melesat di awal kemunculannya. Komunitas 
baru ini didasarkan atas syariat yang dirancang untuk menetapkan 
aturan-aturan tentang moral, hukum, iman dan ritual, pernikahan, 
perdagangan dan kemasyarakatan. 


Apa yang terjadi pada saat itu hanya bisa dijelaskan dengan 
melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat spiritual sekaligus politis. 
Tujuan Muhammad saw persisnya adalah menunjukkan bahwa 
konsep ketuhanan sebelumnya gagal bertahan ketika berhadapan 
dengan masalah-masalah politik kekuasaan. Konflik-konflik pertama 
dalam Islam, misalnya tentang siapa yang harus memimpin dan 
bagaimana pemimpin dipilih, merupakan ujian politik pertama bagi 
umat Islam. 


129 Anthony Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to 
the Present, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, h., 14. Lihat juga 
Jacgues Waardenburg, Islam, Historical, Social and Political Perspective, 
New York: Walter de Gruyter, 2002, h., 35 
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Jelaslah bahwa tujuan Muhammad saw, sejak Piagam Madinah 
dan fase awal dakwahnya di Madinah adalah untuk mengubah 
konfederasi kesukuan menjadi sebuah masyarakat baru yang 
dikendalikan oleh ajarannya tentang moral. Ini berarti ia telah 
mendakwahkan sebuah persaudaraan spiritual plus hukum yang 
merangkul semua golongan, serta menyatakan bahwa kendali 
politik universal harus diraih oleh umat Islam, bahkan bila perlu 
dengan kekuatan militer. la menegaskan posisi Arab sebagai 
masyarakat pilihan dan memberi mereka misi untuk mengubah atau 
menaklukkan dunia. la memungkinkan mereka mencapai transisi 
itu secara berkelanjutan, dari politeisme ke monoteisme, dan dari 
kesukuan menuju nasionalisme, kemudian internasionalisme. 


Pola politik Islam di masa Madinah bisa dipahami dalam konteks 
masyarakat pascatribal, yang dilahirkan dari tradisi kesukuan. Hal 
ini membantu menjelaskan mengapa Islam tidak mengembangkan 
struktur negara atau konstitusi yang formal. Dalam konteks ini, 
Muhammad saw mulai menggantikan suku dan negara dengan 
komunitas agama serta aturan hukum dan moral. Prinsip komunitas 
baru ini adalah universal, sedangkan praktiknya bersifat komersial 
dan dikotakan (citied), tetapi individu di dalamnya tetap tersingkir 
dari diri mereka sendiri dan terserap dalam kelompok. Menariknya 
hal ini dilakukan melalui pengubahan masyarakat kesukuan dengan 
cara menarik individu —dari ketaatan pada suku- ke pusat tanggung 
jawab sosial di hadapan Tuhan. Keadilan harus diutamakan di atas 
kepentingan suku atau klan, sebab yang terpenting bukanlah suku, 
ras, atau jenis kelamin, melainkan ketakwaan: 


Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari 
seorang laki-kali dan perempuan dan kami menjadikanmu berbangsa- 
bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya 
yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara 
kamu. (O.S. 49:13) 


Keberhasilan hukum Islam mewujudkan semua ini sebagian 
karena ajaran Islam meliputi hampir seluruh aspek perilaku, 
bahkan sering dengan gambaran yang sangat mendetail. Syariat 
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menggantikan adat-adat kesukuan seraya tetap mempertahankan 
semangat kelompok dalam praktik kehidupan antar-personal. Syariat 
menjadi kerangka struktur masyarakat Islam yang sampai tingkatan 
tertentu didasarkan atas tatanan hukum nomokratik. Banyak aturan 
syariat yang mengatur soal tubuh dan fungsinya (misalnya sunat, 
peraturan tentang istinja, menstruasi, membersihkan gigi, puasa, 
pembahasan etika seksual yang mendetail, dsb), menjadikan 
setiap anggota dengan mudah mengenali satu sama lain, serta 
memungkinkan mereka merancang dan mengatur hubungan 
dengan orang lain yang relatif asing.' 


Keberhasilan Nabi dalam membangun ummah dan sekaligus 
tatanan politik memang bisa dipahami karena kuatnya, apa yang 
oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai 'ashabiyyah. Dalam konteks Arab, 
ashabiyyah gabailah: kesukuan kekabilahan. Sebagaimana diketahui, 
Ibnu Khaldun berpandangan bahwa landasan utama pembentukan 
negara adalah 'ashabiyyah atau tribalisme, yaitu hubungan pertalian 
darah dalam suku atau sub-suku, atau yang bermakna sejenis itu, 
misalnya sahabat yang memperoleh perlindungan atau orang-orang 
yang terikat perjanjian. Tujuan akhir tribalisme adalah superioritas 
kekuasaan (al-taghallub al-mulki). Karena sifatnya seperti itu, ketika 
tribalisme telah kuat, ia akan menggunakan superioritas kekuasaan 
atas wilayah'ashabiyyah lain hingga kekuasaan meluas dan mencapai 
derajat negara (al-dawlah). Khusus orang Arab, menurut Ibnu 
Khaldun, 'ashabiyyah mereka tidak akan sampai pada derajat seperti 
itu kecuali dengan simbol negara. Ketika kekuasaan sebuah negara 
telah mapan, barulah kekuatan 'ashabiyyah dapat ditransformasikan 
menjadi kekuatan militer, sehingga negara dapat mengandalkannya, 
dan sekaligus meninggalkan 'ashabiyyah. Pada tahap seperti itu, 
selain oleh tentara, kekuasaan juga ditopang oleh harta dan pajak 
sebagai penyangga kehidupan tentara dan penguasa.'!'! 


130 Black, The History of Islamic Political Thought, h., 11-13 

131 Abdul Aziz, Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam, Jakarta: Pustaka 
Alvabet, 2011, h., 25-26. Lihat juga Gerhard Endress, Islam, An Historical 
Introduction, Edinburg: Edinburg University Press, 2002, h., 112 
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Dalam hal ini, Nabi Muhammad memang telah meletakkan 
dasar konstitusional bagi tatanan politik di Madinah, yang kita 
kenal dengan Piagam Madinah (Mitsag Madinah). Tentu konstitusi 
yang dimaksud dalam artian sempit, mengingat isinya merupakan 
dokumen perjanjian persabahatan antara Muhajirin-Anshar-Yahudi 
dan sekutunya dengan Rasulullah, yang menjamin hak mereka, 
menetapkan kewajiban mereka, dan memuat prinsip pemerintahan 
yang fundamental yang mengikat di bawah kepemimpinan Nabi. 
Mitsag tidak dapat disebut konstitusi dalam pengertian luas (modern) 
sebab di dalamnya tidak ditemui penjelasan tentang pembagian 
kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Mitsag 
sendiri hanya berfungsi dalam waktu sangat pendek, sekitar lima 
tahun sejak kedatangan Nabi di Madinah pada tahun pertama hijrah 
(622 M), sampai penghancuran kebilah Yahudi, Bani Ouraidzah, 
setelah Perang Ahzab sekitar tahun 627 M. 


Memahami tata politik di Madinah tentu perlu berpijak pada 
pemahaman bahwa Nabi datang tidak hendak membangun kerajaan 
atau negara, melainkan datang sebagai nabi pembawa risalah langit, 
yakni syariat Islam. Syariat ini tidak menetapkan sistem kekuasaan 
(nizham al-hukm) tertentu, namun hanya menetapkan prinsip- 
prinsipnya (mabadi' al-hukm). 


Andaipun dalam perkembangan muncul tatanan politik 
atau negara, maka ia merupakan keniscayaan evolusioner dari 
perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Husein 
Fauzi al-Najjar, negara merupakan fenomena yang diperlukan 
masyarakat ketika bangunan sosial berkembang dan menuntut 
penataan urusan perorangan dan pengaturan hubungan antar- 
individu, serta hubungan masyarakat tersebut dengan masyarakat 
lain. Dalam perkembangan seperti inilah, masyarakat tersebut 
menjadi masyarakat politik yang memerlukan pengaturan, baik 
sukarela maupun secara paksa, sehingga membangun sistem politik 
yang disebut negara. Dalam hal ini, negara merupakan entitas 
abstrak (syakhsiyyah ma'nawiyyah) yang tetap tegak selama mampu 
menikmati hak-hak otoritatifnya sebagaimana tercermin dalam 
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bentuk pemerintahan (al-hukumah) dengan anggota-anggota yang 
menjalankan kekuasaan. 


Dalam konteks ini, ketika Muhammad saw datang ke Madinah 
dan membentuk masyarakat kecil, pada dasarnya masyarakat 
tersebut adalah masyarakat agama (mujtama' dini) dan tidak 
dimaksudkan sebagai masyarakat politik. Perjanjian (mitsag) yang 
dibuat antara penduduk Madinah hanyalah perjanjian untuk 
membangun kebersamaan, bukan perjanjian mengatur hubungan 
antarkelompok politik. Meskipun demikian, Nabi telah meletakkan 
dua prinsip kehidupan bersama, yaitu kesetaraan (sawasiyyah) dan 
persaudaraan (ukhuwwah), yang kelak menjadi pilar penting bagi 
terbentuknya masyarakat politik. 


Masyarakat yang semula kecil di Madinah itu lalu berubah 
dan berkembang, sehingga menuntut pengaturan baru sebagai 
masyarakat politik. Hal ini terjadi segera setelah hampir seluruh 
masyarakat Arab di Semenanjung Arabia memeluk Islam sekitar 
tahun ke-9 H dan setelah peristiwa Penaklukan Mekkah pada tahun 
berikutnya. Masyarakat politik yang murni Arab ini tidak mengambil 
bentuk negara walaupun sangat mendekati apa yang disebut“negara 
kota” Dalam mengatur masyarakat politik ini, Muhammad saw tidak 
bertindak sebagai penguasa dan tidak mengurus kekuasaan kecuali 
untuk kebutuhan menyelamatkan akidah dan dakwah. 


Kebutuhan terhadap keberadaan negara terjadi pada masa 
kekhalifahan Umar bin Khattab. Kebutuhan akan negara dituntut 
oleh situasi penaklukan dan persebaran kaum Muslim ke berbagai 
wilayah, yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai. 
Permulaan terbentuknya negara ditandai dengan pembentukan 
dewan-dewan dan pembagian wilayah. Karena syariat Islam adalah 
syariat yang mengatur kehidupan manusia, ketika negara terbentuk, 
ia wajib tunduk kepada syariat sebagaimana terjadi pada masyarakat 
lain di mana pembuat aturan harus tunduk kepada peraturan yang 
diterapkan. Negara adalah alat kekuasaan guna mencapai cita-cita 
umum tentang kekuasaan dalam Islam, yaitu memelihara Islam 
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dan mengatur urusan kaum Muslim yang telah bermuara pada 
kelanggengan cita-cita tertinggi: cita-cita tauhid (fikrah al-tauhid). 


Secara ringkas, pembentukan negara di Madinah bermula dari 
kehadiran Islam dan masyarakat keagamaan Muslim yang tegak 
berdasarkan persaudaraan (ukhuwwah) dan kesetaraan (sawasiyyah). 
Relasi keagamaan ini menghasilkan ikatan ruhani (al-ribath al-ruhi) 
yang menumbuhkan keinginan membangun kehidupan bersama 
(al-raghbah fi hayatin musytarakah). Dari sini lalu muncul kebutuhan 
terhadap kekuasaan (negara) guna mencapai cita-cita umum (al- 
fikrah al“ammah li al-sulthah) untuk memelihara umat Islam dan 
mengatur kehidupan kaum Muslim dalam rangka melanggengkan 
Cita-cita tauhid.'? 


Dalam pembentukan masyarakat politik Madinah, Nabi dan 
Islam menempatkan identitas kesukuan tetap memiliki peranan 
penting dalam arus utama masyarakat Islam. Di tengah dunia Arab- 
Islam, realitas sosial yang terdiri atas beberapa suku, klan, yang 
mementingkan silsilah keturunan bertahan sangat ajeg dan tak 
tergoyahkan. Di kota-kota penaklukan awal, hubungan kesukuan 
mendasari setiap hubungan sosial dan politik. Pada masa-masa awal 
penaklukan, orang non-Arab yang menjadi Muslim harus masuk ke 
dalam sebuah suku Arab sebagai seorang klien (mawali) bagi salah 
satu anggota suku itu. 


Ruang yang diberikan Islam kepada berbagai klan dan suku 
tersebut membantu menjelaskan mengapa Islam tersebar dengan 
cepat di Asia Tengah dan Afrika sub-Sahara, serta menarik minat para 
pendatang baru terutama orang Turki-Mongol. Tidak seperti negara- 
negara monarki-feodal Kristen Eropa, Islam mengikat kelompok 
yang terpecah tersebut dengan tetap menjaga struktur internalnya. 


Dalam hal ini beberapa ciri tertentu masyarakat kesukuan 
langsung diperkenalkan ke dalam masyarakat baru Islam. 
Misalnya konsep genealogi dan garis keturunan selalu ditekankan 
dalam hubungan sosial dan persepsi kultural. Garis keturunan 
merepresentasikan wewenang dalam sebuah komunitas dan terus 
132 Aziz, Chiefdom Madinah, h., 46-49 
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disanjung dalam setiap syair dan catatan sejarah. Bahkan posisi 
tertinggi di antara para ulama dan para sufi diwariskan secara turun- 
temurun. Seseorang bisa mendapatkan kedudukan istimewa bila 
ia mengaku sebagai keturunan biologis Muhammad saw. Otoritas 
spiritual bersifat personal, yang berasal dari kualitas individu, 
misalnya kesalehan dan keluasan pengetahuannya. 


Nilai-nilai kesukuan terus menghidupkan tatanan moral yang 
telah ditegaskan dalam al-Our'an: 


Mereka yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak dalam Kitab Allah daripada orang beriman yang tidak 
bersekutu. (O.S. 33:6). 


Konsep baik dan buruk digambarkan dalam kerangka hubungan 
personal dengan Tuhan dan sesama manusia, baik dalam kerangka 
afirmasi (iman) maupun tidak beriman (kufr). Semua orang yang 
mengaku Muslim harus memiliki kehormatan diri, keberanian, 
kegagahan (muruwwah), kejujuran (shidg) serta keramahan. Pada 
saat bersamaan, nilai-nilai ini diberi makna universal. Dikatakan 
bahwa umat Islam diikat menjadi satu oleh iman dan keadilan, bukan 
oleh hubungan darah sebagaimana terjadi pada suku-suku Arab 
sebelumnya.'? 


Salah satu tradisi politik awal Islam ialah musyawarah (syura), 
yang memiliki akar di dalam tradisi kemasyarakatan bangsa Arab, 
jauh sebelum Islam datang. Tradisi yang berlaku dalam konteks 
masyarakat kabilah ini membuat kekuasaan Syeikh al-Oabilah tidak 
terlalu mutlak, karena setiap kabilah memiliki institusi yang disebut 
Majelis Kabilah (Majlis al-Oabilah). Majelis ini beranggotakan para 
pemimpin kabilah setingkat imarah atau bathn, atau di bawahnya 
yang dianggap kuat. Majelis ini memiliki kekuasaan menetapkan 
kata putus kabilah menyangkut hal-hal krusial yang hadapi seluruh 
anggota kabilah. Di antara tradisi kepemimpinan kabilah yaitu, bahwa 
133 Balck, The History of Islamic Political Thought, h., 10-11. Lihat juga Hans 
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pendapat seorang Syeikh al-Oabilah bersandar pada pendapat para 
tokoh dan sesepuh kabilah. Musyawarah para tetua kabilah ini sangat 
membantu pelaksanaan tugas Syeikh al-Oabilah dengan sebaik- 
baiknya. Musyawarah ini juga memperoleh persetujuan sebagian 
besar anggota kabilah. 


Dalam konteks ini, kualifikasi anggota Majelis Kabilah antara 
lain haruslah seorang khatib (juru bicara) yang mampu berorasi dan 
berdiplomasi dalam mempertahankan kepentingan kabilahnya. 
Kualifikasi lainnyayaitu sya'ir (penyair) yang pandai memuji kabilahnya 
sendiri dan menistakan kabilah musuhnya. Kepiawaian seorang 
penyair terlihat dari pengaruh syair-syairnya dalam membangkitkan 
perasaan dan menyalakan api 'ashabiyyah para anggota kebilahnya. 
Kualifikasi lain anggota Majelis Kabilah adalah kahin (peramal 
dengan bantuan makhluk halus), 'arraf (analis dengan bantuan gejala 
dan firasat), dan gasshash (penutur kisah) yang menuturkan kisah 
kepahlawanan tokoh-tokoh kabilah, kesabaran mereka menghadapi 
perang dan kemuliaan sikap mereka. Selebihnya anggota Majelis 
Kabilah adalah para kepala sub-suku atau kepala rumah tangga 
pilihan, para tetua yang berpengalaman terkait dengan persoalan 
hukuman dan denda, serta penyelesaian konflik. 


Dengan komposisi seperti ini, Syeikh al-Oabilah pasti tidak akan 
berani mengambil keputusan sendiri. Sebaliknya, ia akan selalu 
berkonsultasi dengan Majelis Kabilah dan mempertimbangkan 
pendapat anggotanya dalam pengambilan keputusan. Musyawarah 
yang dilakukan Syeikh al-Oabilah dan Majelis Kabilah ini diadakan 
di suatu tempat bernama al-Nadi. Proses syura ini juga dipraktikkan 
oleh pemimpin Ouraisy, Oushay, ketika kabilah ini menguasai ka'bah. 
Untuk keperluan ini, Oushay membangun tempat musyawarah, Dar 
al-Nadwah di dekat Masjid al-Haram. Di tempat ini, para tetua yang 
berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, memusyawarahkan berbagai 
persoalan, sejak persoalan kekabilahan hingga pengaturan ka'bah di 
Mekkah.'2 


Kepedulian Rasulullah saw tampaknya memang tertuju hanya 
pada ummah sebagai ikatan religius dan dakwah, bukan pada 
134 Aziz, Chiefdom Madinah, h., 199-205 
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kekuasaan terpusat bercorak duniawi. Jadi sangat masuk akal bahwa 
Rasulullah saw tidak meninggalkan pesan apapun terkait dengan 
persoalan ummah yang paling vital, yakni suksesi kepemimpinan 
(kekuasaan) setelah wafatnya. Berkat keistimewaan Muhammad saw 
sebagai Rasul, selama masa hayatnya keseimbangan antara dua sisi 
ummah itu terjaga. Namun ketika posisi kerasulan Muhammad saw 
tidak tergantikan, sisi kepemimpinan ummah sebagai ikatan religius 
mulai terkesampingkan, sementara sisi kepemimpinan ummah 
sebagai kekuasaan terpusat (chiefdom) semakin mengemuka dan 
menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan. Dalam kondisi 
seperti ini, ikatan dan fanatisme kekabilahan yang telah diupayakan 
Rasulullah saw untuk ditekan dan dikurangi, mulai menguat kembali. 


Meskipun terdapat mekanisme musyawarah (syura) yang 
dapat digunakan sebagai sarana mengatasi kerawanan tersebut, 
alam pikir orang Arab atas syura sesungguhnya tidak melampaui 
kerangka Majelis Kabilah. Sehingga potensi sentral kekabilahan ini, 
yang melekat pada “Negara Madinah" tidak berhasil dirombak oleh 
keempat Amir al-Mu'minin. Potensi itu tinggal menunggu saat yang 
tepat untuk datang dan merusak keutuhan“Negara Madinah" sampai 
kemudian muncul Muawiyah dengan model negara dinastiknya. 


Dengan kreativitasnya mengembangkan birokrasi kekuasaan, 
baik dalam bentuk organisasi kekerasan maupun perpajakan, 
Muawiyah berhasil bukan hanya menjaga keutuhan wilayah (bekas) 
“Negara Madinah" tetapi bahkan mengukuhkannya dalam sosok 
sebuah negara dinastik, memperluasnya sekaligus memajukannya 
seiring dengan suburnya pembagian dunia kerja. Dengan kata lain, 
“Negara Madinah" merupakan satu dari sekian banyak konfigurasi 
yang berinteraksi satu sama lain dan kemudian hari menjadi 
sumber lahirnya negara-negara dinastik. Dalam ungkapan yang 
lebih eksplisit, kekuasaan dinasti Umayyah dan seterusnya adalah 
kelanjutan yang legitimatif dan perlu dari “Negara Madinah" bagi 
kelangsungan perjalanan masyarakat Arab Muslim menuju puncak- 
puncak peradaban mereka.' 


135 Aziz, Chiefdom Madinah, h., 343-352 
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Islam dan Tantangan Nasionalisme 


Dari tradisidan sejarah politik Islam diketahui bahwa Nabi Muhammad 
tidak mendirikan sistem politik tertentu, melainkan menegakkan 
moralitas kehidupan bersama, bersendi nilai-nilai agama. Moralitas 
ini ditegakkan dalam rangka transformasi pandangan hidup dan 
sistem kemasyarakatan, dari politeisme menuju monoteisme, dan dari 
tribalisme menuju nasionalisme serta internasionalisme. 


Tradisi ini yang banyak dilupakan dalam praktik politik umat Islam 
kemudian, hingga di masa modern ketika tantangan peradaban 
Barat beserta kultur politiknya (nasionalisme) membuahkan reaksi 
dari dunia Islam. 


Oleh karenanya, sebelum membahas hubungan Islam dan negara 
di Indonesia, ada baiknya mengulas berbagai ijtihad pemikiran, 
gerakan dan sistem politik yang digagas sebagian pemimpin dan 
pemikir Muslim di dunia Islam, sebab pergolakan Islam di Indonesia 
tidak terlepas dari pergulatan Islam dan politik di negeri-negeri Islam. 


Pergulatan politik tersebut merujuk pada upaya umat Islam untuk 
menerapkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem politik modern yang 
cenderung sekular. Apalagi sebagai fenomena modern yang muncul 
pada paruh awal abad ke-20 bersamaan dengan lahirnya negara- 
negara baru Asia-Afrika paska-kolonialisme, maka upaya mendirikan 
negara ideal menurut Islam sering tidak didukung baik oleh struktur 
internal kenegaraan Islam, maupun realitas sosiologis kewargaan 
sebuah bangsa yang beragam. 


Problem utama yang muncul dalam upaya pendirian negara 
Islam tersebut ialah penerapan syariat Islam yang di masa lalu 
sesuai dengan model pemerintahan kekhalifahan, namun kini tidak 
kompatibel dengan sistem negara-bangsa (nation-state). Ini terkait 
dengan keterbatasan diskursus politik Islam di masa, terutama 
khulafa al-rasyidin, yang mencoba diterapkan dengan metode giyas 
(analogi) terhadap realitas negara modern yang kompleks. 


Di masa Islam klasik, persoalan utama politik ialah soal 
kepemimpinan (imamah) sebagai reaksi atas wafatnya Nabi 
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Muhammad SAW. Maka perselisihan tidak hanya terjadi secara 
politis, melainkan juga keagamaan, termasuk cara pandang atas 
sifat dasar dari imamah. Bagi pengikut Syiah, imamah merupakan 
kewajiban agama dan penunjukannya berdasarkan teks suci 
(nash). Ini didasari dari asumsi bahwa Ali ibn Abi Thalib merupakan 
pengganti Nabi yang ditunjuk secara langsung. Bagi kaum Khawarij 
dan Mu'tazilah, imamah bukan kewajiban agama namun juga bukan 
larangan, sehingga pelaksanannya diserahkan kepada umat Muslim. 
Sedangkan bagi kaum Ahlus sunnah wal jama'ah, imamah merupakan 
hal wajib, meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui pemilihan 
oleh umat dan tidak berdasarkan instruksi nash. Kewajiban imamah 
terletak pada kewajiban keberadaan pemerintahan sebagai syarat 
bagi tegaknya syariah Islam. 


Dalam kaitan ini, terdapat kelemahan di dalam diskursus imamah 
yang menunjukkan sempitnya wilayah teoritik bagi pengembangan 
politik dan tata kenegaraan Islam. Pertama, pembatasan persoalan 
imamah hanya kepada subjek imam sebagai pengganti Nabi 
dalam periode tak terbatas. Maka pembahasan soal imamah tidak 
menyentuh persoalan negara sebagai institusi. Ini yang membuat 
Muhammad Abid al-Jabiri menyebut dinamika kenegaraan di masa 
khulafa al-rasyidin tidak bersifat konstitusional, karena konstitusi 
dalam pengertian modern, tidak menjadi faktor penting dalam tata 
politik Islam.':8 


Kedua, imam atau khalifah memiliki kekuasaan tunggal atas dunia 
Islam secara global. Karena itu ketika muncul dualisme kekhalifahan, 
yakni khalifah Dinasti Abbasiyyah di Baghdad dan khalifah Dinasti 
Umayyah di Andalusia, masing-masing mengklaim sebagai khalifah 
yang sah. 


Ketiga, persoalan kenegaraan yang terpenting hanyalah soal 
legitimasi dan kewenangan khalifah. Meliputi: syura, yakni proses 
musyawarah oleh Majlis al-Syura yang beranggotakan Ahlul Halli wal 
Agdi (ahli mengurai dan mengikat) yang memiliki peran pemilihan 


136 Muhammad Abid al-Jabiri, Al-Din wa al-Daulah wa Tathbig al-Syari'ah, 
Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1996, h., 70 
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khalifah dan dewan penasehat khalifah, “agd (kontrak antara pemilih 
dan penguasa), bay'ah (sumpah setia pemilih kepada khalifah), serta 
ummah (masyarakat Muslim). 


Dalam konteks ini, proses suksesi kepemimpinan di masa awal 
politik Islam sebenarnya bersifat demokratis, karena khalifah dipilih, 
meskipun oleh elit-elit Muslim yang disebut Ahlul Halli wal 'Agdi 
(Ahwa) tersebut. Hanya saja, karena wewenangnya yang terbatas, 
yakni sebagai pemilih khalifah dan penasehat, tanpa kekuasaan 
menentukan kebijakan, maka Khalil Abdul Karim menengarai Ahwa 
yang terlembaga dalam Majlis al-Syura ini sebagai transformasi dari 
Majlis al-Oabilah (Majelis Suku) di kalangan suku-suku Arab pra- 
Islam, sedangkan posisi khalifah yang sentral yang bisa menganulir 
masukan Majlis al-Syura adalah kelanjutan dari Syaikh al-Oabilah 
(Kepala Suku). Hal ini yang membuat praktik syura bukan merupakan 
praktik demokratis secara maksimal, karena Majlis al-Syura bukan 
lembaga legislatif yang setara dengan eksekutif.'” 


Persoalan kenegaraan yang terbatas pada pemilihan, legitimasi 
dan kewenangan imam inilah yang dijadikan sumber referensial 
bagi analogi politik Islam di masa kini. Dengan demikian, persoalan 
utama politik di dalam Islam terbatas pada legitimasi, baik legitimasi 
kepemimpinan imam atau khalifah, maupun legitimasi negara itu 
sendiri baik dalam konteks pendasaran Islam sebagai konstitusi, 
maupun penerapan syariah sebagai aturan hukum di negara dan 
masyarakat tersebut. 


Gagasan penerapan syariah atas negara modern diinisiasi 
oleh Ibnu Taimiyah (661-728 H) sebagai reaksi terhadap lemahnya 
legitimasi para penguasa Muslim ketika kekuasaan Islam terbelah 
di berbagai dinasti. Ini yang meruntuhkan kesatuan ummah di 
bawah satu kekhalifahan tunggal. Di masa menjelang kelahiran 
Ibnu Taimiyyah tersebut, kesatuan umat Islam tercabik-cabik oleh 
para penguasa dinasti yang saling bermusuhan. Misalnya Dinasti 
Ayubiyah dan Dinasti Mamluk di Mesir dan Syiria, kaum Murabitun di 


137 Muhammad Abid al-Jabiri, Al-Dimugrathiyyah wa Hugug al-Islam, Beirut: 
Markaz Dirasat, 1997, h., 22 
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Afrika Utara, para Atabiyah dan Syahah di Mosul, Sanjar, Takrit, Irbil, 
Persia, Khawarizmi, Armenia dan Azarbaijan, serta Dinasti Ghauri 
dan Ghaznawi di India. Legitimasi imamah para penguasa tersebut 
terutama diperoleh melalui keberhasilan menghadapi serangan para 
pengganggu masyarakat Muslim, seperti Tentara Salib atau Mongol 
Tartar. 


Dengan demikian, keabsahan mereka sebagai imam tidak 
terlalu kuat secara syar'i, sehingga kesatuan ummah di antara kaum 
Muslim di bawah pimpinan imam yang berbeda-beda itu menjadi 
dipertanyakan. Oleh karenanya, para ahli fikih, terutama Ibnu 
Taimiyah menggeser perhatian dari kesatuan ummah kepada syariat 
dan penerapannya sebagai landasan bagi kesatuan ideologi politik 
Islam.': 


Hanya saja sejak awal Ibnu Taimiyah bersifat puritan dan 
melakukan pemurnian syariat. Hal ini dilandasi oleh pengalaman 
hidupnya yang melihat kemunduran kaum Muslim, yang menurutnya 
disebabkan oleh penambahan atas syariat oleh hal-hal di luar Islam, 
seperti filsafat sebagaimana dilakukan al-Farabi, kelompok Ikhwan 
al-Shafa dan pengikut sekte Nusairi (Alawi), atau orang-orang Turki 
dan Mongol yang mempraktikkan tradisi dan hukum adat bercorak 
nomadik yang disebut Yasa. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah kemudian 
mewacanakan pemurnian syariat dari filsafat dan tradisi lokal 
tersebut, demi terbentuknya kesatuan ideologi Islam. Inilah yang 
menginspirasi penerapan syariat sebagai parameter utama bagi 
pendirian negara Islam modern, yang diperjuangkan oleh gerakan- 
gerakan Islam modern.'? 


Dari inspirasi tentang penerapan syariat sebagai tujuan utama 
pendirian Negara Islam ini, maka segenap tokoh dan gerakan Islam 
mengarahkan lokus perjuangannya ke sana dengan berbagai variasi. 


Tentu saja penerimaan atas gagasan Ibnu Taimiyah tentang 
penegakan syariat Islam telah mengalami transformasi hingga 
138 Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah Syar/iyyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyyah, Kairo: 


Daar El Kitabil Araby, Cet II, 1951, h., 201 
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tumbuh menjadi proses pewacanaan dan ideologisasi Negara 
Islam. Titik balik transformatifnya ialah penghapusan Kekhalifahan 
Turki Ustmani oleh Majelis Agung Nasional Turki pada 1924. 
Bagi pendukung penghapusan kekhalifahan, berakhirnya sistem 
kenegaraan akhirnya mendorong kebutuhan dirumuskannya bentuk 
alternatif Negara Islam, di luar kehilafahan yang bersifat global. 


Hal ini yang memicu Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh di 
Mesir untuk mengembangkan gagasan Negara Islam. Ridha awalnya 
mendukung gagasan negara kekhalifahan, tetapi kemudian berbalik 
mengajukan gagasan sendiri mengenai Negara Islam setelah melihat 
sulitnya mewujudkan negara kekhalifahan. Ia memperlihatkan 
ketegangan antara tuntutan nasionalisme dan gagasan khilafah. 
Pemikiran Ridha ini berpengaruh besar terhadap ideologi politik 
Ikhwanul Muslimin di Mesir dan gerakan lain di belahan dunia Sunni, 
serta menjadi titik awal pewacanaan dan ideologisasi Negara Islam. 


Dalam konteks ini, Ridha membedakan antara kekhalifahan 
ideal dan kekhalifahan aktual. Yang pertama, penyelenggaraannya 
memenuhi kriteria dan hanya ada pada periode Khulafa al-Rasyidin. 
Yang kedua bersifat darurat, tiranuk dan berkuasa melalui kekerasan 
(taghallub bi al-guwwah) yang merupakan ciri kekhalifahan kaum 
Muslim sepanjang sejarah. Para penguasa tiran ini terutama didukung 
oleh solidaritas kesukuan dan kekeluargaa tanpa persetujuan rakyat 
pemilih. Mengutip pandangan para ahli fikih, Ridha juga melihat 
bahwa kekhalifahan tiran dapat diterima secara darurat di masa 
lalu, karena alternatifnya adalah chaos. Berdasarkan ketiadaan 
kekhalifahan ideal ini, Ridha juga menemukan kesulitan bagi 
pemilihan khalifah dan kota pusat kekhalifahan yang bisa diterima 
oleh seluruh umat Islam. 


Dengan berbagai fakta ini, Ridha kemudian menggeser gagasan 
kekhalifahan menjadi Negara Islam dengan menggunakan istilah 
al-Daulah al-Islamiyah atau al-Hukumah al-Islamiyah. Pada tahap 
ini, Ridha kemudian mengajukan rancangan ketatanegaraan yang 
disebutnya, reorganisasi kekhilafahan, yang pada hakikatnya 
menyatakan entitas baru dengan pranata baru yang belum ada 
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presendennya, seperti legislasi (al-isytira') dan kemungkinan 
pembuatan hukum aktual ciptaan manusia yang diadaptasi untuk 
memenuhi tuntutan kebutuhan serta prinsip kedaulatan rakyat. 


Dalam pandangan Ridha, Negara Islam memiliki orientasi 
ideologis yang luas, di mana persoalan politik, sosial dan ekonomi 
negara diatur oleh suatu konstitusi atau undang-undang dasar 
yang terilhami oleh al-Our'an, hadist, dan pengalaman historis 
masa khulafa al-rasyidin. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi suatu 
kewajiban guna mengembangkan pemikiran hukum yang dijamin 
pelaksanaannya karena kepala negara haruslah seorang mujtahid 
yang dibantu oleh ahlul halli wal 'agdi dengan kewenangan legislasi. 
Berkat kewenangan legislatif dari kepala negara dan ahlul halli wal 
agdi tersebut, pembuatan hukum dapat dilakukan secara dinamis 
guna menemukan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. 
Dalam hal ini, syariat tetap menempati otoritas tertinggi, tetapi di 
bawahnya terdaoat hukum positif (ganun) hasil legislasi yang didasari 
oleh prinsip-prinsip kebutuhan (dharurah) dengan tujuan utama, 
kepentingan umum. Dua dari prinsip itu ialah perlindungan dari 
kesulitan (al-'usr wa haraj), diterapkan dalam hubungan sosial tetapi 
jarang diterapkan dalam masalah ibadah: serta prinsip menjauhkan 
diri dan orang lain dari bahaya dan kerugian (Ia dharar wa Ia dhirar). 


Gagasan Negara Islam yang dirintis Ridha ini menemukan 
bentuknya yang lebih tegas dan ideologis pada konsep Negara Islam 
yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Gagasan ini telah 
diperjuangkan tidak hanya dalam bentuk slogan dan himbauan, 
melainkan telah menjadi ideologi yang ditopang oleh gerakan militan 
dan bersenjata. Bagi Ikhwanul Muslimin, Islam memiliki kemampuan 
menjadi ideologi total, sebagaimana nampak pada tiga prinsip yang 
mendasari program mereka: (1) Islam adalah sistem yang lengkap 
dan menyempurnakan dirinya sendiri (mutakammil bi dzatih), serta 
jalan hidup terbaik di semua bidang: (2) Islam bersumber dari al- 
Our'an dan hadist: (3) Islam dapat diterapkan untuk segala zaman 
dan semua tempat. 
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Gerakan Ikhwanul Muslimin dilukiskan oleh Hasan al-Banna 
sebagai, “pesan salafi, jalan Sunni, kebenaran sufi, organisasi politik, 
kelompok atletik, mata rantai budaya dan keilmuan, serta usaha 
ekonomi dan sosial” Programnya di bidang politik mencakup 
setidaknya dua pokok: 1) Perjuangan yang bercorak internasional, 
bukan hanya untuk membebaskan Mesir tetapi juga sekuruh tanah 
air Islam dari kekuasaan asing: 2) Membentuk Negara Islam merdeka 
di tanah air setempat yang menegakkan prinsip Islam dan sistem 
sosialnya, serta meratakan dakwahnya kepada seluruh rakyat. Selama 
negara seperti ini tidak ditegakkan, maka kaum Muslim berdosa. 


Dalam hal ini, kewajiban menegakkan Negara Islam tidak 
didasarkan pada teks syar'i, tetapi didasarkan pada tujuan 
“pemeliharaan jati diri atau kepribadian umat yang merdeka”. 
Pemerintahan Islam didefinisikan sebagai pemerintahan yang para 
pejabatnya adalah orang Islam yang melaksanakan kewajiban Islam 
dan tidak melakukan maksiyat secara terbuka, serta konstitusinya 
bersumber dari al-Our'an dan Sunnah, yakni menerapkan syariat 
Islam. 


Menurut Hasan al-Banna, ada tiga karakter pemerintahan Islam, 
yakni (1) bertanggung jawab kepada Allah dan kepada rakyat 
melalui kontrak (bay'ah) untuk memelihara kepentingan bersama: (2) 
melakukan amar-makruf nahi munkar dalam satu sistem keumatan: 
serta (3) menghormati aspirasi rakyat menyangkut hak mereka untuk 
mengawasi dan memberi masukan. 


Berdasarkan karakter ini, para pemikir Ikhwanul Muslimin sepakat 
bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yakni kehendak rakyat dan 
kerelaan mereka memilih secara bebas, yang berarti kedaulatan 
berada di tangan rakyat. Ini menunjukkan bahwa sistem parlementer 
dianggap paling sesuai dengan Islam. Kedaulatan rakyat itu sendiri 
dijabarkan dalam bentuk perwakilan melalui Ahlul Halli Wal 'Agdi 
(Dewan Umat) yang memilih dewan eksekutif untuk melaksanakan 
aspirasi umat. Dewan eksekutif Negara Islam dijabat oleh presiden 
yang disebut hakim, amir atau khalifah untuk masa jabatan tertentu 
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atau sepanjang hayat. Presiden dan pembantunya berhak dipatuhi 
selama tidak melanggar syariat dan memegang teguh keadilan. 


Meskipun mengamini pemerintahan parlementer dan menerima 
realitas negara-bangsa, Ikhwanul Muslimin tetap berkeyakinan 
bahwa khilafah merupakan lambang kesatuan Islam dan bentuk 
ikatam formal antarbangsa Muslim yang wajib dipikirkan realisasinya. 
Dalam hal inial-Banna berpendapat bahwa perwujudan khilafah 
memerlukan persiapan-persiapan melalui langkah-langkah berikut: 


1. Konsolidasi bangsa-bangsa Muslim menyangkut politik, ekonomi, 
sosial, pertahanan keamanan dan peradaban Islam secara umum. 


2. Membentuk aliansi di antara mereka untuk membangun 
lembaga-lembaga keumatan dan muktamar antarnegara Islam. 


3. Membangun Persekutuan Bangsa-bangsa Muslim dalam rangka 
mencapai kesepakatan untuk mengangkat imam tunggal sebagai 
pemersatu, penengah dan perantara. 


Di Pakistan, Abul A'la al-Maududi dan partainya, Jamaat-e- 
Islami memperjuangkan suatu Negara Islam yang sebenarnya, 
sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin. 
lapun menolak menjadikan negara itu sebuah negara modern dan 
demokratis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ciri Negara Islam 
tersebut meliputi: kedaulatan berada di tangan Tuhan, hukum 
tertinggi adalah syariat, pemerintah adalah pemegang amanat 
Tuhan guna melaksanakan kehendak-Nya, dan pemerintah tidak 
boleh melampaui batas kewenangan sebagaimana ditetapkan 
oleh Tuhan. Dengan prinsip seperti ini, maka menempatkan 
kedaulatan di tangan rakyat merupakan tindakan syirik. Meskipun 
demikian, baik al-Maududi maupun Jamaat-e-Islami menolak 
menyamakan kedaulatan Tuhan dalam Islam sebagai teokrasi, karena 
pemerintahan tidak dilaksanakan oleh elite agama, melainkan oleh 
seluruh umat dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itulah bentuk 
pemerintahannya disebut teo-demokrasi. 
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Bagi al-Maududi dan Jamaat-e-lslami, struktur pemerintahan 
menurut Islam terdiri dari tiga komponen, yakni Ulil Amri atau Amir 
Negara Islam, badan legislatif yang disebut Ahlul Halli Wal 'Agdi, serta 
badan yudikatif, Oadha. Amir adalah pemimpin eksekutif tertinggi 
yang melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus keagamaan 
(imam), karena tidak ada pemisahan keduanya di dalam Islam. 
Amir tidak harus terikat dengan keputusan legislatif walaupun ia 
harus meminta pendapat mereka. Amir juga yang mengangkat dan 
memberhentikan personalia badan yudikatif, meskipun putusan 
hukumnya harus adil dan tidak boleh diintervensi oleh amir, bahkan 
ia harus tunduk dan bersedia dihadapkan ke mahkamah peradilan 
kapanpun diperlukan. 


Di samping para penggagas Negara Islam yang meragukan 
penegakan kembali khilafah Islamiyah, terdapat pula kelompok 
yang tetap memperjuangkan pendirian khilafah secara global, 
misalnya Hizbut Tahrir, yang dipimpin oleh Tagiyudin al-Nabhani, 
sebagaimana termaktub di bab sebelumnya. 


Dalam Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, al-Nabhani menekankan 
posisi khilafah sebagai satu-satunya tharigah yang benar menurut 
Islam, dan karena itu ia menolak konsep lain di luar khilafah, 
misalnya demokrasi. Pendukung sistem khilafah yang tergabung 
dalam Syabab Hizbut Tahrir Inggris bahkan meyakini bahwa masa 
pembentukan pemerintahan khilafah semakin dekat, berdasarkan 
ramalan yang bersumber dari sejumlah hadist, dan bahwa pusat 
khilafah era modern berkedudukan di al-Ouds (Baitul Magdis). 


Dalam hal ini, al-Nabhani bahkan menghubungkan pendirian 
khilafah dengan kesempurnaan kepribadian setiap Muslim sebagai 
pribadi Islami. Menurutnya, Islam yang memusat pada akidah 
semestinya menjadi asas pemikiran (mafahim) yang melandasi pola 
berpikir (agliyah). Syariat yang merupakan akidah rasional (“agidah 
agliyah) ini yang membentuk pola pikir Muslim untuk mengontrol 
kecenderungan manusiawi (muyul) yang sering negatif, menuju pola 
perilaku (nafsiyah) yang bersifat Islami. Demi proses penyempurnaan 
kepribadian Islam inilah, khilafah Islamiyah menjadi kondisi politik 
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yang dibutuhkan demi penegakan syariat di ranah kemasyarakatan. 
Kesatuan antara cita-cita politik khilafah, syariatisasi masyarakat dan 
pembentukan kepribadian Islam inilah yang membentuk kader- 
kader militan dan membuat Hizbut Tahrir berkembang di berbagai 
negara." 


Berbeda dengan pandangan di atas yang menempatkan syariat 
sebagai hukum yang harus dilaksanakan oleh Negara Islam, para 
tokoh Partai Masyumi di Indonesia berpandangan bahwa syariat 
merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Islam. Sebagai sumber 
hukum, syariat tidak dilaksanakan secara langsung melainkan 
dirinci terlebih dahulu dalam bentuk undang-undang yang dapat 
diterapkan dalam sistem peradilan tertentu. Dalam kaitan ini, hukum 
hudud (pidana, seperti potong tangan untuk pencurian dan gishash 
untuk pembunuhan) dipandang sebagai hukuman maksimal yang 
memerlukan perincian mengenai batas minimal pelanggaran yang 
dilakukan oleh seseorang. 


Sejalan dengan pemikiran ini, para tokoh Partai Masyumi 
menganggap sebutan Negara Islam atau negara berdasarkan 
Islam sebagai masalah sekunder, karena yang terpenting adalah 
menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang kehidupan 
bernegara di dalamnya dijiwai oleh ajaran Islam. Namun sebagai 
cita-cita maksimal, Masyumi memperjuangkan “Republik Indonesia 
berdasarkan Islam" atau “Republik Islam Indonesia berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa". 


Menurut Masyumi, prinsip pemerintahan yang paling dekat 
dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia adalah demokrasi 
berlandaskan kedaulatan rakyat sebagai wujud amanah Tuhan 
kepada mereka. Jadi kekuasaan tertinggi dalam pengambilan 
keputusan politik tidak berada di tangan Tuhan, melainkan di tangan 
rakyat. Kedaulatan Tuhan diakui dalam arti teologis, yakni pengakuan 
bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan penyedia nilai-nilai 
universal bagi manusia, dan hal ini diwujudkan dalam pengakuan 


140 Tagiyudin al-Nabhani, Syakhshiyyah Islam (Kepribadian Islam) Jilid 1, Bogor: 
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bahwa syariat merupakan sumber hukum tertinggi dalam negara, 
sehingga pelaksanaan kedaulatan politik atau kedaulatan rakyat 
tidak boleh melampaui nilai-nilai tersebut. Meskipun mengamini 
demokrasi, namun Masyumi tetap menjadikan status kemusliman 
sebagai syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik 
Indonesia. Sedangkan jabatan seperti perdama menteri, menteri, 
gubernur, panglima angkatan bersenjata, dll terbuka bagi semua 
warga negara. 


Dari uraian di atas terlihat bahwa para pendukung Negara Islam 
atau khilafah menjadikan pemikiran politik Islam klasik, terutama 
al-Mawardi dan para fugaha' Sunni lainnya sebagai rujukan teoritik 
dengan hanya sedikit modifikasi. Tampaknya mereka beranggapan 
bahwa perumusan yang dilakukan para fukaha itu sebagai jawaban 
final atas sistem bernegara di dalam Islam, walaupun al-Mawardi 
misalnya sebenarnya menderivasi teorinya dari pengalaman 
pemerintahan di masa hidupnya. Karena sebab itulah antara lain, 
al-Mawardi merasa tidak nyaman dengan teorinya manakala ia 
menyaksukan semakin banyak jumlah Wazir al-Tafwidh (pembantu 
khalifah yang bekerja berdasarkan ijtihadnya sendiri) dari berbagai 
wilayah sebagai cerminan dari melemahnya pengaruh politik 
khalifah.'" 


Gagasan kenegaraan Islam yang dikembangkan para pembaharu 
ini tetap memiliki kelemahan mendasar, baik disebabkan oleh 
pendekatan analogisnya atas preseden politik Islam di masa lalu, 
maupun atas penerapan nilai-nilai Islam secara simbolik yang 
menggambarkan ambiguitas hubungan Islam, kekhilafahan dan 
nasionalisme. Artinya, berbagai ijtihad di atas belum mampu 
merumuskan sistem politik Islam yang secara sistemik mampu 
mewujudkan nilai-nilai substantif Islam, berhadapan dengan sistem 
negara-bangsa yang secara global telah bersifat hegemonik. 


Pendekatan pembaruan yang dikembangkan, membuat gagasan 
politik Islamnya tidak lahir dari kekayaan khasanah pemikiran, 
kebudayaan dan politik Islam itu sendiri, karena ia cenderung 
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melakukan purifikasi, dan di atasnya, dibangunlah gagasan sistem 
politik Islam. Yang dimaksud dengan purifikasi ialah pemurnian 
Islam, dalam hal ini, syariat, dari unsur-unsur yang dianggap menodai 
otentisitas Islam. Hal ini yang membuat bangunan kenegaraan Islam 
menolak sistem politik lain, seperti demokrasi dan nasionalisme, 
yang secara taken forgranted sudah dianggap berbeda dengan Islam. 


Di Indonesia kita akan melihat hubungan yang unik antara 
Islam, nasionalisme dan demokrasi, tidak seperti yang dibayangkan 
kaum pembaharu di atas. Sebuah hubungan yang tidak melahirkan 
sekularisasi dan peminggiran Islam di dunia politik, melainkan 
sebaliknya, hadirnya Islam di ruang-ruang politik dengan membawa 
nilai-nilai substantif. Pendekatan kaum pembaharu yang formalis, 
yang melegalkan syariat sebagai negara, ternyata bukan satu- 
satunya jalan bagi penegakan syariat, manakala syariat dipahami 
sebagai etika sosial (social ethics), bukan murni hukum positif. 


Islam dan Nasionalisme Indonesia 


Gagasan tentang negara (bangsa) Islam, sebagaimana tumbuh di 
Timur Tengah dan anak benua India, juga berkembang di Indonesia, 
sebuah negeri dengan komunitas Muslim terbesar di dunia. Di 
Indonesia, gagasan ini dapat dikenali benih pertumbuhannya dalam 
pergulatan pemikiran sejumlah tokoh pemikir ketika bersentuhan 
dengan dominasi kekuatan Barat, khususnya Belanda. 


BerbedadarimasyarakatMuslim diTimurTengah dan di anakbenua 
India yang pernah mengalami masa pemerintahan kekhalifahan 
denganwilayah kekuasaanyang luas, masyarakat Muslim di Indonesia 
hanya mengenal bentuk pemerintahan kesultanan atau kerajaan 
yang jangkauan wilayah kekuasaannya relatif terbatas dan periode 
pembentukannya juga masih baru, sehingga tidak memiliki memori 
kolektif yang kuat tentang gagasan dan praktik khilafah. Selain itu, 
penyebaran Islam di kalangan masyarakat di Nusantara juga relatif 
baru, hampir bersamaan dengan kehadiran para pendatang Barat. 
Realitas ini dapat menjelaskan mengapa gagasan tentang negara 
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kekhalifahan tidak terlalu mengakar dalam khazanah pemikiran 
kaum intelektual Muslim di Indonesia. 


Dalam kaitan ini, khalifah di Istanbul dikenal oleh orang Indonesia 
dengan sebutan Sultan Rum atau Raja Rum, sebagaimana terdapat 
dalam literatur Melayu. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Aceh telah 
menjalin kontak diplomatik dengan pemerintahan Turki Utsmani di 
Istanbul dan tampaknya telah pula membuat perjanjian ketundukan 
kepada sultan sekaligus meminta dukungan militer dalam perang 
mereka melawan Portugis. Namun demikian, secara umum dapat 
dikatakan bahwa hingga akhir abad ke-19, Sultan Turki masih 
merupakan kekuasaan yang sangat jauh dan hampir bersifat mistis, 
yang namanya disebut dalam setiap shalat Jum'at sebagai penguasa 
seluruh kaum Muslim tetapi tidak memiliki pengaruh apa pun 
dalam dunia keseharian. Pada abad ke-17, banyak orang Indonesia 
tidak dapat membedakan antara khalifah Turki dan syarif penguasa 
Mekkah. Menjelang pertengahan abad itu, penguasa dari Banten, 
Mataram, dan Makassar telah mengirim utusan ke Mekkah untuk 
meminta pengesahan dari “khalifah-syarif” terhadap kekuasaan 
mereka dan sekaligus gelar “sultan” Syarif lalu hanya memberi 
mereka gelar dan nama baru sebagai bangsawan Muslim. 


Gagasan negara kekhalifahan mulai berkembang di Indonesia 
ketika Kekaisaran Turki Utsmani mengalami kekalahan pada Perang 
Dunia | dan Istanbul jatuh ke tangan tentara Sekutu, sehingga 
menimbulkan rasa terkejut di kalangan komunitas Muslim. Situasi 
ini dipandang bukan hanya sebagai kekalahan Turki semata-mata, 
melainkan juga seluruh dunia Islam. Tetapi, hal yang lebih penting 
dari perasaan itu adalah fakta bahwa perang tersebut menyebabkan 
perjalanan haji dari Indonesia (Hindia Belanda ketika itu) ke Mekkah 
terganggu karena kapal-kapal Belanda dan Inggris tidak mau melayari 
Jeddah sehingga pada 1915 tak seorang pun jamaah dari Indonesia 
melaksanakan ibadah haji. Keadaan ini terus berlangsung hingga 
tahun 1919. Dan ketika rute Jeddah kembali dilayari pada 1920, 
peminat perjalanan haji demikian banyak, sekaligus meningkatkan 
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perhatian mereka pada persoalan penting mengenai perang itu 
sendiri dan mengenai kekhalifahan kaum Muslim. 


Pada periode yang sama, masyarakat Muslim Hindia Belanda 
juga menyaksikan kehadiran sejumlah organisasi keagamaan dan 
pergerakan nasional yang kelak memberikan perhatian pula pada 
masalah kekhalifahan. Pada 1912, Persyarikatan Muhammadiyah, 
yang bergerak di bidang pendidikan dan reformasi keagamaan, 
didirikan di Yogyakarta. Di Solo, pada tahun yang sama muncul pula 
Sarekat Islam (SI), sebuah organisasi yang lebih berorientasi pada 
gerakan politik. Tahun berikutnya, muncul Al-Irsyad yang berdiri 
pada 1913 dan tergolong sebagai organisasi pembaru pendidikan 
Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, SI mengalami perpecahan, 
melahirkan SI Merah yang berorientasi pada ideologi kiri dan SI Putih 
yang tetap mempertahankan ideologi Islam. Pengaruh SI Putih terus 
merosot seiring dengan menguatnya SI Merah dan munculnya partai 
politik yang nasionalistik, yakni National Indies Party (dalam bahasa 
Belanda: Nationaal Indische Partij) yang berhasil menyelenggarakan 
Ali Indies Congress pada 1922. 


SI Putih yang mulai kehilangan pamor berupaya merumuskan 
kembali arah gerakannya dengan lebih meneguhkan Islam sebagai 
landasan perjuangan. Hal ini diterjemahkan melalui semangat 
kerakyatan dan anti penjajahan, serta kesatuan umat Islam bukan saja 
di wilayah Hindia Belanda tetapi di mana pun mereka berada dengan 
menunjukkan solidaritas bagi perjuangan mereka. Perumusan 
ulang arah gerakan ini membuat SI Putih peduli dengan persoalan 
kekhalifahan, sehingga dua tokohnya—HOS Cokroaminoto dan H. 
Agus Salim memprakarsai penyelenggaraan Kongres al-Islam Hindia 
yang pertama di Cirebon pada 1922. Para peserta kongres terdiri dari 
tokoh SI Putih, unsur Muhammadiyah, al-Irsyad, serta beberapa tokoh 
yang dipandang mewakili kubu tradisionalis yang saat itu belum 
memiliki organisasi sendiri, di antaranya KH A. Wahab Chasbullah dari 
Surabaya dan KH Asnawi dari Kudus. Kongres sejenis ini berlangsung 
sembilan kali secara tidak teratur, terakhir kali diadakan pada 1932. 
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Dalam serial Kongres al-Islam dibahas berbagai persoalan 
keagamaan dan respons umat Islam terhadap persoalan 
kekhalifahan. Pada Kongres I, misalnya, didiskusikan mengenai 
situasi di Turki, walaupun terjadi perbedaan pandangan tentang 
dukungan terhadap kekuasaan Kemal Ataturk dan pemerintahan 
khalifah Abdul Majid yang menjadi bonekanya. Pada Kongres II tahun 
1924, bersamaan dengan penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani 
dan proklamasi Syarif Husein di Mekkah sebagai khalifah umat Islam, 
didiskusikan pula mengenai pentingnya kesatuan umat Islam di 
bawah kekuasaan satu khalifah. Tetapi, para peserta sulit mencapai 
kesepakatan siapakah yang akan didukung sebagai khalifah bagi 
kaum Muslim seluruh dunia. Pada bulan Desember tahun ini pula, 
Kongres al-Islam Luar Biasa diselenggarakan di Surabaya. Kongres 
ini dipersiapkan oleh kepanitiaan yang disebut Centraal Committe 
Chilafat, yang dibentuk sebagai respons atas undangan menghadiri 
Kongres Khilafah di Kairo yang diterima oleh beberapa tokoh Arab 
Indonesia pada Oktober 1924. 


Dalam Kongres Luar Biasa yang dihadiri lebih dari 600 peserta 
itu, disepakati untuk mengirim delegasi terdiri dari dua orang, 
atau tiga orang jika dananya cukup, untuk menghadiri Kongres 
Khilafah di Kairo. Ketiga orang dimaksud yaitu Haji Fakhruddin dari 
Muhammadiyah, Haji Abdul Wahab Chasbullah mewakili kaum 
tradisionalis, dan Soerjopranoto selaku pemimpin SI. Kongres Luar 
Biasa ini juga menyepakati beberapa rekomendasi tentang “Khalifah 
yang modern, representatif dan dipilih” yang akan dibawa ke Kairo. 
Butir-butir rekomendasi ini antara lain: 


e Harus dibentuk sebuah Majelis Khilafah yang dipimpin oleh 
seorang khalifah. 


e Anggota Majelis Khilafah terdiri dari para perwakilan kaum 
Muslim dari berbagai negara untuk masa bakti yang ditetapkan 
oleh Majelis. 

e# Perlu ditetapkan apakah tugas Majelis terhadap masyarakat 
Muslim dunia mencakup masalah-masalah keduniaan dan 
keakhiratan, atau hanya terbatas pada masalah keakhiratan saja. 
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e# Khalifah harus dipilih oleh para anggota Majelis Khilafah. 


e# Majelis Khilafah harus berkedudukan di wilayah Muslim yang 
independen seperti Mekkah. 


e# Seluruh pembiayaan Majelis Khilafah ditanggung bersama oleh 
seluruh kaum Muslim dan dibebankan kepada setiap negara 
anggota sesuai kemampuan masing-masing. 


Tak lama setelah Kongres Luar Biasa digelar, datang berita dari 
Kairo bahwa Kongres Khilafah diundur setidaknya satu tahun ke 
depan. Tetapi pada awal 1925, Ibnu Saud, penguasa baru di Jazirah 
Arabia, mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan 
kongres Muslim sedunia di Mekkah yang menjadikan Muslim 
Indonesia menghadapi dilema untuk memilih kongres mana yang 
akan dihadiri kelak dari kedua kongres yang saling bersaing itu. 


Dalam Kongres al-Islam IV pada Agustus 1925 di Yogyakarta, bibit 
perpecahan antara kaum reformis dan kaum tradisionalis muncul 
ke permukaan, karena salah satu agenda kongres adalah reformasi 
sosial, ekonomi dan kebudayaan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran 
Islam, yang menimbulkan perbedaan penafsiran di antara dua 
kubu. Walaupun agenda ini dihapus, kubu reformis yang dimotori 
H. Agus Salim tetap mengumandangkan gagasan mendukung 
kepemimpinan Ibnu Saud untuk memimpin dunia Islam, sesuatu 
yang dirasakan mengkhawatirkan oleh kubu tradisionalis mengingat 
sikap penguasa baru Hijaz itu anti mazhab dan anti praktik-praktik 
keagamaan yang biasa dilakukan kaum tradisionalis. 


Dalam kongres ini, H. A. Wahab Chasbullah mengajukan usul 
agar Kongres mengirim delegasi ke Mekkah setelah menghadiri 
Kongres Khilafah di Kairo. Delegasi ini meminta Raja Ibnu Saud agar 
kepemimpinannya dapat bersikap toleran terhadap mazhab dan 
praktik-praktik kaum tradisionalis.'? Usul ini ditolak oleh peserta 
Kongres al-Islam. Penolakan ini memberi isyarat kepada kaum 
tradisionalis bahwa kepentingan mereka tidak dapat terwakili, dan 
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di mata mereka Kongres al-Islam telah kehilangan manfaatnya. 
Mereka lalu memutuskan untuk mengirim delegasi sendiri ke Hijaz 
guna menemui Raja Ibnu Saud dan menyampaikan aspirasi mereka. 
Sebagai langkah persiapan, sejumlah kiai bertemu di Surabaya pada 
Januari 1926 dan membentuk kepanitiaan yang diberi nama Komite 
Hijaz. Kelak, komite ini menjadi cikal bakal kelahiran organisasi 
Nahdlatul Ulama (NU). 


Kongres-kongres al-Islam berikutnya hanya dihadiri oleh tokoh- 
tokoh reformis yang masih terus melakukan kontak internasional 
dengan Kairo maupun Mekkah. Namun gagasan mengenai “khalifah 
yang dipilih” sebagaimana rekomendasi Kongres al-Islam III, tidak 
lagi dipasarkan di forum internasional itu. Dalam kongres-kongres 
itu, terjadi pula ketidakserasian di antara para pesertanya, khususnya 
antara Muhammadiyah dan SI Putih. Akhirnya, Kongres al-Islam 
lebih merupakan wujud kepedulian SI Putih sendirian, karena tokoh- 
tokoh organisasi lain tidak lagi terlibat di dalamnya. Pada 1929, 
SI melepaskan cita-cita Pan Islamismenya dan berpaling kembali 
kepada cita-cita nasionalisme Indonesia. 


Selain faktor kultural dan historis di atas, yang mengakibatkan 
komunitas Muslim di Indonesia tidak begitu intensif terpengaruh 
oleh pemikiran tentang negara kekhalifahan dan Pan Islamisme, 
terdapat faktor lain yang bersifat politis sehingga para tokoh dan 
pemikir Islam Indonesia tidak mengalami ketegangan intelektual 
antara pemikiran tentang negara kekhalifahan dan pemikiran 
tentang negara-bangsa. Faktor politik tersebut adalah terjadinya 
pertarungan ideologis di antara partai-partai politik yang baru 
tumbuh ketika itu, disertai dengan polemik pemikiran di antara kaum 
terpelajar mengenai gagasan nasionalisme dan kaitannya dengan 
agama, khususnya Islam, pada kurun waktu yang bersamaan dengan 
upaya menghidupkan gagasan khilafah dan Pan Islamisme. Faktor ini 
akhirnya turut secara kuat mendorong para pemimpin Muslim untuk 
lebih cenderung menerima gagasan nasionalisme lokal. 


Pada intinya terdapat duaformat gagasan nasionalisme Indonesia 
yang sedang berkembang pada dasawarsa 1920-an dan 1930-an, 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan | 221 


yaitu nasionalisme yang diilhami oleh semangat keagamaan (Islam) 
dan nasionalisme yang dilandasi oleh kesadaran tentang kebudayaan 
lokal yang bersifat lintas agama. Format pertama sering kali disebut 
nasionalisme agamis (Islam) dan yang kedua disebut nasionalisme 
sekuler,” dua istilah yang sengaja dipinjam di sini guna menciptakan 
keadaan kontras dalam pembahasan. Dalam perkembangannya, 
kedua format nasionalisme ini sama-sama mengusung asas anti 
penjajahan Barat dan memperjuangkan kesatuan tanah air yang 
bebas dari dominasi fisik Belanda, walaupun taktik dan strategi 
mereka tidak selalu sama dalam meraih cita-cita nasional masing- 
masing. 

Penjelasan mengenai sejarah gerakan nasionalis di Indonesia 
banyak dilakukan oleh para ahli dan tidak perlu diuraikan lagi di sini. 
Tetapi, beberapa fenomena sejarah tersebut akan sedikit dibahas 
guna menjelaskan proses kristalisasi gagasan nasionalisme Islam 
yang sangat erat kaitannya dengan pemikiran tentang Negara Islam. 
Dalam konteks ini, timbul perbedaan pandangan apakah pergerakan 
nasional dimulai ketika organisasi Boedi Oetomo didirikan pada 20 
Mei 1908 sebagaimana diyakini kaum nasionalis sekuler, atau ketika 
organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh Haji Samanhudi 
di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Meskipun keabsahan pendakuan 
terhadap tanggal berdirinya SDI masih kontroversial, perbedaan ini 
dapat dipandang sebagai upaya sebagian kaum nasionalis Islam 
untuk menempatkan Islam sebagai sumber nasionalisme Indonesia, 
sehingga format penafsiran nasionalisme (agamis) mereka memiliki 
keabsahan historis yang kuat. 


Para tokoh nasionalis sekuler menarik garis format nasionalisme 
mereka mulai dari Boedi Oetomo, kemudian dikaitkan dengan 
kehadiran Partai Nasional Indonesia pada Juli 1927, Partai Indonesia 
pada April 1931, Pendidikan Nasional Indonesia pada Desember 
1933, Partai Indonesia Raya pada Desember 1935, dan Gerakan 
Rakyat Indonesia pada Mei 1937. Sedangkan para tokoh nasionalis 
Islam menarik garis mereka dari kehadiran Sarekat Dagang Islam 
yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam pada 1912, lalu 
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dikaitkan dengan kehadiran banyak partai dan organisasi Islam 
seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Persatuan 
Muslim Indonesia (Permi, 1930), Majelis Islam A'la Indonesia (1937), 
Partai Islam Indonesia (1938), dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia 
(Masyumi) tahun 1943.'"8 


Keterpisahan diametral kedua format nasionalisme tersebut 
berlangsung melalui proses yang cukup panjang. Pada dimensi 
kultural, misalnya, sebuah harian berbahasa Jawa yang terbit di 
Solo, Djawi Hisworo, pada Januari 1918 memuat sebuah artikel 
tulisan Martodharsono dan Djojodikoro. Isi artikel itu mengandung 
penghinaan terhadap Nabi Muhammad, yang dilukiskan sebagai 
seorang pemabuk dan penghisap candu. Sebagai reaksi atas artikel 
itu, sekelompok masyarakat Muslim di Surabaya membentuk 
kepanitiaan yang memobilisasi rapat umum pada Februari 1918 
untuk mengutarakan kemarahan mereka terhadap kedua penulis dan 
redaktur harian tersebut. Kepanitiaan serupa, yang didominasi para 
pemimpin Sarekat Islam (SI Putih), juga dibentuk di berbagai daerah 
di Jawa guna mengorganisasi protes massa. Salah satu panitia protes 
tersebut menyebut dirinya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, yang 
bertujuan mencari persatuan lahir dan batin antara kaum Muslim, 
menjaga kehormatan agama Islam dan Nabi Muhammad, serta 
kehormatan kaum Muslim. Keadaan ini menimbulkan pendefinisian 
diri antara kaum Muslim sebagai umat dan mereka yang non-umat. 


Sebagai reaksi atas pembentukan Tentara Kanjeng Nabi 
Muhammad, sekelompok masyarakat yang lekat dengan tradisi dan 
budaya Jawa, dipimpin oleh Soetatmo Soerikoesoemo yang masih 
keturunan Paku Alam dari Keraton Surakarta, membentuk panitia 
tandingan bernama Panitia untuk Nasionalisme Jawa (Committee 
voor Javaansche Nationalisme). Walaupun menyetujui keberatan atas 
artikel di Djawi Hisworo, mereka beranggapan bahwa pembentukan 
Tentara Kanjeng Nabi Muhammad merupakan reaksi berlebihan, 
karena kedua penulis artikel bukanlah orang terkenal dan tiras koran 
itu pun hanya sedikit. Panitia ini menuduh hahwa pembentukan 
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Tentara itu bertujuan untuk menghalangi orang-orang Jawa yang 
menyukai Kejawen dan agama selain Islam. Panitia juga memandang 
gerakan tersebut berasal dari bangsa asing, yaitu bangsa Arab, dan 
menyerukan penyatuan agama dan politik. 


Pada tahun yang sama dengan kasus Djaivi Hisworo, terbit 
pula buku berjudul Darmogandul, sebuah kitab yang berkaitan 
dengan kepercayaan Kejawen. Isi buku ini dianggap mengandung 
penghinaan terhadap syariat Islam dan Nabi Muhammad. Reaksi 
keras muncul bukan hanya dari kalangan Islam reformis, melainkan 
juga dari kalangan Islam tradisionalis. Kasus ini untuk sementara 
menghapus perbedaan di antara kalangan Islam reformis dan 
Islam tradisionalis. Mereka pun secara bersama-sama menghadapi 
pelecehan keyakinan agama tersebut. Kedua kasus ini ibarat puncak 
gunung es yang mencair, karena di bawahnya terdapat pertarungan 
panas antara kelompok agamis Muslim yang menjadi basis kekuatan 
nasionalis Islam dan kelompok kultural yang menjadi basis nasionalis 
sekuler. Puncak-puncak lainnya juga kelak meledak sebagaimana 
terlihat misalnya pada kasus Soeara Oemoem, surat kabar terbitan 
Kelompok Kajian Indonesia yang anggotanya terdiri dari kaum 
terpelajar didikan Belanda. 


Dalam terbitannya pada 1930, Soeara Oemoem memuat sebuah 
artikel dari seorang bernama Homo Sum, yang membandingkan 
naik haji ke Mekkah dengan pembuangan ke Digul. Menurut penulis 
artikel itu, para tokoh nasionalis yang dibuang ke Digul dapat lebih 
dihargai dibanding mereka yang pergi haji ke Mekkah, karena naik 
haji ke Mekkah sama saja dengan menimbun modal di negeri sendiri 
untuk keuntungan orang lain. Pada 1932, muncul lagi kasus Isteri 
Sedar, yakni gerakan anti poligami yang dipelopori oleh organisasi 
tersebut dan didukung oleh kalangan nasionalis sekuler. Menurut 
pemimpinnya, Soewarni Pringgodigdo, syarat bagi perempuan 
Indonesia bila ingin maju dan modern haruslah menentang 
poligami yang merupakan lembaga usang dan merendahkan derajat 
perempuan. 
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Keadaan yang tak jauh berheda terjadi pula pada dimensi 
ideologis. Dalam Kongres Nasional se-Hindia (All Indie Nationaal 
Congress), suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok- 
kelompok nasionalis sekuler pada 1922, Nationaal Indische Partij 
memperjuangkan konsep nasionalisme Hindia, suatu konsep yang 
berlawanan dengan pemikiran nasionalisme yang dominan kala 
itu—yaitu nasionalisme yang dikaitkan dengan Islam sebagaimana 
diperjuangkan Sarekat Islam. Pada akhir 1924, Kongres Jong 
Java menolak usulan memasukkan pelajaran agama Islam bagi 
para anggotanya yang Muslim ke dalam kegiatan organisasi itu. 
Berikutnyapada 1925, Kongres Boedi Oetomo menerima usulan agar 
kebudayaan Jawa dijadikan landasan kegiatan pendidikan mereka. 


Selanjutnya pada Februari 1927, majalah Timboel—berbahasa 
Belanda dan diterbitkan dua kali sebulan oleh para tokoh nasionalis 
sekuler di bawah pimpinan Dr. Wediodiningrat dan Mr. Singgih— 
menyerang beberapa tokoh Sarekat Islam, khususnya Haji Agus 
Salim dan kebijakan Pan Islamisme organisasi tersebut: 


Bahwa RS.I. telah jatuh di bawah pengaruh seorang tenaga 
petualang seperti H. A. Salim: bahwa organisasi rakyat yang asalnya 
C.S.I. (Centraal Sarekat Islam) telah menjadi partai pendeta (ulama), 
yang telah mencicirkan kepentingan sosial dan ekonomi rakyat untuk 
persoalan agama: bahwa ia (P.S.I.) menjalankan aksi pan-Islam secara 
sedemikian rupa bahwa ini bukannya memperkuat aksi persatuan 
nasional, melainkan malah menempatkannya dalam bahaya. 


Ketegangan terus berlanjut ketika sidang pengadilan terhadap 
Soekarno pada Agustus 1928 mengungkap adanya surat tulisan Tjipto 
Mangoenkoesoemo yang dikirimkan dari tempat pembuangannya di 
Banda, yang mengingatkan bahaya Pan Islamisme dan kemungkinan 
usaha Tjokroaminoto dan Agus Salim menguasai federasi politik 
yang diberi nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik 
Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Surat ini disebarluaskan di penerbitan 
pers saat itu sehingga menimbulkan protes, khususnya dari para 
pendukung Partai Sarekat Islam.'” 
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Dalam pertarungan ideologis ini, para tokoh politik dan pemikir 
Muslim, secara perlahan tapi pasti, berupaya merumuskan ideologi 
nasionalisme mereka yang bercorak lokal Indonesia (Hindia Belanda) 
dengan Islam sebagai rujukannya. Menghadapi propaganda 
sebagian kaum nasionalis sekuler yang membedakan dan bahkan 
mempertentangkan Islam dengan nasionalisme, Tjokroaminoto, 
misalnya, menulis artikel dalam Bendera Islam pada Februari 1925: 


"Islam sepertujuh bahagian rambut pun tak menghalangi dan 
merintangi kejadian dan kemajuan nasionalisme yang sejati, tetapi 
memajukan dia. Nasionalisme yang dimajukan oleh Islam bukannya 
'eng' nasionalisme (yang sempit) dan berbahaya, tetapi... yang 
menuntun kepada sosialisme berdasar Islam, yakni sosialisme yang 
menghendaki mono-humanisme (persatuan manusia) dikuasai oleh 
Satu Yang Mahakuasa, Allah Swt, dengan lantaran ( melalui) hukum- 
hukum yang sudah dipermaklumkan kepada utusan-Nya Nabi 
Penutup Muhammad saw ...?' 


Sikap yang sama ditunjukkan oleh tokoh Sarekat Islam yang lain, 
yakni Agus Salim. Ia mengomentari pidato-pidato Soekarno yang 
menekankan cinta tanah air dan kesediaan berbakti kepada tanah 
air secara tulus, yaitu tanah air yang telah melahirkan tokoh seperti 
Gajah Mada dan tokoh-tokoh lain dari masa Hindu. Tulisannya, dalam 
Hindia Baru pada Mei 1925, menjelaskan panjang lebar mengenai 
cinta kebangsaan dan cinta tanah air, antara lain: 


"Cinta bangsa, yang mementingkan nasib rakyat sebangsa, 
sebanyak yang terlebih melarat... yang menghendaki persamaan 
dalam sebangsa antara segala golongan... yang mengutamakan 
orang sebangsa daripada kebangsaan... Cinta bangsa yang hendak 
menjunjung tinggi umat sebangsa, tetapi tidak mengangkat 
kebangsaan menjadi berhala tempat menyembah dan memuja. 


Salim juga menulis dalam Fajar Asia pada Juli 1928, yang 
menyatakan bahwa dalam mencintai tanah air seseorang harus 
menempatkan cita-cita rohaniahnya di atas tujuan kebendaan, 
karena cinta bangsa berdasar kebendaan seperti itu tergolong 
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sebagai agama berhala, yaitu agama yang menghambakan manusia 
kepada berhala 'tanah air' 


Menanggapi Agus Salim, Soekarno tak kalah sengit menjawab. 
Menurutnya, nasionalisme yang dia perjuangkan bukanlah jenis yang 
agresif, yang berhasrat menguasai, yang berbasis kesombongan 
sebagai bangsa, dan bukan pula nasionalisme kebaratan tetapi 
nasionalisme ketimuran “yang di dalam kelebaran dan keleluasaan 
udara, memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk 
hidupnya segala yang hidup”. Soekarno menolak nasionalisme sepera 
itu sebagai agama berhala. Dan apabila dimaksudkan demikian 
oleh Agus Salim, Soekarno dan kaum nasionalis Indonesia lainnya 
dengan senang hati bersedia dijuluki kaum penyembah berhala atau 
pembudak benda. 


Dalam kaitannya dengan agama, polemik paling keras mengenai 
nasionalisme terjadi antara Soekarno dan tokoh Masyumi, 
Mohammad Natsir. Dalam polemik itu, Natsir merupakan tokoh 
nasionalis Islam yang secara terbuka kepada publik menjelaskan 
bagaimana Islam dapat menjadi landasan nasionalisme yang 
bercorak lokal. Natsir sama sekali tidak menampakkan ketegangan 
intelektual dalam kaitan dengan pemikiran klasik tentang khilafah 
yang bersifat lintas etnisitas dan lokalitas, walaupun jejaknya tampak 
jelas melalui adopsi Islam sebagai sumber ideologi politik. Dengan 
kata lain, lokalitas keindonesiaan dapat diterima sebagai entitas 
kenegaraan tanpa hambatan intelektual atau psikologis apa pun, 
sepanjang dasar negara dan pemerintahannya adalah Islam, bukan 
nasionalisme yang netral agama sebagaimana diperjuangkan oleh 
Soekarno. 


Menurut Soekarno, agama dapat dan harus dipisahkan dari 
negara dan pemerintahan, karena agama merupakan aturan spiritual 
keakhiratan yang bersifat individual dan pengaturannya diserahkan 
sepenuhnya kepada masing-masing pribadi pemeluknya. Sementara 
itu, negara mengatur masalah duniawi yang harus dimerdekakan dari 
campur tangan agama. Ketika agama dimanfaatkan oleh pemerintah, 
maka ia cenderung bertangan besi. Kemerdekaan agama dari negara 
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dimaksudkan agar agama (Islam) dapat tumbuh subur dan kuat 
terhunjam di dalam kalbu pemeluknya dan menggerakkan mereka 
ke arah kemajuan, tidak terikat kaki dan tangannya dengan rantai 
pada politik pemerintah. Sebaliknya, kemerdekaan negara dari 
agama berarti merdeka dari ikatan-ikatan agama yang beku, dari 
tradisi dan paham Islam yang kolot yang menjadi rintangan bagi 
gerak negara ke arah kemajuan. 


Soekarno juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan 
“negara agama" identik dengan sistem caesaro-papisme. Sistem 
ini merujuk kepada kasus di Turki yang dijalankan oleh para ulama 
di bawah pimpinan Syaikh al-Islam yang akhirnya melemahkan 
Turki. Memperkuat pendapatnya, Soekarno mengutip pandangan 
Ali Abdul Razig yang mengatakan tidak ada ijma' (kesepakatan) 
ulama mengenai keharusan mendirikan “negara agama". Soekarno 
juga meyakini bahwa Nahi Muhammad dan para sahabatnya tidak 
mendirikan Negara Islam dan tidak pernah menyebut masyarakat 
Madinah sebagai pemerintahan atau Negara Islam. Menurutnya, 
ayat al-Our'an dan Hadis yang dirujuk guna mendukung konsep 
Negara Islam sering kali hanya dipakai sebagai legitimasi untuk 
mempertahankan kekuasaan dinastik dalam sejarah Islam. Apabila 
Indonesia menjadi Negara Islam dan Islam dijadikan dasar negara, 
kata Soekarno, perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia akan 
terjadi, karena mereka tidak seluruhnya Muslim. 


Soekarno sendiri menyatakan sebagai seorang Muslim dan 
memahami Islam sebagai ajaran paling demokratis, sehingga bentuk 
negara yang dikehendaki Islam adalah negara yang demokratis yang 
di dalamnya umat Islam dapat memperjuangkan aspirasi mereka. 
Atas dasar ini, Soekarno menolak negara dan pemerintahan diktator 
atau totaliter karena tidak sesuai dengan watak Islam. 


Sebagaitanggapan atas pandangan Soekarnotentang pemisahan 
agama dan negara, Natsir justru menekankan sebaliknya: penyatuan 
agama dan negara. Pendapatnya didasarkan atas pemahaman 
bahwa kehidupan duniawi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
ukhrawi, karena keduanya merupakan dua fase dari kehidupan yang 
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satu dan berkesinambungan yang diatur oleh ajaran Islam yang 
serba mencakup. Dalam kehidupan politik, manusia memerlukan 
ideologi, dan Islam adalah ideologi yang mampu membimbing 
manusia dalam hidup di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. 
Bagi Natsir, gagasan pemisahan agama dan negara adalah gagasan 
sekuler yang berbahaya, karena paham ini tidak mampu menjawab 
pertanyaan tentang makna hidup sehingga akan menyebabkan 
kemerosotan spiritual. Paham ini juga menetapkan tolok ukur 
kebenaran, kebahagiaan atau keberhasilan manusia semata-mata 
berdasarkan materi. Urusan ekonomi, politik, hukum, pendidikan 
dan sebagainya ditentukan semata-mata oleh kepentingan material, 
bukan nilai-nilai spiritual." 


Natsir melihat bahwa penolakan atas penyatuan agama dan 
negara disebabkan oleh gambaran keliru tentang Negara Islam. 
Kekhalifahan Turki Utsmani yang dianggap Soekarno sebagai Negara 
Islam, menurut Natsir, tidak mencerminkan karakteristik Negara Islam. 
Gambaran keliru ini bersumber dari tulisan kaum orientalis, yang 
banyak dibaca oleh kaum nasionalis sekuler, yang mengidentifikasi 
Negara Islam sebagai negara harem dan poligami, potong tangan 
bagi pencuri, dan hukum rajam sampai mati bagi pezina. Padahal, 
menurut Natsir, lahirnya karya-karya kalangan orientalis didorong 
oleh semangat memojokkan Islam dan menyerangnya sebagai 
agama. 


Menurut Natsir, sebaik apa pun hukum dan peraturan tidak akan 
mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia 
tanpa didukung oleh kekuatan eksekutif, yaitu negara. Maka, negara 
sangat penting sebagai alat pemaksa yang sah guna menegakkan 
aturan dan hukum agar ditaati oleh individu. Sementara Soekarno 
menekankan pendekatan sosialisasi ajaran Islam agar setiap Muslim 
menyuarakan kepentingan penegakan Islam, Natsir menekankan 
pentingnya negara sebagai kekuatan pemaksa dalam menegakkan 
syariat Islam. 
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Natsir juga menantang Soekarno dengan mempertanyakan 
kesediaan Soekarno tunduk pada ijma' ulama apabila Natsir berhasil 
menunjukkan bahwa adanya ijma' ulama tentang Negara Islam. 
Bagi Natsir, pemimpin tertinggi Negara Islam tidak harus bergelar 
khalifah, tetapi yang terpenting harus memiliki kesanggupan 
bertindak secara bijaksana untuk menerapkan syariat Islam dalam 
prinsip maupun praktik. Negara Islam juga tidak harus sepenuhnya 
demokrasi, tetapi tidak pula seratus persen otokrasi. Demokrasi itu 
sendiri memang baik, tetapi instrumen itu tidak dapat diandalkan 
sepenuhnya dalam sistem kenegaraan Islam. Islam sejatinya anti- 
despotisme dan anti-absolutisme. Tetapi, tidak berarti semua urusan 
pemerintahan Islam diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah 
Majelis Syura, dan karena itu prinsip syura dalam Islam tidak identik 
dengan demokrasi."S Perdebatan antara Soekarno dan Natsir ini 
akan terus berlanjut di masa Orde Lama, ketika sebagai presiden, 
Soekarno semakin mengeraskan Pancasila sebagai ideologi negara 
dan kekuasaannya. 


Islam Keindonesiaan 


Hubungan antara Islam dan keindonesiaan telah melahirkan corak 
keislaman yang bersifat Indonesiawi. Dalam hal ini, Islam adalah 
Islam. Yakni agama yang memiliki aturan teologis dan yuridisnya 
sendiri. Akan tetapi sebagai ajaran. la telah berhasil dibumikan 
ke dalam budaya bangsa Indonesia. Budaya ini membentang 
sejak di dalam nilai-nilai budaya, hingga nilai-nilai politik berbasis 
kebangsaan modern. 

Dalam praktiknya, hubungan antara Islam dan keindonesiaan 
sering berkorelasi dengan kemodernan dan kemanusiaan. Mengapa? 
Karena Indonesia adalah “nama politik” dari bangsa modern yang 
telah menegakkan sistem politik modern. Modern dalam arti politik 
ini berarti non-feodalisme, non-monarki dan non-teokrasi. Oleh 
karenanya, Negara Islam merupakan bagian dari teokrasi yang tidak 
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relevan lagi dalam kehidupan modern. Demikian pula keindonesiaan 
terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena bangsa ini menjadikan 
nilai tersebut sebagai keutamaan publik yang ingin dimuliakan. Hal 
ini bisa terbaca dari sila kedua dasar negara Pancasila, Kemanusiaan 
yang Adil dan Beradab. Oleh karenanya, cara beragama dan sistem 
politik yang anti-kemanusiaan, juga bertentangan dengan kultur 
bangsa ini. 

Berbeda dengan kaum pembaharu yang menjadikan formalisasi 
syariat sebagai agenda utama politik Islam, para pemikir Muslim 
di Indonesia lebih menekankan kemaslahatan sebagai nilai yang 
harus diperjuangkan melalui Republik Indonesia. Kemaslahatan 
merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menerapkan 
syariat, selain budaya ('urf) dan kebaikan C(istihsan). Hal ini dilatari 
oleh pemahaman politik yang diletakkan dalam konteks ibadah 
praktis yang bersifat ijtihadiyah. 


Dalam pendekatan politik, baik dari tradisi Barat maupun Islam, 
pola pikir substantif dan Pancasilais di atas justru lebih dekat dengan 
hakikat politik daripada pendekatan fundamentalistik yang terjebak 
memahami politik hanya sebagai bentuk negara. 


Di Barat, politik merupakan kegiatan warga negara demi 
perumusan kebaikan bersama (res publica). Makanya politik (politics) 
berakar dari kata polis, yang merujuk pada negara-kota (city state) 
Athena Kuno, di mana filsuf seperti Aristoteles menyamakan aktivitas 
berpolitik sebagai etika.Sebab selain sebagai makhluk rasional 
(animal rationale), manusia juga makhluk sosial (zoon politicon). 
Kegiatan berpolitik di dalam polis ini diadakan oleh warga negara 
-yang sayangnya terbatas pada lelaki dewasa penduduk asli Athena-, 
melalui pengeluaran diri dari kegiatan ekonomi (res privata), rumah 
tangga dan urusan pribadi. 


Para pemikir Barat modern seperti JJ Rousseau kemudian 
mempraksiskan domain politik, yakni res publica, melalui kontrak 
sosial (social contract) antar-warga negara. Pada titik inilah, negara 
terbentuk sebagai lembaga eksekutif yang bertugas mewujudkan 
res publica, hasil kontrak sosial masyarakat. Dengan demikian, hakikat 
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politik terletak di res publica, kepublikan dan ruang publik, sementara 
negara yang memang merupakan lembaga terbesar dan otoritatif 
dalam pengaturan urusan publik, merupakan agen pewujud hakikat 
politik tersebut.'” 


Di dalam tradisi Islam, definisi politik juga merujuk pada kebaikan 
publik, hanya saja berbarengan dengan penjagaan agama. Imam al- 
Mawardi menyatakan: 


SAN Akan ya gp Bisa) KANAN Ae yaa ya Lalai 
kita Kisi 


“Kepemimpinan negara diletakkan sebagai kelanjutan tugas 
kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia». 


Dalam definisi al-Mawardi tersebut, politik (siyasah) dimaknai 
sebagai pengaturan dunia yang berbanding lurus dengan penjagaan 
atas agama. Ini dipahami sebagai penerusan tugas kenabian.Dengan 
meletakkan penjagaan dunia di urutan tugas pertama, maka al- 
Mawardi menempatkan pengaturan agama sebagai makna utama 
hakikat politik Islam, menyusul kemudian pengaturan dunia. 


Pertanyaannya, bagaimana menegakkan syariah tanpa melalui 
Negara Islam? Inilah pertanyaan yang telah dijawab oleh para 
pemikir Muslim progresif, terutama oleh Abdurrahman Wahid, yakni: 
(1) penerapan partikel hukum Islam dalam naungan sistem hukum 
nasional berbasis negara-bangsa: (2) penegakan syariah sebagai etika 
sosial di tengah masyarakat. Penerapan pertama memang bersifat 
terbatas, karena syariah tidak menjadi konstitusi (ganun). Akan 
tetapi, searah dengan prinsip meraih maslahat dan meninggalkan 
mafsadat yang merupakan tujuan syariah Islam itu sendiri: maka 
pendirian negara berkonstitusi syariah di dalam masyarakat 
bangsa yang majemuk secara keagamaan, tidak akan menciptakan 
kemaslahatan. Ia justru menimbulkan kerusakan berupa disintegrasi 
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bangsa. Dalam konteks ini, negara berkonstitusi syariah bisa saja 
didirikan di masyarakat yang secara keagamaan bersifat homogen 
Islam, sebagaimana terjadi di negara-negara Islam Timur-Tengah.' 


Sementara itu, penegakan syariah sebagai etika sosial merupakan 
sifat dasar dari Rukun Islam yang memuat dimensi sosial. Dimensi ini 
terdapat dalam perintah zakat, puasa dan haji serta kesempurnaan 
iman yang terjadi melalui kepedulian terhadap fakir miskin 
sebagaimana termaktub dalam al-Bagarah: 177. Dalam konteks 
ini, etika sosial Islam menjadi praksis dari magashid al-syariah 
yang diperjuangkan melalui prinsip moderasi dan realisme politik, 
sehingga menghasilkan pandangan serta gerakan politik Islam yang 
demokratis, nasionalis dan republikan. Garis politik Islam seperti 
inilah yang membuat Islam di Indonesia bisa kompatibel dengan 
negara-bangsa, Pancasila, demokrasi dan nilai-nilai republik. 


Dengan demikian pada titik ini, pandangan politik Islam 
substantif dalam kerangka nilai-nilai Pancasila merupakan praktik 
politik republik. Dalam praktik ini, politik tidak dimaknai an sich 
sebagai kelembagaan negara dan sistem demokrasi, melainkan 
kebaikan publik (res publica) yang menjadi dasar bagi bentuk 
pemerintahan republik. Oleh karena itu, perlu dijelaskan hubungan 
negara (nation-state), demokrasi dan republik. Negara ialah lembaga 
politik yang dibangun oleh hubungan keseimbangan kekuasaan 
antara lembaga trias politicas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di 
dalamnya terdapat konstitusi, birokrasi, militer dan kedaulatan 
wilayah. Sebagai sebuah lembaga politik, negara (state) berdiri di 
atas kesatuan kultural bernama bangsa (nation) yang berisi sejarah, 
budaya, serta keragaman etnik, suku dan agama. Inilah negara- 
bangsa yang menjadi bangunan besar politik masyarakat modern.'” 


Sementara itu demokrasi merupakan sistem politik di dalam 
negara-bangsa yang mengoperasionalkan trias politica, agar sesuai 
dengan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita 
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pendirian negara. Demokrasi meliputi prinsip-prinsip praktik politik 
dan kenegaraan yang baik di mana kekuasaan eksekutif dibatasi oleh 
konstitusi dan suara rakyat yang terepresentasi di dalam parlemen. 
Serta mekanisme suksesi kepemimpinan dan keterwakilan politik, 
agar kondisi kekuasaan bisa diganti secara berkala agar tidak 
menjelma diktator. Oleh karena itu, jika negara merupakan pranata 
politik yang mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat, 
maka demokrasi adalah prinsip pengelolaan negara dan kehidupan 
politik di masyarakat agar sesuai dengan tujuan pendirian negara. 


Sedangkan republik ialah bentuk pemerintahan yang men- 
dasarkan diri pada hakikat politik itu sendiri, yakni res publica, 
kepentingan publik. Dalam hal ini, yang dimaksud kepentingan atau 
kebaikan publik bukanlah penyatuan segenap kepentingan individu, 
sebagaimana dipraktikkan dalam demokrasi liberal. Kepentingan 
publik memiliki domain normatif dan etisnya sendiri, yang diukur 
oleh nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan publik. Oleh karenanya, 
republik bukan hanya merupakan bentuk negara yang berbeda 
dengan monarki, teokrasi atau otokrasi: melainkan mencerminkan 
nilai-nilai hakikat politik yang menjadi dasar dan tujuan dari pendirian 
negara-bangsa dan sistem politik demokratik. Dengan demikian bisa 
dipahami bahwa ketika negara merupakan lembaga, dan demokrasi 
merupakan sistem, maka republik adalah bangunan besar kehidupan 
politik yang mencerminkan tujuan negara dan sistem demokrasi.'”? 


Pada titik ini, dengan menekankan diri pada tujuan yang 
mencerminkan hakikat politik: kaum Muslim moderat Indonesia telah 
mengembangkan konsep dan praktik politik republikan, dan oleh 
karenanya tidak terjebak ke dalam institusionalisme dan simbolisme 
politik. Keterjebakan institusional dan simbolik ini dialami oleh 
kaum formalis radikal Islam yang terpaku pada persoalan pendirian 
lembaga negara namun mengabaikan tujuan dari politik itu sendiri. 
Padahal seandainya mereka mengarahkan diri pada hakikat politik, 
mereka tidak akan berjibaku dengan perjuangan simbolik, namun 
turut memperjuangkan hakikat politik. 


150 Philip Pettit, Republicanism, A Theory of Freedom and Government, New 
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Jalan Tengah Pancasila 


Pandangan substantif atas politik Islam di atas diperkuat oleh 
keberadaan ideologi nasional bangsa Indonesia, yakni Pancasila yang 
menetapkan sebuah hubungan unik agama dan negara. Hubungan 
ini senapas dengan pola politik Islam substantif sebagaimana 
dibangun oleh kalangan moderat Islam di negeri ini. 


Secara normatif dan ideologis, hubungan antara Islam dan 
negara di Indonesia memang telah diharmoniskan oleh dasar negara 
Republik Indonesia, yakni Pancasila. Dikatakan harmonis karena 
dasar negara ini telah mengakomodir dua kutub ideologi yang 
bertentangan, yakni nasionalisme sekular dan nasionalisme Islam, 
dengan membentuk suatu negara berketuhanan. Hal ini bisa terjadi 
karena sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Sebagaimana ditegaskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) yang berunding pada 17 Juli 1945, sila ketuhanan 
yang diletakkan di urutan pertama Pancasila, memiliki makna 
signifikan dalam konteks hubungan agama dan negara. Makna ini 
merujuk pada sifat semua sila di bawahnya, yakni Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin 
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 
serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: yang bersifat 
ketuhanan. Artinya, semua prinsip kemanusiaan, persatuan 
(nasionalisme), kerakyatan (demokrasi) dan keadilan sosial itu 
merupakan pengamalan dari nilai-nilai ketuhanan. Inilah mengapa 
Pancasila telah menyelamatkan Indonesia untuk tidak menjadi 
negara sekular. Kekhawatiran kaum nasionalis Islam tak terjadi." 


Pada saat bersamaan, dengan memilih kata «ketuhanan» sebagai 
ganti kata «Allah» dan «Tuhan», telah menjadikan nilai ketuhanan 
Pancasila sebagai nilai religius umum yang dimiliki oleh semua 
agama, termasuk aliran kepercayaan. Apalagi dengan dihapusnya 
«tujuh kata» Piagam Jakarta 1945, yang berbunyi, «dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya», 
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telah menjadikan Indonesia bukan hanya milik umat Islam. Ini yang 
membuat Pancasila tidak menempatkan NKRI sebagai negara agama, 
atau Negara Islam, selayak kekhawatiran kaum nasionalis sekular. 


Dari sini Pancasila kemudian membentuk sebuah negara 
«jalan tengah»: bukan negara agama dan bukan negara sekular. 
Ini tentu melampaui hubungan integratif agama dan negara yang 
membentuk negara agama, juga pola separatif yang memisahkan 
agama dari negara. Melampaui itu, ia telah membentuk suatu cteo- 
demokrasi», dalam arti, kedaulatan Tuhan dibaca dalam satu tarikan 
napas dengan kedaulatan rakyat. 


Dalam kaitan ini, Pancasila telah menggariskan prinsip hubungan 
agama dan negara yang strategis baik dari sudut pandang negara 
maupun agama. Prinsip hubungan ini, oleh Alfred Stephan disebut 
sebagai toleransi kembar (twin toleration) di mana negara menoleransi 
agama dengan tidak bertindak interventif atas pengamalannya, 
namun tetap melindungi dan menfasilitasi kehidupan beragama di 
kalangan umat. Demikian pula agama menoleransi negara dengan 
tidak memaksakan nilainya, menjadi agama negara, namun pada saat 
bersamaan menopang kehidupan bernegara melalui pembentukan 
etika politik di tengah kehidupan kewarganegaraan.'?2 


Dalam toleransi negara atas agama, terdapat beberapa prinsip. 
Pertama, negara menghormati agama sebagai nilai yang memiliki 
ruang tersendiri, yang berada di wilayah transendental manusia 
dan kehidupan sosio-kultural. Oleh karenanya negara tidak 
mengintervensi agama, justru sebaliknya, menjamin dan melindungi 
kebebasan beragama yang menjadi bagian dari kebebasan sipil (civil 
liberty) warga negara. Penghormatan dan jaminan ini termaktub pada 
Pasal 29A UUD 1945. Lebih jauh lagi negara tidak membatasi jumlah 
agama dan oleh karenanya tidak dalam kapasitas mengakui atau 
melarang berkembangnya suatu agama, sebagaimana ditegaskan 
oleh UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Meskipun terdapat penyebutan 
enam agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, 
152 Alfred Stepan, Religion, Democracy and the "Twin Tolerations, dalam L. 
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namun penyebutan ini merujuk pada fakta sosiologis agama yang 
dipeluk mayoritas warga negara, tanpa mengekslusi agama di luar 
enam agama tersebut. Ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan 
negara netral agama, sehingga ia menaungi semua umat beragama. 


Kedua, otonomi negara dari agama ini dibarengi dengan 
kebijakan menfasilitasi kehidupan beragama di kalangan umat, 
baik melalui pembuatan regulasi, pengesahan penerapan hukum 
agama, hingga mediasi kerukunan umat beragama. Pembentukan 
Kementerian Agama merupakan fasilitasi ini, di mana di dalamnya 
terdapat regulasi kehidupan beragama, pemberian bantuan kegiatan 
dan pendidikan agama, hingga pembentukan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB). Ini menunjukkan komitmen negara dalam 
membantu kelangsungan kehidupan beragama tanpa melakukan 
intervensi atas praktik keagamaan. Fungsi negara dalam konteks ini 
lebih menjelma sebagai wasit bagi kemungkinan konflik antar-umat 
beragama demi terjaganya kerukunan bangsa. 


Pada saat bersamaan, negara Pancasila juga meletakkan 
negara secara otonom di hadapan agama, sehingga agama tidak 
mengintervensi atau bahkan melakukan religuisasi ideologis atas 
negara di satu sisi, namun tetap menopang kehidupan bernegara 
melalui pengembangan etika politik berbasis nilai-nilai agama. 


Dalam konteks Islam, hubungan agama yang terpisah pada level 
kenegaraan namun tetap terhubung secara politik ini menandai 
beberapa prinsip penting yang khas Indonesia karena keunikan 
Pancasila. Pertama, terkait dengan penerapan syariat Islam melalui 
negara. Hal ini tentu telah gugur sejak dihapusnya tujuh kata imbuhan 
pada sila pertama Pancasila, «dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya». Pada awalnya, tujuh kata 
ini merupakan rumusan Pancasila ala Panitia Sembilan pada 22 
Juni 1945 yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Karena khawatir 
dengan kemungkinan formalisasi syariat oleh negara, kalangan 
nasionalis dan Kristen mengusulkan penghapusan tujuh kata ini, 
dan meletakkan prinsip ketuhanan seumum dan universal mungkin, 
sehingga tidak mewakili kelompok agama tertentu. 
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Inisiatif Soekarno untuk menjadikan Piagam Jakarta sebagai 
prinsip yang menjiwai UUD 1945 pada Dekrit Presiden 1959, 
merupakan cara agar tujuh kata ini menjiwai dasar negara dan 
konstitusi Indonesia. Tentu hal ini untuk meredam kalangan Islam 
yang pada Sidang Konstituante ingin menjadikan Islam sebagai dasar 
negara melalui penghidupan kembali Pancasila ala Piagam Jakarta. 


Hanya saja kegagalan Islam sebagai dasar negara Indonesia 
dan penerapan syariat oleh negara diobati oleh penerapan partikel 
syariah dalam kerangka pengelolaan waris, nikah, wakaf dan haji 
yang dilegalkan baik melalui legislasi Kompilasi Hukum Islam, 
pendirian Peradilan Islam hingga Kementerian Agama. Artinya, 
meskipun tak menjadi dasar negara, syariah telah dilegalkan serta 
difalisitasi pelaksanaannya dalam beberapa hal tersebut. 


Kedua, terdapat kesadaran di kalangan Muslim moderat untuk 
tidak menerapkan syariah baik sebagai konstitusi (ganun) maupun 
Undang-Undang (dustur), untuk lebih menegakkannya sebagai 
etika publik. Pemikiran semacam ini telah digaungkan oleh para 
pemikir Islam moderat, tidak hanya di Indonesia tetapi dunia. 
Pemikir Islam asal Sudan, Abdullah Ahmed al-N»im misalnya, 
menyepakati wilayah syariah tidak di ranah kenegaraan, melainkan 
di ruang publik. Sebab pelaksanaan syariah yang merupakan ibadah 
mengandaikan keihlasan Muslim di hadapan Tuhan. Pelaksanaan 
melalui regulasi negara akan memberikan beban pemaksaan dari 
luar diri, sehingga mengurangi dimensi transendennya. Pada titik 
inilah syariah lebih pas dikembangkan di ruang publik, menjadi 
dasar bagi nalar publik (public reason) yang digerakkan oleh warga 
negara demi pembangunan politik demokratis.':? 


Dalam konteks ini, al-Naim sebagaimana kalangan moderat 
di Indonesia menyepakati pemisahan Islam dari negara dengan 
tetap menjaga hubungan Islam dan politik. Ini dilakukan melalui 
pembedaan antara negara dan politik. Negara ialah organisasi yang 
menjadi agen pelaksana cita-cita politik. Sedangkan politik itu sendiri 
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merupakan medan, mekanisme sekaligus tujuan dari pendirian 
negara. Wilayah negara bersifat terbatas, yakni di lingkungan 
kelembagaan negara. Sedangkan wilayah politik lebih luas, meliputi 
seluruh wilayah sosial kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 
Dalam wilayah politik inilah, warga negara menjadi subjek utama 
politik untuk mengembangkan nilai-nilai demokratis. Di titik inilah 
nilai-nilai syariah bisa ditegakkan dalam rangka perwujudan hak 
asasi manusia dan tata masyarakat berkeadilan. 


Peletakan Islam dan syariah sebagai pendorong keadaban 
politik di ruang publik ini juga menjadi sifat dasar agama-agama 
di Indonesia. Artinya, ketika agama tidak menjadi agama negara 
(state religion), ia kemudian memerankan diri sebagai agama publik 
(public religion). Hal ini disinyalir oleh Benyamin F. Intan dalam Public 
Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia.” Menurutnya, 
agama-agama di Indonesia telah memerankan diri sebagai sumber 
normatif bagi pembentukan etika politik yang menjadi pemandu 
bagi gerakan-gerakan keagamaan sipil demokratik. Hal ini sekali 
lagi berkat Pancasila yang menjadi dasar bagi peran publik agama- 
agama. Sila pertama yang memuat nilai ketuhanan universal, yang 
berujung pada sila keadilan sosial, telah mengukuhkan komitmen 
agama-agama untuk memperjuangkan keadilan berdasarkan nilai- 
nilai ketuhanan. 


Dalam kerangka agama publik ini, pola keagamaan di Indonesia 
telah menganulir tesis sekularisasi baik sekularisasi sebagai 
kegagalan agama (secularization as a religous decline), maupun 
sekularisasi sebagai privatisasi agama (secularization as privatization). 
Artinya, agama tidak gagal di hadapan sistem pengetahuan dan 
sosial-politik modern, karena ia masih menjadi paradigma, kultur 
dan panduan etika politik warga negara Indonesia. Agama juga tidak 
hanya menjadi urusan privat yang mengabaikan peran sosialnya 
bagi pembangunan masyarakat berkeadilan. Agama dan negara 
tetap terhubung secara diferensiatif: agama berada di wilayah kultur, 
sedangkan negara di ranah struktur kelembagaan politik. Keduanya 
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memang terpisah namun saling menopang, sebagaimana hubungan 
“toleransi kembar” menurut Alfred Stepan di atas. 


Dengan demikian, untuk memahami hubungan Islam dan negara 
di Indonesia, perlu kiranya mengetahui keberadaan Pancasila sebagai 
ideologi negara Republik Indonesia. Ideologi ini pada awalnya 
merupakan hasil konsensus dan oleh karenanya kompromi ideologis 
dan politis di antara para pendiri bangsa yang secara umum terbagi 
dalam tiga aliran politik: Islam, nasionalis dan komunis. Dalam 
perjalanannya, Pancasila menjadi titik temu ideologi-ideologi dunia 
itu dan menghasilkan rumusan ideologis khas bangsa Indonesia 
yang menyatukan prinsip ketuhanan di satu sisi, dan kebangsaan 
modern demokratis pada saat bersamaan. Ini yang membuat corak 
Islam di Indonesia secara umum bersifat moderat dan nasionalis. 


BAB 7 


Penutup: 
Dibutuhkan Agama Sipil Pancasila! 


enguatnya intoleransi dan radikalisme beragama menyirat- 
Mi raibnya Pancasila di dalam kehidupan bangsa. 
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila Persatuan 
Indonesia hanya menjadi nilai yang tak terpatri dalam laku 
kehidupan. Dibutuhkan suatu penguatan “agama sipil” Pancasila 


sehingga berbangsa, diamalkan dalam satu tarikan napas dengan 
praktik beragama. 


Ignas Kleden dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1981) 
sudah lama melihat raibnya nilai-nilai luhur kebangsaan ini. 
Menurutnya, kehidupan atau kebudayaan kita telah mengalami 
entropi. Dalam kondisi ini, nilai tidak lagi menjadi skenario yang 
menentukan praktik pertunjukan di “panggung kehidupan” tidak 
pula menjadi pertunjukan itu sendiri, melainkan hanya menjadi 
dekorasi, yang jika tidak dipolitisasi, maka dikomidifikasi demi 
keuntungan dan kekuasaan. 


Demikian pula Pancasila, telah lama mengalami entropi 
kebudayaan. Ia tidak lagi menjadi garis besar kehidupan berbangsa, 
tidak pula menjadi praktik di masyarakat, namun sekadar hiasan, 
yang dikhianati dan dipolitisasi. 

Salah satu pengkhianatan atas Pancasila ialah intoleransi 
beragama yang bertentangan dengan sifat moderat dari kultur 
agama di Indonesia, serta realitas kemajemukan bangsa. Hal ini 
menguat tidak hanya menjelang hajatan demokrasi seperti pemilu, 
terutama Pilpres dan Pilkada, namun juga telah laten di struktur 
kemasyarakatan kita. 
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Seorang calon pemimpin pemerintahan dari kaum minoritas 
beragama, ditolak atau sulit menang di daerah mayoritas beragama 
lain. Rumah ibadah juga masih menjadi titik konflik dalam tegangan 
mayoritas-minoritas ini. Hal ini bisa terjadi karena terdapat 
tekanan massa intoleran, struktur politik yang bias mayoritas, serta 
sentimen agama yang diunggulkan daripada penghormatan atas 
kewarganegaraan. 


Secara kenegaraan, hal ini menandai kegagalan negara dalam 
mendidik rakyatnya menjadi warga negara yang baik. Hal ini juga 
menggambarkan kegagalan negara dalam membedamkan Pancasila 
sebagai pandangan hidup (Weltanschauung) dan pola perilaku 
(Lebensanschauung). Ini terjadi karena Pancasila hanya dikenalkan 
sebagai dasar negara, tanpa dipahamkan posisi pentingnya sebagai 
pandangan hidup. 


Pada titik inilah, Orde Baru melalui Penataran P4 (Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) menunjukkan kepedulian 
untuk “memasyarakatkan Pancasila, dan  mempancasilakan 
masyarakat”, meski paradigma dan kontennya perlu dikritisi. Raibnya 
pendidikan Pancasila untuk masyarakat luas telah meraibkan 
Pancasila di kehidupan keseharian rakyat. Maka jangan heran jika 
perilaku sebagian besar masyarakat bertentangan dengan dasar 
negara. 


Pada saat bersamaan, pendidikan agama kita juga gagal mendidik 
umat beragama menjadi warga negara yang baik. Padahal semua 
agama memiliki ajaran tentang nasionalisme dan penghargaan 
terhadap perbedaan. Hanya saja hal ini tak dijadikan arus utama 
dakwah, sehingga umat masih mengedepankan eklusivisme 
kelompok, daripada inklusivitas berbangsa. 


Hanya memang di dalam strukturimanennya, terdapat perbedaan 
antara agama dan Pancasila, sebagaimana benturan antara agama, 
kebangsaan dan demokrasi, dalam beberapa hal. Pertama, setiap 
agama meminta ketundukan utama kepada umatnya. Ini terjadi 
karena agama merupakan ajaran Tuhan yang tentu lebih tinggi 
dari apapun, termasuk Pancasila. Hal ini yang membuat organisasi 


242 |Islam, Pancasila dan Deradikalisasi 


keagamaan menolak Asas Tunggal Pancasila di masa Orde Baru, 
karena kebijakan ini ingin mengganti asas keagamaan dengan asas 
negara. Baru setelah para agamawan meyakinkan umatnya, bahwa 
Pancasila bukan agama dan tidak akan mengganti agama, umat 
menerima kebijakan ini. Dalam hal ini, Pancasila dipahami sebagai 
dasar negara yang dibedakan dengan agama sebagai akidah. 


Kedua, setiap agama membentuk solidaritas kelompok berbasis 
kesamaan agama, atau pinjam istilah sosiolog Muslim, Ibnu Khaldun 
(1332-1406 M), 'ashabiyyah. Ini merupakan hal wajar, karena agama 
membentuk umat, dan umat tersebut bersatu dalam kesatuan 
kebenaran. Maka daripada membela umat agama lain, setiap 
umat tentu akan lebih membela umat seagamanya. Dalam kondisi 
inilah terjadi tegangan antara kebangsaan yang bersifat nasional, 
dan keumatan yang universal. Banyak umat yang mau menerima 
kebangsaan dan oleh karenanya menghargai perbedaan agama, 
namun tak sedikit yang tetap memenangkan 'ashabiyyah-nya 
sehingga menciderai kemajemukan bangsa. 


Segenap problem ini memuara pada satu hal: ketidakpahaman 
bahwa Pancasila juga memuat nilai-nilai agama, sehingga ia 
sebenarnya merupakan "agama sipil" (civil religion) rakyat Indonesia. 
Makna “agama sipil” di sini berarti nilai-nilai agama yang menjadi 
dasar bagi kehidupan kebangsaan. Di Amerika Serikat (AS), segenap 
nilai bangsa ditahbiskan menjadi “agama sipil” tersebut. Demikian 
di negara maju lainnya. Dalam kaitan ini, terma agama di dalam 
"agama sipil” tidak merujuk pada agama tradisional, melainkan nilai- 
nilai kebangsaan yang mengandung dimensi religius, dan membuat 
warga negara, bernegara secara religius. 


Pancasila, karena berangkat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, 
merupakan "agama sipil” masyarakat Indonesia. Hal ini menandai 
dua hal. Pertama, di dalam dirinya, Pancasila memuat ajaran agama 
dari semua agama, karena “bangunan sila”-nya diterangi oleh nilai 
ketuhanan. Bukankah kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan 
keadilan merupakan ajaran agama? 
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Kedua, Pancasila menetapkan aturan pengamalan agama oleh 
umat beragama. Ini terjadi karena ia merupakan dasar negara 
dan rerambu kehidupan bangsa. Maka, umat beragama tidak 
boleh membinasakan kemanusiaan, merusak persatuan, menodai 
demokrasi dan mengabaikan keadilan sosial, di dalam mengamalkan 
ajaran Tuhan. Apalagi nilai-nilai tersebut merupakan perintah Tuhan. 


" 


Dengan demikian, melakukan peledakan bom “atas nama Tuhan 
jelas bertentangan dengan Pancasila dan agama. Membenci umat 
agama lain "atas nama agama" jelas bertentangan dengan Pancasila 
dan agama. Menolak hidup rukun dalam kehidupan bangsa "atas 
nama agama” jelas bertentangan dengan Pancasila dan agama. 
Pada titik ini, penempatan Pancasila sebagai "agama sipil" tidak akan 
mengganti agama setiap warga negara, karena “model keagamaan" 
ini hanya merupakan prinsip kehidupan agama di ruang publik, 
ruang di mana setiap umat harus damai sebagai warga negara. 


Dengan memahami Pancasila sebagai "agama sipil” kita, maka 
segenap umat beragama akan menghayati kehidupan kebangsaan 
layaknya penghayatan keagamaan. Ini berarti, tidak ada lagi 
kontradiksi antara agama dan negara, agama dan Pancasila, serta 
agama dan demokrasi. Berbangsa Indonesia adalah perintah 
Tuhan semua agama, karena prinsip pertama kenegaraan kita ialah 
ketuhanan. 


Hanya saja dibutuhkan reformasi pemahaman keagamaan, 
dari doktrinal formalis, menuju etis substansialis. Misalnya, nilai 
utama di dalam Islam adalah hukum (syari'ah), namun jangan lupa 
bahwa esensi hukum adalah etika. Tujuan penegakan hukum ialah 
penegakan moralitas. Maka bukannya memperjuangkan formalisasi 
syariah: yang harus dilakukan ialah menegakkan etika hukum Islam, 
yang secara substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 
cara ini, setiap umat beragama seharusnya bisa memperjuangkan 
agamanya dalam rumusan Pancasila. 

Persoalannya, bisakah umat beragama menerima gagasan ini, 
karena salah satu persoalan mendasar kehidupan berbangsa kita 
ialah lemahnya kesadaran kebangsaan di kalangan umat beragama. 
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Ini menghasilkan intoleransi beragama di satu sisi, dan radikalisme 
agama di tingkat ekstrim. Diperlukan suatu kesalehan kebangsaan 
untuk menjawab persoalan ini. 


Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Gus Dur 
dalam Islam dan Masyarakat Bangsa (1987) memiliki rumusan 
bagi tumbuhnya kesalehan kebangsaan ini. Menurutnya, hal ini 
membutuhkan pengembangan suatu “Rukun Sosial” yang menjadi 
“jembatan teologis” antara Rukun Iman dan Rukun Islam. “Rukun 
Sosial" ini menjadi pijakan bagi tumbuhnya kesalehan kebangsaan, 
yang merupakan perluasan dari kesalehan sosial di dalam beragama. 


Menurut Gus Dur, segenap ibadah di dalam Rukun Islam 
sebenarnya berdimensi sosial. Artinya, menyimpan kepekaan dan 
tanggung jawab bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Misalnya, 
syahadat yang disaksikan orang lain, sholat yang dilakukan 
secara berjama'ah, puasa, zakat hingga haji yang mengajarkan 
kesamaan manusia secara universal. Bahkan secara eksplisit Gus Dur 
menegaskan bahwa dengan adanya perintah zakat, Islam bersifat 
anti-kapitalisme, karena agama ini menetapkan hak kaum miskin di 
sebagian harta setiap Muslim. 


Persoalannya, segenap ibadah ini dilakukan murni demi 
kepentingan individu, baik demi pengguguran kewajiban agama 
maupun pembebasan dari api neraka. Hal ini memang penting, 
namun mengabaikan tujuan utama ibadah tersebut, yakni penataan 
kehidupan sosial yang manusiawi (human social life). Maka untuk 
menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan Muslim, diperlukan 
suatu "Rukun Sosial” yang diletakkan sebagai penghubung dimensi 
sosial dalam Rukun Islam, dengan dimensi teologis dalam Rukun 
Iman. 


Dalil keagamaan bagi “Rukun Sosial" ini berpijak pada, pertama, 
al-Bagarah: 179 yang menetapkan amal foluntaris: pemberian harta 
kepada fakir miskin, orang yang sedang di perjalanan, para pejuang 
di jalan Allah, dil, sebagai penyempurna bagi keimanan kepada 
Allah. Kesempurnaan inilah yang disebut Islam sebagai kebaikan 
(al-birru). Kedua, tujuan utama syariat (magashid al-syari'ah) berupa 
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perlindungan terhadap nyawa, agama, akal, harta dan kehormatan 
manusia, yang harus diperjuangkan melalui sistem sosial-politik 
berkeadilan. Dengan cara ini menurut Gus Dur, kesadaran sosial 
Muslim di dalam beribadah dan beragama, menjadi bagian dari 
kesadaran teologis, bukan sakadar fighiyyah. 


Dalam perkembangannya, "Rukun Sosial” yang menumbuhkan 
kesadaran sosial dalam beragama ini, Gus Dur letakkan sebagai 
dasar bagi suatu etika sosial Islam. Sebab tujuan diutusanya Nabi 
Muhammad ke bumi tiada lain untuk menyempurnakan etika 
manusia. Dan di dalam dirinya sendiri, etika selalu bersifat sosial. 
Perbaikan moralitas individu, selalu terkait dengan perbaikan 
moralitas masyarakat. Secara definitif, Gus Dur merumuskan etika 
sosial Islam ini sebagai prinsip normatif dalam Islam bagi perbaikan 
sosial menuju struktur masyarakat berkeadilan, sebagaimana 
perintah al-Bagarah: 179 dan penghargaan atas Hak Asasi Manusia 
dalam syariat Islam tersebut. 


Dalam khasanah pemikiran politik, etika sosial Islam menjadi 
pijakan bagi pandangan demokratis umat Muslim, yang 
memperjuangkan substansi politik Islam tidak melalui cita pendirian 
Negara Islam. Hal ini bisa terjadi karena substansi dari politik itu 
sendiri merupakan perwujudan kehidupan sosial yang etis, di mana 
kesejahteraan bersama (res publica) berusaha diciptakan. Ini pula 
yang menjadi landasan, kenapa Muslim moderat lebih memilih 
menjadi bagian dari masyarakat bangsa, daripada umat beragama 
universal yang memimpikan tegaknya kembali kekhilafahan global. 


Pemikiran Gus Dur tersebut, sangat relevan di tengah kondisi 
bangsa yang berada di bawah ancaman sektarianisme beragama. 
Hal ini tidak hanya terjadi pada intoleransi antar-umat beragama, 
namun menjadi penyakit laten dari umat beragama itu sendiri. 
Sebagian umat kita masih hidup di dalam pola kesalehan individual, 
yang meminggirkan kesalehan sosial, apalagi kesalehan kebangsaan. 
Artinya, pola keberagamaan kitamasih mengedepankan keselamatan 
individu dari dosa-neraka, namun abai untuk menyelamatkan 
masyarakat dari ketidakadilan yang semestinya dikecam oleh nilai- 
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nilai agama. Raibnya kesalehan sosial ini yang membuat kesalehan 
kebangsaan sama sekali tak terpikir oleh umat beragama kita. 


Yang penulis maksud sebagai kesalehan kebangsaan ialah, 
pengamalan agama demi perawatan dan perbaikan bangsa. Ini 
mengandaikan dua lompatan kesadaran, baik dari kesadaran 
individual maupun sektarian. Artinya yang dibela dari praktik 
beragama bukan hanya keselamatan individu dan solidaritas 
kelompok, melainkan kebaikan berbangsa. Dibutuhkan lompatan 
dari individualisme dan sektarianisme, menuju nasionalisme. 


Dalam kaitan ini, kesalehan kebangsaan ini mendasarkan diri 
pada "teologi Pancasila”. Yakni rumusan teologis berbasis Pancasila 
sebagai prinsip beragama di ruang kebangsaan Indonesia. "Teologi 
Pancasila” ini menegaskan suatu hubungan timbal-balik dan saling 
mengandaikan, antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan 
keempat sila lainnya. Dalam hubungan ini, maka bertuhan harus 
diamalkan melalui pemuliaan atas martabat manusia, perawatan 
kemajemukan bangsa, partisipasi demokratis demi tegaknya 
kedaulatan rakyat, serta perjuangan bagi keadilan sosial. Dengan 
demikian, bertuhan tidak hanya berurusan dengan ibadah, kitab suci 
dan liturgi, melainkan selalu terlibat dalam perawatan dan perbaikan 
kehidupan sosial-politik, demi kebangsaan dan kemanusiaan. 


Tradisi teologi yang berkebangsaan-berkemanusiaan ini 
tentu menjadi bagian kekayaan agama-agama di bumi ini. Di 
Islam terdapat etika sosial Islam sebagaimana digagas Gus Dur: di 
Kristen-Katolik terdapat “teologi salib", di mana kasih kepada Tuhan 
harus diamalkan melalui kasih kepada manusia: di Hindu terdapat 
prinsip pemuliaan manusia karena di dalam jiwa manusia terdapat 
Atman yang merupakan cermin dari Brahman (Tuhan): di Buddha 
terdapat tugas penghapusan penderitaan manusia sebagai puncak 
pengabdian murid-murid yang tercerahkan (Boddhisatwa): dan di 
Konghucu terdapat perintah pengembalian segenap kata dengan 
artinya, agar terjadi keselarasan hidup bermsyarakat. Keberadaan 
tradisi kemanusiaan di setiap agama ini menunjukkan bahwa niali- 
nilai Pancasila, inheren di dalam agama kita. 
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Pada saat bersamaan, Pancasila juga perlu kita letakkan sebagai 
"agama publik” (public religion) atau bahkan "agama sipil” (civil 
religion). Jika “agama publik” merupakan nilai-nilai kebaikan publik 
dari agama. Maka "agama sipil” menjadi praktik dari kepublikan 
agama demi pembangunan masyarakat yang beradab. Keadaban 
(civility) di sini merujuk pada pengamalan negara dan masyarakat 
atas nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar bagi terbentuknya 
masyarakat bernegara (civil society). 


Dalam kaitan ini, terdapat dua praktik Pancasila dalam terang 
pemahaman di atas. Pertama, setiap umat beragama harus 
mengamalkan agamanya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, 
Pancasila menjadi rambu-rambu praktik beragama dalam kehidupan 
berbangsa. Misalnya, setiap umat tidak boleh bertuhan yang 
merusak persatuan bangsa. Jika melanggar, ia melanggar Pancasila, 
nilai agama serta keharmonisan bangsa. 


Kedua, setiap umat beragama bisa mengamalkan ajarannya sesuai 
kepublikan dan kesipilan Pancasila. Ini berarti, agama diamalkan 
demi kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Hanya 
melalui hal inilah, umat beragama bisa memberikan manfaat bagi 
perawatan dan perbaikan kondisi bangsa. Jika tidak, ia justru menjadi 
penyakit yang mengancam masa depan masyarakat yang majemuk, 
akibat pendekatan yang radikal dan sarwa kekerasan.'?? 
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Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


Islam, 
pancasila, dan 
Deradikalisasi 


Meneguhkan Nilai Keindonesiaan 


Radikalisme agama berkembang di tengah ketidakmampuan memahami 
dimensi religius dari nilai-nilai kebangsaan. Padahal ketika sila pertama 
Pancasila memuat nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dasar negara dan 
semua bangunan kenegaraan bersifat religius. Itulah mengapa pada Sidang 
BPUPKI 1945, Mr. Soepomo menyatakan, “Negara nasional bukanlah negara 
a-religius (anti-agama), melainkan negara yang bersendikan nilai-nilai 
agama.” 


Dengan demikian, dalam rangka deradikalisasi Islam, penguatan nilai-nilai 
Pancasila melalui wawasan keislaman menjadi sangat penting. Hal ini bukan 
sebatas taktik-strategis, melainkan upaya menghadirkan substansi 
kebenaran yang selama ini belum terpahami. Substansi itu adalah nilai-nilai 
etis ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan, yang 
dimuliakan baik oleh Pancasila maupun Islam. Oleh karena itu, penolakan 
gerakan radikal Islam atas Pancasila tidak hanya bersifat a-historis, tetapi juga 
menyalahi doktrin Islam sendiri. Deradikalisasi Islam melalui nilai-nilai 
Pancasila menemukan ruangnya di dalam upaya memahami kembali 
substansi kebenaran perenial di dalam dasar negara dan agamahanif ini. 
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